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JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 118 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025-2029

Menimbang

Mengingat

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan

Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana
Strategis Kejaksaan Tahun 2025-2029, perlu
ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar
Pengukuran capaian kinerja Kejaksaan Tahun 2025-
2029;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Jaksa Agung tentang Indikator Kinerja
Utama Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-
2029;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6755);

2. Undang ... -2-



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik
Indonesia sebagaimana diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden
Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang
Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

Peraturan Jaksa Agung Nomor
PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024

8. tentang... -3-



Menetapkan

KESATU

KEDUA

10.

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa
Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 448);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021
tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1570);

Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Rencana Strategis Kerja Kejaksaan Republik
Indonesia Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 779)

MEMUTUSKAN:
INDIKATOR

KINERJA UTAMA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2025-2029.
Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Republik
Indonesia Tahun 2025-2029.
Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Republik Indonesia
Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kesatu terdiri atas:

a.

indikator tujuan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun
2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;

. indikator kinerja sasaran strategis Kejaksaan Republik

Indonesia Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II;
indikator kinerja program Kejaksaan Republik
Indonesia Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III;
indikator kinerja kegiatan Kejaksaan Republik
Indonesia Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IV; dan

e. penjenjangan ... -4-



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

e. penjenjangan Kkinerja Kejaksaan Republik Indonesia
Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

ini.

Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar

penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan

Anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan evaluasi

capaian kinerja.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keputusan ini

merujuk pada Pedoman tentang Penyelenggaraan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan

Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Vo

BURHANUDDIN
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LAMPIRAN V
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR1184TAHUN 2025

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KEJAKSAAN REPUBLIK

INDONESIA TAHUN 2025-2029

POHON KINERJA KEJAKSAAN RI - DUKUNGAN MANAJEMEN

PR Memperrcapat refonmans politik, hulnam, dan birokr s serta g et
pencegaban dan pembrerantasan korupsi, pedi, narkoba & peryekendupan

R

Level Kinerga. = =
e s g3 e | 2. Tevwupdimys b okrau permerintahan

Kinerjs Strstegic S T T i BT g Ve P

Mavsonal Savaran 1K indek permbangunan hukum

g IK: indeks Persepn Korups!

g I Indeks Irtegrias parta poltik

I
g _ 7 Pa— T

I.IMWM 2. Terwupudnya lembagadan | 3. Terwujudoya efebinvitas dan
Wirarjs Sl ategn adaptif dan taat szas, skses penegakan frukum yang integrasi kebijakan bidang
Nashonal Sararan keaditan yang merata, serta ' " " | di Kej d
Frogram Prioritan (PF) Mavyarakat yang patut | transparan, dan akuntabel laksa Agung sebagai pengacara

| x ! IKLiindeks Ketembagaan - { | IKi:Persentaseintegritas

1K Inceks Mater huikum | ukum 1K1 Fersentess peningkatan masional || IELindeks sotem merit

K2 Indeks Budeys Hukum | K2 indels Penegakan Hukum | pengendalian perkara 2 indeks perilaky anti korupss | | ASN

e |1 ' o — W2 Persentase kecukupan, {RaK) -

kesasuaian, dan pengembagen K3 Indeks Efeitivitas kinesja
i R AN DANTUTAN uang
i . 1 L -
|
. o oo bl e e ———————————————— e A N o e
1!1—. L3 . T : 1 "
ooy LT hubm | | 2 peneg | 3. Terwujudays efektivitas £ Tervajudvrya tata Selols crganicast
Outenne) yang transparan dan adil hukum dan keadilan metalui | ch | Yong optimal, tramparsn dan
transformasi sistem penuntutan | Generaal obaprtabeed
| *  IKi-Persentase peningkatan * 1K1 Tingkat efekthvitas
Indeks ;
ol e perevan ey e e
; * K1 Tinghkat keberhasiian kegiatan Advocast Generaal
- dan cperasi intelijen penegaksn ' = -

s
* K3 Tingkat kebarhasiian
pemuiinan aset negara
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Level Kinerja
inerja Strategis 1 Terwujudnya kelembagaan hukum 2.Temmjudnrf| Efe“i“ilﬁ_‘-'v penegakan ) 3. Terwujudnya efektivitas 4. Terwujudnya tata kelola organisasi
Seketor yang transparan dan adil hukum dan keadilan melalui transformasi pelaksanaan kewenangan Advocaat yang optimal, transparan dan
{imtermediate siStem penuntutan Generaal akuntabel
Ol *  IKl:Indeks i publik .
el ,Erh;d:p citﬁ?::;lzin Iﬂ, *  IkLPersentase peningkztan * IKL: Tinghat efekivitas * IKLiIndeks reformasi birckrasi
pengendzlizn perkara pelzksanazn kewenangan *  IK2:Tingkst penerapan etika profesi
*  |K2:Tingkat keberhasilan kegiatan dan Adwocaat Generazl jaksa
operasi intelijen penegakan hukum
*  |K3:Tingkat keberhasilan pemulihan az=t
negara
Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Meningkatnya Kualitas Meninghkatnya Meningkatnya
kualitas tata kelola kapasitas kelembagzan kualitas kebijakan dan integritas pegawai Layanan internal kompetensi Aparatur Layanan Hukum dan efektivitas kuantitas dan
aset dan sarpras dan ketatalaksanaan penegakan Kejaksaan Rl d“‘:"s“l'_"'““""'_"_" dan Kejaksaan R Hubungan Luar Megeri pelaksanaan kualitas sarana dan
Kejaksaan Rl perkantoran Kejaksaan RI hukum - - Y - tugas dan fungsi |prasarana yang
Kejaksaan RI IK: Indeks zistem merit - Indeks kepuasan IK: Indeks kesezuaizn IK: Indeks kepuasan Kejaksaan mendukung Kinerja
IK: Milai SAKIF 1: Milai Evaluasi IE: Indeks Kuzlitas IK: Perzentase kecukupan, me; P —— kompetensi satker Kejaksaan atas berbasis Tl Kejaksaan Rl
 Kejakszan 1K: Indeks Kelembagaan Kebijakan kesssuzian, dan minajemen Kejakssan [competency fit index) Izyanan hukum
C | 1K NKA Kejsksaan Pengelolaan Asat IK: Tingkat kepatuhan IE: Indeks pengembangan SDM IK: Tingkat kepuasan aparatur Kejaksaan Rl 1K: Indeks kepuasan |K: Perzentase 1K= dan prasarana
IK: Indeks tats satuzn kerja terhadap Reformasi hukum Kejaksaan Stakeholder terhadap IK: Persentase aparatur institusi mitra luar negsri digitalisasi Kejaksazn R
Kelola Pengzdaan standar operazional IK: Indeks Profesionalitas Rusmiah Sakit Adhyaksa, yang memiliki terhadap kualitas kerja proses bizsnisinti
prossdur DM Klinik Adhyakss, dan sertifikasi kompetensi sama kelembagaan Kejaksaan Rl
Fasilitas Kesshatan Yustisial <pesinl inhatan Kgizkszzn Rl

Kinerja Tk
(Immedigte Ou ]
Meninglatnya Meninghkatnya kualitas Meningkatnya kégiatan perencanaan yang meliputi pengelolasn data, pemyusunan Meningkatnya Akuntabilitas
Akuntabilitas Kinerja GerE T réncana anggaran dan program kerja, pemantauan dan evaluasi, pengembangan Keuangan Kejaksaan RI

2.3. Meninghkatnya kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan

Meninghkatmya efisiensi dan
efektivitas Perencanaan dan

Kejaksazn Rl

Satker Kejaksaan Rl Kejaksaan R onganisasi dan tata laksana serta fasilitasi pelaksanaan program reformasi birokras naan anggaran
i = Kejaksaan RI IKL: Nilzi Kuzlitaz Pelaporan Hej:mgg:MI Kejaksaan Ri IK1: Persentase lzyanan perbendzharaan sesuai sLa
1K1- Milzi SAKIP UKEE | 1K1: Indeks KA Persentase layanan pengelolian data ssual SLA Keuzngan Unit Akuntansi 1K2: Persentase layanan pendapatan dan piutang negara sesuai SLA
; . . 1K3: Jumilah | E Iaksznzzn kegiat
Kejzksazn Rl Perencanaan |K2: Persentase layanan penyusunan rencana anggaran dan program kerjs sesuai SLA PEngguna.Ar\ggaran (UarA) IK1: NKA UKE FNEF‘um = .:t:run peiaksEnzan kegiatan penggunaan anggaran
IKZ: Milzi SAKIP Kejaksaan Pembangunan Nasional IK3: Persentass kayanan pemantavan dan evaluasi sesuai SLA Kejskszzn Rl IKZ: NKA Kejaksaan K sesual o =k 4 I k .
TinggifKejakszan {IPFH) IE4: Persentase layanan arganisasi dan tata laksana sesuai SLA Tingzi/Kejakszan Negeri/Czbang Ika: parsentase [ayanan kuntansi dan pelaparsn keuangan sesuai
Negeri/Cabang Kzjaksazn IK5: Persentass Layanan reformas birokrasi sesuai SLA Kejzksazn Negeri e )
Meger IKE: Persentase satker Kejaksaan Rl yang mendapat pendamgingan pembangunan IK5: Persentase layanan umum keuangan sesuai SLA
rana inbegritas menuju WEK/WEEBM J IKE: Persentase layanan perkantoran sesuai 5LA
N S - S
Kinerja
‘Dperasional
Tersedianya layanan perencanaan yang berkualitas Tersedianya layanan keuangan yang
Tersediamya dokumen berkualitas
ey - .
( C ) Cross-cutting 01: Layanan pengelolgal? data ) e P— n .
02: Layanan Reformasi Birokrasi yang berkuakitas 01:Layanzn Manajemean keuangan

03: Layznan Organisasi dan Tata kelola internal 02:Laporan keuangan
04: Layanan Ferencanazn dan Penganggaran 01: Laporan keuamgan 03: Dokumen Perwabkeu
05 Layanan Pemantzuan dan Evaluasi 02: Dokumen 04 Pengelolazn PMBF Kejaksaan
06&: Dokurnen perencanaan dan penganggaran Kejaksaan Pertznggungjawsban 05 Layanan Umum 4
O7: lumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Kejati/Kejarif/Cabjari Keuangan 06: Leyznan Perkantoran
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Level Kinerja
Kinersa Strategis 1. Terwujudnya kelembagaan hukum 2 Tenwiudlwr_iefehivita_s penegakan . 3. Terwujudnya efektivitas 4. Terwujudnya tata kelola organisasi
Saktor yang transparan dan adil hubkum dan keadilan melalui transformasi pelaksanaan kewenangan Advocaat yang optimal, transparan dan
{intermediate sistemn penuntutan Generaal akuntabel
Dutcome) *  IKl: Indeks persepsi publik . . . - L .
terhadap citrs Kejaksaan Rl IKI-FE'EEHEEEE peningkatan *  IKL: Tingkat efektivitas *  IKL:Indeks reformasi birokrasi
pengendzlian perkara pelzksznazn kewenangan *  IKZ:Tingkst penerapan etika profesi
*  IK2:Tingkat keberhasilan kegiatan dan Advocaat Generazl jEksa
operasi intelijen penegskan hukum
*  IK3:Tingkat keberhasilan pemulihan az=t
negara
Kinerja Strafegis
Subsektor W ¥ ¥ vy
Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Meningkatnya Kualitas Meninglatnya Meningkatmya
Akuntabilitas efisiensi dan kualitas tata kelola kapasitas kelembagaan kualitas kebijakan dan integritas pegawai Layanan internal dukungan kompetensi Aparatur Layanan Hukum dan afektivitas kuantitas dan
Kinerja efektivitas T — fdan ketatalaksanaan penegakan Kejaksaan RI manajemen dan Kesehatan Kejaksaan RI Hubungan Luar Megeri pelaksanaan kualitas sarana dan
_ isial i
i naan Kejaksaan R hukum st tugas dan fungsi prasarana yang
Keppkszan®l p':ww WTI: - K- Ind=ks sistem merit IK: Indie ks keepuiasan layanan IK: Indeks kesesuzizn K. Indeks kepuzsan Kejaksaan TR T
1K- Wil SAKIE Kejaksaan I Milzi Evaluasi IK: Indeks Kuzlitas IK: Persentase kecukupan, dukungan internal komnpetensi sather Kejaksaan atas berbasis Tl Kejaksaan R
Kej 1 IK: Indeks Kelembagzan Febijakan kesesuaian, dan manajemen Kejaksaan {competency fit index) lzyanan hukum
IK: NKA Kejaksaan Pengelolzzn Aset IK: Tingkat kepatuhan IK: Indeks pengembangan SDM 1K= Tinghat kepuasan aparztur Kejzksazn Rl IK: Indeks kepuasan IK: Persentase IK: dan prasarana
1K: Indeks tata satuan kerja terhadap Refarmasi hukum Kajakszan Stakeholder terhadap Rumah IK: Persentazs sparatur institusi mitra lusr negeri digitaliszsi Kejaksaan RI
Kelols Pengadaan __standar operasional |K: Imdeks Profesionalitas Sakit Adhyaksa, Klinik yang memiliki terhadap kuslitas kerjs Pproses bisnis inti
C\- prosedur S0M Adhvyaksa, dan Fasilitas sertifikasi kompetensi sama kelembagzan Kejaksaan Rl
-y -L Kesehatan Yustisial lainnya sesusi jsbatan Kejakszan Rl
Kinerja Taktikal + 1.
(mmes Meningkatnya jumlah gedung kantor, rumah negara, kendarzan

Meningkatnya kualitas Tata Kelola
Organisasi UKE | Kejaksaan yang
tepat fungsi

Meningkatnya
keberhasilan pengelolaan

Meningkatnya kualitas Tata Kelola
Organisasi Kejaksaan yang tepat

Meningkatnya kegiatan analisis kebutuhan dan penatausahaan jabatan, operasional, dan fungsional, perangkat pengolah data dan

komunikasi, perlengkapan dan fasilitas perkantoran yang memadai

barang milik negara, pengadaan barangfjasa, dan pengelolaan
barang milik negara di lingkungan Kejaksaan Rl

aset UKE | Kejaksaan R1 fungsi

IK1: Persentass gedung kantor yang direhabilitas
IK2: Persentase rumah negara yang direhabilitas
IK3: Persentase pembangunan gedung kantor satuan kerja vang barng

IK1: Persentase jumlizh satusn kerja yang telah melaksanakan [K1: Presentase jumizh IKL: Persenitzse Penyelesaian IK1: Persentase implementasi RB

inventarisasi barang milik negara Barang Milik Negara [BMM) Restrukturisasi Organizasi UKEI berdasarkan Realiszsi Rencana ap . o N b
=" - - . ome - ; y : Parsentase pembangunan rumah nagars baru
IK2: Persentase layanan analisis kebutuhan dan penatausahaan siap pakai. K2: Tingkat Realisasi Rencana Aksi Aksi RE Tematik IKS: Parsentase pengadaan mobil jahatan dan operasional

RB Generzl Kejaksaan Rl

IKE: Persentass pengadaan mabil tshanan dan mabil fungsional lainnya
IK7: Persentase pengadaan sepeda motor dinas
IKE: Persentase pengadsan perangkat pengoelah dats dan komunikasi

IK9: Persentase pengadaan perlengkapan dan fasilitas perkantoran
IK10; Persentase terpenuhi sarana) prasacana intelijen dan penegakan hukum

barang milik negara sesusi 5LA

I3 Persentase layanan pengadaan sesuai SLA

IE4: Persentase layanan pengelolaan barang milik negara sesuai LA
IK5: Persentase layanan perkantoran sesuai SLA

e il GreGCEEEEEEEEE R

Kinerja
‘Operasional Tersedianya layanan tata Kelols organisasi yang
Tersedianya layanan Manajemen BN berkualitas Tersedianya layanan tata Kelola onganisasi UKE Tersedianya layanan Manajem en BMN
) internal yang berkualitas | yang berkualitas interinal yang berkualitas
Y _ 0O1: Layanan arganisasi dan tata Kelola internal
= O1: Layanan pengadian 02: Dokumen evakiasi FB San pelayanan pubik 01: Layanan organisas dan tata Kelals internal O1: Layganan pengadaan

0Z: Layanan BMN
0% SosialisasiBimtek LPEE

0Z: Layanan Birakrasi reformasi
03F: Dokumen evaluasi BB dan pelayanan public

02 Layanan BWN

03: Layanan Umum

04: layanan perkantoran
05: Sasialisasi/Bimtek LPSE

03: Rekomendasi kebijakan penguatan fungsi peauntut
umurm sebagai pengendali perkata dan penuntut Tunggal
[derminus litis)

04d: Rekamendasi kebijakan peningkatan SOM Kejaksaan
05: Rekomendasi kebijakan pelaksanaan statistik oriminal
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Level Kinerja
Miner 1. Terwujudnya kelembagaan hukum 2. Terwujudnya efektivitas penegakan 3. Terwujudnya efektivitas 4, Terwujudnya tata kelola organisasi
nerfa Strategis - . - .
Saktor yang transparan dan adil hukum dan keadilan melalui transformasi pelaksanaan kewenangan Advocaat yang optimal, transparan dan
(ntermediate sistem penuntutan Generaal akuntabel
Dutcome) *  |K1: Indeks persepsi publik R
*  IKl:Persent kat . - i . B 3 ki :
tarhadap citra Kejakszan Rl erse _EEED'EHIHE an IK1: Tingkat afektivitaz IK1:Indeks reformasi bII'CIE(IESI .
pengendalian perkara pelaksanzan kewenangan *  IKZ2:-Tingkat penerapan etika profesi
*  IK2: Tingkat keberhasilan kegiatan dan Advocast Generzsal jaksa
operasi intelijen penegzkan hukum
*  IK3:Tingkat keberhasilan pemulihan zs=t
negara
[Kinerfa Strafegis
& A r
I| "Meningkatnya Meninghkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatmya Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Meninghkatnya Meningkatnya
Akuntabilitas efisiensi dan kualitas tata kelola kapasitas kelembagaan hualitas kebijakan dan integritas pegawai Layanan internal dukungan kompetensi Aparatur Layanan Hukum dan efektivitas kuantitas dan
Kinerja efektivitas aset dan sarpras dan ketatalaksanaan penegakan Kejaksaan RI manajemen "‘L’:I‘n':“’""“" Kejaksaan RI Hubungan Luar Negeri P sarana dan
Kejaksaan Rl naan rikant; Kejaksaan RI haukcum, st tugas dan fungsi prasarana yang
: “:IT;?IF“’“ ::]EIHSJ::IE:l IK: Indeks sistem merit IE: Indeks ke puasan layanan IK: Indeks kesesuaizn IK: Indeks kepuasan Kejaksaan mendukung Kinerja
IK: N_ilaiSAKIP Kei § IK: Nilai Evaluasi IK: Indelf_sl(ualitas 1K= PErserrtasl_EkEcukupm, ’ dukungan intemal hjmpe‘nens? satker Kejaksaan atas berbasis Tl Kejaksaan Rl
K 1 IK: Indeks Kelembagaan Kebijakan kesezuaian, dan manajemen Kejaksaan |competency fit index) layanan hukum
IK: NKA Kejaksaan Pengelolaan Aset IK: Tingkat kepatuhan 1K: Indeks pengembangan S0M 1K: Tingkat kepuasan aparstur Kejskszan RI IK: Indeks kepuasan IK: Persentase |K: dan prasarana
1K: Indeks tats satuzn kerja terhadap Reformasi hukum Kejaksaan Stakeholder terhadap Rumah IK: Fersentase aparatur institusi mitra lusr negeri digitalisasi Kejaksaan Rl
Kelola Pengadaan standzr operasional IK: Indeks Profesionalitas Sakit Adhyakea, Klinik yang memiliki terhzdap kualitas kerjz proses bisniz inti
prosedur SDM Adhyaksa, dan Fasilitas sertifikasi kompetensi samakelembagazn Kejaksazn Rl
L Kesahatan Yustisial lsinmya sesuzi jabstan Kejzksaan Rl

[Kinerja Taktikal

Meningkatnya kualitas
layanan harmonitasi regulasi
dan hubungan luar negeri
Kejaksaan Rl

Meningkatnya Kegiatan Pembinaan dan
Pengelolaan Kepegawaian di Kejaksaan Rl

Meningkatnya keculupan dan
kesesuaian SDM Kejaksaan RI

Berkurangmya pengaduan
Masyarakat terhadap
5DM Kejaksaan Rl

Meningkatnya kualitas
pengelolaan dan
pengembangan SDM
Kejaksaan Rl yang efektif

Meninglatmya pelaksanaan kegiatan pelayanan penyusunan rancangan peraturan

perundang-undangan, pertimbangan hukum, kerja sama dan hubungan luar negeri
serta perpustakaan dan dokumentasi hukum dan kerja sama hubum

IK1: Persentase layanan umum
kepegawaizn sesuai SLA

IK2: Persentase layanan pengembangan
kepegawaian sesuai SLA

IK3: Persentase layanan kepangkatan dan
mutasi kepegawaian sesuai SLA

IK4: Persentase layanan pemberhentian
dan pensiun sesuai SLA

1K1: Tingkat Kecukupan Personel
Jaksa

1K2: Tingkat kesesuaian
pengelolaan 500 Jaksa

1K2: Tingkat kesesuzian
kompetenzi pegawai terhadap
persyaratan kompetensi jabatan

IK1: Persentase SDM
Kejaksaan yang dijatuhi
hukurnan disiplin

IK1: Persentase layanan penelazhan, perancangan perundang-undangan dan
pertimbangzn hukum sesusi SLA (Service Level Agreesment)

IK2: Persentase layanzn kerja sama hukum dzn hubungan luar negeri sesusi SLA

IK3: Persentaze layanan perpustakaan dan dokumentasi hukum sesuai SLA

IK4: Persentase lzyanan hukum pada perwakilan Kejzkszan Rl di luar negeri seswai 5LA
IK5: Persentase layanan perkantoran perwsakilzn Kejaksaan Rl di luar negeri sesuai SLA

K1: Persentase regulasi yang
berhasil ditetapkan/ diszhkan
IK2: Persentase keberhasilan
terjzlinnya kerjasama
internasional dan antar

lembagz

KL Tingkst Pengembangan
Kapsasitas perzonil Jakss
K2: Persentase SDW
Kejzksaan Rl yang telzh
miemiliki sertifikat sesuai
standar kompetensi

Kinerja
‘Dperasional

Tersedianya layanan hukum dan hubungan luar ngeri yang

berkislitas Tersedianya layanan harmonisasi

regulasi dan hubungan luar ngeri yang
berkualitas

Tersedianya layanan Kepegawaian yang Tersedianya layanan
pengembangan SDM yang

berkualitas

berkualitas

01: Layanan hukum
02: Layanan penelzahan, perancangzn perundang-undzngan
dan pertimbangzn hukurn

03: Layanan kerja sama hukum dan hubungan luar negeri
04: Leyanan perpustaksan

05: Layanan dokumentasi hukum

06: Layanan Tata Usaha

OL: Layanan umum kepegawaian

02: layanan pengembangan kepegawaian
03: Layanan kepangkatan dan mutase
kepegawaian

04: Layanan pemberhentizn dan pension
05: Layanan Manajemen SDM

01: Layanan hukum
02: Layanan kerja sama hukum dan
hubungzn lusr negeri

03: Pengukuran Indeks kepuzsan
La;an?n hukum dan kerja zama luar

O1:layanan pengembangan
kepegawaizn
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Lewel Kinerja

3. Terwujudnya efektivitas

4, Terwujudnya tata kelcla organisasi

1. Terwujudnya kelembagaan hukum 2. Terwujudnya efektivitas penegakan

::;2: Stratagis yang transparan dan adil hukum dan keadilan melalui transformasi palaksanaan kewenangan Advocaat yang optimal, transparsn dan
{Intermedisre tistem penuntutan Generaal akuntabal
Outoome) ] |K1'-.IT:|‘S'P'?“9P5:‘PU‘]“;J = IKl:Persentase peningkatan *  IK1: Tingkat efektivitas = IK1:dndeks reformasi birokrasi
terhadap citra Kejaksaan pengendalian perkara pelaksanaan kewenangan = IKZ:Tingkat penerapan etika profesi
= |K2: Tingkat keberhasilan kegiatan dan Advocaat Generaal jaksa
operasi intelilen penegakan hukum
= |K3: Tingkat keberhasilan pemulihan aset
negara
Kinerja Strptegis r
ubselktol 4 v ¥ ¥ v v ¥ A
Meningkatnya Maningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Kualitas Meninghatnya Maningkatnya Kualitas Meningkatny M mya
Akuntabilitas efisiensi dan kualitas tata kelola kapasitas kelembagaan kualitas kebijakan dan integritas pegawai kompetensi Aparatur Layanan Hukum dan afektivitas kuantitas dan
Kinerja efektivitas asat dan sarpras dan ketatalaksanaan penegakan Kejaksaan RI Kejaksaan R Hubungan Luar Negeri pelaksanaan kualitas sarana dan
Kejaksaan RI penggunaan perkantoran Kejaksaan RI hukum TP B A e W el bacaan Wl;:;z“ﬁ:ﬂi mmi:kf::r:k
1K: Nilal SAKIP :'"' e Ksjalanan # IK: Nilai Evaluasi IK: Indeks Kualitas || 1k: Persentase kecukupan, || a!,;:alm:s ke":i,'n’f:ml kompetens| satker Kejaksaan atas berbasis TI Kejaksaan RI
Kejaksaan = 1K Indeks kelembagaan Kebijakan kesesualan, dan mmm:‘:;.am‘m {competency fit index) layanan hukum
IK: NKA Kejakssan Pengelolaan Aset 1K: Tingkat kepatuhan IK: Indeks pengembangan SDM 1K: Tingkat kepuasan aparatur Kejaksaan Ri IK: Indeks kepuasan IK: Persentase IK: dan prasarana
1K: Indeks tata satuan kerja terhadap Reformasi hukum Kejaksaan Stokehotder terhadap IK: Persentase aparatur Institusi mitra luar negeri digltalisasi Kejaksaan RI
Kelola Pengadaan standar operasicnal IK: Indeks Profesionalitas Rurmiah Sakit Adhyaksa, yang memiliki terhadap kualitas kerja proses bisnis inti
prosedur SOM Kiinik Adhyaksa, dan sertifikasi kompatensi sama kelembagaan Kelaksaan Ri
Fasilitas K::e:::n ustisal sesual jabatan Kejaksaan R
1

Meminghatiya kegiotan pelayanan ketatansabasn taksa Agurg. Wakil IMernbngkatinga keglatan dukungan manajemen dan Meningkatrys kualitas

Meningkatmys Meninghatnys Maninghatnya kualitas Meningkatnya kuslitas X
- g laksa Aguang, Stal Ahl, tata ussha pimpinan, Protokol dan Keamanan 3 s e Kol
kualitas ASN kualitas layanan ainsirywoan [l Beyuene mansjsee fayanan dukungan Febboy iyt st e R évhs reseros e e e [eea T PuN Kokt
n 2 ]
Ke]::ur:m::ng lﬁ_l:kn:.n o |i:':klt':“:ln = pen uda::;l' : |h|k:n:::l:[m::f:.n RI il Kefaksaan Tinggl, Kejaksaan Negerl, dan Cabang
: b M IK1: Persentaso layanan tata usaha pimpinan sesuai SLA Kejaleaan Negeri IK1: Persentase sather
PR Kejaksaan RI Kejaksaan RI Lingkungan Kejaksaan RI Wi idakiia 12 Persentase layanan prosokol tin pEngamEnEn pmpnen s L yang melaksanakan survei
K1: Indeks + MR REpuasEn 113z Persentuse liyanen keamanan dalam sesus SLA 1K1: Persentase layanan dukungan managamsan i
Kepuasan 1K1: Indeks 1K1: Indeks 1K1: Indeks Kepuasan Pegawai terhadap 1Kke P wiatins s Lirysru ke kil chas Doinl sy sl LA Esolon | tasual SLA kepuasan layanan publik
Pegawai terhadap Kepuasan Pegawal Kepuasan Pegawai Pegawal terhadap Layanan dukungan IKS: Persentase layanan prasarana sarana, dan rmah tangga sesual 5L IK2: Persentase layanan dukungan satker IK2: Indeks kepuasan
Layanan terhadap Layanan terhadap Layanan Layanan manajemen manajemen Satker UKE | IR IAErRNURFE Iyaran EEIGIUGH SR 3L0 Ik3: Parsentase layanan pemelibaraan dan layanan publik Kejaksaan
Manajemen ASN kevangan Biro Umum Barang Milik Negara dan - — implementasi sistesn informasi pada seluruh satker "l
: 1 i Pengadaan Kejgksagn Al sesual LA 4 =
] e ] Taields el CHte 0 MEE R4 gy [0t 4 S Lo il et o b s 100 (o e e e e e e e | e persantase layanan perkantoran sesuai SLA Elet e, = ginine
Kinerja
DOperasional Tersedianya layanan intermal UKE | yang berkualitas
Tersedianya lvyanan patilil

Tersedianya layinan tala
usatia plmpinan yang
beskiialitas

Tersedianyn layanan
Manajemen BMN

Terseddianya layanan
mum yang

berkualitas

011! Layanan Organisasi dan Tata kelola intemal
D2: Layanan Umam

03: Layanan Data dan infoemast

04: Layaran Perkantoran

Koejaksaan yang berkualitas

Tersedianya layanan
Manajemen SO0 yang

O1: Layanan Organésasi dan Tata kelola internal
02 Layanan Umsm
03: Layanan Data dan infiormasi

Itemal yang
berkalitas

01 Penguiuran indeks
Kepuasan layanan publik

beskualitas

OL: Layanan Manajemen

| Ot Layanan Urrum

01 Lavganan keuangan OFL: Layandn umim : :

Manajeman SO D2: Pengelalaan PNEP 0:2 Layanan Sarana 0f: Layanan BMN E, g::::: ﬁmﬁ:ﬂn L 02: Layanan perkantoran g:: L“g:‘;‘ :::;ami:"t::nal

02 layanan Kejaksaan Internal 02 Layanan O7: Layanan Pemantauan dan Evahuas ' Lo dan B

pengembangan 03: Layanan perancanaan 03: Layanan Pengadasn 08 Layaran Manajemen Keusngan Cf Liyonan Peresenadn dus Pegangracn -

kepegamwaian dan pengaggaran preasarana Internal 03 50s/alisasi/Bimtek 0r3: Layanan BMN D?._ Leyanan Pemantauan dan Evaluasi P @Crnss—cmtmg
LPSE Ok Pengukuran Indisks kepuassn Layanasn dukurgan manajemen 08: Layanan Manajemen Keuargan

| 0% Layanan EMN
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Kinesi 1. Terwujudnya kelembagaan hukum 2, Terwujudnya efektivitas penegakan 3. Terwujudnya efektivitas 4. Terwujudnya tata kelola organisasi
merja Strategis ~ - - - ~
Sektor yang transparan dan adil hubkum dan "_EBdlh"mEIE"U' transformasi pelaksanaan kewenangan Advocaat yang optimal, transparan dan
({intermediote sistem penuntutan Generaal abuntabel
Qutcome] l:fh;':j:':k;ﬁ?iﬂﬂ;ﬁ';‘. " IKL:Persentase peningkatan *  IK1: Tingkat efektivitas *  IK1:Indeks reformasi birokrasi
pengendalian perkara pelaksanzan kewenangan *  |KZ:-Tingkat penerapan etika profesi
*  |K2:Tingkat keberhasilan kegiatan dan Advocaat Generazl jaksa
operasi intelijen penegakan hukurm
*  |K3:Tingkat keberhasilan pemulihan as=t
negars
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— L e T e e L T
Kinerja Strafegis
Suhepktnr Y h 4 r k4 h 4
Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Meningkatnya Kualitas Meninghatnya Meninglatnya
Akuntabilitas efisiensi dan kualitas tata kelola kapasitas kelambagaan kualitas kebijakan dan integritas pegawai Layanan internal dukungan kompetensi Aparatur Layanan Hukum dan efektivitas kuantitas dan
Kinerja efektivitas aset dan sarpras dan ketatalaksanaan penegakan Kejaksaan RI m"'km:::::;:mhn“ Kejaksaan Rl Hubungan Luar Negeri pelaksanaan kualitas sarana dan
Kejaksaan RI penggunaan perkantoran Kejaksaan Rl hukum . tugas dan fungsi prasarana yang
— Enggaran Kejaksaan Rl . . - _ 1K= Indeks zistam merit 1K Indeks kepuasan ayanan IK: Indeks kEEES%'HIan K |I'IdEk._'i kepuazan Kejalesaan mendukung Kinerja
1K: Milai SAKIP Kei IK: Milzi Evaluasi IK: Indeks Kualitas IK: Persentase kecukupan, dukungan intemsl kompetensi satker Kejaksaan stas berbasiz Tl Kejaksaan RI
Kejakssan - IK: Indeks Kelembagaan Kebijakan keseszuaizn, dan manajemen Kejaksaan [competency fit index) layaman hukum
1K: MKA Kejakszan Fengelolasn Aset IK: Tingkat kepatuhan IK: Indeks. pengembangan SO 1K Tingkat kepuasan aparatur Kejaksaan Rl IE: Indeks kepuasan "‘_:3 _PEl'_SEH:tESE IK: dan prazzrana
IK: Indeks tata sztuan kerja terhadap Refarmazi hukum Kejaksaan Stakeholter terhadip IK: Persentase aparatur institusi mitra luar negeri digitalizzsi Kejaksaan Rl
Kelolz Pengadazn standar operasional 1K: Indeks Profesionalitas Runiah Sakit Adhiyaksa, Klinik wang memiliki terhadap kualitas kerjz proses bisniz inti
prosedur SDM Adhyaksa, dan f“'"‘“_ sertifikasi kompetensi sama kelembagazan Kajaksaan Rl
Kesshatan Yustisial lainnya .. -
sasuai jabatan Kejak=aan Rl I
Kinesja Taktikal h,
fimmediate Gutcome) Meningkatnya kegiatan pengelolaan Meningkatiya Meningkatnya kualitas daa Statistik Kriminal ghatnya kua Bt
data, statistik kriminal serta pengembangan dan Kejaksaan Rl ola ad fstras
penerapan dan pengembangan pemanfaatan Sistem pENINganan p berbasis
tekenalogi informasi Teknologi Informasi IK1: Indeks kuzlitas data Kejaksaan R aknolog .
Kejaksaan Rl 1K2: Indeks penyelenggaraan statistik sektoral
IK1: Persentase lzyanan pengelolaan 1K: Persentase s=tuan kerjz yang telah menerapkan 1K1: Indeks IK1: Indeks kepuasan
datz dan statistik kriminal IK1: Perzentase Satuan Kerja SPPT-TI dengan dengan kualitas dats yang berhasil Kematangan pengguna internzl terhadap
IK2: Persentase layanan penerapan dan yang Menggunaksn CME dipertukarkan dengan Lembags Penagak Hukum (LPH) Keamanan Siber sistern administrasi perkara
pengembangan teknologi informasi dalzm rangka Impementasi lzinnya terhadap datz shahih sebesar minimal 70% Kejaksaan Rl berbasis TI
sesuai SLA (Service Level Agreement) SPFT-TI 1K3: Tingkat keberhasilan penyelenggaraan tata kelola
IK3: Persentase lzyanan perkantorsn IK2: Indeks Pemerintah sistemn Satu Dsta Kejaksaan
zesuai SLA Digital
Kinerja I I
‘Operasional
Tersedianya layanan data statistik kriminal yang berkualitas
1 Lavanan data dan informasi
02: Kebijakan Tata Kelola Pemdi
03:Pengelolaan dan pemelibarasn Sarama TIK
0d: Layanan Umuwm
05 Lawanan Sarana Internal
06: Layanan Perkantoran 8

O7:Pengukuran Indeks kepuasan pengguna intermal
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Level Kinerja
Minetja Strategis 1. Terwujudnya kelembagaan hukum 2 Te"“-"-'j'-'d"'l"f' e[ektivita.s penegakan . 3. Terwujudnya efektivitas 4. Terwujudnya tata kelola organisasi
Sektor yang transparan dan adil hukum dan keadilan melalui transformasi pelaksanaan kewenangan Advocaat yang optimal, transparan dan
{intermediate sistem penuntutan Generaal akuntabel
Outcome) l::&;l:?;g:rf{:;sg:?:l . II(J:F‘ersenTasE peningkatan *  IK1: Tingkat efektivitas *  IK1l:Indeks reformasi birokrasi
pengendzlizn perkara pelaksanazn kewenangan *  IKZTingkat penerapan etika profesi
*  |K2:Tingkat keberhasilan kegiatan dan Advocast Generaal jaksa
operasi intelijen penegakan hukum
*  |K3:Tingkat keberhasilan pemulihan asst
negars
___________________________________________________________________________________________________ N A | S —————— E—
Kinerja Strafjegis
Subsekior ¥ v ¥
Meningkatnya Meninghatnya Meninghatrya Meningkatnya Meningkatrya Meninghkatnya Kualitas Aol Meningkatnya Meningkatnya Kualitas Meninghkatnya Meningkatnya
Alkuntabilitas efisiensi dan kualitas tata kelola kapasitas kelembagaan kualitas kebijaian dan intagritas pegawai G L TR kompetensi Aparatur Layanan Hukum dan efektivitas kuantitas dan
Kinerja efektivitas aset dan sarpras dan ketatalaksanaan penegakan Kejaksaan Rl manajemen dan Kesehatan Kejaksaan Rl Hubungan Luar Negeri pelaksanaan kualitas sarana dan
Kejaksaan Rl naan rkantoran Kejaksaan Rl LT tugas dan fungsi prasarana yang
= — pi'_:m ::jaltsaan Rl El. - - . IK: Indeks sistem merit 1K Inceks kepusan Eyanan IK: Indeks kesesuzian IK: Indeks kepuazan Kejaksaan mendukung Kinerja
IK: Nilai SAKIP Kejaksaan IK: Nilai Evaluasi IK: Indeks Kuslitas IK: Persentase kecukupan, dukungan internal kompetensi satker Kejaksaan atas barbasis Tl Kejaksaan RI
Kejaksaan IK: Indeks Kelembagaan Kebijakan kesesuaian, dan manajemen Kejaksaan [competency fit index) layaman hukum
1K= NKA Kejaksazn Pengelolaan Asst IK: Tingkat kepatuhan IK: Indeks pengembangan S0k IK: Tingkat kepuasan aparatur Kejzksaan Rl IK: Indeks kepuasan ”si FEF_SE”_WSF‘- 1K dan prasarana
IK: Indeks tatz satuan kerja terhadap Refarmasi hukum Kejaksaan Stakeholder terhadap IK: Persentase aparatur institusi mitrzs lusr negeri digitzlisasi Kejaksaan Rl
Kelola Pengadazan standar operasional 1K Indeks Profesionalitas Runah Sakit Adhiyaksa, Klinik yang memiliki terhadap kualitas kerjz proses bisnis intd
prossdur DM Adhyaksa, dan Fasilitas sartifikasi kompetensi sama kelembagaan Kejakszan Rl

(immedigte

Meningkatnya kegistan strategi kebijakan penegakan hukum

IK1:Persentase layanasn pragram dan evaluasi sesuaiSLA
IK2:Tingkat ketepatan waktu penyampaian poran penyusunan dan pemberian rekomendasi kebijakan

terkait strategi kebijakan penegakan hukum, intelijen pidans, perdata, tata ussha negara, serta politik

hukum, pemearintahan dan pembangunan SO0 dalam bentuk palicy brief atau policy paper

IK3:Persentase layanan pengelolaan jurnal ilmiah Kejaksaan (The Prosecutor Law Review] sesuai SLA
IKd:Persantase layanan pembinsan kanyas tulis ilmiah {makalah) di lingkungan Kajaksaan Agung sesuai SLA
IK5:Persentase lyyanan penilaian karya tulis ilmiah {makalah) di lingkungan Kejaksaan Agung sesosi S04

Kesehatan Yustisial lsinnya

zesuai jabatan

Kejakszan RI

Meningkatnya keberhasilan

pernyusunan strategi kebijakan

penegakan hubkum

IK1:Persentase Capsian
Implementzasi Policy Brief untuk
Hzrmonisasi Kebijakan

IKE:Persantase layanan pemantauan dan evaluasi kebijakan strategis di bidang pensgakan hukum dslam
bentuk perjalanan dinas sesuai SLA
KT Persentase lyyanan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kejaksaan Rl sesuai SLA

Kinerja
‘Operasional

Ter sedianya layanan Strategi Kebijakan
Penegakan Hukum yang berkualitas

O1: Layanan Pemintauan dan Cvaluasi

0z
03

yanan karya tulis ilmiakh

yanan Jurnal ilmiah Kejakssan

Od: Pengu kuran Kepuasan Masyarakast

Tersedianya Rekomendasi Strategl Kebijakan

Penegakan Hukumyang berkualitas

1 Rekomendasi Strategi Kebijakan
Pensgakan Mukum

Tersedianya layanan Kesehatan

yustisial yang berkualitas

01: RS Adhyaksa

[}

vanan Kesehatan yustisial

O3 Layanan umum
O Layanan perkantoran
Q5: Pengukuran Hospitol Sofety Index

Meninghatmya kualitas penyelenggaraan kegiatan kesehatan yustisial

1K1: Jumlah Rumzah Szkit Adhyaksa yang seleszi pembangunan baru stau
pengembangan sarana prasarana Rumah 3akit Adhyaksa eksisting

|K2: Perzentaze pemenuhan target Indikator Mazional Mutu Pelayanan Kesshatan
di Rumah Sakit Adhyzk=a
|K3: Tingkat pemahaman para stakeholder terhadap tugas dan fungsi Puzat
Kesehatan Yustisial
|K4: Persentass pemenuhan Hospital Safety Index di Rumah Sakit Adhyskss

|IK5: Jumlah kegiztan pelayanan kessehatan yustisizl pada Rumah Sakit Adhyaksa,
Klimik Adkiyaksa, dan Fasilitas Kezehatan Yustizial lsinnya
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Kirverja St " 1. Terwujudnya kelembagaan hukum 2. Terwujudnya efel:lmlzs peneg_alan 3. Terwujudnya efektivitas 4. Terwujudnya tata kelola organisasi
Seltor yang transparan dan adil hukum dan keadilan melalui pelaksanaan kewenangan Advocaat yang optimal, transparan dan
{imtermediate transformasi sistem penuntutan Generaal akuntabel
Dutcame)
*  IKL: Indeks persepsi publik *  [KL:Persentase peningkstan * 1K1 Tingkst sfektivitas *  IKL:Indeks reformasi birokrasi
terhadap citra Kejakszan Rl pengendzlizn perkara pelaksanaan kewenangan *  IK2-Tingkat penerapan etiks profasi
*  IK2:Tingkat keberhasilan kegiatan Advoraat Generaal jaksa
dan operasi intelijen penegakan
hukum
*  IK3:Tingkat keberhasilan
P
Kinerjs Strategis
Subsektor n 3
{intermediatte Meningkatnya Menguaimya pengendalian internal pemerintah Meningkatmya Integritas MEngl._latrwahlmln'aswmg
oul = = ratur Kejaksaan RI bersih, transparan, dan
teome Akuntabilitas Kinerja 1K 1: Milai Mzturitas Penyelenggaraan SPIP secara Apa = melayani

Kejaksaan RI terintegrasi pada Kejaksaan Rl IK: Indeks survei perilzku
Integritas Kejaksazn Rl

IK: Tingkat kepatuhan terhadzap
implementazi Zona Integritaz

1K: Opimi BPK

e e e ] l

[Kinerja Taktikal
immedicte Gutcore]

Meninglkatmya Terlaksananya pendampingan, Meninghkatnya kualitas pengawasan aparatur Meningkatmya kualitas

Meningkatnya Efektivitas

Meningkatnya kepatuhan Meninghatmya kegiatan

Meninglkatmya

terhadap pengelolaan penyelesaian hasil Pengendalian Internal Kejaksaan RI dukungan manajemen penguatan budaya evaluasi, dan penguatan Kejaksaan R pengawasan aparatur
keuangan dan tata kelola pemeriksaan keuangan L 3 dan dukungan teknis kerja integritas di implementasi Zona Integritas 3 ; - Kejaksaan oleh
- _ - _ - _ _ 1K1z P it e hasil bid _ _
pemerintahan Kejaksaan R Kejaksaan Rl 1L Milai rrﬁmmas. lainmya pada Jaksa lingkungan Kejaksaan menuju WBK/WEBM secara ke Eﬁ::i::?hn";z::ulralnp:sga\z:z:e;:s?ﬁ Kejaksaan Tinggi
peryelenggaraan Sistem Agung Muda Bidang R konsisten dan akuntabel di ea= Pkl
IK1: Persentase Batas IK1: Persentase Pengendzlian Intern Pemerintah ot e ) nidakiay iselezatkan ) IK1: Persentase temuan
Tertinggi Temuan Hasil Penyelessian Tindzk {SPIP) Kejakszzn RI IE1: Persentase Ilﬁmsergzse temuzn harstll:“pen;g:w‘:i;n hl:lhaang hasil pengawasan
Pemeriksaan BPK di Lanjut Hasil IK2: Manajemen Risiko Indeks (MR} IK1: Persentase layanan peryelesaizn kagiztan 1K1: Persentase unit kerja yang e a': ': aﬁ:ﬁ?&ﬂiuau:’mﬁ'm lusaikan aparatur Kejakszan olzh
Kejaksaan Rl Pameriksazn BFE di IK3: Indeks Efektivitas Pengendalian dukungan manzjemen pengustan budaya mendzpatkan pendampingan IE'EPEI:EI'IESE temuzn hasil peJrlgawasan bidang Kejzksaan Tinggi yang
Kejzkszan Rl Korupsi (IEFK) Ezelon | sesuai SLA kerja integritas di pembangunan Zona Integritss intelijen, tindzk pidana khusus, dan pidana militer berhasil ditindzklajuti/
1K4: Lewel K=pabilitas APIP IK2: Persentase layanan internzl Kejaksaan Rl “n'g berhasil d'rrindaldaiul;i.." diszlzssikan diseleszikan
perkantoran sesuai LA |E4: Persentase temuan hasil pengawasan bidang
------------------- -I---------------- e e ] e e e = ATV AN DTS dit et e = T ———
Kinerja
Operasicnal

Tersedianya layanan internal pengawasan yang berkualitas

Tersedianya layanan audit internal yang

Tersediamya hasil pengawasan yang Tersedianya layanan pengendalian 0: Layanan Organisasi dan Tata kelala internal berkualitas Tersedianya hasil
berkualitas internal yang berkualitas Oz Layanan Urmum PENEaWasan yang
0 Lvan an Diata dan Infarmisi 0: Leyenan auditintermal bidang kepegawaizan dan berkualitas
O Dokumen hasil pengawasan 0 Layanan hzanzjemen Risika O: Layanan Perkantoran pemulihan azst
. + . T 0 Layanan Sarana Intermal K . . . . . e
23 L_ayanan Pemantzuan Tindzak Lanjut 0 Layanan audit intermal - Layanen Perencanzan dan Penganggaran O: Layznan auditinternal bidang tindak pidana D._I.,ayananaudl? internal
Hazil Pengawazan 0 Layanan Pemantavan dan Evaluasi umum, perdats, dan tata usaha negara Kejaksaan Tingsi
0 Laryan an Banajiemen Keuangan Q: Layenan auditinternzl bidang intelijen, tindak
O Lasyanan BMN pidanz khuzus, dan pidana militer 10

0 Pengukuran Indeks kepuasan Layaran dukungan manajemen oL nan audit int=rnal bidzng keuangan




Level Kinerja

Kinerjas Strategis
Masional: Sasaran
Prioritas Masional
(Lttimote Dutcome)

Kinerja Strategis
Masional: Sasaran
Program Prioritas {PP)

- 3009 -

POHON KINERJA KEJAKSAAN RI - PENEGAKAN HUKUM DAN PELAYANAN HUKUM

PNT. Mempercepat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi, judi, narkoba & penyelundupan

1. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil,
dan tidak meamihak serta sistem politik yang fungsional

IK:Indek= pembangunan hukum
IK: Indeks Persepsi Korupsi
IK: Indeks Integritas partai politik

1. Terwujudnya regulasi yang
ailaptif dan taat ams, akses

keadilan yang merata, serta
masyarakat yang patut
ko

IE:Indeks Materi hukum
IK: Indeks Budaya Hukum

3. Terwujpudnya efektivitas dan
imtegrasi kebijakan bidang

2. Ternwujudnya lembaga dan

penegakan hukum yang
berintegritas, profesional,
transparan, dan akuntabel

penuntutan di Kejaksaan Rl dan
Jaksa Agung sebagail pengacara
negara

|K:Indeks Kelembagzan hukum

IE: Indeks Penegzkan Hukum 1K Persentase peningkatan

pengendszlizn perkara
IE: Persentase kecukupan,
kezssuziam, dan pengembagan
SDM Eejaksaaan

4. Terwujudnya sistem
antikorupsi dan anti pencusian
uang yang efektif serta
sistematif

|K: Persentase integritas nasional
IK: indeks perilabu anti korupsi
{IPAK)
|K: Indzks Efektivitas kinerjz
rezim anti pencucian uang

'

2. Terwujudnya birokrasi pemerintahan

yang adaptif dan melayani

IK: Indeks Reformasi Birokrasi Masional

v

¥

1. Terwujudmya
penyelenggaraan
manajemen ASN sesuai

IE:Indeks sistern merit ASN

kinerja rata-rata nazional

2. Terwujudnya tata 3. Terwujudnya
kelola pelayanan publik pemerintahan
yang efektif dan berbasis digitalisasi
akuntabel ‘Yang transparan,
inklusif dan efisien
IK:Indeks pelayanan publik
IK: Nilsi akuntabilitas IK-Indeks SPEE
nasional

1. Terwujudnya kelembagaan hukum
yang transparan dan adil

*  IK1: Indeks persepsi publik
terhadap citra Kejaksaan Rl

2. Terwujudnya efektivitas penagalan
hubum dan keadilan melalui
transformasi sistem penuntutan

*  |Kl:Persentzse peninghkatan
pengendalian perkara

*  IK1: Tingkat efektivitas
pelzksanzan kewenangan
Advocaat Generas|

3. Terwujudnya efektivitas
pelaksanaan kewenangan Advocaat

Generaal

*  |K2:Tingkat keberhasilan kegiatan
dan operazi intelijen penegakan
hiukum

*  |K3:Tingkat keberhasilan
permulihan aset negara

4. Terwujudnya tata kelola organisasi

yang optimal, transparan dan
akuntabel

IK1:Indeks reformasi birokrasi
IK2-Tingkat penerapan etika profesi
Jaksa
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Level Kinerja 1. Terwujudnya kelembagaan hukum Z-TETW“-FJd"W'Ef'EW\'_iﬂs PE“EEﬂﬁ_m_h“t““ 3. Terwujudnya efektivitas 4. Terwujudnya tata kelola organisasi
yang transparan dan adil dan keadilan melalui transformasi sistemn pEIaI:nmal "n"". angan yang optimal, transparan dan
Hinerja Strategis penuntutan h akuntabal
o IK1:Pe ingk dali
h . ) . :Persentazs peningkatan pengendalian . | i bi i
';:""‘“‘T“" *  IKL: Indaks persepsi publik perars PEMINERSLaN pangs + IKL: Tingkat efektivitas ::;';Td;ﬁ:mrma” b':,’:" i
Erome - : . -Tin, penerapan etika profesi
terhadap citra Kejaksazan Rl IK2: Tingkat keb ilan kegiatan dan pelzksanzan kewenangzan jokss
operzsi intelijen penegakan hukum Advocaat Generzal
163: Timgkat keberhzasilan pemulihan set
negars
T 0 0 0 0 0 0
Kinerja Strategis
Subsektor
(Irtermediatte
Dwteavme

Meningkatmya
Kualitas Layanan
Publik bidang
penegakan hukum

*  IKLindeks

kepuazan
lzyanan publik
bidang
pensgzkan
hukuwm

Meningkatnya
Pemahaman Hulum

Masyarakat yang
Memuaskan Pemangku

Kepentingan

*  IKL:Tingkst
Pemahaman Hukum
Masyarakat atas
Materi Sosialisasi
Hukurm

*  IKZ:Tingkat
Kepuasan Pemangku
Kepentingan
terhadap Layanzn
Lukumpenkum

Meninghatnya
Efektivitas Intelijen

penegakan hukum
Kejaksaan

Meninghatnya keberhasilan
penanganan Perkara Tindak Pidana
LUimum secara transparan,
akuntabel dan profesional

*  |KLl:Tingkat *  IK1:Tingkat keberhasilan
=fektivitas intelijzn penangznan perkara tindzk
penegakan hukum pidana umum yang diproses
Kejaksaan hingga pra penuntutan

*  |KZ: Tingkat keberhasilan
penangsnan perkara tindzk
pidans umum yang diproses
hingga penuntutzan

*  [K3:Tingkat keberhasilan

penangsnan perkara tindzk
pidana umum yzng berkekuatan
hukum tetap dan telzh
disksekusi

Meningkatnya penegakan
hukum yang yang adil,
humanis, proporsionzl, dan
efisien

IK1:Persentase
Penanganan Perkara
rmelzlui Mediasi Penal,
Dizkresi Penuntutan, dan
Dendz Damai

2

Meningkatnya kualitas sistem

penuntutan yang terintegrasi
dan transparan

IKL:Tingkat penanganan
erkara tindak pidana
umum yang terekam
dalam Case Monogement

System

Meningkatnya efektivitas
pemanfastan sarana dan

prazarana dalam mendukung
penegakan dan pelayanan hukum
dii Kejaksaan Rl

11: Tingkat utilisazi zarana dan

razzrana dalam mendukung
penegakan dan pelzyanan
hukum di Kejakszan RI
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Level Kinerja 1. Terwujudnya kelembagaan hukum P e I L L 3. Terwujudnya efektivitas 4. Terwujudnya tata kelola organisasi
yang transparan dan adil dan keadilan melalui transformasi sistem pelaknraal "n“ angan yang optimal, transparan dan
Kinerja Strategis penuntutan G akuntabel
- K1:Pe ingk: dali :
i | 1t atal . - i bl i
:;::::,::]’,m, *  IK1: Indeks persepsi publik pem';sen ase pening n pengendalian © KL Tingkat itas ::;_.I:d;::treformaﬂ bl:-‘::“ i
- : . -Tin, penerapan etika profesi
terhadap citra Kejakssan Rl 1€2: Tingkat keberhasilan kegiatan dan pelaksanzzn kewenangan iakez
operzsi intelijen penegakan hukum Advocaat Generazl
1K3: Timgkat keberhasilan pemulihan aset
negara
0 0 o 0 0 1 0
Kinerja Strategis
Subsektor
[Irtermediatte

Meningkatnya keberhasilan penanganan
perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana
perpajakan, tindak pidana kepabeanan, tindak
pidana cukai, tindak pidana yang menyebabkan

kerugian perekonomian negara, dan TPPU serta
pelanggaran HAM Berat secara transparan,
akuntabel dan profesional

IKL: Tingkst keberhasilan penanganzn perkars
tindzk pidana korupsi dan TPPU

IK2: Tingkzt keberhasilan penanganan perkara
tindzk pidana perpajzkan dan TPFU
IKZ:Tingkat keberhasilan penanganan perkara
tindzk pidana kepzbeznan dan TPPU
IK4:Tingkst keberhasilan penangznan perkars
tindzk pidana cukai dan TPPU

IKE:Tingkat keberhasilan penanganan perkara
tindzk pidana yang menyebabkan kerugian
perekonomizn negara dan TFPU

IK&: Tingkat keberhasilan penanganan perkars
pelznggaran HAM Barat

IK7:Tingkat keberhasilan pengendalian operasi
dalam penyelesaian penanganan perkara
tindzk pidana khusus

Meningkatnya keberhasilan
penyelamatan dan pengembalian

kerugian negara serta pembayaran
denda dalam penanganan perkara

tindak pidana khusus

* |K1: Tingkat keberhasilan

penyelamatan dan pengembalian

kerugian negara dalam penanganan
perkara tindak pidana korupsi dan

TFFU

* |K2: Tingkat keberhasilan

pembayaran denda dalam

penangznan perkara tindak pidana

khuzus lainmys dan TPPU
|Kepabeanan, Perpajakan, Cukai,
tindzk Pidana yang menyebabkan
kerugian perekonomian negara)

Meningkatnya keberhasilan
penyelamatan dan pemulihan

keuangan negara melalui @plur
perdata

* K1: Tingkat keberhasilan
penyelamatan keuangan negara
melzlui jalur perdata

* IK2: Tingkat keberhasilan
pemulihan keuangan negara
melzlui jalur perdata

Meningkatmya keberhasilan
penanganan Perkara Perdata dan

Tata Usaha Negara secara
transparan, akuntabel dan
profesional

* K1 Tingkat keberhasilan .

penangzsnan perkara perdata
melzlui jalur litigasi

* IK2: Tingkat keberhasilan .

penangsnan perkara perdata
melzlui jalur non-litigasi

* IK3: Tingkat keberhasilan .

penanganan perkara tata usahs
niegara melalui jalur litigasi

Meningkatnnya keberhasilan
penanganan
perkara koneksi indak pidana
korupsi, tindak pidana pencucian
uang, dan tindak pidana lain

1€1: Tingkat keberhasilan
penanganan perkara konsksitas
pada tahap penyelidikan

12: Tingkst keberhasilan
penanganan perkara konsksitas
pada tahap penyidikan

13- Tingkat keberhasilan
penanganan perkara koneksitas
pada tahap penuntutan

1€4: Tingkat keberhasilan
penanganan perkara koneksitas
wang telah dieksskuzi
IK5:Tingkat keberhasilan
pengembslizn Kerugian Negara
Perkara Koneksitas yang
dilimpahkan ke peradilan umum

Meningkatnnya keberhasilan
pelaksanaan koordinasi teknis

penuntutan yang dilakukan oleh
oditurat militer

*  |K1: Tingkat keberhasilan
pelaksanaan Kegiztan Koordinasi
Teknis [Assurance, Consultative,
Pencegahan Fraud, Monitoring
dan Evaluasi dan Pelzporan)
Tahap Penindakan

*  |K2-Tingkat keberhasilan
pelaksanaan Kegiztan Koordinasi
Teknis {Assurance, Consultative,
Pencegahan Fraud, Monitoring
dan Evaluzsi dan Pelzporan)
Tahap Penuntutan

*  |K3:Tingkat keberhasilan
pelaksanaan Kegiztan Koordinasi
Teknis {Assurance, Consultative,
Pencegahan Fraud, Monitoring
dan Evaluzsi dan Pelzporan)
Tahap Eksekusi, Upaya Hubkum
Luar Biasa dan Eksaminasi




Lewel Kinerja

Kinerja Strategis
Sekbor
{Intermediate
Outcome]

Kinerja Strategis
Subsektor
[irtermediaite
Outcome

1. Terwujudnya kelembagaan hukum
yang transparan dan adil

IKL: Indeks perzepsi publik
terhadap citra Kejakszan Rl

*  [K1: Tingkat keberhasilan
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2. Terwujudnya efektivitas penegalan hukum

dan keadilan melalui transformasi sistem
penumbutan

*  |K1:Persentaze peningkatan pengendalian
perkara

*  [K2:Tingkat keberhasilan kegiatan dan
aperasi intelijen penegakan hukum

*  [K3:Tingkst keberhasilan pemulihan aset
negara

Tenwujudnya pengelolaan
aset tindak pidana yang

Terselenggaramya pemulihan

aset yang terintegrasi

transparan, akuntabel, dan
maodem

kegiatan penelusuran asst * Kl:Tingkat efektivitas
* K2 Timgkst keberhasilan pengelalzan Rupbasan
perampasan aset hasil *  IKZ: Tingkat efektivitas
tindzk pidana . penyeleszian
K3 'I'lr.‘gka‘t Ineherh_as,lan penyelamatzn zset
pemulihan aset hasil tindak negara
pidana * IK3: Tingkst efektivitas
pengelolzan dats aset
negara berbasis
telnologi

3 Terwujudnya efektivitas
pelaksanaan kewenangan Advocaat

Generaal

*  IK1: Tingkat efektivitas
pelaksanzan kewenangzsn
Advocaat Generaal

4. Terwujudnya tata kelola organisasi
yang optimal, transparan dan
akuntabel

*  IKl:Indeks reformasi birokrasi
*  IKZI:Tingkat penerapsn etika profesi
Jeksz

Meningkatnya kualitas pelaksanaan

Advocaat Generaal dan Jaksa Pengacara
Megara

* [K1: Tingkat penjaminan kualitas
pengajuan pendapat teknis hukum
untuk permchonan kasasi lingkup
peradilan urmum, TUM, agama, dan
militer

Meningkatmya
keberhasilan
pelayanan hukum
dalam ranghka
pelaksanaan fungsi

Jaksa Pengacara
MNegara

* IK1: Indeks
Persepsi atas
pelayanan hukum

Meningkatnya Kualitas

Layanan Publik bidang
haukusm

* IKL: Indeks kepuasan
lzyanzn Publik
bidang hukum
{Layanan hukum
gratiz, konsultasi
hukum, bantuzn
Fiukurm,
pendampingan
hukum, dan
penyuluhan hukum)




-313 -

Level Kinarja
1. Terwujudnya kelembagaan hukum Z-Temmmnvaefehhf_insunegalﬁ_m_lmtum 3. Terwujudnya efektivitas 4. Terwujudnya tata kelola organisasi
Kinerfa Strategis yang transparan dan adil dan keadilan melalui transformasi sistem pelzksanaan angan yang optimal, transparan dan
Seltor penuntutan kewen h Advocaat akuntabal
(irbermediate
Ourtrame) o KL Indeks { publik *  IKl:Persentasze peningkatan pengendalian o IK4- Tinkst sfektivit *  IK1l:Indeks reformasi birokrasi
tEll‘-'Iantla dﬁxfl:;:n II!I perkars El-ak::laal'l km::s n * IK2:Tingkat penerapan stiks profesi
P ! +  IK2: Tingkat keberhasilan kegiatzn dan §d o] nEs jaksz
operzsi intelijen penagakan hukum vocas nerss
* K3 Tingkst keberhasilan pemulihan aset
negara
Kinerja Strategis Menii tva Pemaha Hubku
Subsektor Ma nl'Etm Me“:msn;npe:na:;ku Meningkatnya Efektivitas Intelijen
(intermediotte LA penegakan hukum Kejakszan
Dutcome Kepentingan
*  IK1: Tingkst Pemahaman Hukum * K1 Tingkat efektivitas intelijen
Masyarakat atas Materi Sozialisasi penegakan hukum Kejaksaan
Hukuwrn
*  IKZ:Tingkst Kepuazzn Pemangku
Kepentingan terhadzp Layanan
Lukumipenkum
Kinerja Taksikal Meningkatnya Pengetahuan Hukum Masyarakat
fimmediote Dutcome)
*  |K1:Tingkat Efektivitas Penerangan Hukum Masyarakat
*  |KZ:Timgkat Efektivitas Pemyuluhan Hukum Masyarakat
Kiterja Terlaksanany=s kegiatan penerangan hukum yang berkualitas, Terlaksananya kegiatan penerangan hukum yang
Operasicnal tepat sasaran, dan berkelanjutan. berkualitas, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
0 kegiatan penerangan hukum O Kegiatan penyuluhan hukum
0 Jumilah pesertz penerangan hukum O Jumlah masyarakat yang menjadi peserta
O Publikasi penerangan hukum di mediz maszz /media sosizl penmyuluhan hukum
0 Materi penerangan hukum yang tersedia secara daring (=- O Lzporan kegiatan penyuluhan hukum

learning, video edukasi, infografiz) O: Materi penyuluhan hukum
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Lavel Kinerja 1. Terwujudnya kelembagaan hukum e B 3. Terwujudnya efektivitas 4. Terwujudnya tata kelola organisasi
yang transparan dan adil dan keadilan melalui transformasi sistem pelaksanaan kewenangan Advocast yang optimal, transparan dan
Kinerfa Strategis penuntutan nga akuntabel
Sektor Generaal
{intermediote + IKL: Indeks persepsi publik *  IK1:Persentase peningkatan pengendalian  IKL: Tingkst efektivitas *  IKl:Indeks reformasi b-II'EIEUESi )
Gutcome} terhadap citra Kejaksaan Rl periara pelzksanzsan kewenangan *  IKZ:Tingkat penerapan etikz profesi
*  IKZ:Tingkat keberhasilan kegiatan dan jaksz
operasi intelijen penegakan hukum Advocaat Generazl
*  IK2:Tingkst keberhasilan pemulihan aset
negars
Kinerja Strategis
Subsekior
lintermediotte
DOuboome
L J
Meningkatnya Pemahaman Hukum
Masyarakat yang Memuaskan Pemanghu Meninghatnya Efeltivitas Intelijen
Kepentingan penegakan hulum Kejaksaan
*  IKL: Tingkat Pemahaman Hukum *  IK1Tingkat sfekrivitas intelijen
Mazyarakat atas Materi Sosizlisasi penegakan hukum Kejskssan
Hukurm
*  |KZ: Tingkat Kepuasan Pemanghu
Kepentingan terhadap Layanan
Lukumpenkum
e e e e
Kinerja Taktikal
fimmegiate Outcome) Meningkatnya keberhasilan Meningkatnya keberhasilan Meningkatnya keberhasilan Meningkatnya keberhasilan Meningkatnya keberhasilan
pelaksanaan kegiatanfoperasi pelaksanaan kegiatan/operasi pelaksanaan kegiztan/operasi pelaksanaan kegiatan intelijen di pelaksanaan kegiatan/operasi Meningkatnya kaordinasi antar
intelijen yang berkaitan dengan Intefijen yangz berkaitan dengan Intefijen yang berkaitan dengan bidang pengamanan intefijen yang berkaitan dengan institusi penegak hukum
bidang Ideologi, Politik, serta bidang sosial, Budaya, dan bidang ekonomi dan keuangan pembangunan strategis teknologi informasi dan produk
Pertahanan dan Keamanan Kemasyarakatan . intelijen
- *  IKL:Tingkat efektivitas ) II1: Tingkat efektivitas - I1: Jumlzh kegiatan
1K1: Tingkat efektivitas. * KL Tingkat ef\elc_tlwtas ) !:elal_(_sanaan k.eglata.nfuperam pelaksanaan kegiatan * 1K1 Tingkst e‘ﬁelc_tnnms ) koordinasi sntar institusi
pelzksanzzn Inegiataln,loperasi !:IEIalisanaan keglma!nfoperul intelijen yang berk,altan_ Pangamanan Pembangunan Fﬁﬁ‘f_ﬁﬁﬂaa" k«‘-‘glﬁtii_”fﬂpﬂfaﬂ penegsk hukum dalsm
intelijen yang berkzitan intelijen yang berkaitan dengan bidzng ekonomi dan Strategis intelijen yang berkaitan penanganan perkara
dengan bidang Idealogi, dengam bidang sosial, keuangan dengan teknologi informasi

Politik, zerta Pertahanan dan

budaya,dan kemasyarakatan

Keamanan

dan produk intelijen
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Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia ('

Level Kinerja
Meningkatnya Pemahaman Hukum
Kinerja Strategis Masyarakat yang Memuaskan Pemangku Meninghatnya Efektivitas Intelijen
Subsektor Kepentingan penegakan hulum Kejaksaan
[Intermediatte
Outcome * IKL: Tingkat Pamzhaman Hukum *  IKL:Tingkatefektivitas intelijen
Mazyarakat ataz Materi Sosizlizasi penegakan hukum Kejskssan
Hukum
*  |KZ: Tingkat Kepuasan Pemangku
Kepentingan terhadap Laysnan
Lukumpenkum
L 4 ¥ L 4 3
Kinerja Taktikal ) _ ) _ R R N i . .
{immediate Outcome) Meningkatnya keberhasilan Meningkatnya keberhasilan Meningkatnya keberhasilan Meningkatnya keberhasilan Meningkatnya keberhasilan
pelaksanaan kegiatanfoperasi pelaksanaan kegiatan/operasi pelaksanaan kegiatan/oparasi pelaksanaan kegiatan intelijen di pelaksanaan kegiatan/operasi Meningkatnya koordinasi antar
intelijen yang berkaitan dengan Intelijen yang berkaitan dengan Intelijen yang berkaitan dengan bidang pengamanan intelijen yang berkaitan dengan institusi penegak hukum
bidang ldeologi, Politik, serta bidang sosial, Budaya, dan bidang ekonomi dan keuangan pembangunan strategis teknologi informasi dan produk
Pertahanan dan Keamanan Kemasyarakatan . intelijen
- * IKL: Tingkat efiektivitas i + IK1: Tingkat efektivitas — * KL Jumish kegiatan
IKL: Tingkat efektivitas MI1: Tinghst efelc_ﬂmas . !:elal.t_sanaan kegata:nfaperasl pelaksanzzn kegistan * IR ﬂrngltatefelr_nmzs . koordinasi sntarinstitusi
pelzksanzzn kegiatan/operasi pelaksanzzn kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan Pengamznan Pembangunzn !:elalisanaan Iceglata_nfuperam penegak hukum dalzm
intelijen yang berkaitan intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan Strategis intelijen yang berksitan penanganan perkara
dengan bidang ldeologi, dengan bidang sosial, keuangan dengan teknologi informasi
Politik, serta Pertahanan dan budaya,dan kemasyarakatan dan produk intelijen

Keamanan

Terlaksananya operasi
intefijen khusus sesuai
kebutuhan dan perintah
operasi.

O Kegiatan/Operasi
intelijen terkait isu

Kinera
Operasional

Tersedianya informasi
intefijen yang akurat, tepat

waktu, dan relevan terkait
isu ideologi, politik,
pertahanan, dan
keamanan

0 Laporan intelijen terkait Ideologi, Politik, serta
isu ideclogi, politik, Pertzhanan dan
pertzhanan, dan Keamanan yang berhasil
keamanan yang dilaksanakan sesuai
dizampaikan tepat waktu rencana.

Tersedianya laporan hasil
operasi intelijen yang
dapat digunakan untuk
pengambilan kebijakan

2 Laporan intelijen yang
dirmanfaatkan dalam
prozes pengambilan
keputusan,kebijzkan oleh

O Rekomendasi intelijen

wang ditindaklanjuti alsh
instznsi/lembaga
pengguna.

pimpinzan,lembaga terkait.

Terselenggarama
koordinasi lintas lembaga
dalam pelaksanaan
operaz intelijen idang
ideologi, politik,
pertahanan, dan
keamanan.

: Koerdinasi/kerjasama
intelijen lintas lembaga

Terzedianya informasi
intelijen yang akurat, tepat
waktu, dan relevan terkait

yang dilaksanzkan untuk
isu idealogi, politik,
pertzhanan, dan
keamanan.

Terlaksanamya operasi
imelijen yang berkaitan
dengan bidang sosial,

Tersediamya laporan hasil
operasi intelijen yang
dapat digunakan untuk

Terselenggaramya
koordinasi lintas lembaga
dalam pedaksanaan

isu sosial, budaya, dan Budaya, dan pengambilan kebijalan operasi intelijen di bidang
kemasyarakatan Kemasyarakatan sesuai strategis. sasial, budaya,dan
kebutuhan dan perintsh i - kemasyarakatan
Oz Laparan intelijen terkait ramch 0: Laporan inteljen yang : T
isu sosial, budays, dzn dimanfaatkzn dalam O: Koordinasi intelijen
kemasyarakatan yang 0: Kegiatan/Operasi proses pengambilan lintas lembaga yang
dizampaikan tepat waktu intelijen terkait isu sosial, keputusan/kebijzkzn oleh dilaksanakan untukisu
budaya, dan pimpinzn/lembagz terkait. zosial, budaya, dan
kemasyarakatan yang O: Rekomendasi intelijen kemasyarakstan
berhasil dilaksanzkan yang ditindaklanjuti olsh O Kerjasama intelijen
sesuai rencana. instansi/lembagz lintzs lembaga yang
pEnEZuna. dilaksanakan untukisu
zosial, budaya, dan
kemasyarakatan




Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (')
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Level Kinerja
Meningkatnya Pemahaman Hukum
Kiberja Strategis Masy yang M kan Pemangku Meninghkatnya Efektivitas Intelijen
Subsektor Kepentingan penegakan hukum Kejaksaan
{Intermediatte
Outcome *  IKL: Tingkat Pemahaman Hukum + IK1Tingkat sfektivitasintelijen
Mazyarakat ataz Materi Sosizlizasi penegakan hukum Kejaksaan
Hukum
*  IKZ: Tingkat Kepuasan Pemanghku
Kepentingan terhadap Leyanan
Lukurmpenkum
r Y r
Kinerja Taktikal Meningkatnya keberhasilan Meningkatnya keberhasilan Meninghatnys keberhasilan Meninghatnys keberhasilan Meningkatnya keberhasilan
{immediate Outcome) N ~ _ ~ _ _ _ .
pelaksanaan kegiatan/operasi pelaksanaan kegiatan/operasi pelaksanaan kegiatanfoperasi pelaksanaan kegiatan intelijen di peleksanzan kegistan/operasi Meningkstnya koordinasi antar
intalijenyang berkaitan dengan Intelijen yang berkaitan dengan Intelijen yang berkaitan dengan bidang pengamanan intelijen yang berkaitan dengan institusi penegak hukum
bidang ldeologi, Politik, serta bidang sosial, Budaya, dan bidang ekonomi dan keuangan pembangunan strategis teknologi informasi dan produk
Pertahanan dan Keamanan Kemasyarakatan o intzlijen
— — IKL: Tinghat efektivitas ) 11 Tingkat efektivitas — * KL Jumish kegiatan
*  IKL: Tingkat efek'll:wnas ) *  IKL: Tingkat efek'.l:mtas ) Felal:sanaan Iceglata.n,fclperam pelaksanaan kegiztan IK1L: Tingkat EfEk_m"lEE ) koordinasi sntar institusi
pelzksanaan kegmm_nfopemﬂ pelskzznaan kegistan/operasi intelijen yang berksitan Pengamanan Pembangunan _PE|3!=_S3”33" kEEWE_nfOPe'ES' penegak hukum dalzm
intelijen yang berkaitan intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonami dan Strategis intefijen yang berkaitan penanganzn perkara
dengzn bidang |declogi, dengzn bidang sosial, keuangan dengan teknologi informasi
Palitik, serta Pertzhanan dzn budaya,dan kemasyarakatan dan produk intelijen
Kezmanan
Kinet}s Tersedianya informasi Terlaksananya operasi edianya laporan hasil Terselenggaranya Tersedianya informa Terlaksananya operasi TE"EEdiE'_"fI'E laporan hasil T'E_'EEHE':'EEE'E“F
Operasional intelijen yang akurat, tapat intelijen khusus sesuai operasi intelijen yal koordinasi limas lembaga intelijen yang akurat, tepat intelijen khusus se: operasi intelijen yang koordinasi lintas lembaga

wakiu, dan relevan terkait
isu ekonomi dan keuangan

0: Laporan intelijen terkait

kebutuhan dan perintah
operasi.

O Kegiztan/Operasi

dapat digunakan untuk
pengambilan kebijakan
strategis.

isu ideologi, politik,
pertshanan, dzn

kesmanan yang rencans.

intelijen yang berhaszil
dilaksanakan sesuai

0: Laporan intelijen yang
dimanfaatkan dalam
prozes pengambilan

dizampaikan tepat waktu

keputusan/kebijakan oleh

pimpinan/lembazz terkait.

0: Rekomendasi intelijen
yang ditindaklanjuti oleh
instansiflembaga
PEMZELNS.

dalam pelaksanaan
operasi intelijen di bidang
ekonomi dan keuangan

0 Koordinasi intelijen
lintas lembaga yang
dilaksanakan untukisu

waktu, dan relevan terkait
isu pengamanan
pembangunan strategis

0: Laporan intelijen terkait
isu pengamanan

kebutuhan dan perintah

O: Kegiztan/Operasi
intelijen yang berhazil
dilaksanakan sesuai

dapat digunakan untuk
pengambilan kebijalkan

0: Laporan intelijen yang
dimanfaatkan dalam
prozes pengambilan

: pernbangunan strategis rencans.
ekonomi dan keuangan yang disampaikan tepat
0 Kerjasama intelijen wiaktu

lintas lembaga yang
dilaksanakan untukisu
ekonomi dan keuangan

keputusan/kebijakan oleh
pimpinan/lembagz terkait.
0: Rekomendasi intelijen
yang ditindzklanjuti oleh
instansiflembaga
pengguna.

dalam pelaksanaan
operasi imtelijan di bidang
pengamanan
pembangunan strategis

0: Koordinasiintelijen
lintas lembaga yang
dilaksanakan untuk isu

pengamanan
pembangunan strategis.
0: Kerjazsama intelijen
lintas lembaga yang
dilaksanakan untuk isu

pengamansn
pembangunan strategis.
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Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (%)

Level Kinerja
Meningkatnya Pemahaman Hukum
Kinerja Strategis Masyarakat yang Memuaskan Pemangku Meninglatnya Efektivitas Intelijen
Subsskeor Kepentingan penegakan hulum Kejaksaan
[intermediatte
Outcame * IKL Tingkat Pemahamszn Hukum + IK1Tingkat efektivitas inteljen
Mazyarakat ataz Materi Sosizlisasi penagakan hukum Kejakszan
Hukum
*  IKZ: Tingkat Kepuaszan Pemangku
Kepentingan terhadap Layanan
Lukumpenkum
r A 4 L r
Kinerjs Taktikal R . . . . . A i
{immediate Duteome) Meningkatnya keberhasilan Meningkatnya keberhasilan Meningkatnya keberhasilan Meningkatnya keberhasilan Meningkatmya l_;eha'hasllan .
pelaksanazn kegiatanfoperasi p 1azn kegi f i pelaksanaan kegiatan/operasi pelaksanaan kegiatan intelijen di pelaksanaan kegiatan/operasi IWeningkatriya kaordinasi antar
intelijen yang berkaitan dengan Intelijen yang berkaitan dengan Intelijen yang berkaitan dengan bidang pengamanan intefijen yang berkaitan dengan institusi penegak hukum
bidang Ideologi, Politik, serta bidang sosial, Budaya, dan bidang ekonomi dan keuangan pembangunan strategis teknologi informasi dan produk
Pertahanan dan Keamanan Kemasyarakatan intelijen
IKL: Tingkat efektivitas . . y IK1: Jumlah kegiatan
IK1: Tingkat efektivitas 1K1: Tingkat sfektivitas pelaksanaan kagiatan/operasi 1KL: Tinghet sfektivitas + KL Tingkst efektivitas B
pelzksanaan kegiatan/operasi pelaksanzzn kegiztan/operasi intelijen yang berkaitan |;elakjanaan I;Ema:in pelaksanaan kegiatanjoperasi penegak hukum dalam
intelijen yang berkaitan intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan s:;fani'l:nan embangunan intelijen yang berkaitan penanganan perkara
dengan bidang |dealogi, dengan bidang sosial, keuangan =E dengan teknalogi informasi
Politik, zerta Pertahanan dan budaya,dan kemasyarakatan dan produk intelijen
Keamanan
Kirerja Tersadianya sistem dan Tersedianya produk Terlaksananya operasi Terwujudnys mekanisme
Operasivnal aplikasi teknalogi intefijen berbasis teknologi intelijen yang STETEES SRS [T R

jaringan, dan produk
intefijen berbazis TI.

memanfaatkan teknobogi
relevan, dan tepat wakiu. informasi

infarmasi pendukung informasi yang akurat,

operasi intelijen.

0 Insiden keamanan
informasi intelijen yang
dapat ditamgani dalam
periode tertentu.

0: Produk intelijen
berbasis Tl yang
dimanfaatkan oleh
pimpinan/instansi

O Produk intelijzn
berbasis T1 {laporan,
analisis, rekomendasi)
yang dihasilkan.

O Sistemzplikaszi TI
intelijen yang
dipelinarz/dikembangkan,
dicperasionalkan

0 5DM intelijen yang
dilztih/tersertifikasi dalam
pemanfzatan TI untuk
operasi intelijen.

0 Laporan intelijen PengguUna.
berbasis Tl yang O Kegiatan/ operasi
diszmpaikan tpat waktu. intelijen berbasis Tiyang

berhazil dilak=zanakan
sesuai rencana.




-318 -

Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (%)

Lewel Kinerja
Meningkatnya Pemahaman Hukum
Kinetja Strategis Masyarakat yang Memuaskan Pemangku Meningkatmya Efektivitas Intelijen
Subsektor Kepentingan penegakan hukum Kejaksaan
{Intermediatte
Outeame *  IKL:Tingkat Pemzhaman Hukum * IK1Tingkat efekuivitas intelijen
Mazyarakat atasz Materi Sosizlizasi penegakan hukum Kejaksaan
Hukum
*  IK2: Tingkat Kepuasan Pemangku
Kepentingan terhadap Layanan
Lukumpenkum
r r ¥ Y L
Kinerja Taktikal - } - - - i . . N .
{immedierte Duteoie) Meningkatnya keberhasilan Meningkatnya keberhasilan Meningkatnya keberhasilan Menngllamya_ lnebe_rhaﬂ_l.an ) Meningkatnya Ifeberhasnan )
pelaksanaan kegiatan/operasi pelaksanaan kegiztan/cperasi pelaksanaan kegiztan/operasi pelaksanaan kegiatan intelijen di pelzksanzan kegiztan/operasi Meningkatnya koordinasi antar
intelijen yang berkaitan dengan Intelijen yang berkaitan dengan Intelijen yang berkaitan dengan bidang pengamanan intelijen yangz berkaitan dengan institusi penegak hukum
bidang Ideologi, Politik, serta bidang sosial, Budaya, dan bidang ekonomi dan keuangan pembangunan strategis teknologi informasi dan produk
Pertahanan dan Keamanan Kemasyarakatan . intelijen
— *  IKL: Tingkst efektivitas , IK1: Tingkat efektivitas — IK1: Jumnlah kegiatan
IKL: Tinghat efektivitas IK1: Tingkat efelc_tmtas ) !zelallt_sanaan kegata!nfclperam pelzksanzszn kegistan IKL: Tingkat efek_lrwtas . koordinasi antarinstitusi
pelzksanzan kegistan/operasi pelaksanzan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan Pengamznan Pembangunzn Pelats.anaan kegais_n,fopemﬂ penegak hukum dalsm
intelijen yang berkzitan intelijen yang berkzitan dengan bidang skonomi dan Strategis intelijzn yang barkaitan penangsnzn perkara
dengan bidang |deologi, dengan bidang sosial, kevangan dengzn teknologi informasi
Paolitik, serta Pertahanan dan budaya,dan kemasyarakatan dan produk intelijen
Keamanan
Kinerja Terselenggaranya farum Terbentuknya Tersusunmya Tersedianya sistem Terlaksananya operasi
Operasional e e TN, S mekanisme;/protokol kesepakatan/nota pertukaran data dan gabungan atau

informasi antar instrtusi
penegak hulkum.

kesepahaman [Mol)
dalam rangka

penanganan kasus
secara kolaboratif.

kerja sama lintas institusi
penegak hulum.

institusi pemegak hukum.

0 Rapat/ pertamuan peningkatan koordinasi. ) .
koordinasi antar institusi O: Dokumen O F sl pf!nmmn 0 Laporan pelaksanaan
penegak hukum yang mekanisme/protokal karjz 0: Kesepzkatan/nota daizﬂnfmnasl hukumantar operasi
dilzkzanzkan. sama lintas institusi yang kezepahamazn yang institusi penegak hukum. gabungan/penznganzn
0 Rekomendasi hasil ditetapkan dan dijalankan. d:nz!\datangarijditindakla Q-1 :sutuslt pe:e:ak h;l:m kasus bersama yang
koordinasi yang nua "I_Eng ¥ang terubung dal=m dilaksanakan.
ditindaklanjuti alsh sistemn pertukaran data dan
masing-masing institusi. informasi L

O Modul/fungszi sistem

pertukaran d=ta yang sudah

berfungsi sesuai desain




Pohon Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (2%

Level Kinerja

Kinerja Strategis
Sektor
{intermediote
Cutcome)

Kinerja Strategis
Subsektor
lintermediatte
Dwtcome

Kinerja Taktikal
(Immediote Jutcome]

1. Terwujudnya kelembagaan hubkum

yang transparan dan adil

1K1 Indeks persepsi publik
terhadap citra Kejakszan RI

Meningkatmya Kuslitas
Layanan Publik bidang
penegakan hukum

IK1:Indeks kepuasan
layanan publik bidang
penegakan hukum

2. Terwujudnya efektivitas penegalan hulum
dan keadilan melzalui transformasi sistemn

penuntutan

*  IKl:Persentase peningkatan pengendalian

perkars

*  IK2: Tingkat keberhasilan kegiatan dan
operasi intelijen penegakan hukum

-319 -

3. Terwujudnya efektivitas
pelaksanaan kewenangan Advocaat
Generaal

IK1: Tingkat efektivitas
pelaksanzan kewenangan
Advocaat Generaal

*  IK3: Tingkat keberhasilan pemulihan asst

megara

4, Terwujudnya tata kelola organisasi

yang optimal, transparan dan
akuntabel

*  |KL:ndeks reformasi birckrasi
*  |K2:Tingkat penerapan etika profesi
jaks=

Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Tindak Pidana

Umum secara transparan, akuntabel dan profesional

1K1 Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidanz
umum yang diproses hingga pra penuntutan

K2 Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana
umum yang diproses hingga penuntutan

K3 Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana
umum yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi

'

! v

Meningkatnyz pensgakan
hukuwm yang yang adil,
humanis, proporsional, dan

Meningkatnya kualitas sistam
penuntutan yang terintegrasi

Meningkatnya efektivitas
pemanfastan s=rana dan

dan transparan prasarana dalam mendukung

efizian

IK1l:Persentass
Penzanganan Perkara
melalui Mediasi Penal,
Diskresi Penuntutan, dan

pensgakan dan pelayanan hukum

IK1:Tingkat penanganan di Kejzkszzn RI

perkars tindzk pidana

umum yang terekam *  [K1: Tingkat utiliszsi =arana dan
dalam Cose Manogement prasarana dalam mendukung
System penegakam dzn pelayanan

Denda Damai

hukum di Kejaksaan Rl

Meningkatnya penyelesaian
penanganan perkara tindak pidana
umum Bidang A (bidang tindak

pidana keamanan negara,
ketertiban umum, orang, harta
benda, dan pencucian uang)

1K1: Tingkat penyelesaizn perkara
tindzk pidzna umum bidang A
yang diproses hingga Pra-
Penuntutan

K2 Tingkat penyelesaian perkara
tindsk pidznz umum bidang A
yang diproses hingga Penuntutan
K3 Tingkat penyelesaian perkara
tindzk pidzna umum bidang A
yang berkekustan hukum tetap
dan telzh digksekusi

Meningkatnya penyelesaian
penanganan perkara tindak pidana
umum Bidang B [Bidang tindak

pidana narkotika, psikotropika, zat

adiktif lainnya, kesehatan, dan

pencucian uang)

IK1: Tingkat pemyelesaian perkara
tindzak pidzna umum bidang B
wang diprozes hingga Pra-
Penuntutzn

IK2-Tingkat penyelesaizn perkara
tindzak pidzna umum bidang B
wang diproses hingga Penuntutan
IK3:Tingkat penyelesaizn perkars
tindzk pidzna umum bidang B
yang berkekustan hukum tetap
dan telzh disksebkusi

Meningkatnya penyelesaian
penanganan perkara tindak pidana
umum Bidang C (bidang tindak
pidana terorisme, perdagangan

orang, lintas negara, kekerasan
dalam rumah tangga, pelindungan
terhadap perempuan dan anak, dan
pencucian uang)

IK1: Tingkat penyelesaian parkara
tindzk pidana umuwm bidang C
wang diproses hingga Pra-
Penuntutan

IK2-Tingkat penyelesaizan perkara
tindzk pidana umuwm bidang C
wang diproses hingga Penuntutan
IK3Tingkat penyelesaian perkara
tindzk pidzna umuwm bidang C
yang yang berkekustan hukum
tetap d=n telah disksakusi

Meningkatnya penyelesaian
penanganan perkara tindak pidana

umum Bidang D [bidang tindak
pidana keuangan, siber, sumber
daya alam, dan pencucian uang)

*  IK1:Tingkat penyelesaizn perkara
tindzk pidanz umum bidang D
yang diproses hingga Pra-
Penuntutan

*  |K2-Tingkat penyelesaizn perkars
tindzak pidana umum bidang D
yang diproses hingga Penuntutan

*  |K3Tingkat penyelesaian perkara
tindzak pidanz umum bidang D
yang yvang berkekustan hukum
tetap dan telah disksskusi

Meningkatnya penyelesaian
penanganan perkara tindak pidana
umum Bidang E [bidang tindak
pidana yang diatur dalam

Peraturan Daerah, tindak pidana
berdasarkan hukum yang hidup
dalam masyarakat, tindak pidana
umum Rinmya, dan pencucian
uang}

*  IK1: Tingkat penyelesaizn perkara
tindzak pidena umum bidang E
wang diproses hingga Pra-
Penuntutan

*  |K2:Tingkat penyelesaizn perkarz
tindak pidana umum bidang E
wang diproses hingga Penuntutan

*  |K3: Tingkat penyelesaizn perkara
tindzk pidana umum bidang E

yang berkekuatan hukum tetap
dam talzh diskoakisi
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Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (')

Level Ki
nena Nieningkatnya Kuslitas Meninzkatmya keberhasilan penanganan Perkara Tindak Pidana heningkatrys penegzkan Meningkatnya kualitas sistem Meningkatnya efektivitaz
Kinerja Strategis Layanan Publik bidang Umum secara transparan, akuntabel dan profesional hukum yang yang adil, penuntutan yang terintegrasi pemanfaztan sarana dan
Subsektor penegakan hukum humanis, proporsional, dan dan transparsn prazarana dalam mendukung
[imtermediotte *  |KiTingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana efisien pensgakan dan pelayanan hukum
Dutcome *  |Ki:indeks kepuasan umum yang diprases hingga pra penuntutzn * |K1:TII'IE|C.EI PENanE=nan di Kzjzk=zan RI
layanan publik bidang *  |K2: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindzk pidana *  IKLPersemtaze perkars tindzk pidana —
penegakan hukum umum yang diprases hingga penuntutan PEnan;_ﬁnan_PEfkara umum yang terekam *  Tingkat utilisasi sarana dan
*+  IK3:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidzna m.uelalm_ Iediasi Penzl, dalam Case Manogement prasarana dalam mendukung
umum yang berkekuatan hukum tetsp dan telah disksekusi Diskresi F‘enu_ntutan, dzn System penegakz_m d_an pelayanan
Denda Damai hukum di Kejzksaan Rl

Kinerja Taktikal
(immedigtes Outy
Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara
tindak pidana umum Bidang A (bidang tindak

pidana keamanan negara, ketertiban umum, orang,
harta benda, dan pencucian uang|

* K1 Tingkat penyelesaian perkara tindak
pidsna umum bidang A yang diproses hinggs
Pra-Penuntutan

* KX Tingkat penyelessian perkara tindak pidana
umum bidang A yang diproses hingga
Penuntutan

* K3 Tingkst penyelezsian perkara tindzk pidana
urmum bidang A yang berkekuatan hukum
tetap dan telzh dieksekusi

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara
tindak pidana umum Bidang B (Bidang tindak
pidana narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya,
kesehatan, dan pencucian uang)

* KL Tingkat penyelessian perkara tindak
pidana umum bidang B yang diproses hingga
Pra-Penuntutan

*  IK2:Tingkat penyeleszaian perkara tindak pidana
urnum bidang B yang diproses hingga
Penuntutan

*  IK2Tingkst penyelessian perkara tindak pidana
umum bidang B yang berkekustan hukum
tetap dan telah dieksekusi

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara
tindak pidana umum Bidang C (bidang tindak
pidana terorisme, perdagangan orang, lintas

negara, kekerasan dalam rumah tangga,
pelindungan terhadap perempuan dan anak, dan
pencucian uang))

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara
tindak pidana umum Bidang D (bidang tindak
pidana keuangan, siber, sumber daya alam, dan
pencucian uang)

IK1: Tingkat penyelessian perkara tindsk
pidana umum bidang C yang diproses hingga
Pra-Penuntutan

IK2:Tingkat penyeleszian perkara tindak pidana
urmum bidang C yang diproses hingga
Penuntutan

IK3Tingkat penyelezzian perkara tindzk pidana
urmum bidang C yang yang berkekuatan hukum
tetap dan telzh dieksekusi

1E1: Tingkat penyelesaizn perkara tindak
pidane umum bidang D yang diproses hingga
Pra-Penuntutan

1K2:Tingkat peryelesaizn perkara tindzk pidana
umum bidang D yang diproses hingga
Penuntutan

IE3Tingkat penyelesaian perkara tindsk pidzna
umum bidang D yang yang berkekuatan hukum
tetap dan telah disksekuzi

Meningkatnys penyelesaian penanganan perkars
tindzk pidzna umum Bidang E (bidang tindak
pidana yang diatur dalam Peraturan Daerzh, tindak
pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam
masyarakst, tindak pidana umum lainmys, dan
pencucian uang)

Kinerja Tersedianya berkas perkara tindak
Operasicnal pidana umum Bidang A yang
lengkap dan tepat wakiu.

O:Berkas perkara tindzk pidana
umum Bidang A yang dinyatakan

Tersusunnya surat dakwaan,
tuntutan, dan pendapat hukum
atas perkara tindak pidana umum
Bidang A sesuai ketenbuan.

O Surat dakwaantuntutan

Terlaksananya sidang perkara
tindak pidana urnum Bidang A
zesuai jadwal dan prosedur.

0: Perkara tindak pidana umum
Bidang A yang disidangkan tepat

Terwujudnya koordinasi antara
penyidik, penuntut umum, dan
lembaga terkait dalam

penanganan perkara. tindak

pidana umum Bidang &

0: Laporan penyelesaizan

*  IK1: Tingkat penyelesaian perkara tindak

pidana umum bidang E yang diproses hingga
Pra-Penuntutan

*  IKZ:-Tingkat penyelesaizn perkara tindak pidana

umum bidang E yang diproses hingga
Penuntutan

*  IK3Tingkat penyelesaizn perkars tindak pidana

umum bidang E yang berkekustan hukum
tetap dzn telah digksekuzi

Terlaksananya ekselusi putusan
pengadilan terhadap perkara
tindak pidana umum Bidang A.

penanganan perkara tindak pidana

umum Bidang A yang telah

lengkap [P-21). perkara tindzk pidana urnum waktu sesuzi ketentuan hukum 0 Koordinasi/rapat bersama antar
Bidang A yang disusun dan acara. aparat pensgzk hukum terkait berkekuatan hukum tetzp dan
diajukan ks pengadilan. penyelesaizn perkara  tindak telah dieksekusi berdazarkan

pidanz umum Bidang A_ putusan pengadilan.
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Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (2)

Meningkstmya kualitas sistem Meningkatnys efektivitas

Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Tindak Pidana

Meningkatnya Kualitas Meningkatnya penegakan

Kinerja Strategis Layznan Publik bidang Umum secara transparan, akuntabel dan profesional hukum yang yang adil, penuntutan yang terintegrasi pemanfastan sarana dan
Subsektor pemnegakan hukum humaniz, proparsional, dan dan transparan prasarama dalam mendukung
[imtermediatte *  IKLTingkst keberhasilan penangenan perkars tindak pidana efisien _ penegskan dan pelzyanan hukum
Outcome *  IKL:Indeks kepuasan umum y=ng diproses hingga pra penuntutan *  IKLTingkat penangznan di Kejzkszan R

*  IKl:Persentase

perksrz tindak pidana

Izyanan publik bidang *  IKZ: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana
penegakan hukum wrmum yang dipreses hingga penuntutan Fenanganan Perkara umum yzng terekam *  IKLTingkat utilisasi zarana dan
*  IK3:Tingkat keberhasilan penanganan perkars tindak pidana melalui Mediasi Penal, dalam Case Management prasarzna dalam mendukung
Diskreszi Penuntutan, dan System penagakan dan pelayanan

urmum yang berkebuatan hukum tetap dan telah disksskusi

Denda Damai hukum di Kejzksazan Rl

:-..erja T-m:l.-m1 l l l J‘

Meningkatnys penyelesaian penanganan perkars
tindak pidana umum Bidang E (bidang tindak
pidana yang diztur dalam Peraturan Daerah, tindak
pidana berdazzrkan hukum yang hidup dalam
masyarakat, tindzk pidana umum lainnys, dan

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara
tindak pidana umum Bidang B (Bidang tindak

Meningkatnya penyelesaian penanganzan perkara
tindzk pidanz urmum Bidang A (bidang tindzk
pidanz keamanan negara, ketertiban umum, arang,
harta bendsa, dan pencucian uang)

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara
tindak pidana umum Bidang C (bidang tindak
pidana terorisme, perdagangan orang, lintas

negara, kekerasan dalam rumah tangga,
pelindungan terhadap perempuan dan anak, dan

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara
tindak pidana umum Bidang D (bidang tindak
pidana keuangan, siber, sumber daya alam, dan
pencucian uang)

pidana narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya,
kesehatan, dan pencucian uang)

*  |K:Tingkat penyelessizn perkara tindak pidana .

urnurm bidang A yang diproses hinggs Pra-
Penuntutan

IK2:Tingkat penyeleszian perkara tindak pidana
umum bidang A yang diproses hingga
Penuntutan

IK3: Tingkat penyeleszian perkara tindzk
pidana umum bidang A yang berkekuatan
hukum tetap dan telah disksekusi

IK1: Tingkat penyelezzian perkara tindak
pidana umum bidang B yang diproses hingga
Pra-Penuntutan

IK2:Tingkat penyelezzian perkara tindak pidana
urnum bidang B yang diproses hingga
Penuntutan

IK3Tingkat penyelessian perkara tindak pidana
urnum bidang B yang berkekuzatan hukum
tetap dan telzh dieksekusi

pencucian uang)}

Kinerja
‘Dperasional

IK1: Tingkat penyelesaian perkara tindzak
pidana umum bidang C yang diproses hingga
Pra-Penuntutan

IK2:Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana
umum bidzng C yang diproses hingga
Penuntutsn

IK3Tingkat penyelesaian perkara tindzk pidana
umum bidang C yang yang berkekuatan hukum
tetzp dan telah dieksekusi

IK1: Tingkat penyelesaian perkara tindzk
pidanza urmum bidang Dyang diproses hingga
Pra-Penuntutan

IK2:Tingkat penyelesaian perkara tindzk pidana
umum bidzng D yang diproses hingga
Penuntutan

IK3Tingkat penyelesaizn perkara tindzk pidana
umum bidang 0 yang yang berkekuztan hukum
tetsp dan telsh dieksekusi

pencucian uang)

Tersedianya berkas perkara tindak
pidana wmum Bidang B yang
lengkap dan tepat wakiu.

0: Berkas perkara tindak pidanz

Tersusunmnya surat dakwaan,
tuntutan, dan pendapat hukum
Ftas perkara tindak pidana urmum
Bidang B sesuai ketentuan.

IK1: Tingkat penyelesaian perkara tindzk
pidana umum bidang E yang diprozes hingga
Pra-Penuntutan

IK2:Tingkat penyeleszian perkara tindsk pidans
umum bidang E yang diprozes hingga
Penuntutan

IK3: Tingkat penyelesaian perkara tindak
pidana umum bidang E yang berkekuatan
hukum tetap dan telzh digksekusi

O: Perkara tindak pidana umum

Terlaksananya eksedusi putusan
pengadilan terhadap perkara
tindak pidana umum Bidang B.

Terwujudnya koordinasi antara
penyidik, penurtut umum, dan
lembaga ait dalam
penanganan perkara tindak pidana
umum Bidang B

Terlaksananya sidang perkara
tindak pidana umum Bidang B
sesuai jadwal dan prosedur.

0: Laporam penyelesaian

umum Bidang B yang dinyatakan 0: Surat dakwaan/tuntutan Bidang B yang disidangkan tepat penznaganan perkars tindak

lengkap (P-21). perkara tindak pidans umum waktu sesuai ketentuan hukum O: Koordinasi/rzpat berszma antar pidana umum Bidang Byang telah
Bidang B yang disusun dan acara. aparst penezsk hukum terkait berkekuatan hukum tetap dan
diajukan ke pengadilan. penyeleszian perkars tindak telzh dieksekusi berdasarkan

pidznz umum Bidzng B. putuz=n pengadilan.
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Meningkatnya efektivitas
pemanfastan sarana dan
prasarana dalam mendukung
pen=sgakan dan pelayanan hukum
di Kejak==an RI

*  |KL:Tingkst utilisasi szrana dan
prasarana dalam mendukung
pensgakan dan pelayanan
hukum di Kejzksaan Rl

tevelKinera Meningkatnyz Kuzlitas Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Tindak Pidana Meningkatnya penegakan Meningkatnya kualitz_ls sisnerrj
Kirerja Strategis Layanan Publik bidang Umum secara transparan, akuntabel dan profesional hukum yang yang =dil, penuntutan yang terintegrasi
Subsektor penegakan hukum humanis, proporsional, dan dan transparan
[Intermediatte *  |K1Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana efisien
Outcame *  IKldndeks kepuazan umum yang diproses hingga pra penumntutan *  IK1Tingkat penanganan

layznan publik bidang *  IK2:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindzk pidana *  IKlPersentase perkara tindak pidana

penegakan hukum umum yang diproses hingga penuntutan Fenanganam Perkara umum yang terekam

*  |K3:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana melalui Mediasi Penal, dalam Case Management
umum yang berkekuatan hukum tetap dan telah disksekusi Diskresi Penuntutan, dan System
Denda Damai

Kinerja Taktikal l l &
i diate Oufcome)

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara
tindzk pidzna umum Bidang A (bidang tindak
pidana keamanan negara, ketertiban umum, orang,
harta bends, dan pencucian uang)

*  IK1: Tingkat penyelesaian perkara tindzk
pid=na umum bidzang A yang diproses hingss
Fra-Fenuntutan

*  |K2:Tingkat penyeleszian perkara tindak pidana
umum bidang A yang diproses hingga
Penuntutan

* K3 Tingkat penyelezaian perkara tindzk pidana
umum bidang A yang berkskuatan hukum
tetap dan telzh dieksekusi

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara
tindak pidana umum Bidang B |Bidang tindak
pidana narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya,
kesehatan, dan pencucian uang)

Meninglatnya penyelesaian penanganan perkara
tindak pidana umum Bidang C (bidang tindak

pidana terorisme, perdagangan orang, lintas
negara, kekerasan dalam rumah tangga,

*  IK1: Tingkat penyelesaizn perkars tindzk
pidana umum bidang B yang diproses hinggs
Pra-Penuntutan

*  KZTingkat penyelesaian perkara tindak pidans
umum bidzng B yang diproses hingga
Penuntutan

*  K3Tingkat penyelesaian perkara tindsk pidana
umum bidzng B yang berkekuatan hukum
tetap dan telah dieksskusi

pelindungan terhadap perempuan dan anak, dan
pencucian uang)

*  |K1: Tingkat penyelessian perkars tindak
pid=na umum bidang Cyang diprosss hingga
Pra-Penuntutan

* K2 Tingkst penyeleszian perkara tindak pidana
umum bidang € yang diproses hingga
Penuntutan

*  |K3Tingkat penyeleszian perkara tindak pidana
umum bidang Cyang yang berkekuatan hukum

tetap dan telzh dieksekusi

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara
tindak pidana umum Bidang D [bidang tindak
pidana kewangan, siber, sumber daya alam, dan
pencucian uang)

*  |K1: Tingkst penyelessian perkars tindak

*  |KZ:Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana

*  |K3Tingkst penyelessian perkars tindak pidana

pidana umum bidang D yang diproses hingza
Pra-Penuntutan

umum bidang D yang diproses hingga
Fenuntutan

umum bidang O yang yang berkekuatan hulkum
tetap dan telzh dieksekusi

Kinerja
Dperasional

Tersedianya berkas perkara tindak
pidana umum Bidang C yang
lengkap dan tepat waktu.

0 Berkas perkara tindak pidanz
umum Bidang Cyang dinyatakan
lengkap (P-21).

Tersusunnya surat dakwaan,

tuntutan, dan pendapat hukum
gtas perkara tindak pidana umum
Bidang C sesuai ketentuan.

O: Surat dakwaantuntutzn
perkara tindak pidama umum
Bidang C yang disuzun dan

12 Perkara tindzk pidana umum
Bidang C yang disidangkan tepat
waktu sesuai ketzntusn hukum
acara.

Terlaksananya sidang perkara
tindak pidana umum Bidang C
sesuai j@dwal dan prosedur.

Terwmjudnyza koordinasi antara
penyidik, penuntut umum, dan
lembaga terkait dalam

penanganan perkars tindak pidana

digjukan ke pengadilan.

umum Bidang C

O Koordinasi/rapat bersama antar
aparat penegak hukum terkait
penyelesaizn perkara tindsk
pidana umum Bidang C.

O Laporan penyelesaian
penanzganan perkara tindsk

berkekustan hukum tetap dan
telzh dieksebusi berdazarkan

putusan pengadilam.

Meningkstnyz penyelesaian penangsnan perkara
tindzk pidana umum Bidang E (bidang tindak
pidama yang distur dalam Peraturan D=erzh, tindak
pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam
masyaraksat, tindak pidana umum lainmya, dan
pancucian vang)

*  K1: Tingkst penyelesaian perkara tindak

pidana umum bidang E yang diproses hingga
Pra-Penuntutan

*  |K2:-Tingkat penyelesaizn perkara tindak pidana

umum bidang E yvang diproses hingga
Penuntutan

*  |K3Tingkat penyelesaian perkara tindzak pidana

umum kidang E yang berkekuatan hukum
tetap dan telah disksekusi

Terlaksananya eksekusi putusan
pengadilan terhadap perkara
tindak pidana umum Bidang C.

pidana umum Bidang Cyang telah
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Level Kinerja
heningkatnys Kuslitaz
Hinerja Strategis Layanan Publik bidang
Subsektor penegzkan hukum
[Intermediatie
Owbcame *  IEL:iIndeks kepuazan
layanzan publik bidang
penegakan hukum

Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Tindak Pidana

Umum secara transparan, akuntabel dan profesional

*  |KL1:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana
umum yang diproses hingga pra penuntutan

*  |KZ:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindzk pidana
umum yang diproses hingga penuntutan

* K2 Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana
umum yang berkskuatan hukum tetap dan telah dieksekusi

hMeningkstrya penegakan Meningkatnya kualitas sistem
hukum yang yang adil, penuntutan yang terintegrasi
humanis, proporsional, dan dan transparan
efisien

*  IKl:Fersentaze
Penznganan Perkars
melalui Mediasi Penal,
Diskresi Penuntutan, dan
Denda Damai

*  |K1:Tingkat penanganan
perkars tindak pidana
umum yang terekam
dalam Case Manogement

System

Meningkatnya efektivitas pemanfastan
sarana dan prasarana dzlam mendukung
pen=egakan dan pelayanan hukum di
Kejzkszan Rl

*  IK1:-Tingkat utilisazi saranza dam prasarana
dalam mendukung penegskan dan
pelayanan hukum di Kejaksaan RI

Kinerja Taktikal l
il | Outcomme)

'

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara
tindzk pidzna umum Bidang A (bidang tindak
pidanz keamanan negara, ketertiban umum, orang,
harta bends, dan pencucian uang)

*  |K1: Tingkat penyeleszsian perkara tindak
pidana umum bidang A yang diproses hinggs
Pra-Penuntutan

*  |KZ:Tingkst penyelessian perkara tindak pidana
umum bidang A yang diproses hingga
Penuntutan

*  |K3Tingkat penyelessian perkars tindsk pidana
umum bidang A yang berkekuatan hukum
tetap dan telzh dieksebusi

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara
tindzk pidana umum Bidang B (Bidzng tindak
pidana narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya,
kesehatan, dam pencucian uang)

IK1: Tingkat penyelezaian perkara tindzk
pidana umum bidzng B yang diproses hingga
Pra-Penuntutan

IK2:Tingkst penyeleszian perkara tindak pidana
umum bidang B yang diproses hingga
Penuntutan

IK3Tingkat penyelesaian perkara tindzk pidans
umum bidang B yang berkekuatan hukum
tetap dan telzh dieks=kusi

Meningkatnys penyelesaian penanganan perkara
tindak pidana umum Bidang C (bidang tindzk
pidanz terorisme, perdagangan orang, lintas

negara, kekerasan dzlam rumah tangga,
pelindungan terhadap perempusn dan anak, dan
pencucian uang))

IK1: Tingkat penyelesaian perkara tindak
pidana umum bidang C yang diproses hingga
Pra-Penuntutan

K2 Tingkat penyelesaian perkars tindak pidana
umum bidang C yang diprases hingga
Penuntutan

|K3Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana
umum bidang C yang yang berkekuatan hukum
tetap dan telah disksekusi

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara
tindak pidana umum Bidang D [bidang tindak

pidana keuangan, siber, sumber daya alam, dan

pencucian uang)

1K1: Tingkat penyelesaizn perkara tindak
pidana umum bidang O yang diproses hingga
Pra-Penuntutan

1K2:Tingkat penyelesaian perkarz tindzk pidana
umum bidzng D yang diproses hinggz
Penuntutan

IK3Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana
umum kidzng D yang yang berkekuatan hukum
tetap dan telah disksekusi

Kinerja Tersedianya berkas perkara tindak
‘Operasional pidana umum Bidang D yang
lengkap dan tepat waktu.

0: Berkas perkara tindak pidana
umum Bidang Dyang dinyatakan
lengkap [P-21).

Tersusunnya surat dakwaan,
tuntutan, dan pendapat hukum
gtas perkars tindak pidana umum

Bidang D sesuai ketentuan.

O Surat dakwaantuntutan
perkara tindzk pidana umum
Bidang D yang dizusun dan

Terlaksananya sidang perkara
tindak pidana umum Bidang D
sesuai jadwal dan prosedur.

i Perkara tindzk pidana umum
Bidang D yang disidangkan tepat
waktu zesuai ketentuzn hukum
SCara.

Terwujudnya koordinasi antara
pemyidik, penuntut umum, dan
lembaga terkait dalam

penanganan perkara. tindak

diajukan ke pengadilan.

pidana umum Bidang D

O: Koordinazi/rapst bersams antar
aparat penegak hukum terkait
penyelesaizn perkara tindak
pidana umum Bidang D.

0: Laporan penyel=saizn
penansganan perkara tindsk

telzh dieksekusi berdazarkan
putusan pengadilam.

IMeningkstnys penyelessian penangznan perkars
tindzk pidzna umum Bidang E |bidang tindak
pidana yang diztur dalam Peraturan Daerzsh, tindak
pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam
masyarakst, tindak pidans wrum lainmys, dan
pencucian uang)

*  |K1: Tingkat penyelesaian perkara tindak
pidana umum bidang E yang diprozes hingga
Pra-Penuntutan

*  |K2:Tingkat penyelesaizn perkara tindak pidana
umum bidang E yang diproses hingga
Penuntutan

*  |K3Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana
umum bidang E yang berkekustan hukum
tetap dan telah dieksekusi

Terlaksananya eksekusi putusan
pengadilan terhadap perkara
tindzak pidana umum Bidang D.

pidana urmum Bidang Dyang telah
berkekuatan hukum tetsp dan
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Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (%)

Level Kinerja

Neningkatrya Kuzlitaz Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Tindak Pidana Meningkatrya penegskan Weningkatnya kualit?ssisnen'_l Weningkatnya efektivitas pemanfaatan
Kinerja Strategis Layanzn Publik bidang Unnum secara transparan, akuntabel dan profesional hukwm yang yang adil, penuntutan yang terintegrasi sarana dan prazarana dalam
Subsektor penegakan hukum humanis, proporsional, dan dan transparan mendukung penegzkan dan pelayanan
lintermediatte *  |K1:Tingkat keberhasilan penanganzan perkara tindak pidana efisien hukum di Kejaksaan Rl
Duteowme *  IKl:indeks kepuazan umum yang diproses hingga pra penuntutan © KL ngklatpena_nganan

lzyanan publik bidang *  IK2:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindsk pidana *  IKlPersentase perkara tindzk pidzna *  IK1: Tingkat utilizazi s2rana dan

penegakan hukum umum yang diproses hingga penuntutan Penznganan Perkara UMM Yang terekam prasarana dalam mendukung

* K3 Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana melzlui Mediasi Penal, dalam Case Managemeant penegzkan dan pelayanan hukum
Diskresi Penuntutam, dzan System di Kejakszan RI

umum yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi

Denda Damai

e I ! !

Meningkatnya penyeleszian penanganan perkara
tindzk pidana umum Bidang & (bidang tindak
pidans keamsanan negara, ketertiban umum, orang,
harta bends, dan pencucian uang)

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara
tindak pidana umwm Bidang E (bidang tindak
pidana yang diztur dalam Peraturan Daersh, tindak

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara
tindak pidana umum Bidang C (bidang tindak
pidana terorisme, perdagangan orang, lintas

negara, kekerasan dalam rumah tangga,
pelindungan terhadap perempuan dan anak, dan

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara
tindak pidana umum Bidang D (bidang tindak
pidana keuangan, siber, sumber daya alam, dan
pencucian uang)

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara
tindak pidana umum Bidang B [Bidang tindak
pidana narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya,
kesehatan, dan pencucian uang)

pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam
masyarakat, tindak pidana umum lainmya, dan

*  |K1: Tingkat penyelesaian perkara tindzk

pencucian uang)

pidzna umum bidsn & yang diproses hinggs
Fra-Penuntutan

*  |KZ:Tingkat penyeleszian perkara tindak pidana
umum bidang A yang diproses hingga
Penuntutan

*  |K3 Tingkat penyelesaian perkara tindzk pidana
umum bidang A yang berkekuatam hukum
tetap dan telzh dieksebusi

IKL: Tingkat penyelesaian perkara tindzk
pidana umum bidang B yang diproses hingza
Pra-Penuntutsn

IK2:Tingkat penyelesaian perkara tindzk pidana
umum bidang B yang diprases hingza
Penuntutan

IK3Tingkat penyelesaian perkara tindzk pidana
umum bidang B yang berkekuatan hukum
tetap dan telah dieksskusi

pencucian uang) N

*  |K1: Tingkst penyeleszian perkara tindak
pidana umum bidang C yang diproses hingsa
Pra-Penuntutan

*  |K2:Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana
umum bidang C yang diproses hingga
Penuntutan

*  |K3Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana
umum kidang C yang yang berkekuztan hukum
tetap dan telah disksekusi

I1E1: Tingkst penyelesaizn perkara tindak
pidans umum bidang 0 yang diproses hingga
Pra-Penuntutan

K2 Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana
umum bidang O yang diproses hingga
Penuntutan

IK3Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana
umum bidang D yang yang berkekuatan hukum
tetap dan telah diskzekusi

I1: Tingkat penyelesaian perkara tindak
pidana umum bidang E yang diproses hingga
Pra-Penuntutan

K2:-Tingkat penyelesaizn perkara tindzak pidana
umum bidang E yang diproses hingga
Penuntutsn

IK3Tingkat penyelesaian perkars tindak pidana
umum bidang E yvang berkekustan hukum
tetap dan telah disksekusi

Kinerja
Operasional

Teraksananya ek=ekusi putusan
pengadilan terhadap perkara
tindak pidana umum Bidang E-

Terwujudnya koordinasi antara
penyidik, penuntut umum, dan
lembaga terkait dalam
penanganan perkara. tindak
pidana umum Bidang BE

Tersusunmya surat dakwaan,
tuntutan, dan pendapat huks
atas perkara tindak pidana umum
Bidang E sesuai ketentuan.

Terlaksananya sidang perkara
tindak pidana umum Bidang E
sezuai jadwal dan prosedur.

Tersedianya berkas perkara tindak

pidana umum Bidang E yang
lengkap dan tepat waktu.

0 Laporan penyel=saian
penansganan perkara tindsk
pidana urmum Bidang Eyang telzh
berkekuatan hukum tetap dan
telzh dieksekusi berdazarkan
putusan pengadilamn.

2 Perkarz tindak pidana umum
Bidang Eyangz dizidangkan tepat
waktu sesusi ketentuzan hukum
acara.

0: Berkas perkara tindak pidana
umum Bidang E yang dinyatzkan
lengkap (P-21).

O Surat dakwaan/tuntutan
perkara tindak pidana umum
Bidang E yang disusun dam
dizjuk=n ke pengadilan.

O Koordinazifrapat bersama antar
aparat penegak hukum terkait
penyelssaian perkara tindsk
pidana umum Bidang E.
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Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (26)

Level Kinerja
1. Terwujudnya kelembagaan hukum L R TR e v 3. Terwujudnya efektivitas 4. Terwujudnya tata kelola organisasi
yang transparan dan adil dan keadilan melalui transformasi sistem " yang optimal, transparan dan
Kinerfa Strategis penunmutan pelaksanaan kewenangan Advocaat shuntabel
Sektor Generaal
lintermediate *IKLP tase peningkata dali . - i bi i
Gutcome) * 1K1 Indeks persepsi publik parn e pennssEn pEnesnasien + K1 Tingkst efekivitas :E":dj';ff"'m“' S e
. . . -Tin penerapan profesi
terhadsp citra Kejaksszn Rl *  IKZ: Tingkat keberhasilan kegiatan dan pelaksanzan kewenangan iakes
A & Advocaat Generaal L
operasi intelijen penegakan hubum
*  IK32:Tingkst keberhazilan pemulihan azet
negara

e T }

Subsekior
(imtermediatte Meningkatnys Kuzlitas Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Tindak Pidana Meningkatnya penegakan Meningkatnya kualitas sistem IMeningkatnya efektivitas
Outrame Layanan Publik bidang Umum secara transparan, akuntabel dan profesional hubum yang yang adil, penuntutan yang terintegrasi pemanfaatan sarana dan
penegakan hukum . . . . X humanis, proporsional, dan dan transparan praz=rana dzlam mendukung
IEL:Tingkat Ioe.hahasllzfnpenanganan perkara tindak pidana T : - pensgakan dan pelayanan
*  IKLIndeks kepuasan umum yang diproses hingga pra penuritutan IK1-Tingkat penanganan hulkum di Kejaksaan RI
layanan publik bidang *  IK2:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindzk pidana *  IKl:Persentase perkara yang terekam
enegakan hukum umum yang diproses hingga penuntutan enanganan Perkara alam nogeme! . - Tingkat utilizasi
il 4 ki P Perka dalam Case Ma. it IK1: Tingkat utilisasi
*  IE3:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana melzlui Mediasi Penal, System sarana dan prasarana
umum yeng berkskuatan hukum tetap dan telah disksekusi Dizkresi Penuntutan, dan dalam mendukung
Dendz Damai penegakan dan pelayanan
I hukum di Kejaksaan RI
Kinerja Taktikal

{immediate Outcorpe]

Meninglatnya penyelesaian penanganan perkara tindak

Meningkatnya efektivitas
. L= pidana umum melalui keadilan restoratif

Meningkatnya aluntabilitas

Meningkatny= kuslitas
regulasi untuk
merespon perubahan

Meningkatnya pemahaman
Jaksa terkait kualitas

Meningkatnya kegiatan dukungan

manajeman penanganan perkara

pada laksa Agung Muda Bidang *  |E1:Tingkat penyelesaizn perkara tindak pidana umum
Tindak Pidana Umum bidang A melalui keadilan restoratif

kolaborasi penanganan perkara
lintas sektor [APH)

penanganan perkara

penanganan perkara tindak
pidana umum

kebutuhan *  IKL:Tingkst penyelessian

. pelaporan pelaksanaan . ~ .
[P RN P penanganan perkars IK1: Tingkat penyelesaian *  IK2: Tingkat penyelesaian perkara tindzk pidana
pidana umum Semm'g:ku abel perkara pidana umum yang IK1: Jumish Jaksa yang IK1: Persentase layanan umum bidang B melalui keadilan restaratif
berasal FFNS mengikuti kegiatan dukungan manzjemen Eselon | *  IK3:Tingkat penyelesaizn perkara tindsk pidanz

IK1: Persentase
regulasiyeng telzh
dievzluasi dan
direformulasi
berdasarkan
perubzhan
kebutuhan
penanganan
perkara pidana
UM

peningkatan kapasitas

penangznan perkara tindak

pidana umum pada kasus
prioritas

zesusi SLA (Service Level
Agreement)

IK2: Persentase layanan
perkantorzn sesual SLA (Service
Level Agreement)

urmum bidang C melalui keadilan restoratif

*  [K3:Tingkat penyelesaizn perkara tindak pidana
umum bidzng D melalui keadilan restoratif

*  |K4:Tingkat penyelesaizn perkara tindzk pidana
urmum bidang E melalui keadilzn restoratif
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Pohon Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia 27)

Meningkatnya kualitas regulasi umtuk

merespon perubahan kebutuhan
penanganan perkara pidana umum

IK1: Persentasze regulasi yang telah
dievaluasi dan direformulasi

berdasarkan perubshan kebutuhan
penangznan perkara pidana urnum

Level Kinerja
" Meningkstrya Kualitas Meningkatmya keberhasilan penanganan Perkara Tindak Pidana heningkstnya penegakan Meningkatnya kualitas sistem Meningkatnya efektivitas
Kinerja Srategis Layanzn Publik bidans Umum secara transparan, akuntabel dan profesional hukum yang yang adil, penuntutan yang terintegrasi pemanfaatan sarana dan
Sulu:h.lnrl penegakan hukum - 5 - humanis, proporsicnal, dan dan transparan prazszrana dzlam mendukung
[imtermediatte *  IKL1:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana efisien pensgakan dan pelayanzn
Dutcome *  IKL:Indeks kepuasan umum yang diproses hingga pra penuntutan *  IK1Tingkat penangznan hukum di Kejzkszzn RI
layanan publik bidang *  IK2: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindzk pidana *  IKi:Persentase perkara yang terekam
penegakan hukum umum yang diproses hingga penuntutan Penanganan Ferkara dalam Case Management IK1-Tingkat utilisazi saranz
*  IK3:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana rmelalui Mediazi Penal, System dan prasarana dzlam
umum yang berkekuatan hukum tetap dan telah disksekusi Diskresi Penuntutan, dan mendukung penegakan
Dends Damai dan pelayznan hukum di
I Kejaksaan RI
Kinerja Taktikal
(immediate Outcome)
r

Y k L 4
Meningkatnya akuntabilitas Meningkatnya efektivitas Meningkatnya pemahaman Jaksa terkait
penanganan perkara kolaborasi pemanganan perkara kualitas penanganan perkara tindak

*  IKL:Tingkat penyelessian

pelzporan pelakssnaan
penangsnan perkara
zecara skuntabel

lintas sektor [APH)

pidana umum

*  IKL: Tingkst penyelasaizn
perkars pidana urmum yang
berasal PPMNS

Meningkatnya kegiatan dukungan

manajemen penanganan perkara pada

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak
Pidana Umum

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak
pidana umum melzlui keadilan restoratif

*  IK1: Jumlah Jzksz yang mengikuti -
kegiztan peningkatan kapasitas
penanganan perkara tindak pidana
umum pada kasus prioritas .

IK1: Persentase layanan dukungan
mansjemen Eselon | sesusi SLA
(Service Level Agraemant)

IK2: Persentase layanan

*  IK1:Tingkat penyelasaizn perkara tindak pidana umum
bidang A melalui keadilan restoratif

*  IK2:Tingkst penyelesaizn perkara tindak pidanzs
umum bidang B melzlui kesdilan restoratif

*  |K3:Tingkat penyelesaizn perkara tindak pidana
urmum bidang C melalui keadilan restoratif

*  IK3:Tingkat penyelesaizn perkara tindzk pidana
umum bidang O melalui keadilan restoratif

*  |K4:Tingkst penyelesaizn perkara tindak pidanzs
umum bidang E melalui keadilan restoratif

perkantoran sesuai SLA (Service
Level Agreement)

Kinerja
Operasional

Terselenggaranya forum konsultasi
publik/lintas pemansku

Terlaksananya harmonisasi Tervujudnya mekanisme evaluasi

regulasi dengan peraturan

Tersedianya naskah akademik atau

Tersusunnya regulasi (UL,
Peraturan Pemerintah, Peraturan
laksa Agung, SOP, pedoman teknis)
terkait penanganan perkara pidana

policy paper sebagai dasar dan pembaruan regulasi pidana

pemyusunan regulasi baru/revisi-

kepentingan untuk perumusan
regulas

umum.

perundangan lzin dan kebutuhan
praktik.

0 Rekomendazi hazil evaluasi
regulzsi yang ditindzklanjuti dzlam
peryusunanrevisi regulasi.

: Maskah akademik/policy paper
yang disusun untuk mendukung
regulasi.

0: Forum kensultasi publikyang
dilzksanakan dzlam proses
penyusunan regulasi.

ArLim. 0 Forum harmonisasi yang
dilaksanzakan dalam proses

pemyusunan regulasi.

O: Regulzsi baru/ravizi yang
diterbitkan terkait penangznan
perkara pidans urmnum.

0 Regulasi yang selaras dengan
ketentuan peraturan perundangan
lebih tinggi.
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Meningkatnya kualitas sistem
penuntutan yang terintegrasi
dan transparan

*  |K1Tingkat penangsnan
perkars yang terekam
dalam Case Management
System

Meningkatnya efektivitas
pemanfaatan sarana dan
prazarana dzlam mendukung
pensgakan d=n pelayanan
hukum di Kejzks=s=sn RI

IE1: Tingkat utilisasi
zzrana dan prasaranzs
dalam mendukung
penegakan dan pelayanan
hukurn di Kejaksaan Rl

Level Kinerj
= Meningkatrya Kualitas Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Tindak Pidana Meningkstnys penegakan
Einerja Strategis Layanzn Publik bidang Umum secara transparan, akumtabel dan profesional hukum yang yang adil,
Subsektor penegakan hukum . 3 . humanis, proporsional, dan
{intermediotte *  |K1:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana efision
Gutcome *  IKl:Indeks kepuasan umum yang diproses hingga pra penuntutan
Izyanzn publik bidang *  |KZ:Tingkst keberhasilan penanganan perkara tindzsk pidana *  |Ki:Persentase
penegakan hukum umum yang diproses hingga penuntutan Penanganan Perkara
*  |K3:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana melzlui Mediaszi Penal,
umum yang berkekuatan hukum tetap dzn telah disksekusi Dizkrezi Penuntutan, dan
Dends Damai
Kinerja Taktikal

{immediote Outcome)

¥ ¥
Meningkatnya kualitas regulasi untuk Meningkatnya akuntabilitas Meningkatnya efektivitas
merezpan perubzhan kebutuhan penanganan perkara kolaborasi penanganan perkara
penanganan perkara pidana umum lintas sektor [APH)

*  IKL:Tingkst panyeleszian

h

*  |K1: Persentase regulasi yang telsh pelaporan pelaksznaan *  IKL: Tingkat penyelessian
di=valuasi dan direformulasi penangzanan perkara per.kam pidanz umum yang
berdasarkan perubahan kebutuhan secara skuntabel barasal PPNS

penangzsnan perkara pidana umum

Meningkatnya pemahaman Jaksa

terkait kualitas penanganan perkara

tindak pidana umum

1K1: Jumlah Jaksa yang mengikuti
kegiatan peningkstan kapasitaz
penanganan perkara tindak
pidana umum padz kasus
prioritas

Meningkatnya kegiatan dukungan
manajemen penanganan perkara pada
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak
Pidana Umum

Ieningkstnya penyslezzian pensnganan perkara tindak
pidana umum melalui keadilan restoratif

*  |K1: Persentzse layanan dukungan

manzjemen Ezalon | sesuai LA
(Service Level Agraement]

*  |KZ: Persentaze layanan

perkantoran sesuai SLA [Service
Level Agreemeant)

* KL Timgkst penyelesaian perkara tindak pidana umum
bidang A melalui keadilan restoratif

*  IKZ: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana
umum bidzng B melalui keadilan restoratif

*  IK3: Tingkst penyelezzsian perkara tindak pidana
umum bidzng C melalui keadilzn restoratif

*  |K2: Tingkat penyelezzian perkara tindak pidana
umum bidang D melalui keadilzan restoratif

* K4 Tingkat penyeleszian perkara tindak pidana
umum bidzng E melzlui keadilan restoratif

Kinerja
Operasional

Tersusunnyz laporan penanganan

Tersedianya standar operasional
perkara secara pericdik dan

prasadur (SOP) penanganan

terbuka untuk pengawasan

perkara yang jelas dan
internal maupun eksternal_

terdokumentasi.

J: Laporan penanganan perkara
yang disusun dan dipublikaszikan
zasuzi jadwal.

0 30P,/pedoman teknis
penzEnganan perkara yang
ditetapkan/diperbarui.

Terlaksananya suditfmonitoring

dan evaluasi penanganan perkara
sesuai prinsip akuntabilitas.

0 Rekomendasi hasil
zudit/monitoring penanganan
perkara yang ditindaklanjuti.

0 Perkara yang ditamgani sesuai
S0P

Terdokumentasinya penanganan
perkara dalam sistem informasi
perkara secara transparan, akurat,
dan dapat
dipertanggungjawablan.

0 Perkara yang telah terinput dan
tervalidasi dalam sistem informasi
perkara s=cara skurat dan tepat
waktu.

Terlaksananmya mekanizme

pengaduan masyarakat terkait
penanganan perkara.

0: Laporan penanganan
pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti terkait dugzan
penyimpangan dalam penanganan
perkara.
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Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (%)

Kinerja Strategis
Subsekior
[irtermediatte
Owtrorme

Meningkatrya Kualitas
Layanzn Publik bidang
penegakan hukum

1K1:Indeks kepuasan
layanan publik bidang
penegakan hukum

Meningkatmya keberhasilan penanganan Perkara Tindak Pidana

Umum secara transparan, akuntabel dan profesional

1K 1:Tingkat keberhasilan penanganzsn perkara tindak pidans
umum yang diproses hingga pra penuntutan

Meningkstrya penegakan

hukum yang yang adil,

humanis, proporzional, dan

efizien

1K2: Tingkst keberhasilan penanganan perkara tindzk pidana -
umum yang diproses hingga penuntutan

K3 Tingkat keberhasilan penangansn perkara tindak pidans
umum yang berkekuatan hukum tetap dan telah disksakusi

IK1:Persentase
Penangznan Perkara
melalui Mediazi Penal,
Dizkrezi Penuntutan, dan
Dends Damai

MMeningkatnya kualitas sistem
penuntutan yang terintegrasi
dan transparzan

*  IK1l:Tingkat penanganan
perkara yang terekam
dalam Case Monagement
Systemn

Meningkatnya efektivitas
pemanfaatan sarana dan
prazarana dzlam mendukung
pen=gakan dan pelayanan
hukum di Kejakszan Rl

IK1-Tingkat utilisazi sarana
dan prasarana dzlam
mendukung penegakan
dan pelayanan hukum di
Kejaksaan RI

Kinerja Taktikal
(immediate Outcome |

IMeningkstnya penyelessian penanganan perkara tindak
pidana umum melzlui keadilan restoratif

L 4 L J
Meningkatnya kuzlitas regulasi untuk Meninghkatnya akuntabilitas
merespon perubahan kebutuhan penanganan perkara
penzsnganan perkara pidana umum + K1 Tingkat penyelessian
IK1: Persentase regulasi yang telah pelaporan pelaksanaan
digvaluasi dan direformulasi penangznan perkara
berdasarkan perubahan kebutuhan zecara shuntabel

penanganan perkara pidana umum

v
Meningkatnya efektivitas Meningkatnya pemahaman Jaksa Meningkatnya kegiatan dukungan
kolaborasi penanganan perkara terkait kualitas pananganan manajemen penanganan perkara pada
lintas sektor (APH) perkara tindak pidana umum Jaksa Agung Muda Bidang Tindak
Pidana Umum

*  |K1: Jumlzh Jaksa yang

*  IK1: Tingkat penyelesaian

. rmengikuti kegistan
Ex::g;d:sna Hmum yEng peningkatan kapasitas
penangansn perkara tindsk
pidana umum pada kasus
prioritas

IK1: Persentzse layanan dukungan
manajemen Eselon | sesuai 5LA
(Service Level Agreemeant)

IK2: Persentase leyanan
perkantoran sesuai SLA [Service
Level Agreement)

IKL:Tingkat penyelessian perkara tindak pidans umum
bidang A melalui keadilzn restoratif

IK2: Tingkat penyeleszian perkara tindak pidana
umum bidzng B melalui keadilan restoratif

IK3: Tingkat penyeleszian perkara tindak pidana
umum bidzng C melalui keadilan restoratif

IK3: Tingkat penyeleszian perkara tindak pidana
umum bidzng O melalui keadilzn restoratif

IK4: Tingkat penyeleszian perkara tindak pidana
umum bidzng E melzlui keadilan restoratif

Kinerja
Operasional

Tersedianya pedoman/SOP

kolaborasi antar APH untuk
penanganan perkara PPRS.

0 Pedoman/SOF kolaborasi

penanganan
ditetapkan/d

perkara PPNS yang
iperbarui

Tersusunnya laporan hasil
koordinasi dan evaluasi

penanganan perkara pidana umum
yang berasal dari PPMS.

0: Leporan hasil koordinasi dan
evaluasi perkara PPMS yang
dizzmpaikan tepat waktu

Terlaksanarya
pelatihan/peningkatan kapasitas

PPNS dan APH dalam mekanisme
kolaborasi penanganan perkara.

O: APH yang mengikuti pelatihan
kolaborasi penanganan perkara.
O PPMS yang mengikuti pelatihan
kolaborasi penanganan perkara.

Tersedianya sistem pertukaran

data dan informasi perkara PPHS
antar APH.

3: Perkara PPNS yang
dipertukarkzn dztafinformasi
perkara antar APH sesuai standar.

Terlaksanamya penyelesaian
perkara pidana wmum PPMNS secara

tepat waktu melalui kolaborasi
AFH.

0 Perkara PPNS yang dizeleszsikan
tepat waktu

0 Rekomendasi hasil koordinasi
yang ditindzklanjuti dalam
penyelesaizn perkara PPNE.
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Meningkatnya kualitas sistem
penuntutan yang terintegrasi
dan transparan

*  |K1:Tingkat penamnganan
perkara yang terekam
dalam Case Manogement

System

Meningkatnya efektivitas
pemanfaatam sarana dan
prazzrana dzlam mendukung
pensgakan dan pelayanan
hukum di Kejskszan Rl

*  |K1:Tingkat utilisasi saranz
dan prasarana dalam
mendukung penegskan
dan pelzyznan hukum di
Kejaksaan Rl

A 4

Level Kinerja
Meningkatnya Kualitas Meningkatmya keberhasilan penanganan Perkara Tindak Pidana Meningkstnya penegakan
Kinerja Strategis Layanan Publik bidang Umum secara transparan, akuntabel dan profesional hukum yang yang adil,
Subsektor humaznis, proporsional, dan
[imtermediotte penegakan hukum *  |K1:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana PE'iI_:_:E"
Owetcarme *  IKi:Indeks kepuasan umum yang diproses hingga pra penuntutan
layanan publik bidang *  IK2:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindsk pidana *  IKi:Persentase
penegakan hukum umum yang diproses hingga pemuntutan Penangznan Perkara
*  |K2:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana melzlui Mediasi Penal,
umum yang berkekuatan hukum tetap dan telah disksekusi Diskresi Penuntutan, dan
Dendz Damai
Kinerja Taktikal
{lmmediate Outcome)
L 4 L 2
MMeningkatnya kuzlitas regulazi untuk Meningkatnya akuntabilitas Meningkatnya efektivitas Meningkatnya pemahaman laksa
merespon perubahan kebutuhan penanganan perkara kolaborasi penanganan perkara terkait kualitas penanganan perkara

p=nznganan perkara pidana umum

*  IKLTingkst penyelessian

lintas sektor [APH)

. IFlII: Perse.mssse Tegulaﬂ yzn.g telsh pelsporan pelaksanazan *  IK1: Tingkst penyalesaian
dievaluasi dan direformulasi penangznan perkara erkars pidana umum yan
berdasarkan perubahan kebutuhan secara shuntabel P A ¥ENE

berazal PPMNS

penangznan perkara pidana umum

Kinerja
Operasional

tindak pidana umum

* K1 Jumlzah Jzksa yang mengikuti

kegiatan peningkatan kapasitas
penanganan perkara tindak
pidana umum pada kasus
prioritas

Meningkatnya kegiatan dubungan
manajemen penanganan perkara pada
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak
Pidana Ummum

*  |K1: Persentase layanan dukungan
manajemen Eselon | sesuai SLA
{Service Level Agreement)

*  IKZ: Persentase layanzn
perkantoran sesuai 3LA (Service
Level Agresment)

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana
umum melalui keadilan restoratif

*  |K1:Tingkat penyelesaisn perkara tindzk pidana umum

bidang A melalui keadilan restoratif

*  |KZ:Tingkat penyelesaizn perkara tindzk pidana umum

bidang B melalui keadilan restoratif

*  |K3:Tingkat penyelesaizn perkara tindzk pidana umum
bidang C melzlui keadilzn restoratif

*  |K3:Tingkat penyelesaizn perkara tindzk pidana umum
bidang D melzlui keadilan restoratif

*  |K4:Tingkat penyelesaian perkara tindzk pidana umum
bidang E melalui keadilan restoratif

Terzelenggaranya workshop atau
bimbingan teknis bagi Jak=a terkait
penanganan perkara tindak pidana

umnum.
O Modul/bahan ajar

workshop,/bimtelk yang
disusun/diperbarui

O Workshop/bimtek penanganan
perkars tindzk pidana umum yang

Tersadianya modul fbahan ajar

workshop/bimtek tentang standar
kualitas penanganan perkara.

dilaksanzkan.

Teraksanamnya evaluasi
pemahaman Jak=a setelah
mengikuti program workshop)
bimtek dalam rangka peningkatan
kapasitas lak=a

O Laporan evaluasi pemahaman
Jaksa setelzh mengikuti program
workshop, bimiek yang
dizempaikan tepat waktu

10 Jaksa yang mengalami
peningkatan skor pemahaman
berdzsarksn pre-test dan post-test
workshop/bimesk.

Terlaksananya kegiatan sharing
kmowledge atau forum diskusi

internal terkait best practices
pEnanganan perkara.

O Forum diskusi/sharing
knowledge tentang best proctices
penangznan perkara pidana
umum.

Terlaksanamya sosialisasi pedoman
standar kualitas penanganan
perkara tindak pidana umum.

10: Sosialisasi pedoman standar
penangznan perkara tindak pidana
umum

Terselenggaranya layanan
dukungan manajemen dan

perkantoran yans menunjang
penanganan perkara tindak pidana
militer.

0: Dokumen administrasi perkara
tindak pidana umum yang disusun.
0: Layanan dukungan manajemen
Ezelon |

10: Leyanan perkantoran Eselon |




Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (")

Level Kinerja
Meningkatmya Kualitas
Kinerja Strategis Layanzn Publik bidang
Subsektor penegakan hukum
[intermediotte
Olrtcame *  |Ki:Indeks kepuas=n
layanzan publik bidang
penegakan hukum
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Meningkatnya keber

penanganan Perkara Tindak Pidana
Umum secara transparan, akuntabel dan profesional

1K1 Tingkat keberhasilam penanganan perkara tindak pidana
umum yang diproses hingga pra penumntutan

K2 Tingkat keberhzasilan penanganan perkara tindak pidana -

umum yang diproses hingga penuntutan
K3 Tingkat keberhasilam penanganan perkara tindak pidana
umum yang berkekuatan hukum tetap dzen telah disksekusi

Meningkatmya penegakan

hubum yang yang adil,

humanis, proporsional, dan
efizien

IK1:Persentase
Penanganan Perkara
melzlui Mediasi Penal,
Dizkresi Penuntutan, dan

Meningkatnya kualitas sistem
penuntutan yang terintegrasi
dan transparan

*  IK1:Tingkat penangznan
perkars yang terekam
dalam Case Management
System

Meningkatnya sfektivitas
pemanfaatan sarana dan
prasarana dzlam mendukung
pensgakan dan pelayanan
hukwm di Kejakszzan RI

IE1-Tingkat utilisazi saranzs
dan prasarana dzlam
mendukung penegzkan
dan pelayanan hukum di
Kejaksaan Rl

Meningkatrya penyelezaian penanganan perkara tindak

pidana umum melalui keadilam restoratif

Dendz Damai
Kinerja Taktikal
{lmmediate Outcome)
Y Y r L 2
IWeningkatnya kualitas regulasi untuk Meningkatnya akuntabilitas Weningkatnya efektivitas Meni mya p Jaksa terkait Meningkatnya kegiatan dukungan
merespon perubahan kebutuhan penanganan perkars kolaborasi penanganan perkara kualitas penanganan perkara tindak manajemean pananganan perkara
penanganan perkara pidzna umum lintas szktor (APH) pidana umum pada Jaksa Agung Muda Bidang

*  IK1: Persentase regulasi yang telah
dievaluasi dan direformulasi
berdasarkan perubahan kebutuhan
penanganzan perkara pidana umum

KL Tingkat penyelesaian
pelaporan pelaksanaan
penanganan perkara
zecara skuntabel

*  IK1: Tingkst penyelesaizn
perkars pidana umum yang
berazal PPNE

*  IKL: Jumlah Jzksa yang mengikwti

kegiatan peningkatan kapasitas
penanganzn perkara tindak pidana
umum pada kasus prioritas

Tindak Pidana Umum

IK1: Persentzase layanan
dukungan manzjemen Eselon |
sesuai LA (Service Level
Azreement)

IK2: Persentase layanan
perkantoran sesuai SLA (Service
Level Agreement)

*  IKL:Tingkst penyslessian perkara tindak pidans umum
bidang A melalui keadilan restoratif

*  IKZ:Tingkst penyelezsian perkars tindak pidana
umum bidzng B melalui keadilan restoratif

*  [K3: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana
umum bidang € melalui keadilan restoratif

*  [K3: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana
umum bidang O melalui keadilzn restoratif

* K4 Tingkat penyeleszian perkara tindak pidana
umum bidzng E melzlui keadilan restaratif

e e e e e m e mmmmmmmmmmmmmm e mm e e mmmmmmmmm == m === = === === mmmm = e

Kinerja
Operasional

Tersedianya pedoman teknis
penerapan keadilan restoratif

dalam perkara tindak pidana

0: Pedoman//standar operasional
{30P) keadilan restoratif yang
disusun dan diterapkan.

Terlak=ananya sosizlisasi dan

bimbingan teknis bagi laksa
mengenai keadilan restoratif.

O Sosialisasi/bimtek tentang
penerapan keadilan restorstif yang
diselenggarskan.

0 Jaksa yang mengikuti
pelatihan/=osialisasi terkait

Terlaksananya farum koordinasi
dengam aparat penegak hukum

{APH) dan stokeholder terkait
penerapan keadilan restoratif.

0 Forum kaordinasi yang
dilaksanakzn dengan APH dan
stakeholder terkait.

Terlaksananya penamganan

perkara tindak pidana umum

melalui mekanisme keadilan
restoratif

O: Perkara tindak pidana umum
yang difasilitasi melalui
mekanizme keadilan restoratif. waktu

Tersusunmya laporan evaluasi dan

manitoring penerapan keadilan
restoratif.

2: Laporan evsluasi dan
monitoring pensrapan kesdilan
restoratif.yang disampaikan tepst

keadilan restoratif.
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Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (2)

Level Kinerja 1. Terwujudnya kelembagaan hukum I.Enr:.iu:l-l:a efdnli\l_ilas Fl;l'l!galﬂ-'l-hl.l:un
q n keadilan melalui transformasi sistem
Kinerja Strategis yang transparan dan adil e
Sektor tutan
\imtermediote — - — o
Outcome) *  IKl: Indeks persepsi publik p-erlta:.sen 2 peningkatan pangendalian
ferhadsp Kej2 nfl *  IK2Z: Tingkat keberhasilan kegiatan dan

3. Terwujudnya efektivitas
pelaksanaan kewenangan Advocaat
Generaal

4. Terwujudnya tata kelola organisasi

yang optimal, transparan dan
akuntabel

*  IK1: Tingkst efektivitas
pelaksanazan kewenangan
Advocaat Generaal

*  IKLindeks reformasi birokrasi
*  KZ:Tingkat penerapan etika profesi
JEks=

operasi intelijen penegakan hukum
*  |K3: Tingkat keberhasilan pemulihan aset
negara

!

Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Tindak Pidana
Umum secara transparan, akuntabel dan professicnal

Kinerja Strategis
Subsektor
I'D " e Meningkatmya Kualitas
Layanan Publik bidang
penegakan hukum
*  IKLl:Indeks kepuasan
"¢ “syanan publik bidang
penegakan hukum
Kinerja Taktikal

fimmediate Dutcome)

*  IK1:Tingkat keberhasilan penanganan perkars tindzk pidana
umum yang diprosss hingga pra penuntutan

*  IKZ:Tingkst keberhasilan penanganan perkara tindzk pidana
wumum yang diproses hingga penuntutan

*  IK2:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana
wmum yang berkekuatan hukum tetap dan telah disksekusi

'

Meningkatnya penegakan
hukum yang yang adil,

humanis, proparsional, d=n

efizizn

IK1:Perzantaze
Fenanganan Perkara
melalui Mediasi Penal,
Diskresi Penuntutan, dan
Denda Damai

Meningkstnya kualitas sistem

penuntutan yang terintegrasi
dan transparan

fi‘\ IK1:Tingkat penanganan

\‘E_,-'perkala yang terekam
dalam Case Management
System

Meningkatnya penyelesaian
penanganan perkara tindak

-~
RN

Meninglatnya layanan publik
bidang penegakan hukum di

Kejaksaan Agung

*  |K1: Persentasze layansn
bidang penegakan hukum di
Kejaksaan Agung sesuai SLA
{3=rvice Level Agraement)

pidana umum me|alui
pemanfaatan CW5

IK: Tingkst penyeleszian
perkars tindsk pidana
umum melalui
pemanfaatan CM3

Meningkatnya efektivitas pemanfaatan

sarana dan prasarana dalam
mendukung penegakan dan pelayanan
hubkum di Kejaksaan RI

1K1 Tingkat utilisasi sarana dan

| prasarana dalam mendukung
penegakan dan pelayanan hukum
di Kejaksazn Rl

Meninglkatnya jumlah Sarana dan Prazarana
yang mendukung penegakan dan pelayanan
hulum di Kejaksaan Rl

*  IK1: Persentase Terpenuhinya Peralatan
Pengolah Data dan Komunikasi
Penegakan dan Pelayanam Hukum di
Kejzksaan Rl

*  IK3:Persentazs Terpenuhinyz Kendaraan
Fungzionzl Penegakan dan Pelayanan
Hukum di Kejaksazn RI

*  |K4:Persentase Terpenuhinya Kendaraan
Tahanan Penegakan dan Pelayanan
Hukum di Kejaksaan Rl

*  IK5:Persentase Terpenuhinya Peralatan
Perkantoran Penegakan dan Pelayanan
Hukum di Kejaksaan Rl
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Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (%)

Level Kinerja Meningkatnya Kualitas
Kinerja Strategis Layanan Publik bidang
Subsektor penegakan hukum
lintermediatte

Bistcome *  IKL:Indeks kepuzsan

¢ ) lzyanan publik bidang
penegakan hukum

Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Tindak Pidana

Umum secara transparan, akuntabel dan professional

Kinerja Taktikal
{immediate Outcome]

Meninglkatnya layanan publik
bidang penegakan hukum di

Kejaksaan Agung

*  IK1: Persentase layanan
bidang penegakan hukurn di
Kejaksaan Agung sesuai SLA
{32rvice Lavel Agreement}

IK1:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana
umum yang diprases hingga pra penuntutan

1K2: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindsk pidana
umum yang diproses hingga penuntutan

IK3:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindzk pidana

umum yang berkekuatan hukum tetap dan telzh disksebusi

Meningkatnya pensgakan
hukurmn yang yang =dil,
humanis, proparsional, dan
efizien

Meningkatnya kualitas sistem

penuntutan yang terintegrasi
dan transparan

*  |KL:Tingkat penanganan

*  |Kl:Persentasse .(-E\.P'Eﬂﬁm vang terskam *  |K1:Tingkat utilisasi sarana dan
_('E\_Penanganan Perkara dalam Caze Management (‘E\ prasarana dalam mendukung
2 melalui Mediasi Penal, System penegakan dan pelayanan hukum

Meningkatnya efektivitas pemanfaatan
sarana dan prasarana dalam
mendukung penegakan dan pelayanan
hulum di Kejaksaan Rl

Dizkreszi Penuntutan, dan
Denda Damai

Meninghkatnya penyelesaian
penanganan perkara tindak
pidana umum melalui
pemanfaatan CMWS

IE: Tingkat penyelezsian
perkars tindzk pidana
umum melalui
pemanfaatan CM35

di Kejaksaan Rl

Meningkatnya jumlzah Sarana dan Prasarana yang mendukung penegakamn
dan pelayanan hukum di Kefaksaan Rl

|K1: Persentase Terpenuhinyzs Perslatzn Pengolah Data dan Komunikasi

Penegakan dan Pelayanan Hukum di Kejzkszan Rl

*  IK3:Persentazs Terpenuhinya Kendarzan Fungsionzal Pensgakan dan
Pelzyznan Hukum di Kejaksaan RI

*  |K4:Persentaze Terpenuhinys Kendsrzan Tahanan Pensgakan dan
Pelzyznan Hukum di Kejaksaan RI

*  |K5:Persentaze Terpenuhinya Peralstan Perkantoran Penegakan dan

Pelzyznan Hukum di Kejaksaan RI

Tersedianya standar layanan
publik penegakan hukum yang
jedas, tramsparan, dan terukur.

O Standar layanan puklik (SOP,

Terlaksananya pengembangan dan
integrasi sistern layanan publik

berbasis digital di bidang
penegakan hulum.

Terlaksananya peningkatan

kapasitas dan kompetensi petugas

Izyanan publik di Kejak=aan Agung.

10 Kegiatan peningkatsn kapasitas

Terselenggaranya layanan
infiormasi hukum dan konsultasi
publik yang mudah diakses.

2 Layanan konsultasi/informasi

Teraksananya monitaring dan

u=si kepuasan masyarakat
terhadap layanan publik bidang
penegakan hulkum.

J: Laporan penanganan

maklumat layanan, standar waktu) O Layanan publik berbasis digital SDM [workshop,/bimeel terkait hukum yang diberikan kepadz pengaduan masyarskst yang
yang disusun;diperbarui. |aplikasi, portal, sistam informasi) pelayanan publik. miasyarakat. ditangzni melalui mekanisme
vang . . lzyanan publik.
— ) dikembangkan,diintegrasikan. a an publik yang sesuai
'\.E:/' Cioso i) standar waktu pelayanan

Tersedianya laporan penyelesaian
perkara tindak pidana umum yang
terdokumentasi melalui
pemanfaztan CM5.

Tersedianya laporan pemenuhan
sarana dan prasarana yang
memadai untuk mendukung
pelaksanaan tugas penegakan
hukum dan pelayanan hukum di
Kajaksaan RL

: Lsporan penyelesaian perkara
tindzk pidana umum yang
terdokumentasi melalui
pemanfagtan CM3.

0: Leporan pemenuhan sarana dan
[prasarana yang memadai untuk
mendukung pelaksanzan tugas
penegakan hukum dzn pelayanan

hukum di Kejaksaan Rl




Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (4

Level Kinerja

Kinerja Strategis
Sektor
{intermediote
Dutrome)

Subsektor
[Intermediatie
Outrame

1. Terwujudnya kelembagaan hukum
yang transparan dan adil

1K1: Indeks perzepsi publik
terhadap citra Kejak===n Rl

pelanggaran HAM Berat secara transparan, akuntabel dan profesional
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2. Terwujudnya efektivitas penegakan hukum

dan keadilan melalui transformasi sistem
penuTtutan

*  [Kl:Persentazs peningkatzn pengendalian

perkara

*  IKZ2: Tingkat keberhasilan kegiatan dan
operasi intelijen penegakan hukum
*  IK3:Tingkst keberhasilan pemulihan aset

riegars

3. Terwujudnya efektivitas
pelaksanaan kewenangan Advocaat
Generaal

*  [K1: Tingkat efektivitas
pelaksanaan kewenangan
Advocaat Genersal

* |K1: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPFU

* |KZ: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindzk pidana perpajakan dzn TPPL
* |K3:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepsbeznan dan TPPU
* |K4:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU

* |K5:Tingkat keberhazilan penangznan perkara tindsk pidana yang menyebabkzan kerugisn perekonomian negara dan

TRFU

* |K&: Tingkat keberhasilan pensnganan perkara pelanggaran HAM Berat
* |K7:Tingkat keberhazilan pengendzlian operasi dalam penyelesaizn penanganan perkara tindak pidana khusus

4. Terwujudnya tata kelola organisasi

yang optimal, transparan dan
akuntabel

*  IKl:Indeks reformasi birokrasi
*  IKZ:Tingkat penerapan etiks profesi
jaksa

Meningkatnya keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana perpajakan, tindak pidana
kepabeanan, tindak pidana cuksi, tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, dan TPPU serta

Meningkatnya keberhasilan penyelamatan dan

pengembalian kerugizn negara serta pembayaran dends

dzlam penanganan perkara tindzk pidana khusus

* |K1: Tingkat keberhasilan penyelamatan dan pengembalian
kerugian negara dalam penanganan perkara tindzk pidana

korupsi dan TPRU
* |K2: Tingkat keberhazilan pembayaran denda dzlam

penzangznan perkara tindzk pidana khusus lzinnya dan
TPPU (Kepabsanan, Ferpajakan, Cuksi, tindak Fidzna yang

menyebabkan kerugizn perekonomian negara)

Kinerja Taktikal

1

Meningkatnya penyelesaian

penanganan perkara tindak pidana

korupsi dan TPPU

IK1: Tingkat penyelesaian perkara

tindak pidana korupsi dan TFPU pada

tzhap penyelidikan
IK2:Tingksat penyelesaian perkara

tindak pidana korupsi dan TPPU pada

tzhap penyidikan
IK3: Tingkat penyelezsian perkars

tindak pidana korupsi dan TPPU pada

tzhap prapenuntutan
IK4: Tingkat penyeleszian perkara

tindak pidana korupsi dan TPPU pada

tahap penuntutan
IK5S: Tingkat penyelessian perkara

Meningkatnya penyelesaian
penanganan perkara tindak
pidana perpajakan dan TPPU

* IK1: Tingkat penyelesaizn
perkars tindak pidana
perpajakan dan TPFPU pada
t=h=p prapenuntutan

* IK2: Tingkat penyelesaizn
perkars tindak pidana
perpajakan dan TPPU pada
tzh=p penuntutan

* IK3: Tingkat penyelesaizn

perkars tindak pidana

perpajakan dan TPPU yang

Inkrocht van gewijsde

{berkekuatan hukurn tatap)

dan telzh dieksekusi

Meninglatnya penyelesaian
penanganan perkara tindak
pidana kepabeanan dan TPPL

* IK1: Tingkat penyelesaian
perkzrs tindzk pidana
kepabeanan dan TPPU pada
tahap prapenuntutan

IK:2: Tingkat penyelesaian
perkzrs tindzk pidana
kepabeanan dan TPPU pada
tahap penuntutan

IK3: Tingkat penyelesaian
perkzrs tindzk pidana
kepabeanan dan TPPU yang
Inkracht van gewijsde
{berkekuatan hukum tetap)
dan telah disksekusi

Meningkatnya penyelesaian

penanganan perkara tindak
pidana cubai dan TPPU

IKL: Tingkat penyelesaizn
perkars tindzk pidana cukai
dan TPPU pada tahap
prapenuntutan

IK:2: Tingkat penyelesaizn
perkars tindzk pidana cukai
dan TPPU pada tahap
penuntutan

IK3: Tingkat penyelesaizn
perkars tindak pidana cukai
dan TPPU yang inkrocht van
gewifsde [berkekuatan
hukum tetap) dan telzh
dieksekusi

tindak pidana korupsi dan TRPU yang
Inkracht van gewijsde (berkekuatan
hukurn tetap) dan telzh dizksekusi

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara

tindak pidana yang menyebablmn kerugian
perekonomian negara dan TPPU

IK1: Tingkat penyeleszian perkara tindak pidana yang
menyebzbkan kerugian perekonomizn negara dan
TPPU pada tahap penyelidikan

IK2:Tingkat pemyelesaian perkara tindak pidana yang
menyebabkan kerugian perekonomian negara dan
TPPU pada tahap penyidikan

IK3: Tingkat penyelesaizn perkara tindsk pidana yang
menyebzbkan kerugian perekonomizn negara dan
TPPU pada tahap prapenuntutan

IK4: Tingkat penyelesaizn perkara tindsk pidana yang
menyebzbkan kerugian perekonomizn negara dan
TPPU pada tahap penuntutzn

IK5: Tingkat penyelesaian perkara tindzk pidana
yang menyebabkan kerugian perekonomian negara
dan TPPU yang Inkracht van gewijsde (berkekustan
hukum tetap) dan telah dieksskusi

Meningkatnya penyelesaian
penanganan perkara sesuai

dengan standar imternasional
dalam perkara pelanggaran
HAM Berat

* IK1: Tingkst penyelezsian
rencana zksi dalam
penzsnganan perkara
pelanggaran HAM berat

* |K2: Tingkat pencapaian
kamzjuan (progres)
penzsnganan perkara
pelznggaran HAM yang berat

Meninglatnya penyelesaian

pengendalian operasi dalam

penanganan perkara tindak
pidana khusus

IK1: Tingkat peny=slezsian
tindak lanjut penyelazzian
|lzporan dam pengaduan
masyarakat dalam
penysleszian pensnganan
perkara tindak pidanz khusus
IK2: Tingkat peny=lezsian
kegistan operasi bantuan
teknis dan tindzkan hukum
lain dzlam penyelesaian
penanganan perkars tindak
pidana khusus.

IK3: Tingkat peny=lezsian
kegistan manitoring d=n
evaluazi dalam penyelssaizn
penanganan perkara tindak
pidana khusus
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Meningkatnya keberhasilan penanganan perkara tindzk pidana korupsi, tindak pidana perpajakan, tindak pidana
kepabeanan, tindak pidana cukai, tindak pidana yang menyebablan kerugian perekonomian negara, dan TPPU serta

Lewel Kinerja

Kinerja Strategis

pelanggaran HAM Berat secara transparan, akuntabel dan profesional

* IK1: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TRFU

Subsektor * |K2: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidanz perpajakan dan TFPU
g’“’"""““’ * IK3:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindzk pidana kepabeanan dan TPPU
wbcome

* |K4:Timgkst keberhasilan penanganan perkara tindzk pidana cuksi dan TPRU

Meningkstnya keberhasilan penyslamstan dan

pengembalian kerugizn negara s=rta pembayaran denda

dzlam penanganan perkara tindak pidana khusus

* IK5:Tingkst keberhasilan penanganan perkara tindzk pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan

TFFU

* |KE: Tingkat keberhasilan penanganan perkara pelanggaran HAM Berat
* K7 Tingksat keberhazilan pengendslian operasi dalam penyelesaizn penanganan perkara tindak pidana khusus

* |K1: Tingkat keberhasilan penyelamatan dan pengembalian
kerugian negara dalam penanganan perkara tindzk pidana

korupsi dan TPFU
* |K2: Tingkat keberhasilan pembayaran dendz dzlam

penanganan perkars tindak pidana khusus lsinnya dan
TPPU (Kepabeanan, Perpajakan, Cukai, tindak Fidana yang

menyebabkan kerugizn perekonomian negara)

v
Meninzkatnya penyelesaian Meninzkatnya penyelesaian Meningkatnya penyelesaian Meningkatnya penyelesaian
penanganan perkara tindak pidana penanganan perkara tindak penanganan perkara tindak penanganan perkara tindak
korupsi dan TPPU pidana perpajakan dan TPPL pidana kepabeanan dan TPPU pidana culmi dan TPPU
* IK1: Tingkat penyelesaian perkara * IK1: Tingkat penyelesaian * IK1: Tingkat penyelesaian * IK1: Tingkat penyelasaian
tindak pidana korupsi dan TPFU pada perkara tindak pidana perkara tindak pidana perkara tindzk pidana cuksi
tahap penyelidikan perpajakan dan TPFU pada kepabeanzan dan TPFU pada dan TPPU pada tahap
* |K2-Tingkat penyelesaian perkara tzhap prapenuntutan tahap prapenuntutan prapenuntutzn
tindak pidana korupsi dan TPPU pada * |K2: Tingkat penyslesaian * IK2: Tingkat penyelesaian * |KZ: Tingkat penyelesaian
tahap penyidikan perkara tindak pidana perkara tindak pidana perkara tindzk pidana cuksi
* IK3: Tingkat penyelesaian perkara perpajekan dan TPFU pada kepabeanan dan TPPU pada dan TPPU pada tahap
tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan tzhzp penuntutan penuntutan
tahap prapenuntutan * [K3: Tingkat penyeleszian * IK=: Tingkat penyelesaian * |K3: Tingkat penyelesaian
* Ik4: Tingkat penyelesaian perkara perkara tindak pidana perkara tindak pidana perkara tindak pidana cukai
tindak pidana karupsi dan TPFU pada perpajakan dan TPPU yang kepabeanan dan TPFU yang dan TPPU yang Inkracht van
tahap penuntutan Inkracht van gewijsde Inkracht van gewijsde gewijsde (berkekuatan
* |K5: Tingkat penyelesaian perkara (berkekuatan hukum tetap) |berkekustan hukum tetap) hukum tetap) dan telah
tindak pidana korupsi dan TPPU yang dan telah dieksskusi dan telah disksekusi dieksekusi
Inkracht van gewijsde |berkekuztan
hukum tetzp) dan telah dieksakusi

Tersedianya laporan penyelesaian
penanganan perkara tindak pidana
korupsi dan TPPU

Tersedianya laporan penyelesaian
penanganan perkars tindak pidana
perpajakan dan TPPU

Tersedianya laporan penyelesaian
penanganan perkara tindak pidana

kepabeanan dan TP

Tersedianya laporan penyelesaian
penanganan perkars tindak pidana

cukai dan TFFU

Meninghainya penyelesaian penanganan perkara

tindak pidana yang menyebabl@n kerugian
perekonomian negara dan TPPU

IK1: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang
menyebabkan kerugian perekonomian negara dan
TPFU pada tahap penyelidikan

|K2-Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang
menyebabkan kerugian perekonomian negara dan
TPFU pada tahap penyidikan

IK3: Tingkat penyelesaizn perkara tindsk pidana yang
menyebabkan kerugian perekonomian negara dan
TPPU pada tahap prapenuntutan

IK4: Tingkat penyelesaizn perkara tindsk pidana yang
menyebabkan kerugian perekonomian negara dan
TPPU pada tahap penuntutan

IK5: Tingkat penyelasaian perkara tindzk pidana
yang menyebabkan kerugian perekonomian negara
dan TPPU yang inkracht van gewijsde (berkekuatan
hukum tetzp) dan telah disksskusi

J:Lzporan penysleszian
penangznan perkara tindak pidana
cukai dan TPPU

0: Laporan penyelesaian
penzngznan perkara tindak pidana
perpajakan dan TPPU

0 Laporan penyelessian
penanganan perkara tindak pidana
kepabeanzn dan TPPU

0:Laporan penyelessian perkara
tindzk pidana korupsi dan TRPU

Tersedianya laporan penyelesaian
penanganan perkars tindak pidana
yang menyebabdan kerugian
perekonomian negara dan TPPLU

0: Laporan penyelesaian
penangsnan perkara tindak pidana

Meningkatnya penyelesaian
penanganan perkara sesuai

dengan standar internasional
dalam perkara pelanggaran
HAM Berat

* IK1: Tingkst penyeleszian
rencana zksi dalam
penzanganan perkars
pelanggaram HAM berat

* IKZ: Tingkat pencapaizn
kemzjuan [progres)
penzanganan perkars
pelanggaram HAM yang berat

Meningkatnya penyelesaian

pengendalian operasi dalam

penanganan perkara tindak
pidana khusus

IK1: Tingkat penyelesaian
tindak lanjut penyelesaian
|laporan dan pengaduan
maszyarakat dalam
penyelessian penanganan
perkara tindak pidana khusus
IK2: Tingkat penyslezsian
kegiztan aperasi bantuan
teknis dan tindzkan hukum
|zin dzlam penyelessian
penanganan perksra tindak
pidana khusus.

IK3: Tingkat penyelesaian
kegiatan monitoring dan
evaluasi dalam penyelesaian
penanganan perkara tindak
pidana khusus

0: Laporan penyelasaian

Tersedianya laparan
penyelesaian penanganan perkara

sesuai dengan standar
internasional dalam perkara
pelanggaran HAM Barat

Tersedianya laporan penyelesaian
pengendalian operasi dalam
penanganan perkara tindak pidana

khusus

J:Llaporan penyelesaizn
pengendzlizn operasi dalam
penangznan perkara tindak pidana

yang menyebabkan kerugian
perekonomiam negara dam TPPLU

penanganan perkara sesuai
dengan standar internasional
dalam perkara pelanggaran HAM
Berat

khusus
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Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia *¢)

Level Kinerj;
A 1. Terwujudnya kelembagaan hukum 21, Terwujpudnya efektivitas penegakan hukum 3. Terwujudnya efektivitas 4, Terwujudnya tata kelola organisasi
yang transparan dan adil dan keadilan melalui transformasi sistem pelaksanaan kewenangan Advocaat yang optimal, transparan dan
penuThutan Generaal akuntabel
[Kinerfa Strategis
f:;:“r;lﬁnu * KL Indeks persepsi publik *  |K1:Persentasze peningkatan pengendalian * K1 Tingkat efektivitas *  |K1dndeks reformasi b'lru[uasi .
el terhzdap citra Kejskszzn RI perkara ) ) pelaksanzan kewenangan *  |K2Tingkat penerapsn etika profesi
Ourtcol *  IKZ: Tingkat keberhasilan kegiatan dan Advocaat Generaal jaksa

operzsi intelijen penegakan hukum
*  IK3:Timgkat keberhzsilan pemulihan aset
negars

Kinerja Strategis

Subsekior Meningkatnya ksberhazilan penanganan perkara tindzk pidzna korupsi, tindak pidana Meningkatnya keberhasilan penyelamatan dan
lintermediatte perpajakan, tindak pidana kepabeanan, tindzk pidana cukai, tindzk pidana yang pengembalian kerugian negara serta
Cutcoms menyebabkan kerugizn perekonomian negara, dan TPPU s=rta pelzanggaran HAM Berat pembayaran denda dalam penanganan perkara
s=cara transparan, akuntzbel dan profesional tindak pidana khusus
* |K1: Tingkst keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TFRU * IK1: Tingkat keberhasilan penyelamatan dan
* |K2: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pengembalian kerugian negara dalam
* IK3:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU penanganan perkara tindak pidana korupsi
* |K4:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TFFU dzn TPPU
* |KS:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindzk pidana yang menyebabkan * IK2: Tingkat keberhazilan pembayaran denda
kerugian perekonomian negara dan TPPU dalam penanganan perkara tindak pidana
* IK6: Tingkst keberhasilan penanganan perkarza pelanggaran HAM Berat khusus lainmya dan TPPU (Kepabeanan,
* IK7-Tingkat keberhasilan pangendalian operasi dalam penyelessian penanganan Ferpajakan, Cukai, tindzk Fidana yang
perkara tindak pidana khusus menyebabkan kerugian perskonomizn
negara)
Einerja Taktikal
fimmediate Outcome) Meninglatnya penyelesaian Meningkatnya penyelesaiaan
penyelamatan dan pengembalian pembayaran denda dalam
kerugian negara dalam penanganan penanganan perkara tindak pidana
perkara tindak pidana korupsi dan khusus lainnya dan TPPU
TPPU
* IK1: Tingkat penyelesaian
* IKL: Tingkat penyelamatan kerugian pembayaran dendz dalam perkara
negara dalam perkara tindak pidans tindzk pidana perpajakan dan TRPU
korupsi peds tahap sebelum putuzzn * IKZ: Tingkat penyelesaian
Inkrocht pembayaran dendz dalam perkara
* IK2: Tingkst penyelamatan kerugian tindsk pidana kepabeanan dan TPPU
negara dzlam perkars tindak pidana * IK3: Tingkat penyelasaian
korupsi pada tahap setelah putusan pembayaran dendz dalam perkara
inkrocht tindzk pidana cukai dan TPFU
* IK3: Tingkat penyelesaian * Tingkat penyelasaizn pembayaran
pengembalian kerugian negara denda dalam perkara tindak pidana
{pembayaran uang pengzanti) dalam yang menyebabkan kerugian

perkars tindzk pidana korupsi perekonomian negara dan TPPU




- 336 -

Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (")

(immediate Outcome)

Meningkatnya pemyelesaian
penyelamatan dan pengembalian

kerugian negara dalam penanganan
perkara tindak pidana korupsi dan
TPRU

* IK1: Tingkat penyelamatan kerugian
negara dalam perkara tindzk pidana
korupsi pada tahap sebelum putusan
Inkracht

* |K2: Tingkat penyelamsatan kerugian
negara dalam perkara tindzk pidana
korupsi pada tzhap setelsh putusan
inkrocht

* |K3: Tingkat penyelesaian
pengembalian kerugian negara
{pembayaran uang penzganti) dalam
perkara tindak pidana korupsi

Meningkatnya keberhazilan penanganan perkara tindzk pidana korupsi, tindak pidana Meningkatnya keberhasilan penyelamatan dan
Level Kinerja perpajakan, tindak pidanz kepabeanan, tindzsk pidana cukai, tindzk pidana yang pengembalian kerugian negara serta
menyebabkan kerugian perekonomian negara, dan TPFU serta pelanggaran HAM Berat pembayaran denda dalam penanganan perkara
Kinerja Strategis Tercara transparan, akuntabel dan profesionzl tindak pidana khusus
LT
[imtermedintte * IKL: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU * |K1: Tingkst keberhazilan pemyelamatan dan
Outcame * [K2: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU p=ng=mbalian kerugian negara dalam
* |K3:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TRPFU penanganan perkara tindak pidana korupsi
* K4 Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TFPU dan TPFU
* K5 Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindzk pidana yang menyebabkan * |K2: Tingkat keberhasilan pembayaran denda
kerugian perekonomian negara dam TFPLU dalam penanganan perkara tindak pidana
* IK5: Tingkat keberhasilan penanganan perkara pelanggaran HAM Berat khusus lainnya dan TPPU (Kepabeanan,
* |K7:Tingkat keberhasilan pengzendalian operasi dalam penyeleszian penangznan Perpajzkan, Cuksi, tindzk Pidana yang
perkarz tindak pidana khusus menyebabkan kerugian perekonomian
negara)
- vl ekttt -~

Meningkatnya penyelesaiaan
pembayaran denda dalam
penanganan perkara tindak pidana
khusus lainnya dan TPPU

S IR, IS REL PRI

pembayaran denda dalam perkara
tindak pidana perpsjakan dan TPFU

* |K2: Tingkat penyelasaizn
pembayaran dends dslam perkara
tindak pidzana kepabeanan dzn TFPU

* |K3: Tingkat penyelasaizn
pembayaran dends dslam perkara
tindak pidanz cukai dan TPPU

* Tingkat penyeleszian pembayaran
denda dzlam perkara tindak pidana
yang menyebabksn kerugizn
perekonomizn negara dan TPRU

Kinerfa
Operasional

Tersedianya laporan penyelesaian
penyelamatan dan pengembalian

kerugian negara dalam
penanganan perkars tindak pidana
korupsi dan TPPU

O Laporan penyelasaian
penyelamatan dan pengembalizn
kerugian negara dalam
penanganan perkara tindak pidana
korupsi dan TPFU

Tersedianya laporan penyelesaiaan pembayaran denda

dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lEinnya
dan TFPU

0 Lsporan penyelesaizn pembayaran dends dalam

perkara tindak pidana perpajzkan dan TPFU

* (O Laporan penyelesaian pembayaran denda dalam
perkarzs tindzk pidana kepabeanan dan TFPU

* (O Laporan penyelesaian pembayaran denda dalam
perkara tindak pidana cukai dam TFFU

* (0 Lapoarn penyelesaizn pembayaran denda dalam

perkars tindak pidans yang menyebabkan kerugian

perekonomian negars dan TPPLU
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Kinerja Meningkatnya Kualitas
Kinerja Strategis Layanan Publik bidang
Subsektor penegakan hukum
[Intermediatte

*  IKLlIndeks kepuasan
[ C-\'- layanan publik bidang
l”‘-—“J penegakan hukum

Dutcome

Kinerja Taktikal
(immediate Outcome)

Meningkatmya layanan publik
bidang penegakan hukum di
Kejaksaan Agung

*  IKl: Persentase layanzn
bidang penegakan hukum di
Kejaksaan Agung sesuai 5LA
{Z2rvice Level Agreement)

Meninglatnya penegakan

hukum yang yang adil, penuImtutan yang terinegrasi
humanis, proporsional, dan dan transparan

efizien

*  IKl:Persentass
("¢ \Penanganzn Perkara
' melalui Mediasi Penal,

System

Meningkatnya kualitas sistem

*  IKLTingkat penanganan
.fc_\.patara yang terskam
— dalam Cose Management

Meninglatnya efektivitas pemanfaatan
=arana dan prasarana dalam
mendukung penegakan dan pelayanan
hukum di Kejakszan Rl

*  IKL: Tingkat utilisasi sarana dan
/¢ prasarana delam mendukung
" pensgakan dan pelayanan hukum

Diskresi Pemuntutan, dan
Denda Damai

Meningkatnya penyelesaian
penanganan perkara tindak
pidana khusus melalui
pemanfaatan Chi5

Meningkatnya penyelesaian
penanganan perkara melalui
denda damai

*  IK: Persentaze
penangznan perkara yang
berhasil dizslzzzikan
melalui denda damai

*  IK: Tingkat penyeleszian
perkara tindzk pidana
khusuz melalui
pemanfaatan CME

di Kejskszan RI

Meningkatnya jumlzh Sarana dan Prasarana yang mendukung penegakan
dan pelayanan hukum di Kejaksaan Rl

IK1: Persentase Terpenuhinya Perslaten Pengolah Deta dan Komunikasi
Penegzkan dan Pelayanan Hukum di Kejzkszan Rl

*  |K3:Perzentazs Terpenuhinya Kendsrasn Fungsional Pensgakan dan
Pelzyanan Hukum di Kejaksaan RI

*  |K4:Perzentaze Terpenuhinyzs Kendarzsn Tahanan Pensgskan dan
Pelzyanan Hukum di Kejaksaan RI

*  |K5:Perzentazs Terpenuhinya Peralstan Perkantoran Penegzkan dan
Pelzyanan Hukum di Kejaksaan RI

Tersedianya standar layanan Terdaksananya pergembangan dan

integrasi sistemn layamam publik

publik penegakan hukumyang
Jedas, transparan, dan terukur. berbasis digital di bidang

penegakan hulum.

O: Standar layanan publik (SOF,
mizklumat layanan, standar wakiu) 0 Layanan publik barbasis digital

Terlaksananya peningkatan
kapasitas dan kompetensi petugas
lzyanan publik di Kejaksaan Agung.

O Kegiztam peningkatzn kapasitas
3DM {workshop/bimeel terkait

yang disusun/diperbarui. {zplikasi, portal, sistem informasi)
yang
- dikembangkan/diimtesrasikan.
| € Cross-cutting

Teraksananya monitaring dan

Terselenggaranys layanan
informasi hukum dan konsultasi
publik yang mudah diak=es.

evaluasi kepuasan masyara
terhadap layanan publik bidang
penegalan hulum.

0 Layanan konsultasi/informasi
hukum yang diberikan kepada O: Laporan penangznan
masyarakat. pengaduan masyarakat yang
ditangani melalui mekanisme
lzyznan publik.

0: Leyanan publik yang sesuai
standar waktu pelayanan

Tersedianya laporan penyelesaian Tersediamya laporan pemenuhan
perkara tindak pidana umum yang sarana dan prasarana yang
terdokumentasi melzlui memadai untuk mendukung
pemanfaztan CWS. pelaksanaan tugas penegakan
hukum dan pelayanan hukum di
10: Laporan penyelesaian perkara Kejaksazn RL
tindzk pidana umum yang
terdokumentasi melalui
pemanfaztan Ch3.

3: Laporzn pemenuhan sarana dan
prasarana yang memadai untuk
mendukung pelaksanaan tugas
penegakan hukum dan pelayanzn
hukum di Kejaksaan Rl
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Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (%)

Level Kinerja 1. Terwujudnya kelembagzaan hukum 2. Terwujudnya efektivitas penegalkan hukum 3. Terwujudnya efektivitas 4. Terwujudmya tata kelola organisasi
yang transparan dan adil dan keadilan melalui transformasi sistem pelaksanaan kewenangan Advocaat yang optimal, transparan dan
::Ewrir-ﬂmb penuntutan Generaal akuntabel
&-’:ﬂ":‘:“" *  IKL: Indeks persepsi publik *  |K1:Persentaz= peningkatan pengendalian * K1 Tingkat efektivitaz - Iltiflndeks reformasi b'lm!u-:lsi ]
terhadap citra Kejaksaan Rl perkara ) ) pelaksanaan kewenangan *  [K2-Tingkat penerapan etika profesi
*  IK2:Timgkst keberhasilan kegiatan dan Advocast Generaal jaksa
operasi intelijen penegakan hukum
*  IK3:Timgkst keberhasilan pemulihan aset
negara

Kinerja Strategis
5“"‘-“'“"-"_ Meningkatnya keberhasilan penyelamatan dan Meningkatnya keberhasilan penanganan
limtermediatte pemulihan keuangan negara melaui jabur Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara secara
Outeome perdata transparan, akuntabel dan profesional

* IK1: Tingkat keberhasilan penyelamatan * IK1: Tingkat keberhasilan penanganan

keuangan negara melalui jalur perdata perkara perdata melalui jalur litigzsi
* [K2: Tingkat keberhasilan pemulihan * [K2: Tingkat keberhasilan penanganan
keuangan megara melalui jalur perdata perkara perdata melzlui jalur non-litigasi
* IK3: Tingkat keberhasilan pensnganan
perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi

Kinesja Taktikal
e errl Meningiatnya penyelesaian Terpenuhinya ketersediaan

penyelamatan dan

pemulihan keuangan negara
melalui jalur perdata

laporan identifikasi
kerugian negara

Terpenuhinya pelaksanaan Terpenuhinya pelaksanaan Meningkatnya akuntabilitas

penyelesaian perkara
perdata

penyelesaian perkara Tata
Usaha Negara [TUN)

penanganan perkara

* IK1: Tingkat ketersediaan

IKA: Timgkst penyelesaian

* IKL: Tingkat penyelesaiaan laporan identifikasi * IKL: Tingkat penanganan * |K1: Tingkst penanganan
penyelamatan dan potensi penyelamatan dan perkara Tata Uszha perkarz perdata sesuai pelaparan pelaksanaan
pemulihan keuangan pemulihan keuangan Megara sesuai tenggat tenggat waktu penangznan perkara
negara melalui jalur negara melalui jalur waktu sacara skuntabel

perdata perdata
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Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (40)

Level Kinerja Meninghatnya keberhasilan penyelamatan dan Meningkatnya keberhasilan penanganan
Kinerja Strategis pemulihan keuangan negara melalui jahur Perkara Perdata dan Tata Usaha Nega_n SeCara
Subsektar perdata transparan, akuntabel dan profesional
g’mmm * IK1: Tingkat keberhasilan penyelamatan * IK1: Tingkat keberhasilan penangznan
keuangan negars melalui jalur perdata perkara perdata melalui jalur litigasi
* [K2: Tingkat keberhasilan pemulihan * |K2: Tingkat keberhasilan penanganan
keuangan negara melalui jalur perdata perkara perdata melzlui jalur non-litigasi
* IK3: Tingkat keberhasilan penanganan
perkars tata usaha negara melalui jalur litigasi
Kinerja Taktikal
[[LE L Tl Meninghatnya penyelesaian Terpenuhinya ketersediaan
penyelamatan dan laporan identifikasi Terpenuhinya pelaksanaan Terpenuhinya pelaksanaan Meningkatnya akuntabilitas
pem“::ll;alnk;mngalgle:am kerugian negara penyelesaian perkara Tata penyelesaian perkara penanganan perkara
IS per * K1 Tingkat ketersedizan Usaha Negara (TUN) .

* IKL: Tingkat panyelessiaan laporan identifikasi * |K1: Tingkst penanganan * IK1: Tingkst penanganan * IKL:Tingkat penyeleszizn
penyelamatan dan potensi penyelamatan dan perkara Tata Ussha perkara perdata sesuai pelaporan pelaksanaan
pemulihan keuangan pemulihan kewangan Megara sesuai tenggat tenggat waktu penanganan perkara
negara melalui jalur negara malalui jalur waktu secara skuntabel

Einerja
Operasianal Terselenggaranya penanganan

Tersedianya laporan penyelesaian
penyelamatan dan pemulihan

keuangan negara melalui jalur
perdata

0 Laporan penyelezsian
penyelamatan dan pemulihan
keuangan negara melalui jalur
perdata

Terselenggaranya kajian

identifikasi potensi penyelamatan

dan pemulihan keuangan negara
melzalui jalur perdata

0 Kajizn identifikasi potensi
penyelzmatan dan pemulihan
keuangan negara melalui jalur
perdatz

Tersedianya laporan pelaksanaan

penyelesaian perkara Tata Usaha
Megara [TUN)

O Laporan pelaksanaan
penyelesaizn perkara Tata Usaha
Megara (TUN)

Tersedianya laporan pelaksanaan
penyelesaian perkara perdata

perkara sesuai standar
akuntabilitas

0: Laporan pelaksanazn
penyelzsaizn perkara perdata

O Publikasi/penyajizn data
penangznan perkara yang dapst
dizkzes zesusi ketentuzn
keterbukaan informasi
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Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (')

Level Kinerja 2. Terwujudnya efektivitas penegakan hukum n » . —
1. Terwujudnya kelembagaan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem 3. Terwujudnya efektivitas 4. Terwujudnya tata kelola organisasi
Kinerja Strategs yang transparan dan adil penuntutan pelaksanaan kewenangan Advocaat yang optimal, transparan dan
Sektor Generaal akuntabel
{Intermediate *  |K1:Persentzse peningkatan pengendslizn - — -
Outrome) * 1K1 Indeks persepsi publik perkara *  IK1:Tingkat efektivitaz *  |Kl:Indeks reformasi birokrasi
- ; *  IK2: Tingkat keberhasilan kegiztan dan pelaksanaan kewenangan *  IKZ:Tingkat penerapan etiks profesi
terhadap citra Kejak=aan Rl .
operasi intelijen penegakan hukum Advocast Generaal jaksa
*  |K3: Tingkat keberhazilan pemulihan as=t
negara

Kinerja Strategis

Sulu:h.lnr. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Meningkatnya keberhasilan pelayanan Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
[intermediatte AdwocaatGeneraal dan laksa Pengacara hukum dalam rangka pelaksanaan fungsi bidang hukum e
Cutrome Megara Jaksa Pengacara Negara
* IK1: Tingkat penjaminan kuslitas * IK1: Indeks Persepsi staz pelayznzn ' :j"_:: ""'d:"i:*’p[”m“ 'a"':": P“h‘:ﬁs .::- Indeks het“i“:‘::“" publik

pengzsjuan pendzapat teknis hukum hukum Idang '-' m [Layanan hukum gratis, ang penegakan hu!

untuk permohanzn kasasi lingkup kensultasi hukum, bantuan hukum,

peradilzn umum, TUM, agama, dan pendampingan hukum, dan penyuluhan

miiliter hukum|
Kirerja Taktikal
{immediate Outcome)

Terpenuhinya ketersediaan Terhksanal:r\la pertimbangan hulum dan Terpenuhinya penyelesaian pelayanan
pendapat teknis hukum penyelesaian perkara perdata dan tata [

Meningkatnya layanan publik bidang

penegakan hukum di Kejaksaan Agung
usaha negara di laksa Agung Muda Bidang

* |K1: Persentase pendapat teknis hukum Perdata dan Tata Usaha Negara * |K1: Parsentase penyelesaian pelayanan

* IK1: Persentase layanan bidang

WaNE tersusun sesusi tenggat waktu + IK1: Persentase penyelasaian laporan hukum penegakan hukum sr.?uai dengan
pertimbangan hukum di Jaksa Agung standar layanan di Kejsksaan Agung
Mudz Bidang Perdzta dan Tatz Usaha sesuzi SLA [Service Level Agreement)
Megara

IK2: Persentzse penyelesaizn laporan
penyelesaizn perkara perdata dan tata
usaha negara di lzksa Agung Muda
Bidang Perdata dan Tata Usahs Negara

®
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Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (42

Lewvel Kinerja
) Meninglatnya kualitas pelaksanaan Meningiatmya keberhasilan pelayanan Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
Kinerja Strategis Advwocaat Generaal dan laksa Pengacara hukum dalam rangka pelaksanaan fungsi bidang hukum bidang penegakan hukum
Subsektor MNegara JIak=a Pengacara Negara
{Intermediatte . ~ .
Outrame * [K1: Tingkat penjzminam kuslitas * |K1: Indeks Persepsi atas pelayanzn “?1' Indeks kepuazan layanan Puhlll'_: "Fl' Indeks kepuaszn lzyznan publik
pengajuan pendapat teknis hukum hukum :;:Zﬁ;‘;?:;ﬁ:::ug:?ﬁ;m‘ bidang penegakan hukum
untuk permohonan kasasi lingkup X ’ !
peradilan umum, TUM, agama, dan pendzmpingzn hukum, dan penyuluhan
militer Frukur)
Kinerja Taktikal
(Iimmedicte Gutcome) Terpenuhinya ketersediaan Terlaksananya pertimbangan hukuom dan

Terpenuhinya penyelesaian pelayanan Meningkatnya layanan publik bidang

N lesaian perkara perdata dan tata f
pendapat teknis hulkum penye hulkum penezakan hukum di Kejaksaan Agung
usaha negara di Jaksa Agung Muda Bidang
* |K1: Pereentase pendapat teknis hukum Perdata dan Tata Usaha Negara * |K1: Perzentase penyelesaian pelayanan * |K1: Persentase layanan bidang

Wang tersusun sesual tenggat wakiu hukum penegakan hukum sesusi dengan
standsr layanan di Kejaksaan Agung

sesugi 5LA [Service Level Agreement]

|1: Persentaze penyelezaian lzporan
pertimbangan hukum di Jaksa Agung
Wuda Bidang Perdats dan Tata Ussha
Negara

|K2: Persentase penyelesaian laporan
penyelesaian perkara perdata dan tata
uszha negara di laksa Agung Muds
Bidang Ferdata dan Tata Usaha Negara

Terselenggaranya pemberian Tersedianya dokumen Terselenggaranya penyelesaian Tersedianya laporan penyelesaian

pendapat teknis hukum pertimbangan hukum perkara perdata dan tata usaha pelayanan hukum
negara di Jaksa Agung Muda

0: Dokumen pertimbangan Yang Bidang Perdata dan Tata Usaha 0: Laporan penyelesaian pelayanan

disusun dan disampaikan kepada Megara Fukum

instansi pemohon

Operasional Tersedianya [aporan
penyelenggaran layanan publik
bidang penegakan hukum di

Kejaksaan Agung

- Unit/instansi yang menerima
pendapat teknis hukum

J: Laporan penyelenggaraan
pemberian pendapat tekniz hukum

0 Laporan penyelenggaran layanan

0 Perkara perdata dan tata usaha
megara di kaksa Agung Muda Bidang
Perdata dan Tata Usaha Negara yang
dizzlesaikan

publik bidang penegakan hukum di
Kejaksaan Agung
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Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (°)

Level Kinerja 1. Terwujudnya kelembagaan hukum Sl iy e R R e S 3. Terwujudnya efektivitas 4. Terwujudmnya tata kelola organisasi
) ) yang transparan dan adil dan keadilan melalui transformasi sistem pelaksanaan J angan yang optimal, transparan dan
Kinerja Strategis penuntutan ";"E" h Advoczat akuntabel
Sektor
:krmrmen;tm *  IK1: Indeks persepsi publik :::(Et;:e';sentasepenlngkaian pengendalian R —— itas . ::;:.lll_-ld;:: reformasi blm!‘.l;sl o
Outcome ; : - -Tingkat penerapan etika profesi
terhadap citra Kejaksaan Rl +  IKZ:Tingkat keb ilan kegiatan dan pelaksanaan kewenangan ikem
S Advocaat Generaal 1
operasi intelijen penegakan hukum
*  IK3:Tingkst keberhasilan pemulihan aset
niegars
r
Kinerja Strategis A J 4 " i Wi
b tor Meningkatnya Kualitas Layanan Meningkatnnya keberhasilan penanganan Meningkatnnya keberhasilan pelaksanaan koordinasi Meningkatnya l:ua_iﬂssish_em ME“'WW‘!:W“ES
Lmnkrrr_rmed;mz Publik bidang penegakan hukurn perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat militer penuntutan varlgmn;:eyaﬂdan :imm;::ng;éﬁl::
e - - . N | men
dan tindak pidana k= transparan
+ IKL-indaks kepuasan ayanan i *  IKL: Tingkat keberhasilan pelsksanazn Kegiatan pelayanan hukum di Kejaksaan I
publik bidang penegakan hukum *  |KL: Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas Koordinasi Teknis (Assurance, Consultative, *  IK:Tingkat kuzlitaz penanganan - - —
pada tahap penyelidikan Pencegzhan Fraud, Monitoring dan Evaluasi dan perkars yang terekam dalam IK1: Tingkat utilisasi sarana dan
*  |K2:Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas Pelzporan) Tahap Penindakan Caze Management System prasarana dalam mendukung
pada tahap penyidikan *  IKZ:Tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan pEnEgzh:n d_an pel=yanan
*  IK3:Tingkat keberhasilan penanganzn perkara koneksitas Keordinasi Teknis (Assurance, Conzultative, hukum di Kejaksaan Rl
pada tahzp penuntutan Pencegzhan Fraud, Manitoring dam Evaluasi dan
*  |K4: Tingkat keherhasilan penanganan perkara koneksitas Pelzporan) Tahap Penuntutzn
yang telah dieksekusi *  IK2:Tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiztan
*  IKS-Tingkat keberhasilan pengembalizn Kerugian Negara Koordinasi Teknis (Assurance, Conzultative,
Perkara Koneksitas yang dilimpahkan ke peradilan umum Pencegshan Fraud, Manitoring dan Evaluzsi dan
Pelzporan) Tahap Eksekusi, Upaya Hukum Lusr Bizss
dam Eksaminasi
Einerja Taktikal

fimmediate Cutoome]

Meni it le=sai il i
m':'::;;:smﬁ?d'::apaf"g;":: - Terselenggaranya layanan dukungan Meninglainya kegiatan dukungan Meningkatnya kepuasan relasi Meningkatnya penyelesaian kegiatan koordinasi telmis
: — — d:'n i Li.;al;a e teknis di Jaksa Agung Muda Pidana manajemen penanganan perkara pada Jaksa kelembagaan terhadap layanan hukum penumntutan yang dilakukan oleh oditurat militer )
P pencuc ‘B~ P Militer Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer bidang pidana militer
s KL Tingkat |esaian perkara koneksi *  [K1: Tingkst penyelasaizn Kegiatan Koordinasi Teknis
a:;a '&ha F::"!’e lidkan p= *  [K1:Persentas= penyelesaian laporan . WLE . duk *  |Kl:Indeks kepuasan relasi [Assurance, Consultative, Fencegahan Fraud, Menitoring
. rIQ'T : w‘} ) eara koneksias penanganan perkara koneksitas di -rers dyanzn duiungan kelembagzan terhadap layanan dan Evaluasi dan Pelaporan) Tahap Penindakan
E;a':ﬁ: PPE"VE_:(E'E” perkara kons Jaksa Agung Mudsz Pidzna Militer manzjemen Eselon | sesuai SLA (Service hukum bidzng pidzna militer * [K2-Tingkat penyelesaian Kegistan Koordinasi Teknis
pada fahap Fenyidikan . sesuai tenggat waktu Level Agreement] {Assurance, Consultative, Pencegahan Fraud, Menitoring
*  [K3Tingkat penyelesaizn perkara koneksitas *  |K2: Persentase layanan perkantoran .
= Tahap Fenu n sesuzi SLA [Service Level Agreement) dan Evaluasi dan Pelaporzn) Tahap Penuntutan
pa ks vice +  IK3Tingkat penyelessian Kegistan Koordinasi Teknis

*  IE4:Tingkat penyeleszi Izksal Putu
. ingkat pe |.an e na=n . san_ {Assurance, Consultative, Pencegahan Fraud, Monitoring
Hakim Perkara Koneksitas yang telah Disksekusi . A
. NS - bali dan Evaluasi dan Pelzporan) Tahap Eksekusi, Upaya
) |_ng penyelesaian penge_m alian Hukum Luar Bizsa dan Ek==minasi
Kerugian Megarzs Perksrz Koneksitzs yang
dilimpahkan ke peradilan umum
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Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (4

Level Kinerja Meningkatnya Kualitas Layanan Meningkatnnya keberhasilan penanganan Meningkatnnya keberhasilan pelaksanaan koordi Meningkatmya ltualnas sisn_em l'l:;nmglﬁ‘hwa E:Ektnntas
Publik bidang penegakan hukum perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat Nnmlmyarlgterl?ltlegmg dan :r:rln ":!;nusl::'i::m:n plas:r:an:
j I dan tindak pidana lai transparan egakal
:L:::;:—.gqh « KLindeks kepuasan layanan pencucian uang, dan tindak pidana kain = Ki: ﬁpggt heht.:_-rhasilan pelzksanaan Kfag'atan — pelay hukum di Kejaksaan RI
o i uiblik bidan nesaksn hukum * K1 Tingkat keherhasilan penanganan perkara koneksitaz Koordinzsi Teknis [Assurance, Conzultative, * ingkat kualitas penangaman . - .
rDmmr: " ? Bpenses pads tahap penyelidikan Pencegshan Fraud, Monitoring dan Evaluasi dan perkara yang terekam dalam IK1: Tingkat wtilisasi szrana dan
*  |K2: Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas Pelzparzn} Tahap Penindakan Case Management System prasarana dalam mendukung
pada tzhap penyidikan *  IK2-Tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiztan pEﬂEEHkE_m d_an pelayanan
*  IK3:Tingkat keberhasilan penanganzn perkars koneksitas Koordinzsi Teknis [Assurance, Consultative, hukum di Kejakszan Rl
pads tahap penuntutan Pencegshan Fraud, Monitoring dan Evaluasi dan
*  |K4: Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas Pelzparan) Tahap Penuntutzn
yang telzh dieksskusi *  |K3Tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegizstan
*  IKGTingkat keberhasilan pengembalizn Kerugian Negara Koordinasi Teknis (Assurance, Consultative,
Parkara Koneksitas yang dilimpahkan ke peradilan umum Pencegahan Fraud, Maonitoring dan Evaluzsi dan
Pelaporan) Tahap Eksekusi, Upaya Hukum Luar Bizsa
dan Eksaminasi
Kinesja Taktikal
fIimmed ¥

Meningkatnya penyelesaian penanganan
perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak

Meningkatnya kepuasan relasi
kelembagaan terhadap layanan hukum

Terselenggaranya layanan dulungan
teknis di laksa Apung Muda Pidana

Meningkatnya kagiatan dukungan Meningkatnya penyelesaian kegiatan koordinasi tekmis

manajemen penanganan perkara pada laksa

penuntutan yang dilakukan oleh oditurat militer

pidana pencudian uang, dan tindak pidana kain

bidang pidana militer

Militer Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer

*  IK1:Tingkat penyelesaian Kegiatan Koordinasi Teknis
[Assurance, Consultative, Fencegahan Fraud, Menitoring
dan Evaluzsi dan Pelzporan) Tahap Penindakan

*  |K2:Tingkat penyelesaizn Kegiatan Koordinasi Tekniz
[Assurance, Consultative, Pencegahan Fraud, Menitoring
dan Evaluzsi dan Pelzporan) Tahap Penuntutzn

*  |K3:Tingkat penyelesaizn Kegiztan Koordinasi Teknis
[Aszurance, Consultative, Pencegahan Fraud, Monitoring
dan Evaluzsi dan Pelzporan) Tahap Eks=kusi, Upaya
Hukum Luar Biasa dan Ek=aminasi

*  IK1:Tingkat penyelesaizn perkara koneksitas .

* I¥l:dndeks k relasi
pada Tzhap Penyelidikan n epuzsan relasi

kelembagzan terhadap layanan
hukurn bidang pidznza militer

|k1:Parsentaze penyelesaian laporan

penanganan perkars koneksitas di *  IK1: Persentase lzyznan dukungan

*  IK2-Tingkat penyelassian parkara kaneksitas Iaksa Agung Muds Pidanz Militer manajemen Eselon | sesuzi SLA [Service
pada Tzhap Pwldllfan . sesuai tenggat waktu Level Agresment)

+  |K3:Tingkat penyellKizn perkara koneksitas pada *  IKZ: Persentzse layanan perkantoran
Tahap Penuntutan sesua] SLA (Service Level Agreement)

*  |K4:Tingkat penyelesaizn pelaksanzan Futusan
Hakim Perkara Koneksitas yang telzh Dieksekusi

+  |K5:Tingkat penyelesaian pengembalian Kerugian
Negars Perkara Koneksitas yang dilimpahkan ke
peradilan urnum

Kinerfa

Oiperasional

Tersedianya laporan penyelesaian

penanganan

perkara koneksitas tindak pidana

karupsi, tindak pidana pencucian
uang, dan tindak pidana lain

O Laporan penyelesaian
pEnanganan

perkars koneksitas tindzk pidans
korupsi, tindzk pidana pencucian
wang, dan tindak pidana lain

Tersedianya layanam dukungan

tekmis di Jaksa Agune Muda Pidana
Militer

0: Leyanan dukungzn teknis di
laksa Agung Muda Fidana Miltter

Terselenggaranys layanan
dukungan manajemen dan

perkantoran yang menunjang
penanganan perkara tindak pidana
militer.

3 Dokurmnen administrasi perkara
tindzk pidana umum yang disusun.
0 Layanan dukungan manzsjemen
Eselon |

3: Ley=nan perkantoran Eselon |

Terselenggaranya layanan
hukum bidang pidana militer

0: Laporan penyelengzaraan
layznan hukum bidang pidana
militar

Tersedianya laporan penyelesaian
kegiatan koordinasi teknis

penuntutan yang dilakukan oleh
oditurat militer

0: Laporan penyelesaian kegistan
koordinasi teknis
penuntutan yang dilakukan aleh
aditurat militer

46



- 344 -

Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (45)

Meningkatnya efektivitas
pemanfaatan sarana dan prasarana

Lewel Kinerja Meningkatnnya keberhasilan pelaksanaan koordinasi

teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat militer

Meningkatnya Kualitas Layanan Meningkatnnya keberhasilan penanganan Meningkatnya kualitas sistam
perkara koneksitas tindsk pidans korupsi, tindak pidana

pencucizn uang, dan tindzk pidana lzin

penuniutan yang terintegrasi dan

Publik bidang penegakan hulkum
transparan ¥

dalam mendukung penegakan dan

Kinerja Strategis

Subsektar IK1:Indeks kepuasan layanan *  IK1:Tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan pelayanan hukum di Kejaksaan Rl
intermediatts \‘E/. publik bidang penegakan hukum *  |K1:Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas Kpordinasi Teknis [Assurance, Consultative, r_ Tingkat kualitas penanganan R . S
e = pada tahzp penyelidikan Fencegzhan Fraud, Monitoring dan Evaluasi dan (€ ) parkara yang terekam dalzm IK1: Tingkat utilisasi sarana dan
*  IK2:Tingkat keberhasilan penanganzn perkars koneksitas Palzporan) Tahap Penindakan Caze Maonogement System g prasarana dalzm mendukung
pada tahap penyidikan *  |K2:Tingkat keberhazilan pelaksanzan Kegiztan =ty perle@kz_ln d_an pelayanan
*  IK3:Tingkat keberhasilan penanganzn perkars koneksitas Koordinasi Teknis (Assurznce, Consultative, hukum di Kejakszan RI
pada tahap penuntutan Pencegzhan Fraud, Monitoring dan Evaluasi dan
*  |K4: Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas Pelaporan) Tahap Penuntutan
yang telzh dieksekusi * K3 Tingkat keberhasilan pelaksanzan Kegiatan

Koordinasi Teknis (Assurance, Consultative,
Fencegzhan Fraud, Monitoring dan Evaluasi dan
Pelzporan) Tahap Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa
dan Eksaminasi

*  |KS:Tingkat keberhazilan pengembalizn Kerugian Megara
Perkara Konsksitas yang dilimpehkan ke peradilan umum

Kinarja Taktikal
flmmediate Ovtco

Meningkatmya jumlah Sarana dan Prazarana yang mendukung penegakan
dan pelayanan hukum di Kejaksaan R 4

Meningkatnys penyelezsian
penanganan perkara tindak

Meningkatmys layanan publik

pidana militer mealalui

bidang penegakan hukum di
pemanfaatan CMS &

Kejaksaan Agung IK1: Persentase Terpenuhinya Peralatan Pengolah Data dan Komunikasi

Penegakan dan Pelayanan Hukum di Kejaksaan RI

*  |K2:Persentase Terpenuhinya Kendaraan Fungsional Penegzakan dan
Pelzyznan Hukum di Kejaksaan Rl

*  [K3:Persentase Terpenuhinya Kendarzan Tzhanan Penegzkan dan
Pelayanan Hukum di Kejaksaan Rl

*  IK4:Perzentase Terpenuhinya Peralatan Perkantoran Penegskan dan

Pelayanan Hukum di Kejaksaan Rl

*  IK: Tingkat penyelesaian
perkars tindak pldana
militer melalui
pemanfzatan Ch3

*  |K1: Persentzsse layanan
bidang penegzakan hukum di
Kejaksaan Agung sesuai SLA
(Service Level Agreement)

s

Kinerja ‘l’

Terselenggaranya layanan
informasi hukum dan konsultasi
publik yang mudah diakses.

Tersedianya laporan pemenuhan
sarana dan prazarana yang
memadzai wmtuk mendukung
pelaksanaan tugas penegakan
hukum dan pelayanan hukum di
Kejaksaan RL

Tersedianya laparan penyelesaian
perkara tindak pidana militeryans

Terlaksananya monitoring dan

Tersedianya standar layanan Terlaksananya pengembangan dan Tertaksananya peningkatan evaluasi kepuasan masyarakat

integrasi sistern lzyanan publik

kapasitas dan kompetensi petugas

terdokumentasi melalui
pamanfaatan ChS.

pubdik penegakan hukum yang
jelas, ransparan, dan terukur.

terhadap layanan publik bidang
penegakan hukum.

lzyanan publik d ak=aan Agung.

berbasis digital di bidang
penegakan hukum.

0 Kegiatan peningkatan kapasitas 0 Layanan konsultasifinformasi
©: Layznan publik berbasis digitsl SDM {workshop/bimtel terkait hukum yzng diberikan kepadza pengaduan masyarakat ysng

(zplikasi, portal, sistem informasi) pelayanan publik. ditangani melalui mekanizme

O Standar layanan publik (SOP,
mizklumat layanan, standar waktu)
yang disusun,/diparbarui.

0: Laporan penyeleszsian perkara
tindzak pidana militer yang
terdokumentasi melalui

2 Laporan penangsnan

2: Lesporan pemenuhan sarana dan
prasarans yang memadai untuk

VEng . ) layanan publik.
dikembangkan,/diintegrasikan. @ Layanan publik yang sesuai

stamdar waktu pelayanan

pemanfaatan ChS.

'\._cj Cross-cutting

mendukung pelaksansan tugas
penegakan hukum dan pelayanan
hukum di Kejaksaan RI.

47
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Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (4¢)

Level Kinerja 1. Terwujudnya kelembagaan hukum Z ij'-'dmﬂfe"ﬁ"_it“ PE“EE*?“_"“'“-"“ 3. Terwujudnya efektivitas 4. Terwujudnya tata kelola organisasi
yang transparan dan adil dan keadilan mpe;:lumm:fnrmag sistem pelaksanaan kewenangan Advocaat vmgupﬁx'n:ahflpamn dan

Kinerja Strategis Generaal

Sekt *  IKi:Perzent inghkatal dali N - 1 bi i
ml::"m" *  IKL: Indeks persepsi publik E”E';sen 3I& pening| n pengendalian KL Tingkst sfektivitas : le:lndeks reformasi blm[UESI )
utcame) terhadap citra Kejaksaan Rl . rIILZ'Tlngkat keberhasilan kegiatan dan pelaksanzzn kewenangan _II(E.TI ngkat penerapan etika profesi

e Advocast Generazl iaksa
operasi intelijen penegakan hukum

*  |K3:Tingkst keberhasilan pemulihan aset
negara

Yimerja Strategis Terwujudnya pengelolaan aset tindak pidana yang
fmf;utu e e e e transparan, akuntabel, dan modern
Duteome
* KL Tingkat keberhasilan kegiztan penslusuran aset *  K1:Tingkat efektivitas pengelolaan Rupbasan
*  |K2:Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak *  |K2:Tingkat efektivitas penyeleszian penyelamatan aset
pidzna negars
* K3 Tingkat keberhasilan pemulihan aset hasil tindak pidana *  |K3:Tingkat efektivitas pengelolaan dats aset negara
berbasis teknologi
Einerja Taktikal
fimmediate Gutcome]
Meningkatimya efektivitas pengelolaan, penalusuran, dan Meningkatnya efektivitas tata kelola aset berupa barang
perampasan aset sitaan dan barang rampasan tindak pidana
*  |K1l: Persentase pelzksanz=n penelurusan aset *  IKl: Persentase penyelessian penyelamatan aset negara
*  |K2: Persentase pelsksanazsn perampasan asst tindzk pidana
*  |K3: Persentase pelsksanzan permulihan asst *  [K2: Persentase sinkronisasi data aset
*  |K4: Persentase pelsksanzan pengembalizn asst *  IK3: Persentase keberhasilan pemelinaraan aset tindak
pidana
Kinerfa
Operasional

Terselenggaranya tata kelola aset berupa
barang
=sitaan dan barang rampasan tindak pidana

Terselenggaranya pengelolzan, penelusuran, dan

pErampasan 352t

* (O Lzporan pelaksanazn penelurusan aset

* (O Lzporan pelaksanzan perampasan aset

*  {:Lzporan pelaksanzan pemulihan as=t

* (O Lzporan pelaksanaan pengembalian aset

0 Lapoan penyelesaian penyelamatan aset
negara tindzk pidans

10 Laporan sinkronisasi data aset yang
dihasilkan dan terdokumentasi

0: Laporan pemeliharaan as=t tindsk pidana
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Translasi Pohon Kinerja ke Komponen Perencanaan dan Kinerja Jabatan Kejaksaan RI

Level Kinerja ;-'-_r?. Komponen Perencanaan Jard Kinerja Jabatan
5 !

Kinerja Strategis Subsektor Renstra Satker:
(Intermediate Outcome) . Sasaran Program

| : , : ! ! [ j

Kinerja Taktikal

ta
(Immediate Outcome) SURMA0 Faptan

Output

Kinerja Operasional (KRO/RO)}

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

/[

BURHANUDDIN
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LAMPIRAN V
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR1184TAHUN 2025

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KEJAKSAAN REPUBLIK

INDONESIA TAHUN 2025-2029

POHON KINERJA KEJAKSAAN RI - DUKUNGAN MANAJEMEN

PR Memperrcapat refonmans politik, hulnam, dan birokr s serta g et
pencegaban dan pembrerantasan korupsi, pedi, narkoba & peryekendupan

R

Level Kinerga. = =
e s g3 e | 2. Tevwupdimys b okrau permerintahan

Kinerjs Strstegic S T T i BT g Ve P

Mavsonal Savaran 1K indek permbangunan hukum

g IK: indeks Persepn Korups!

g I Indeks Irtegrias parta poltik

I
g _ 7 Pa— T

I.IMWM 2. Terwupudnya lembagadan | 3. Terwujudoya efebinvitas dan
Wirarjs Sl ategn adaptif dan taat szas, skses penegakan frukum yang integrasi kebijakan bidang
Nashonal Sararan keaditan yang merata, serta ' " " | di Kej d
Frogram Prioritan (PF) Mavyarakat yang patut | transparan, dan akuntabel laksa Agung sebagai pengacara

| x ! IKLiindeks Ketembagaan - { | IKi:Persentaseintegritas

1K Inceks Mater huikum | ukum 1K1 Fersentess peningkatan masional || IELindeks sotem merit

K2 Indeks Budeys Hukum | K2 indels Penegakan Hukum | pengendalian perkara 2 indeks perilaky anti korupss | | ASN

e |1 ' o — W2 Persentase kecukupan, {RaK) -

kesasuaian, dan pengembagen K3 Indeks Efeitivitas kinesja
i R AN DANTUTAN uang
i . 1 L -
|
. o oo bl e e ———————————————— e A N o e
1!1—. L3 . T : 1 "
ooy LT hubm | | 2 peneg | 3. Terwujudays efektivitas £ Tervajudvrya tata Selols crganicast
Outenne) yang transparan dan adil hukum dan keadilan metalui | ch | Yong optimal, tramparsn dan
transformasi sistem penuntutan | Generaal obaprtabeed
| *  IKi-Persentase peningkatan * 1K1 Tingkat efekthvitas
Indeks ;
ol e perevan ey e e
; * K1 Tinghkat keberhasiian kegiatan Advocast Generaal
- dan cperasi intelijen penegaksn ' = -

s
* K3 Tingkat kebarhasiian
pemuiinan aset negara
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Level Kinerja
inerja Strategis 1 Terwujudnya kelembagaan hukum 2.Temmjudnrf| Efe“i“ilﬁ_‘-'v penegakan ) 3. Terwujudnya efektivitas 4. Terwujudnya tata kelola organisasi
Seketor yang transparan dan adil hukum dan keadilan melalui transformasi pelaksanaan kewenangan Advocaat yang optimal, transparan dan
{imtermediate siStem penuntutan Generaal akuntabel
Ol *  IKl:Indeks i publik .
el ,Erh;d:p citﬁ?::;lzin Iﬂ, *  IkLPersentase peningkztan * IKL: Tinghat efekivitas * IKLiIndeks reformasi birckrasi
pengendzlizn perkara pelzksanazn kewenangan *  IK2:Tingkst penerapan etika profesi
*  |K2:Tingkat keberhasilan kegiatan dan Adwocaat Generazl jaksa
operasi intelijen penegakan hukum
*  |K3:Tingkat keberhasilan pemulihan az=t
negara
Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Meningkatnya Kualitas Meninghkatnya Meningkatnya
kualitas tata kelola kapasitas kelembagzan kualitas kebijakan dan integritas pegawai Layanan internal kompetensi Aparatur Layanan Hukum dan efektivitas kuantitas dan
aset dan sarpras dan ketatalaksanaan penegakan Kejaksaan Rl d“‘:"s“l'_"'““""'_"_" dan Kejaksaan R Hubungan Luar Megeri pelaksanaan kualitas sarana dan
Kejaksaan Rl perkantoran Kejaksaan RI hukum - - Y - tugas dan fungsi |prasarana yang
Kejaksaan RI IK: Indeks zistem merit - Indeks kepuasan IK: Indeks kesezuaizn IK: Indeks kepuasan Kejaksaan mendukung Kinerja
IK: Milai SAKIF 1: Milai Evaluasi IE: Indeks Kuzlitas IK: Perzentase kecukupan, me; P —— kompetensi satker Kejaksaan atas berbasis Tl Kejaksaan Rl
 Kejakszan 1K: Indeks Kelembagaan Kebijakan kesssuzian, dan minajemen Kejakssan [competency fit index) Izyanan hukum
C | 1K NKA Kejsksaan Pengelolaan Asat IK: Tingkat kepatuhan IE: Indeks pengembangan SDM IK: Tingkat kepuasan aparatur Kejaksaan Rl 1K: Indeks kepuasan |K: Perzentase 1K= dan prasarana
IK: Indeks tats satuzn kerja terhadap Reformasi hukum Kejaksaan Stakeholder terhadap IK: Persentase aparatur institusi mitra luar negsri digitalisasi Kejaksazn R
Kelola Pengzdaan standar operazional IK: Indeks Profesionalitas Rusmiah Sakit Adhyaksa, yang memiliki terhadap kualitas kerja proses bizsnisinti
prossdur DM Klinik Adhyakss, dan sertifikasi kompetensi sama kelembagaan Kejaksaan Rl
Fasilitas Kesshatan Yustisial <pesinl inhatan Kgizkszzn Rl

Kinerja Tk
(Immedigte Ou ]
Meninglatnya Meninghkatnya kualitas Meningkatnya kégiatan perencanaan yang meliputi pengelolasn data, pemyusunan Meningkatnya Akuntabilitas
Akuntabilitas Kinerja GerE T réncana anggaran dan program kerja, pemantauan dan evaluasi, pengembangan Keuangan Kejaksaan RI

2.3. Meninghkatnya kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan

Meninghkatmya efisiensi dan
efektivitas Perencanaan dan

Kejaksazn Rl

Satker Kejaksaan Rl Kejaksaan R onganisasi dan tata laksana serta fasilitasi pelaksanaan program reformasi birokras naan anggaran
i = Kejaksaan RI IKL: Nilzi Kuzlitaz Pelaporan Hej:mgg:MI Kejaksaan Ri IK1: Persentase lzyanan perbendzharaan sesuai sLa
1K1- Milzi SAKIP UKEE | 1K1: Indeks KA Persentase layanan pengelolian data ssual SLA Keuzngan Unit Akuntansi 1K2: Persentase layanan pendapatan dan piutang negara sesuai SLA
; . . 1K3: Jumilah | E Iaksznzzn kegiat
Kejzksazn Rl Perencanaan |K2: Persentase layanan penyusunan rencana anggaran dan program kerjs sesuai SLA PEngguna.Ar\ggaran (UarA) IK1: NKA UKE FNEF‘um = .:t:run peiaksEnzan kegiatan penggunaan anggaran
IKZ: Milzi SAKIP Kejaksaan Pembangunan Nasional IK3: Persentass kayanan pemantavan dan evaluasi sesuai SLA Kejskszzn Rl IKZ: NKA Kejaksaan K sesual o =k 4 I k .
TinggifKejakszan {IPFH) IE4: Persentase layanan arganisasi dan tata laksana sesuai SLA Tingzi/Kejakszan Negeri/Czbang Ika: parsentase [ayanan kuntansi dan pelaparsn keuangan sesuai
Negeri/Cabang Kzjaksazn IK5: Persentass Layanan reformas birokrasi sesuai SLA Kejzksazn Negeri e )
Meger IKE: Persentase satker Kejaksaan Rl yang mendapat pendamgingan pembangunan IK5: Persentase layanan umum keuangan sesuai SLA
rana inbegritas menuju WEK/WEEBM J IKE: Persentase layanan perkantoran sesuai 5LA
N S - S
Kinerja
‘Dperasional
Tersedianya layanan perencanaan yang berkualitas Tersedianya layanan keuangan yang
Tersediamya dokumen berkualitas
ey - .
( C ) Cross-cutting 01: Layanan pengelolgal? data ) e P— n .
02: Layanan Reformasi Birokrasi yang berkuakitas 01:Layanzn Manajemean keuangan

03: Layznan Organisasi dan Tata kelola internal 02:Laporan keuangan
04: Layanan Ferencanazn dan Penganggaran 01: Laporan keuamgan 03: Dokumen Perwabkeu
05 Layanan Pemantzuan dan Evaluasi 02: Dokumen 04 Pengelolazn PMBF Kejaksaan
06&: Dokurnen perencanaan dan penganggaran Kejaksaan Pertznggungjawsban 05 Layanan Umum 4
O7: lumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Kejati/Kejarif/Cabjari Keuangan 06: Leyznan Perkantoran
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Level Kinerja
Kinersa Strategis 1. Terwujudnya kelembagaan hukum 2 Tenwiudlwr_iefehivita_s penegakan . 3. Terwujudnya efektivitas 4. Terwujudnya tata kelola organisasi
Saktor yang transparan dan adil hubkum dan keadilan melalui transformasi pelaksanaan kewenangan Advocaat yang optimal, transparan dan
{intermediate sistemn penuntutan Generaal akuntabel
Dutcome) *  IKl: Indeks persepsi publik . . . - L .
terhadap citrs Kejaksaan Rl IKI-FE'EEHEEEE peningkatan *  IKL: Tingkat efektivitas *  IKL:Indeks reformasi birokrasi
pengendzlian perkara pelzksznazn kewenangan *  IKZ:Tingkst penerapan etika profesi
*  IK2:Tingkat keberhasilan kegiatan dan Advocaat Generazl jEksa
operasi intelijen penegskan hukum
*  IK3:Tingkat keberhasilan pemulihan az=t
negara
Kinerja Strafegis
Subsektor W ¥ ¥ vy
Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Meningkatnya Kualitas Meninglatnya Meningkatmya
Akuntabilitas efisiensi dan kualitas tata kelola kapasitas kelembagaan kualitas kebijakan dan integritas pegawai Layanan internal dukungan kompetensi Aparatur Layanan Hukum dan afektivitas kuantitas dan
Kinerja efektivitas T — fdan ketatalaksanaan penegakan Kejaksaan RI manajemen dan Kesehatan Kejaksaan RI Hubungan Luar Megeri pelaksanaan kualitas sarana dan
_ isial i
i naan Kejaksaan R hukum st tugas dan fungsi prasarana yang
Keppkszan®l p':ww WTI: - K- Ind=ks sistem merit IK: Indie ks keepuiasan layanan IK: Indeks kesesuzizn K. Indeks kepuzsan Kejaksaan TR T
1K- Wil SAKIE Kejaksaan I Milzi Evaluasi IK: Indeks Kuzlitas IK: Persentase kecukupan, dukungan internal komnpetensi sather Kejaksaan atas berbasis Tl Kejaksaan R
Kej 1 IK: Indeks Kelembagzan Febijakan kesesuaian, dan manajemen Kejaksaan {competency fit index) lzyanan hukum
IK: NKA Kejaksaan Pengelolzzn Aset IK: Tingkat kepatuhan IK: Indeks pengembangan SDM 1K= Tinghat kepuasan aparztur Kejzksazn Rl IK: Indeks kepuasan IK: Persentase IK: dan prasarana
1K: Indeks tata satuan kerja terhadap Refarmasi hukum Kajakszan Stakeholder terhadap Rumah IK: Persentazs sparatur institusi mitra lusr negeri digitaliszsi Kejaksaan RI
Kelols Pengadaan __standar operasional |K: Imdeks Profesionalitas Sakit Adhyaksa, Klinik yang memiliki terhadap kuslitas kerjs Pproses bisnis inti
C\- prosedur S0M Adhvyaksa, dan Fasilitas sertifikasi kompetensi sama kelembagzan Kejaksaan Rl
-y -L Kesehatan Yustisial lainnya sesusi jsbatan Kejakszan Rl
Kinerja Taktikal + 1.
(mmes Meningkatnya jumlah gedung kantor, rumah negara, kendarzan

Meningkatnya kualitas Tata Kelola
Organisasi UKE | Kejaksaan yang
tepat fungsi

Meningkatnya
keberhasilan pengelolaan

Meningkatnya kualitas Tata Kelola
Organisasi Kejaksaan yang tepat

Meningkatnya kegiatan analisis kebutuhan dan penatausahaan jabatan, operasional, dan fungsional, perangkat pengolah data dan

komunikasi, perlengkapan dan fasilitas perkantoran yang memadai

barang milik negara, pengadaan barangfjasa, dan pengelolaan
barang milik negara di lingkungan Kejaksaan Rl

aset UKE | Kejaksaan R1 fungsi

IK1: Persentass gedung kantor yang direhabilitas
IK2: Persentase rumah negara yang direhabilitas
IK3: Persentase pembangunan gedung kantor satuan kerja vang barng

IK1: Persentase jumlizh satusn kerja yang telah melaksanakan [K1: Presentase jumizh IKL: Persenitzse Penyelesaian IK1: Persentase implementasi RB

inventarisasi barang milik negara Barang Milik Negara [BMM) Restrukturisasi Organizasi UKEI berdasarkan Realiszsi Rencana ap . o N b
=" - - . ome - ; y : Parsentase pembangunan rumah nagars baru
IK2: Persentase layanan analisis kebutuhan dan penatausahaan siap pakai. K2: Tingkat Realisasi Rencana Aksi Aksi RE Tematik IKS: Parsentase pengadaan mobil jahatan dan operasional

RB Generzl Kejaksaan Rl

IKE: Persentass pengadaan mabil tshanan dan mabil fungsional lainnya
IK7: Persentase pengadaan sepeda motor dinas
IKE: Persentase pengadsan perangkat pengoelah dats dan komunikasi

IK9: Persentase pengadaan perlengkapan dan fasilitas perkantoran
IK10; Persentase terpenuhi sarana) prasacana intelijen dan penegakan hukum

barang milik negara sesusi 5LA

I3 Persentase layanan pengadaan sesuai SLA

IE4: Persentase layanan pengelolaan barang milik negara sesuai LA
IK5: Persentase layanan perkantoran sesuai SLA

e il GreGCEEEEEEEEE R

Kinerja
‘Operasional Tersedianya layanan tata Kelols organisasi yang
Tersedianya layanan Manajemen BN berkualitas Tersedianya layanan tata Kelola onganisasi UKE Tersedianya layanan Manajem en BMN
) internal yang berkualitas | yang berkualitas interinal yang berkualitas
Y _ 0O1: Layanan arganisasi dan tata Kelola internal
= O1: Layanan pengadian 02: Dokumen evakiasi FB San pelayanan pubik 01: Layanan organisas dan tata Kelals internal O1: Layganan pengadaan

0Z: Layanan BMN
0% SosialisasiBimtek LPEE

0Z: Layanan Birakrasi reformasi
03F: Dokumen evaluasi BB dan pelayanan public

02 Layanan BWN

03: Layanan Umum

04: layanan perkantoran
05: Sasialisasi/Bimtek LPSE

03: Rekomendasi kebijakan penguatan fungsi peauntut
umurm sebagai pengendali perkata dan penuntut Tunggal
[derminus litis)

04d: Rekamendasi kebijakan peningkatan SOM Kejaksaan
05: Rekomendasi kebijakan pelaksanaan statistik oriminal
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Level Kinerja
Miner 1. Terwujudnya kelembagaan hukum 2. Terwujudnya efektivitas penegakan 3. Terwujudnya efektivitas 4, Terwujudnya tata kelola organisasi
nerfa Strategis - . - .
Saktor yang transparan dan adil hukum dan keadilan melalui transformasi pelaksanaan kewenangan Advocaat yang optimal, transparan dan
(ntermediate sistem penuntutan Generaal akuntabel
Dutcome) *  |K1: Indeks persepsi publik R
*  IKl:Persent kat . - i . B 3 ki :
tarhadap citra Kejakszan Rl erse _EEED'EHIHE an IK1: Tingkat afektivitaz IK1:Indeks reformasi bII'CIE(IESI .
pengendalian perkara pelaksanzan kewenangan *  IKZ2:-Tingkat penerapan etika profesi
*  IK2: Tingkat keberhasilan kegiatan dan Advocast Generzsal jaksa
operasi intelijen penegzkan hukum
*  IK3:Tingkat keberhasilan pemulihan zs=t
negara
[Kinerfa Strafegis
& A r
I| "Meningkatnya Meninghkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatmya Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Meninghkatnya Meningkatnya
Akuntabilitas efisiensi dan kualitas tata kelola kapasitas kelembagaan hualitas kebijakan dan integritas pegawai Layanan internal dukungan kompetensi Aparatur Layanan Hukum dan efektivitas kuantitas dan
Kinerja efektivitas aset dan sarpras dan ketatalaksanaan penegakan Kejaksaan RI manajemen "‘L’:I‘n':“’""“" Kejaksaan RI Hubungan Luar Negeri P sarana dan
Kejaksaan Rl naan rikant; Kejaksaan RI haukcum, st tugas dan fungsi prasarana yang
: “:IT;?IF“’“ ::]EIHSJ::IE:l IK: Indeks sistem merit IE: Indeks ke puasan layanan IK: Indeks kesesuaizn IK: Indeks kepuasan Kejaksaan mendukung Kinerja
IK: N_ilaiSAKIP Kei § IK: Nilai Evaluasi IK: Indelf_sl(ualitas 1K= PErserrtasl_EkEcukupm, ’ dukungan intemal hjmpe‘nens? satker Kejaksaan atas berbasis Tl Kejaksaan Rl
K 1 IK: Indeks Kelembagaan Kebijakan kesezuaian, dan manajemen Kejaksaan |competency fit index) layanan hukum
IK: NKA Kejaksaan Pengelolaan Aset IK: Tingkat kepatuhan 1K: Indeks pengembangan S0M 1K: Tingkat kepuasan aparstur Kejskszan RI IK: Indeks kepuasan IK: Persentase |K: dan prasarana
1K: Indeks tats satuzn kerja terhadap Reformasi hukum Kejaksaan Stakeholder terhadap Rumah IK: Fersentase aparatur institusi mitra lusr negeri digitalisasi Kejaksaan Rl
Kelola Pengadaan standzr operasional IK: Indeks Profesionalitas Sakit Adhyakea, Klinik yang memiliki terhzdap kualitas kerjz proses bisniz inti
prosedur SDM Adhyaksa, dan Fasilitas sertifikasi kompetensi samakelembagazn Kejaksazn Rl
L Kesahatan Yustisial lsinmya sesuzi jabstan Kejzksaan Rl

[Kinerja Taktikal

Meningkatnya kualitas
layanan harmonitasi regulasi
dan hubungan luar negeri
Kejaksaan Rl

Meningkatnya Kegiatan Pembinaan dan
Pengelolaan Kepegawaian di Kejaksaan Rl

Meningkatnya keculupan dan
kesesuaian SDM Kejaksaan RI

Berkurangmya pengaduan
Masyarakat terhadap
5DM Kejaksaan Rl

Meningkatnya kualitas
pengelolaan dan
pengembangan SDM
Kejaksaan Rl yang efektif

Meninglatmya pelaksanaan kegiatan pelayanan penyusunan rancangan peraturan

perundang-undangan, pertimbangan hukum, kerja sama dan hubungan luar negeri
serta perpustakaan dan dokumentasi hukum dan kerja sama hubum

IK1: Persentase layanan umum
kepegawaizn sesuai SLA

IK2: Persentase layanan pengembangan
kepegawaian sesuai SLA

IK3: Persentase layanan kepangkatan dan
mutasi kepegawaian sesuai SLA

IK4: Persentase layanan pemberhentian
dan pensiun sesuai SLA

1K1: Tingkat Kecukupan Personel
Jaksa

1K2: Tingkat kesesuaian
pengelolaan 500 Jaksa

1K2: Tingkat kesesuzian
kompetenzi pegawai terhadap
persyaratan kompetensi jabatan

IK1: Persentase SDM
Kejaksaan yang dijatuhi
hukurnan disiplin

IK1: Persentase layanan penelazhan, perancangan perundang-undangan dan
pertimbangzn hukum sesusi SLA (Service Level Agreesment)

IK2: Persentase layanzn kerja sama hukum dzn hubungan luar negeri sesusi SLA

IK3: Persentaze layanan perpustakaan dan dokumentasi hukum sesuai SLA

IK4: Persentase lzyanan hukum pada perwakilan Kejzkszan Rl di luar negeri seswai 5LA
IK5: Persentase layanan perkantoran perwsakilzn Kejaksaan Rl di luar negeri sesuai SLA

K1: Persentase regulasi yang
berhasil ditetapkan/ diszhkan
IK2: Persentase keberhasilan
terjzlinnya kerjasama
internasional dan antar

lembagz

KL Tingkst Pengembangan
Kapsasitas perzonil Jakss
K2: Persentase SDW
Kejzksaan Rl yang telzh
miemiliki sertifikat sesuai
standar kompetensi

Kinerja
‘Dperasional

Tersedianya layanan hukum dan hubungan luar ngeri yang

berkislitas Tersedianya layanan harmonisasi

regulasi dan hubungan luar ngeri yang
berkualitas

Tersedianya layanan Kepegawaian yang Tersedianya layanan
pengembangan SDM yang

berkualitas

berkualitas

01: Layanan hukum
02: Layanan penelzahan, perancangzn perundang-undzngan
dan pertimbangzn hukurn

03: Layanan kerja sama hukum dan hubungan luar negeri
04: Leyanan perpustaksan

05: Layanan dokumentasi hukum

06: Layanan Tata Usaha

OL: Layanan umum kepegawaian

02: layanan pengembangan kepegawaian
03: Layanan kepangkatan dan mutase
kepegawaian

04: Layanan pemberhentizn dan pension
05: Layanan Manajemen SDM

01: Layanan hukum
02: Layanan kerja sama hukum dan
hubungzn lusr negeri

03: Pengukuran Indeks kepuzsan
La;an?n hukum dan kerja zama luar

O1:layanan pengembangan
kepegawaizn
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Lewel Kinerja

3. Terwujudnya efektivitas

4, Terwujudnya tata kelcla organisasi

1. Terwujudnya kelembagaan hukum 2. Terwujudnya efektivitas penegakan

::;2: Stratagis yang transparan dan adil hukum dan keadilan melalui transformasi palaksanaan kewenangan Advocaat yang optimal, transparsn dan
{Intermedisre tistem penuntutan Generaal akuntabal
Outoome) ] |K1'-.IT:|‘S'P'?“9P5:‘PU‘]“;J = IKl:Persentase peningkatan *  IK1: Tingkat efektivitas = IK1:dndeks reformasi birokrasi
terhadap citra Kejaksaan pengendalian perkara pelaksanaan kewenangan = IKZ:Tingkat penerapan etika profesi
= |K2: Tingkat keberhasilan kegiatan dan Advocaat Generaal jaksa
operasi intelilen penegakan hukum
= |K3: Tingkat keberhasilan pemulihan aset
negara
Kinerja Strptegis r
ubselktol 4 v ¥ ¥ v v ¥ A
Meningkatnya Maningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Kualitas Meninghatnya Maningkatnya Kualitas Meningkatny M mya
Akuntabilitas efisiensi dan kualitas tata kelola kapasitas kelembagaan kualitas kebijakan dan integritas pegawai kompetensi Aparatur Layanan Hukum dan afektivitas kuantitas dan
Kinerja efektivitas asat dan sarpras dan ketatalaksanaan penegakan Kejaksaan RI Kejaksaan R Hubungan Luar Negeri pelaksanaan kualitas sarana dan
Kejaksaan RI penggunaan perkantoran Kejaksaan RI hukum TP B A e W el bacaan Wl;:;z“ﬁ:ﬂi mmi:kf::r:k
1K: Nilal SAKIP :'"' e Ksjalanan # IK: Nilai Evaluasi IK: Indeks Kualitas || 1k: Persentase kecukupan, || a!,;:alm:s ke":i,'n’f:ml kompetens| satker Kejaksaan atas berbasis TI Kejaksaan RI
Kejaksaan = 1K Indeks kelembagaan Kebijakan kesesualan, dan mmm:‘:;.am‘m {competency fit index) layanan hukum
IK: NKA Kejakssan Pengelolaan Aset 1K: Tingkat kepatuhan IK: Indeks pengembangan SDM 1K: Tingkat kepuasan aparatur Kejaksaan Ri IK: Indeks kepuasan IK: Persentase IK: dan prasarana
1K: Indeks tata satuan kerja terhadap Reformasi hukum Kejaksaan Stokehotder terhadap IK: Persentase aparatur Institusi mitra luar negeri digltalisasi Kejaksaan RI
Kelola Pengadaan standar operasicnal IK: Indeks Profesionalitas Rurmiah Sakit Adhyaksa, yang memiliki terhadap kualitas kerja proses bisnis inti
prosedur SOM Kiinik Adhyaksa, dan sertifikasi kompatensi sama kelembagaan Kelaksaan Ri
Fasilitas K::e:::n ustisal sesual jabatan Kejaksaan R
1

Meminghatiya kegiotan pelayanan ketatansabasn taksa Agurg. Wakil IMernbngkatinga keglatan dukungan manajemen dan Meningkatrys kualitas

Meningkatmys Meninghatnys Maninghatnya kualitas Meningkatnya kuslitas X
- g laksa Aguang, Stal Ahl, tata ussha pimpinan, Protokol dan Keamanan 3 s e Kol
kualitas ASN kualitas layanan ainsirywoan [l Beyuene mansjsee fayanan dukungan Febboy iyt st e R évhs reseros e e e [eea T PuN Kokt
n 2 ]
Ke]::ur:m::ng lﬁ_l:kn:.n o |i:':klt':“:ln = pen uda::;l' : |h|k:n:::l:[m::f:.n RI il Kefaksaan Tinggl, Kejaksaan Negerl, dan Cabang
: b M IK1: Persentaso layanan tata usaha pimpinan sesuai SLA Kejaleaan Negeri IK1: Persentase sather
PR Kejaksaan RI Kejaksaan RI Lingkungan Kejaksaan RI Wi idakiia 12 Persentase layanan prosokol tin pEngamEnEn pmpnen s L yang melaksanakan survei
K1: Indeks + MR REpuasEn 113z Persentuse liyanen keamanan dalam sesus SLA 1K1: Persentase layanan dukungan managamsan i
Kepuasan 1K1: Indeks 1K1: Indeks 1K1: Indeks Kepuasan Pegawai terhadap 1Kke P wiatins s Lirysru ke kil chas Doinl sy sl LA Esolon | tasual SLA kepuasan layanan publik
Pegawai terhadap Kepuasan Pegawal Kepuasan Pegawai Pegawal terhadap Layanan dukungan IKS: Persentase layanan prasarana sarana, dan rmah tangga sesual 5L IK2: Persentase layanan dukungan satker IK2: Indeks kepuasan
Layanan terhadap Layanan terhadap Layanan Layanan manajemen manajemen Satker UKE | IR IAErRNURFE Iyaran EEIGIUGH SR 3L0 Ik3: Parsentase layanan pemelibaraan dan layanan publik Kejaksaan
Manajemen ASN kevangan Biro Umum Barang Milik Negara dan - — implementasi sistesn informasi pada seluruh satker "l
: 1 i Pengadaan Kejgksagn Al sesual LA 4 =
] e ] Taields el CHte 0 MEE R4 gy [0t 4 S Lo il et o b s 100 (o e e e e e e e | e persantase layanan perkantoran sesuai SLA Elet e, = ginine
Kinerja
DOperasional Tersedianya layanan intermal UKE | yang berkualitas
Tersedianya lvyanan patilil

Tersedianya layinan tala
usatia plmpinan yang
beskiialitas

Tersedianyn layanan
Manajemen BMN

Terseddianya layanan
mum yang

berkualitas

011! Layanan Organisasi dan Tata kelola intemal
D2: Layanan Umam

03: Layanan Data dan infoemast

04: Layaran Perkantoran

Koejaksaan yang berkualitas

Tersedianya layanan
Manajemen SO0 yang

O1: Layanan Organésasi dan Tata kelola internal
02 Layanan Umsm
03: Layanan Data dan infiormasi

Itemal yang
berkalitas

01 Penguiuran indeks
Kepuasan layanan publik

beskualitas

OL: Layanan Manajemen

| Ot Layanan Urrum

01 Lavganan keuangan OFL: Layandn umim : :

Manajeman SO D2: Pengelalaan PNEP 0:2 Layanan Sarana 0f: Layanan BMN E, g::::: ﬁmﬁ:ﬂn L 02: Layanan perkantoran g:: L“g:‘;‘ :::;ami:"t::nal

02 layanan Kejaksaan Internal 02 Layanan O7: Layanan Pemantauan dan Evahuas ' Lo dan B

pengembangan 03: Layanan perancanaan 03: Layanan Pengadasn 08 Layaran Manajemen Keusngan Cf Liyonan Peresenadn dus Pegangracn -

kepegamwaian dan pengaggaran preasarana Internal 03 50s/alisasi/Bimtek 0r3: Layanan BMN D?._ Leyanan Pemantauan dan Evaluasi P @Crnss—cmtmg
LPSE Ok Pengukuran Indisks kepuassn Layanasn dukurgan manajemen 08: Layanan Manajemen Keuargan

| 0% Layanan EMN
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Lewvel Kinerja
Kinesi 1. Terwujudnya kelembagaan hukum 2, Terwujudnya efektivitas penegakan 3. Terwujudnya efektivitas 4. Terwujudnya tata kelola organisasi
merja Strategis ~ - - - ~
Sektor yang transparan dan adil hubkum dan "_EBdlh"mEIE"U' transformasi pelaksanaan kewenangan Advocaat yang optimal, transparan dan
({intermediote sistem penuntutan Generaal abuntabel
Qutcome] l:fh;':j:':k;ﬁ?iﬂﬂ;ﬁ';‘. " IKL:Persentase peningkatan *  IK1: Tingkat efektivitas *  IK1:Indeks reformasi birokrasi
pengendalian perkara pelaksanzan kewenangan *  |KZ:-Tingkat penerapan etika profesi
*  |K2:Tingkat keberhasilan kegiatan dan Advocaat Generazl jaksa
operasi intelijen penegakan hukurm
*  |K3:Tingkat keberhasilan pemulihan as=t
negars
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— L e T e e L T
Kinerja Strafegis
Suhepktnr Y h 4 r k4 h 4
Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Meningkatnya Kualitas Meninghatnya Meninglatnya
Akuntabilitas efisiensi dan kualitas tata kelola kapasitas kelambagaan kualitas kebijakan dan integritas pegawai Layanan internal dukungan kompetensi Aparatur Layanan Hukum dan efektivitas kuantitas dan
Kinerja efektivitas aset dan sarpras dan ketatalaksanaan penegakan Kejaksaan RI m"'km:::::;:mhn“ Kejaksaan Rl Hubungan Luar Negeri pelaksanaan kualitas sarana dan
Kejaksaan RI penggunaan perkantoran Kejaksaan Rl hukum . tugas dan fungsi prasarana yang
— Enggaran Kejaksaan Rl . . - _ 1K= Indeks zistam merit 1K Indeks kepuasan ayanan IK: Indeks kEEES%'HIan K |I'IdEk._'i kepuazan Kejalesaan mendukung Kinerja
1K: Milai SAKIP Kei IK: Milzi Evaluasi IK: Indeks Kualitas IK: Persentase kecukupan, dukungan intemsl kompetensi satker Kejaksaan stas berbasiz Tl Kejaksaan RI
Kejakssan - IK: Indeks Kelembagaan Kebijakan keseszuaizn, dan manajemen Kejaksaan [competency fit index) layaman hukum
1K: MKA Kejakszan Fengelolasn Aset IK: Tingkat kepatuhan IK: Indeks. pengembangan SO 1K Tingkat kepuasan aparatur Kejaksaan Rl IE: Indeks kepuasan "‘_:3 _PEl'_SEH:tESE IK: dan prazzrana
IK: Indeks tata sztuan kerja terhadap Refarmazi hukum Kejaksaan Stakeholter terhadip IK: Persentase aparatur institusi mitra luar negeri digitalizzsi Kejaksaan Rl
Kelolz Pengadazn standar operasional 1K: Indeks Profesionalitas Runiah Sakit Adhiyaksa, Klinik wang memiliki terhadap kualitas kerjz proses bisniz inti
prosedur SDM Adhyaksa, dan f“'"‘“_ sertifikasi kompetensi sama kelembagazan Kajaksaan Rl
Kesshatan Yustisial lainnya .. -
sasuai jabatan Kejak=aan Rl I
Kinesja Taktikal h,
fimmediate Gutcome) Meningkatnya kegiatan pengelolaan Meningkatiya Meningkatnya kualitas daa Statistik Kriminal ghatnya kua Bt
data, statistik kriminal serta pengembangan dan Kejaksaan Rl ola ad fstras
penerapan dan pengembangan pemanfaatan Sistem pENINganan p berbasis
tekenalogi informasi Teknologi Informasi IK1: Indeks kuzlitas data Kejaksaan R aknolog .
Kejaksaan Rl 1K2: Indeks penyelenggaraan statistik sektoral
IK1: Persentase lzyanan pengelolaan 1K: Persentase s=tuan kerjz yang telah menerapkan 1K1: Indeks IK1: Indeks kepuasan
datz dan statistik kriminal IK1: Perzentase Satuan Kerja SPPT-TI dengan dengan kualitas dats yang berhasil Kematangan pengguna internzl terhadap
IK2: Persentase layanan penerapan dan yang Menggunaksn CME dipertukarkan dengan Lembags Penagak Hukum (LPH) Keamanan Siber sistern administrasi perkara
pengembangan teknologi informasi dalzm rangka Impementasi lzinnya terhadap datz shahih sebesar minimal 70% Kejaksaan Rl berbasis TI
sesuai SLA (Service Level Agreement) SPFT-TI 1K3: Tingkat keberhasilan penyelenggaraan tata kelola
IK3: Persentase lzyanan perkantorsn IK2: Indeks Pemerintah sistemn Satu Dsta Kejaksaan
zesuai SLA Digital
Kinerja I I
‘Operasional
Tersedianya layanan data statistik kriminal yang berkualitas
1 Lavanan data dan informasi
02: Kebijakan Tata Kelola Pemdi
03:Pengelolaan dan pemelibarasn Sarama TIK
0d: Layanan Umuwm
05 Lawanan Sarana Internal
06: Layanan Perkantoran 8

O7:Pengukuran Indeks kepuasan pengguna intermal
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Level Kinerja
Minetja Strategis 1. Terwujudnya kelembagaan hukum 2 Te"“-"-'j'-'d"'l"f' e[ektivita.s penegakan . 3. Terwujudnya efektivitas 4. Terwujudnya tata kelola organisasi
Sektor yang transparan dan adil hukum dan keadilan melalui transformasi pelaksanaan kewenangan Advocaat yang optimal, transparan dan
{intermediate sistem penuntutan Generaal akuntabel
Outcome) l::&;l:?;g:rf{:;sg:?:l . II(J:F‘ersenTasE peningkatan *  IK1: Tingkat efektivitas *  IK1l:Indeks reformasi birokrasi
pengendzlizn perkara pelaksanazn kewenangan *  IKZTingkat penerapan etika profesi
*  |K2:Tingkat keberhasilan kegiatan dan Advocast Generaal jaksa
operasi intelijen penegakan hukum
*  |K3:Tingkat keberhasilan pemulihan asst
negars
___________________________________________________________________________________________________ N A | S —————— E—
Kinerja Strafjegis
Subsekior ¥ v ¥
Meningkatnya Meninghatnya Meninghatrya Meningkatnya Meningkatrya Meninghkatnya Kualitas Aol Meningkatnya Meningkatnya Kualitas Meninghkatnya Meningkatnya
Alkuntabilitas efisiensi dan kualitas tata kelola kapasitas kelembagaan kualitas kebijaian dan intagritas pegawai G L TR kompetensi Aparatur Layanan Hukum dan efektivitas kuantitas dan
Kinerja efektivitas aset dan sarpras dan ketatalaksanaan penegakan Kejaksaan Rl manajemen dan Kesehatan Kejaksaan Rl Hubungan Luar Negeri pelaksanaan kualitas sarana dan
Kejaksaan Rl naan rkantoran Kejaksaan Rl LT tugas dan fungsi prasarana yang
= — pi'_:m ::jaltsaan Rl El. - - . IK: Indeks sistem merit 1K Inceks kepusan Eyanan IK: Indeks kesesuzian IK: Indeks kepuazan Kejaksaan mendukung Kinerja
IK: Nilai SAKIP Kejaksaan IK: Nilai Evaluasi IK: Indeks Kuslitas IK: Persentase kecukupan, dukungan internal kompetensi satker Kejaksaan atas barbasis Tl Kejaksaan RI
Kejaksaan IK: Indeks Kelembagaan Kebijakan kesesuaian, dan manajemen Kejaksaan [competency fit index) layaman hukum
1K= NKA Kejaksazn Pengelolaan Asst IK: Tingkat kepatuhan IK: Indeks pengembangan S0k IK: Tingkat kepuasan aparatur Kejzksaan Rl IK: Indeks kepuasan ”si FEF_SE”_WSF‘- 1K dan prasarana
IK: Indeks tatz satuan kerja terhadap Refarmasi hukum Kejaksaan Stakeholder terhadap IK: Persentase aparatur institusi mitrzs lusr negeri digitzlisasi Kejaksaan Rl
Kelola Pengadazan standar operasional 1K Indeks Profesionalitas Runah Sakit Adhiyaksa, Klinik yang memiliki terhadap kualitas kerjz proses bisnis intd
prossdur DM Adhyaksa, dan Fasilitas sartifikasi kompetensi sama kelembagaan Kejakszan Rl

(immedigte

Meningkatnya kegistan strategi kebijakan penegakan hukum

IK1:Persentase layanasn pragram dan evaluasi sesuaiSLA
IK2:Tingkat ketepatan waktu penyampaian poran penyusunan dan pemberian rekomendasi kebijakan

terkait strategi kebijakan penegakan hukum, intelijen pidans, perdata, tata ussha negara, serta politik

hukum, pemearintahan dan pembangunan SO0 dalam bentuk palicy brief atau policy paper

IK3:Persentase layanan pengelolaan jurnal ilmiah Kejaksaan (The Prosecutor Law Review] sesuai SLA
IKd:Persantase layanan pembinsan kanyas tulis ilmiah {makalah) di lingkungan Kajaksaan Agung sesuai SLA
IK5:Persentase lyyanan penilaian karya tulis ilmiah {makalah) di lingkungan Kejaksaan Agung sesosi S04

Kesehatan Yustisial lsinnya

zesuai jabatan

Kejakszan RI

Meningkatnya keberhasilan

pernyusunan strategi kebijakan

penegakan hubkum

IK1:Persentase Capsian
Implementzasi Policy Brief untuk
Hzrmonisasi Kebijakan

IKE:Persantase layanan pemantauan dan evaluasi kebijakan strategis di bidang pensgakan hukum dslam
bentuk perjalanan dinas sesuai SLA
KT Persentase lyyanan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kejaksaan Rl sesuai SLA

Kinerja
‘Operasional

Ter sedianya layanan Strategi Kebijakan
Penegakan Hukum yang berkualitas

O1: Layanan Pemintauan dan Cvaluasi

0z
03

yanan karya tulis ilmiakh

yanan Jurnal ilmiah Kejakssan

Od: Pengu kuran Kepuasan Masyarakast

Tersedianya Rekomendasi Strategl Kebijakan

Penegakan Hukumyang berkualitas

1 Rekomendasi Strategi Kebijakan
Pensgakan Mukum

Tersedianya layanan Kesehatan

yustisial yang berkualitas

01: RS Adhyaksa

[}

vanan Kesehatan yustisial

O3 Layanan umum
O Layanan perkantoran
Q5: Pengukuran Hospitol Sofety Index

Meninghatmya kualitas penyelenggaraan kegiatan kesehatan yustisial

1K1: Jumlah Rumzah Szkit Adhyaksa yang seleszi pembangunan baru stau
pengembangan sarana prasarana Rumah 3akit Adhyaksa eksisting

|K2: Perzentaze pemenuhan target Indikator Mazional Mutu Pelayanan Kesshatan
di Rumah Sakit Adhyzk=a
|K3: Tingkat pemahaman para stakeholder terhadap tugas dan fungsi Puzat
Kesehatan Yustisial
|K4: Persentass pemenuhan Hospital Safety Index di Rumah Sakit Adhyskss

|IK5: Jumlah kegiztan pelayanan kessehatan yustisizl pada Rumah Sakit Adhyaksa,
Klimik Adkiyaksa, dan Fasilitas Kezehatan Yustizial lsinnya
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Lewvel Kinerja
Kirverja St " 1. Terwujudnya kelembagaan hukum 2. Terwujudnya efel:lmlzs peneg_alan 3. Terwujudnya efektivitas 4. Terwujudnya tata kelola organisasi
Seltor yang transparan dan adil hukum dan keadilan melalui pelaksanaan kewenangan Advocaat yang optimal, transparan dan
{imtermediate transformasi sistem penuntutan Generaal akuntabel
Dutcame)
*  IKL: Indeks persepsi publik *  [KL:Persentase peningkstan * 1K1 Tingkst sfektivitas *  IKL:Indeks reformasi birokrasi
terhadap citra Kejakszan Rl pengendzlizn perkara pelaksanaan kewenangan *  IK2-Tingkat penerapan etiks profasi
*  IK2:Tingkat keberhasilan kegiatan Advoraat Generaal jaksa
dan operasi intelijen penegakan
hukum
*  IK3:Tingkat keberhasilan
P
Kinerjs Strategis
Subsektor n 3
{intermediatte Meningkatnya Menguaimya pengendalian internal pemerintah Meningkatmya Integritas MEngl._latrwahlmln'aswmg
oul = = ratur Kejaksaan RI bersih, transparan, dan
teome Akuntabilitas Kinerja 1K 1: Milai Mzturitas Penyelenggaraan SPIP secara Apa = melayani

Kejaksaan RI terintegrasi pada Kejaksaan Rl IK: Indeks survei perilzku
Integritas Kejaksazn Rl

IK: Tingkat kepatuhan terhadzap
implementazi Zona Integritaz

1K: Opimi BPK

e e e ] l

[Kinerja Taktikal
immedicte Gutcore]

Meninglkatmya Terlaksananya pendampingan, Meninghkatnya kualitas pengawasan aparatur Meningkatmya kualitas

Meningkatnya Efektivitas

Meningkatnya kepatuhan Meninghatmya kegiatan

Meninglkatmya

terhadap pengelolaan penyelesaian hasil Pengendalian Internal Kejaksaan RI dukungan manajemen penguatan budaya evaluasi, dan penguatan Kejaksaan R pengawasan aparatur
keuangan dan tata kelola pemeriksaan keuangan L 3 dan dukungan teknis kerja integritas di implementasi Zona Integritas 3 ; - Kejaksaan oleh
- _ - _ - _ _ 1K1z P it e hasil bid _ _
pemerintahan Kejaksaan R Kejaksaan Rl 1L Milai rrﬁmmas. lainmya pada Jaksa lingkungan Kejaksaan menuju WBK/WEBM secara ke Eﬁ::i::?hn";z::ulralnp:sga\z:z:e;:s?ﬁ Kejaksaan Tinggi
peryelenggaraan Sistem Agung Muda Bidang R konsisten dan akuntabel di ea= Pkl
IK1: Persentase Batas IK1: Persentase Pengendzlian Intern Pemerintah ot e ) nidakiay iselezatkan ) IK1: Persentase temuan
Tertinggi Temuan Hasil Penyelessian Tindzk {SPIP) Kejakszzn RI IE1: Persentase Ilﬁmsergzse temuzn harstll:“pen;g:w‘:i;n hl:lhaang hasil pengawasan
Pemeriksaan BPK di Lanjut Hasil IK2: Manajemen Risiko Indeks (MR} IK1: Persentase layanan peryelesaizn kagiztan 1K1: Persentase unit kerja yang e a': ': aﬁ:ﬁ?&ﬂiuau:’mﬁ'm lusaikan aparatur Kejakszan olzh
Kejaksaan Rl Pameriksazn BFE di IK3: Indeks Efektivitas Pengendalian dukungan manzjemen pengustan budaya mendzpatkan pendampingan IE'EPEI:EI'IESE temuzn hasil peJrlgawasan bidang Kejzksaan Tinggi yang
Kejzkszan Rl Korupsi (IEFK) Ezelon | sesuai SLA kerja integritas di pembangunan Zona Integritss intelijen, tindzk pidana khusus, dan pidana militer berhasil ditindzklajuti/
1K4: Lewel K=pabilitas APIP IK2: Persentase layanan internzl Kejaksaan Rl “n'g berhasil d'rrindaldaiul;i.." diszlzssikan diseleszikan
perkantoran sesuai LA |E4: Persentase temuan hasil pengawasan bidang
------------------- -I---------------- e e ] e e e = ATV AN DTS dit et e = T ———
Kinerja
Operasicnal

Tersedianya layanan internal pengawasan yang berkualitas

Tersedianya layanan audit internal yang

Tersediamya hasil pengawasan yang Tersedianya layanan pengendalian 0: Layanan Organisasi dan Tata kelala internal berkualitas Tersedianya hasil
berkualitas internal yang berkualitas Oz Layanan Urmum PENEaWasan yang
0 Lvan an Diata dan Infarmisi 0: Leyenan auditintermal bidang kepegawaizan dan berkualitas
O Dokumen hasil pengawasan 0 Layanan hzanzjemen Risika O: Layanan Perkantoran pemulihan azst
. + . T 0 Layanan Sarana Intermal K . . . . . e
23 L_ayanan Pemantzuan Tindzak Lanjut 0 Layanan audit intermal - Layanen Perencanzan dan Penganggaran O: Layznan auditinternal bidang tindak pidana D._I.,ayananaudl? internal
Hazil Pengawazan 0 Layanan Pemantavan dan Evaluasi umum, perdats, dan tata usaha negara Kejaksaan Tingsi
0 Laryan an Banajiemen Keuangan Q: Layenan auditinternzl bidang intelijen, tindak
O Lasyanan BMN pidanz khuzus, dan pidana militer 10

0 Pengukuran Indeks kepuasan Layaran dukungan manajemen oL nan audit int=rnal bidzng keuangan




Level Kinerja

Kinerjas Strategis
Masional: Sasaran
Prioritas Masional
(Lttimote Dutcome)

Kinerja Strategis
Masional: Sasaran
Program Prioritas {PP)
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POHON KINERJA KEJAKSAAN RI - PENEGAKAN HUKUM DAN PELAYANAN HUKUM

PNT. Mempercepat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi, judi, narkoba & penyelundupan

1. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil,
dan tidak meamihak serta sistem politik yang fungsional

IK:Indek= pembangunan hukum
IK: Indeks Persepsi Korupsi
IK: Indeks Integritas partai politik

1. Terwujudnya regulasi yang
ailaptif dan taat ams, akses

keadilan yang merata, serta
masyarakat yang patut
ko

IE:Indeks Materi hukum
IK: Indeks Budaya Hukum

3. Terwujpudnya efektivitas dan
imtegrasi kebijakan bidang

2. Ternwujudnya lembaga dan

penegakan hukum yang
berintegritas, profesional,
transparan, dan akuntabel

penuntutan di Kejaksaan Rl dan
Jaksa Agung sebagail pengacara
negara

|K:Indeks Kelembagzan hukum

IE: Indeks Penegzkan Hukum 1K Persentase peningkatan

pengendszlizn perkara
IE: Persentase kecukupan,
kezssuziam, dan pengembagan
SDM Eejaksaaan

4. Terwujudnya sistem
antikorupsi dan anti pencusian
uang yang efektif serta
sistematif

|K: Persentase integritas nasional
IK: indeks perilabu anti korupsi
{IPAK)
|K: Indzks Efektivitas kinerjz
rezim anti pencucian uang

'

2. Terwujudnya birokrasi pemerintahan

yang adaptif dan melayani

IK: Indeks Reformasi Birokrasi Masional

v

¥

1. Terwujudmya
penyelenggaraan
manajemen ASN sesuai

IE:Indeks sistern merit ASN

kinerja rata-rata nazional

2. Terwujudnya tata 3. Terwujudnya
kelola pelayanan publik pemerintahan
yang efektif dan berbasis digitalisasi
akuntabel ‘Yang transparan,
inklusif dan efisien
IK:Indeks pelayanan publik
IK: Nilsi akuntabilitas IK-Indeks SPEE
nasional

1. Terwujudnya kelembagaan hukum
yang transparan dan adil

*  IK1: Indeks persepsi publik
terhadap citra Kejaksaan Rl

2. Terwujudnya efektivitas penagalan
hubum dan keadilan melalui
transformasi sistem penuntutan

*  |Kl:Persentzse peninghkatan
pengendalian perkara

*  IK1: Tingkat efektivitas
pelzksanzan kewenangan
Advocaat Generas|

3. Terwujudnya efektivitas
pelaksanaan kewenangan Advocaat

Generaal

*  |K2:Tingkat keberhasilan kegiatan
dan operazi intelijen penegakan
hiukum

*  |K3:Tingkat keberhasilan
permulihan aset negara

4. Terwujudnya tata kelola organisasi

yang optimal, transparan dan
akuntabel

IK1:Indeks reformasi birokrasi
IK2-Tingkat penerapan etika profesi
Jaksa




-310 -

Level Kinerja 1. Terwujudnya kelembagaan hukum Z-TETW“-FJd"W'Ef'EW\'_iﬂs PE“EEﬂﬁ_m_h“t““ 3. Terwujudnya efektivitas 4. Terwujudnya tata kelola organisasi
yang transparan dan adil dan keadilan melalui transformasi sistemn pEIaI:nmal "n"". angan yang optimal, transparan dan
Hinerja Strategis penuntutan h akuntabal
o IK1:Pe ingk dali
h . ) . :Persentazs peningkatan pengendalian . | i bi i
';:""‘“‘T“" *  IKL: Indaks persepsi publik perars PEMINERSLaN pangs + IKL: Tingkat efektivitas ::;';Td;ﬁ:mrma” b':,’:" i
Erome - : . -Tin, penerapan etika profesi
terhadap citra Kejaksazan Rl IK2: Tingkat keb ilan kegiatan dan pelzksanzan kewenangzan jokss
operzsi intelijen penegakan hukum Advocaat Generzal
163: Timgkat keberhzasilan pemulihan set
negars
T 0 0 0 0 0 0
Kinerja Strategis
Subsektor
(Irtermediatte
Dwteavme

Meningkatmya
Kualitas Layanan
Publik bidang
penegakan hukum

*  IKLindeks

kepuazan
lzyanan publik
bidang
pensgzkan
hukuwm

Meningkatnya
Pemahaman Hulum

Masyarakat yang
Memuaskan Pemangku

Kepentingan

*  IKL:Tingkst
Pemahaman Hukum
Masyarakat atas
Materi Sosialisasi
Hukurm

*  IKZ:Tingkat
Kepuasan Pemangku
Kepentingan
terhadap Layanzn
Lukumpenkum

Meninghatnya
Efektivitas Intelijen

penegakan hukum
Kejaksaan

Meninghatnya keberhasilan
penanganan Perkara Tindak Pidana
LUimum secara transparan,
akuntabel dan profesional

*  |KLl:Tingkat *  IK1:Tingkat keberhasilan
=fektivitas intelijzn penangznan perkara tindzk
penegakan hukum pidana umum yang diproses
Kejaksaan hingga pra penuntutan

*  |KZ: Tingkat keberhasilan
penangsnan perkara tindzk
pidans umum yang diproses
hingga penuntutzan

*  [K3:Tingkat keberhasilan

penangsnan perkara tindzk
pidana umum yzng berkekuatan
hukum tetap dan telzh
disksekusi

Meningkatnya penegakan
hukum yang yang adil,
humanis, proporsionzl, dan
efisien

IK1:Persentase
Penanganan Perkara
rmelzlui Mediasi Penal,
Dizkresi Penuntutan, dan
Dendz Damai

2

Meningkatnya kualitas sistem

penuntutan yang terintegrasi
dan transparan

IKL:Tingkat penanganan
erkara tindak pidana
umum yang terekam
dalam Case Monogement

System

Meningkatnya efektivitas
pemanfastan sarana dan

prazarana dalam mendukung
penegakan dan pelayanan hukum
dii Kejaksaan Rl

11: Tingkat utilisazi zarana dan

razzrana dalam mendukung
penegakan dan pelzyanan
hukum di Kejakszan RI
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Level Kinerja 1. Terwujudnya kelembagaan hukum P e I L L 3. Terwujudnya efektivitas 4. Terwujudnya tata kelola organisasi
yang transparan dan adil dan keadilan melalui transformasi sistem pelaknraal "n“ angan yang optimal, transparan dan
Kinerja Strategis penuntutan G akuntabel
- K1:Pe ingk: dali :
i | 1t atal . - i bl i
:;::::,::]’,m, *  IK1: Indeks persepsi publik pem';sen ase pening n pengendalian © KL Tingkat itas ::;_.I:d;::treformaﬂ bl:-‘::“ i
- : . -Tin, penerapan etika profesi
terhadap citra Kejakssan Rl 1€2: Tingkat keberhasilan kegiatan dan pelaksanzzn kewenangan iakez
operzsi intelijen penegakan hukum Advocaat Generazl
1K3: Timgkat keberhasilan pemulihan aset
negara
0 0 o 0 0 1 0
Kinerja Strategis
Subsektor
[Irtermediatte

Meningkatnya keberhasilan penanganan
perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana
perpajakan, tindak pidana kepabeanan, tindak
pidana cukai, tindak pidana yang menyebabkan

kerugian perekonomian negara, dan TPPU serta
pelanggaran HAM Berat secara transparan,
akuntabel dan profesional

IKL: Tingkst keberhasilan penanganzn perkars
tindzk pidana korupsi dan TPPU

IK2: Tingkzt keberhasilan penanganan perkara
tindzk pidana perpajzkan dan TPFU
IKZ:Tingkat keberhasilan penanganan perkara
tindzk pidana kepzbeznan dan TPPU
IK4:Tingkst keberhasilan penangznan perkars
tindzk pidana cukai dan TPPU

IKE:Tingkat keberhasilan penanganan perkara
tindzk pidana yang menyebabkan kerugian
perekonomizn negara dan TFPU

IK&: Tingkat keberhasilan penanganan perkars
pelznggaran HAM Barat

IK7:Tingkat keberhasilan pengendalian operasi
dalam penyelesaian penanganan perkara
tindzk pidana khusus

Meningkatnya keberhasilan
penyelamatan dan pengembalian

kerugian negara serta pembayaran
denda dalam penanganan perkara

tindak pidana khusus

* |K1: Tingkat keberhasilan

penyelamatan dan pengembalian

kerugian negara dalam penanganan
perkara tindak pidana korupsi dan

TFFU

* |K2: Tingkat keberhasilan

pembayaran denda dalam

penangznan perkara tindak pidana

khuzus lainmys dan TPPU
|Kepabeanan, Perpajakan, Cukai,
tindzk Pidana yang menyebabkan
kerugian perekonomian negara)

Meningkatnya keberhasilan
penyelamatan dan pemulihan

keuangan negara melalui @plur
perdata

* K1: Tingkat keberhasilan
penyelamatan keuangan negara
melzlui jalur perdata

* IK2: Tingkat keberhasilan
pemulihan keuangan negara
melzlui jalur perdata

Meningkatmya keberhasilan
penanganan Perkara Perdata dan

Tata Usaha Negara secara
transparan, akuntabel dan
profesional

* K1 Tingkat keberhasilan .

penangzsnan perkara perdata
melzlui jalur litigasi

* IK2: Tingkat keberhasilan .

penangsnan perkara perdata
melzlui jalur non-litigasi

* IK3: Tingkat keberhasilan .

penanganan perkara tata usahs
niegara melalui jalur litigasi

Meningkatnnya keberhasilan
penanganan
perkara koneksi indak pidana
korupsi, tindak pidana pencucian
uang, dan tindak pidana lain

1€1: Tingkat keberhasilan
penanganan perkara konsksitas
pada tahap penyelidikan

12: Tingkst keberhasilan
penanganan perkara konsksitas
pada tahap penyidikan

13- Tingkat keberhasilan
penanganan perkara koneksitas
pada tahap penuntutan

1€4: Tingkat keberhasilan
penanganan perkara koneksitas
wang telah dieksskuzi
IK5:Tingkat keberhasilan
pengembslizn Kerugian Negara
Perkara Koneksitas yang
dilimpahkan ke peradilan umum

Meningkatnnya keberhasilan
pelaksanaan koordinasi teknis

penuntutan yang dilakukan oleh
oditurat militer

*  |K1: Tingkat keberhasilan
pelaksanaan Kegiztan Koordinasi
Teknis [Assurance, Consultative,
Pencegahan Fraud, Monitoring
dan Evaluasi dan Pelzporan)
Tahap Penindakan

*  |K2-Tingkat keberhasilan
pelaksanaan Kegiztan Koordinasi
Teknis {Assurance, Consultative,
Pencegahan Fraud, Monitoring
dan Evaluzsi dan Pelzporan)
Tahap Penuntutan

*  |K3:Tingkat keberhasilan
pelaksanaan Kegiztan Koordinasi
Teknis {Assurance, Consultative,
Pencegahan Fraud, Monitoring
dan Evaluzsi dan Pelzporan)
Tahap Eksekusi, Upaya Hubkum
Luar Biasa dan Eksaminasi




Lewel Kinerja

Kinerja Strategis
Sekbor
{Intermediate
Outcome]

Kinerja Strategis
Subsektor
[irtermediaite
Outcome

1. Terwujudnya kelembagaan hukum
yang transparan dan adil

IKL: Indeks perzepsi publik
terhadap citra Kejakszan Rl

*  [K1: Tingkat keberhasilan
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2. Terwujudnya efektivitas penegalan hukum

dan keadilan melalui transformasi sistem
penumbutan

*  |K1:Persentaze peningkatan pengendalian
perkara

*  [K2:Tingkat keberhasilan kegiatan dan
aperasi intelijen penegakan hukum

*  [K3:Tingkst keberhasilan pemulihan aset
negara

Tenwujudnya pengelolaan
aset tindak pidana yang

Terselenggaramya pemulihan

aset yang terintegrasi

transparan, akuntabel, dan
maodem

kegiatan penelusuran asst * Kl:Tingkat efektivitas
* K2 Timgkst keberhasilan pengelalzan Rupbasan
perampasan aset hasil *  IKZ: Tingkat efektivitas
tindzk pidana . penyeleszian
K3 'I'lr.‘gka‘t Ineherh_as,lan penyelamatzn zset
pemulihan aset hasil tindak negara
pidana * IK3: Tingkst efektivitas
pengelolzan dats aset
negara berbasis
telnologi

3 Terwujudnya efektivitas
pelaksanaan kewenangan Advocaat

Generaal

*  IK1: Tingkat efektivitas
pelaksanzan kewenangzsn
Advocaat Generaal

4. Terwujudnya tata kelola organisasi
yang optimal, transparan dan
akuntabel

*  IKl:Indeks reformasi birokrasi
*  IKZI:Tingkat penerapsn etika profesi
Jeksz

Meningkatnya kualitas pelaksanaan

Advocaat Generaal dan Jaksa Pengacara
Megara

* [K1: Tingkat penjaminan kualitas
pengajuan pendapat teknis hukum
untuk permchonan kasasi lingkup
peradilan urmum, TUM, agama, dan
militer

Meningkatmya
keberhasilan
pelayanan hukum
dalam ranghka
pelaksanaan fungsi

Jaksa Pengacara
MNegara

* IK1: Indeks
Persepsi atas
pelayanan hukum

Meningkatnya Kualitas

Layanan Publik bidang
haukusm

* IKL: Indeks kepuasan
lzyanzn Publik
bidang hukum
{Layanan hukum
gratiz, konsultasi
hukum, bantuzn
Fiukurm,
pendampingan
hukum, dan
penyuluhan hukum)




-313 -

Level Kinarja
1. Terwujudnya kelembagaan hukum Z-Temmmnvaefehhf_insunegalﬁ_m_lmtum 3. Terwujudnya efektivitas 4. Terwujudnya tata kelola organisasi
Kinerfa Strategis yang transparan dan adil dan keadilan melalui transformasi sistem pelzksanaan angan yang optimal, transparan dan
Seltor penuntutan kewen h Advocaat akuntabal
(irbermediate
Ourtrame) o KL Indeks { publik *  IKl:Persentasze peningkatan pengendalian o IK4- Tinkst sfektivit *  IK1l:Indeks reformasi birokrasi
tEll‘-'Iantla dﬁxfl:;:n II!I perkars El-ak::laal'l km::s n * IK2:Tingkat penerapan stiks profesi
P ! +  IK2: Tingkat keberhasilan kegiatzn dan §d o] nEs jaksz
operzsi intelijen penagakan hukum vocas nerss
* K3 Tingkst keberhasilan pemulihan aset
negara
Kinerja Strategis Menii tva Pemaha Hubku
Subsektor Ma nl'Etm Me“:msn;npe:na:;ku Meningkatnya Efektivitas Intelijen
(intermediotte LA penegakan hukum Kejakszan
Dutcome Kepentingan
*  IK1: Tingkst Pemahaman Hukum * K1 Tingkat efektivitas intelijen
Masyarakat atas Materi Sozialisasi penegakan hukum Kejaksaan
Hukuwrn
*  IKZ:Tingkst Kepuazzn Pemangku
Kepentingan terhadzp Layanan
Lukumipenkum
Kinerja Taksikal Meningkatnya Pengetahuan Hukum Masyarakat
fimmediote Dutcome)
*  |K1:Tingkat Efektivitas Penerangan Hukum Masyarakat
*  |KZ:Timgkat Efektivitas Pemyuluhan Hukum Masyarakat
Kiterja Terlaksanany=s kegiatan penerangan hukum yang berkualitas, Terlaksananya kegiatan penerangan hukum yang
Operasicnal tepat sasaran, dan berkelanjutan. berkualitas, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
0 kegiatan penerangan hukum O Kegiatan penyuluhan hukum
0 Jumilah pesertz penerangan hukum O Jumlah masyarakat yang menjadi peserta
O Publikasi penerangan hukum di mediz maszz /media sosizl penmyuluhan hukum
0 Materi penerangan hukum yang tersedia secara daring (=- O Lzporan kegiatan penyuluhan hukum

learning, video edukasi, infografiz) O: Materi penyuluhan hukum
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Lavel Kinerja 1. Terwujudnya kelembagaan hukum e B 3. Terwujudnya efektivitas 4. Terwujudnya tata kelola organisasi
yang transparan dan adil dan keadilan melalui transformasi sistem pelaksanaan kewenangan Advocast yang optimal, transparan dan
Kinerfa Strategis penuntutan nga akuntabel
Sektor Generaal
{intermediote + IKL: Indeks persepsi publik *  IK1:Persentase peningkatan pengendalian  IKL: Tingkst efektivitas *  IKl:Indeks reformasi b-II'EIEUESi )
Gutcome} terhadap citra Kejaksaan Rl periara pelzksanzsan kewenangan *  IKZ:Tingkat penerapan etikz profesi
*  IKZ:Tingkat keberhasilan kegiatan dan jaksz
operasi intelijen penegakan hukum Advocaat Generazl
*  IK2:Tingkst keberhasilan pemulihan aset
negars
Kinerja Strategis
Subsekior
lintermediotte
DOuboome
L J
Meningkatnya Pemahaman Hukum
Masyarakat yang Memuaskan Pemanghu Meninghatnya Efeltivitas Intelijen
Kepentingan penegakan hulum Kejaksaan
*  IKL: Tingkat Pemahaman Hukum *  IK1Tingkat sfekrivitas intelijen
Mazyarakat atas Materi Sosizlisasi penegakan hukum Kejskssan
Hukurm
*  |KZ: Tingkat Kepuasan Pemanghu
Kepentingan terhadap Layanan
Lukumpenkum
e e e e
Kinerja Taktikal
fimmegiate Outcome) Meningkatnya keberhasilan Meningkatnya keberhasilan Meningkatnya keberhasilan Meningkatnya keberhasilan Meningkatnya keberhasilan
pelaksanaan kegiatanfoperasi pelaksanaan kegiatan/operasi pelaksanaan kegiztan/operasi pelaksanaan kegiatan intelijen di pelaksanaan kegiatan/operasi Meningkatnya kaordinasi antar
intelijen yang berkaitan dengan Intefijen yangz berkaitan dengan Intefijen yang berkaitan dengan bidang pengamanan intefijen yang berkaitan dengan institusi penegak hukum
bidang Ideologi, Politik, serta bidang sosial, Budaya, dan bidang ekonomi dan keuangan pembangunan strategis teknologi informasi dan produk
Pertahanan dan Keamanan Kemasyarakatan . intelijen
- *  IKL:Tingkat efektivitas ) II1: Tingkat efektivitas - I1: Jumlzh kegiatan
1K1: Tingkat efektivitas. * KL Tingkat ef\elc_tlwtas ) !:elal_(_sanaan k.eglata.nfuperam pelaksanaan kegiatan * 1K1 Tingkst e‘ﬁelc_tnnms ) koordinasi sntar institusi
pelzksanzzn Inegiataln,loperasi !:IEIalisanaan keglma!nfoperul intelijen yang berk,altan_ Pangamanan Pembangunan Fﬁﬁ‘f_ﬁﬁﬂaa" k«‘-‘glﬁtii_”fﬂpﬂfaﬂ penegsk hukum dalsm
intelijen yang berkzitan intelijen yang berkaitan dengan bidzng ekonomi dan Strategis intelijen yang berkaitan penanganan perkara
dengan bidang Idealogi, dengam bidang sosial, keuangan dengan teknologi informasi

Politik, zerta Pertahanan dan

budaya,dan kemasyarakatan

Keamanan

dan produk intelijen
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Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia ('

Level Kinerja
Meningkatnya Pemahaman Hukum
Kinerja Strategis Masyarakat yang Memuaskan Pemangku Meninghatnya Efektivitas Intelijen
Subsektor Kepentingan penegakan hulum Kejaksaan
[Intermediatte
Outcome * IKL: Tingkat Pamzhaman Hukum *  IKL:Tingkatefektivitas intelijen
Mazyarakat ataz Materi Sosizlizasi penegakan hukum Kejskssan
Hukum
*  |KZ: Tingkat Kepuasan Pemangku
Kepentingan terhadap Laysnan
Lukumpenkum
L 4 ¥ L 4 3
Kinerja Taktikal ) _ ) _ R R N i . .
{immediate Outcome) Meningkatnya keberhasilan Meningkatnya keberhasilan Meningkatnya keberhasilan Meningkatnya keberhasilan Meningkatnya keberhasilan
pelaksanaan kegiatanfoperasi pelaksanaan kegiatan/operasi pelaksanaan kegiatan/oparasi pelaksanaan kegiatan intelijen di pelaksanaan kegiatan/operasi Meningkatnya koordinasi antar
intelijen yang berkaitan dengan Intelijen yang berkaitan dengan Intelijen yang berkaitan dengan bidang pengamanan intelijen yang berkaitan dengan institusi penegak hukum
bidang ldeologi, Politik, serta bidang sosial, Budaya, dan bidang ekonomi dan keuangan pembangunan strategis teknologi informasi dan produk
Pertahanan dan Keamanan Kemasyarakatan . intelijen
- * IKL: Tingkat efiektivitas i + IK1: Tingkat efektivitas — * KL Jumish kegiatan
IKL: Tingkat efektivitas MI1: Tinghst efelc_ﬂmas . !:elal.t_sanaan kegata:nfaperasl pelaksanzzn kegistan * IR ﬂrngltatefelr_nmzs . koordinasi sntarinstitusi
pelzksanzzn kegiatan/operasi pelaksanzzn kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan Pengamznan Pembangunzn !:elalisanaan Iceglata_nfuperam penegak hukum dalzm
intelijen yang berkaitan intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan Strategis intelijen yang berksitan penanganan perkara
dengan bidang ldeologi, dengan bidang sosial, keuangan dengan teknologi informasi
Politik, serta Pertahanan dan budaya,dan kemasyarakatan dan produk intelijen

Keamanan

Terlaksananya operasi
intefijen khusus sesuai
kebutuhan dan perintah
operasi.

O Kegiatan/Operasi
intelijen terkait isu

Kinera
Operasional

Tersedianya informasi
intefijen yang akurat, tepat

waktu, dan relevan terkait
isu ideologi, politik,
pertahanan, dan
keamanan

0 Laporan intelijen terkait Ideologi, Politik, serta
isu ideclogi, politik, Pertzhanan dan
pertzhanan, dan Keamanan yang berhasil
keamanan yang dilaksanakan sesuai
dizampaikan tepat waktu rencana.

Tersedianya laporan hasil
operasi intelijen yang
dapat digunakan untuk
pengambilan kebijakan

2 Laporan intelijen yang
dirmanfaatkan dalam
prozes pengambilan
keputusan,kebijzkan oleh

O Rekomendasi intelijen

wang ditindaklanjuti alsh
instznsi/lembaga
pengguna.

pimpinzan,lembaga terkait.

Terselenggarama
koordinasi lintas lembaga
dalam pelaksanaan
operaz intelijen idang
ideologi, politik,
pertahanan, dan
keamanan.

: Koerdinasi/kerjasama
intelijen lintas lembaga

Terzedianya informasi
intelijen yang akurat, tepat
waktu, dan relevan terkait

yang dilaksanzkan untuk
isu idealogi, politik,
pertzhanan, dan
keamanan.

Terlaksanamya operasi
imelijen yang berkaitan
dengan bidang sosial,

Tersediamya laporan hasil
operasi intelijen yang
dapat digunakan untuk

Terselenggaramya
koordinasi lintas lembaga
dalam pedaksanaan

isu sosial, budaya, dan Budaya, dan pengambilan kebijalan operasi intelijen di bidang
kemasyarakatan Kemasyarakatan sesuai strategis. sasial, budaya,dan
kebutuhan dan perintsh i - kemasyarakatan
Oz Laparan intelijen terkait ramch 0: Laporan inteljen yang : T
isu sosial, budays, dzn dimanfaatkzn dalam O: Koordinasi intelijen
kemasyarakatan yang 0: Kegiatan/Operasi proses pengambilan lintas lembaga yang
dizampaikan tepat waktu intelijen terkait isu sosial, keputusan/kebijzkzn oleh dilaksanakan untukisu
budaya, dan pimpinzn/lembagz terkait. zosial, budaya, dan
kemasyarakatan yang O: Rekomendasi intelijen kemasyarakstan
berhasil dilaksanzkan yang ditindaklanjuti olsh O Kerjasama intelijen
sesuai rencana. instansi/lembagz lintzs lembaga yang
pEnEZuna. dilaksanakan untukisu
zosial, budaya, dan
kemasyarakatan
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Level Kinerja
Meningkatnya Pemahaman Hukum
Kiberja Strategis Masy yang M kan Pemangku Meninghkatnya Efektivitas Intelijen
Subsektor Kepentingan penegakan hukum Kejaksaan
{Intermediatte
Outcome *  IKL: Tingkat Pemahaman Hukum + IK1Tingkat sfektivitasintelijen
Mazyarakat ataz Materi Sosizlizasi penegakan hukum Kejaksaan
Hukum
*  IKZ: Tingkat Kepuasan Pemanghku
Kepentingan terhadap Leyanan
Lukurmpenkum
r Y r
Kinerja Taktikal Meningkatnya keberhasilan Meningkatnya keberhasilan Meninghatnys keberhasilan Meninghatnys keberhasilan Meningkatnya keberhasilan
{immediate Outcome) N ~ _ ~ _ _ _ .
pelaksanaan kegiatan/operasi pelaksanaan kegiatan/operasi pelaksanaan kegiatanfoperasi pelaksanaan kegiatan intelijen di peleksanzan kegistan/operasi Meningkstnya koordinasi antar
intalijenyang berkaitan dengan Intelijen yang berkaitan dengan Intelijen yang berkaitan dengan bidang pengamanan intelijen yang berkaitan dengan institusi penegak hukum
bidang ldeologi, Politik, serta bidang sosial, Budaya, dan bidang ekonomi dan keuangan pembangunan strategis teknologi informasi dan produk
Pertahanan dan Keamanan Kemasyarakatan o intzlijen
— — IKL: Tinghat efektivitas ) 11 Tingkat efektivitas — * KL Jumish kegiatan
*  IKL: Tingkat efek'll:wnas ) *  IKL: Tingkat efek'.l:mtas ) Felal:sanaan Iceglata.n,fclperam pelaksanaan kegiztan IK1L: Tingkat EfEk_m"lEE ) koordinasi sntar institusi
pelzksanaan kegmm_nfopemﬂ pelskzznaan kegistan/operasi intelijen yang berksitan Pengamanan Pembangunan _PE|3!=_S3”33" kEEWE_nfOPe'ES' penegak hukum dalzm
intelijen yang berkaitan intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonami dan Strategis intefijen yang berkaitan penanganzn perkara
dengzn bidang |declogi, dengzn bidang sosial, keuangan dengan teknologi informasi
Palitik, serta Pertzhanan dzn budaya,dan kemasyarakatan dan produk intelijen
Kezmanan
Kinet}s Tersedianya informasi Terlaksananya operasi edianya laporan hasil Terselenggaranya Tersedianya informa Terlaksananya operasi TE"EEdiE'_"fI'E laporan hasil T'E_'EEHE':'EEE'E“F
Operasional intelijen yang akurat, tapat intelijen khusus sesuai operasi intelijen yal koordinasi limas lembaga intelijen yang akurat, tepat intelijen khusus se: operasi intelijen yang koordinasi lintas lembaga

wakiu, dan relevan terkait
isu ekonomi dan keuangan

0: Laporan intelijen terkait

kebutuhan dan perintah
operasi.

O Kegiztan/Operasi

dapat digunakan untuk
pengambilan kebijakan
strategis.

isu ideologi, politik,
pertshanan, dzn

kesmanan yang rencans.

intelijen yang berhaszil
dilaksanakan sesuai

0: Laporan intelijen yang
dimanfaatkan dalam
prozes pengambilan

dizampaikan tepat waktu

keputusan/kebijakan oleh

pimpinan/lembazz terkait.

0: Rekomendasi intelijen
yang ditindaklanjuti oleh
instansiflembaga
PEMZELNS.

dalam pelaksanaan
operasi intelijen di bidang
ekonomi dan keuangan

0 Koordinasi intelijen
lintas lembaga yang
dilaksanakan untukisu

waktu, dan relevan terkait
isu pengamanan
pembangunan strategis

0: Laporan intelijen terkait
isu pengamanan

kebutuhan dan perintah

O: Kegiztan/Operasi
intelijen yang berhazil
dilaksanakan sesuai

dapat digunakan untuk
pengambilan kebijalkan

0: Laporan intelijen yang
dimanfaatkan dalam
prozes pengambilan

: pernbangunan strategis rencans.
ekonomi dan keuangan yang disampaikan tepat
0 Kerjasama intelijen wiaktu

lintas lembaga yang
dilaksanakan untukisu
ekonomi dan keuangan

keputusan/kebijakan oleh
pimpinan/lembagz terkait.
0: Rekomendasi intelijen
yang ditindzklanjuti oleh
instansiflembaga
pengguna.

dalam pelaksanaan
operasi imtelijan di bidang
pengamanan
pembangunan strategis

0: Koordinasiintelijen
lintas lembaga yang
dilaksanakan untuk isu

pengamanan
pembangunan strategis.
0: Kerjazsama intelijen
lintas lembaga yang
dilaksanakan untuk isu

pengamansn
pembangunan strategis.
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Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (%)

Level Kinerja
Meningkatnya Pemahaman Hukum
Kinerja Strategis Masyarakat yang Memuaskan Pemangku Meninglatnya Efektivitas Intelijen
Subsskeor Kepentingan penegakan hulum Kejaksaan
[intermediatte
Outcame * IKL Tingkat Pemahamszn Hukum + IK1Tingkat efektivitas inteljen
Mazyarakat ataz Materi Sosizlisasi penagakan hukum Kejakszan
Hukum
*  IKZ: Tingkat Kepuaszan Pemangku
Kepentingan terhadap Layanan
Lukumpenkum
r A 4 L r
Kinerjs Taktikal R . . . . . A i
{immediate Duteome) Meningkatnya keberhasilan Meningkatnya keberhasilan Meningkatnya keberhasilan Meningkatnya keberhasilan Meningkatmya l_;eha'hasllan .
pelaksanazn kegiatanfoperasi p 1azn kegi f i pelaksanaan kegiatan/operasi pelaksanaan kegiatan intelijen di pelaksanaan kegiatan/operasi IWeningkatriya kaordinasi antar
intelijen yang berkaitan dengan Intelijen yang berkaitan dengan Intelijen yang berkaitan dengan bidang pengamanan intefijen yang berkaitan dengan institusi penegak hukum
bidang Ideologi, Politik, serta bidang sosial, Budaya, dan bidang ekonomi dan keuangan pembangunan strategis teknologi informasi dan produk
Pertahanan dan Keamanan Kemasyarakatan intelijen
IKL: Tingkat efektivitas . . y IK1: Jumlah kegiatan
IK1: Tingkat efektivitas 1K1: Tingkat sfektivitas pelaksanaan kagiatan/operasi 1KL: Tinghet sfektivitas + KL Tingkst efektivitas B
pelzksanaan kegiatan/operasi pelaksanzzn kegiztan/operasi intelijen yang berkaitan |;elakjanaan I;Ema:in pelaksanaan kegiatanjoperasi penegak hukum dalam
intelijen yang berkaitan intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan s:;fani'l:nan embangunan intelijen yang berkaitan penanganan perkara
dengan bidang |dealogi, dengan bidang sosial, keuangan =E dengan teknalogi informasi
Politik, zerta Pertahanan dan budaya,dan kemasyarakatan dan produk intelijen
Keamanan
Kirerja Tersadianya sistem dan Tersedianya produk Terlaksananya operasi Terwujudnys mekanisme
Operasivnal aplikasi teknalogi intefijen berbasis teknologi intelijen yang STETEES SRS [T R

jaringan, dan produk
intefijen berbazis TI.

memanfaatkan teknobogi
relevan, dan tepat wakiu. informasi

infarmasi pendukung informasi yang akurat,

operasi intelijen.

0 Insiden keamanan
informasi intelijen yang
dapat ditamgani dalam
periode tertentu.

0: Produk intelijen
berbasis Tl yang
dimanfaatkan oleh
pimpinan/instansi

O Produk intelijzn
berbasis T1 {laporan,
analisis, rekomendasi)
yang dihasilkan.

O Sistemzplikaszi TI
intelijen yang
dipelinarz/dikembangkan,
dicperasionalkan

0 5DM intelijen yang
dilztih/tersertifikasi dalam
pemanfzatan TI untuk
operasi intelijen.

0 Laporan intelijen PengguUna.
berbasis Tl yang O Kegiatan/ operasi
diszmpaikan tpat waktu. intelijen berbasis Tiyang

berhazil dilak=zanakan
sesuai rencana.
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Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (%)

Lewel Kinerja
Meningkatnya Pemahaman Hukum
Kinetja Strategis Masyarakat yang Memuaskan Pemangku Meningkatmya Efektivitas Intelijen
Subsektor Kepentingan penegakan hukum Kejaksaan
{Intermediatte
Outeame *  IKL:Tingkat Pemzhaman Hukum * IK1Tingkat efekuivitas intelijen
Mazyarakat atasz Materi Sosizlizasi penegakan hukum Kejaksaan
Hukum
*  IK2: Tingkat Kepuasan Pemangku
Kepentingan terhadap Layanan
Lukumpenkum
r r ¥ Y L
Kinerja Taktikal - } - - - i . . N .
{immedierte Duteoie) Meningkatnya keberhasilan Meningkatnya keberhasilan Meningkatnya keberhasilan Menngllamya_ lnebe_rhaﬂ_l.an ) Meningkatnya Ifeberhasnan )
pelaksanaan kegiatan/operasi pelaksanaan kegiztan/cperasi pelaksanaan kegiztan/operasi pelaksanaan kegiatan intelijen di pelzksanzan kegiztan/operasi Meningkatnya koordinasi antar
intelijen yang berkaitan dengan Intelijen yang berkaitan dengan Intelijen yang berkaitan dengan bidang pengamanan intelijen yangz berkaitan dengan institusi penegak hukum
bidang Ideologi, Politik, serta bidang sosial, Budaya, dan bidang ekonomi dan keuangan pembangunan strategis teknologi informasi dan produk
Pertahanan dan Keamanan Kemasyarakatan . intelijen
— *  IKL: Tingkst efektivitas , IK1: Tingkat efektivitas — IK1: Jumnlah kegiatan
IKL: Tinghat efektivitas IK1: Tingkat efelc_tmtas ) !zelallt_sanaan kegata!nfclperam pelzksanzszn kegistan IKL: Tingkat efek_lrwtas . koordinasi antarinstitusi
pelzksanzan kegistan/operasi pelaksanzan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan Pengamznan Pembangunzn Pelats.anaan kegais_n,fopemﬂ penegak hukum dalsm
intelijen yang berkzitan intelijen yang berkzitan dengan bidang skonomi dan Strategis intelijzn yang barkaitan penangsnzn perkara
dengan bidang |deologi, dengan bidang sosial, kevangan dengzn teknologi informasi
Paolitik, serta Pertahanan dan budaya,dan kemasyarakatan dan produk intelijen
Keamanan
Kinerja Terselenggaranya farum Terbentuknya Tersusunmya Tersedianya sistem Terlaksananya operasi
Operasional e e TN, S mekanisme;/protokol kesepakatan/nota pertukaran data dan gabungan atau

informasi antar instrtusi
penegak hulkum.

kesepahaman [Mol)
dalam rangka

penanganan kasus
secara kolaboratif.

kerja sama lintas institusi
penegak hulum.

institusi pemegak hukum.

0 Rapat/ pertamuan peningkatan koordinasi. ) .
koordinasi antar institusi O: Dokumen O F sl pf!nmmn 0 Laporan pelaksanaan
penegak hukum yang mekanisme/protokal karjz 0: Kesepzkatan/nota daizﬂnfmnasl hukumantar operasi
dilzkzanzkan. sama lintas institusi yang kezepahamazn yang institusi penegak hukum. gabungan/penznganzn
0 Rekomendasi hasil ditetapkan dan dijalankan. d:nz!\datangarijditindakla Q-1 :sutuslt pe:e:ak h;l:m kasus bersama yang
koordinasi yang nua "I_Eng ¥ang terubung dal=m dilaksanakan.
ditindaklanjuti alsh sistemn pertukaran data dan
masing-masing institusi. informasi L

O Modul/fungszi sistem

pertukaran d=ta yang sudah

berfungsi sesuai desain




Pohon Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (2%

Level Kinerja

Kinerja Strategis
Sektor
{intermediote
Cutcome)

Kinerja Strategis
Subsektor
lintermediatte
Dwtcome

Kinerja Taktikal
(Immediote Jutcome]

1. Terwujudnya kelembagaan hubkum

yang transparan dan adil

1K1 Indeks persepsi publik
terhadap citra Kejakszan RI

Meningkatmya Kuslitas
Layanan Publik bidang
penegakan hukum

IK1:Indeks kepuasan
layanan publik bidang
penegakan hukum

2. Terwujudnya efektivitas penegalan hulum
dan keadilan melzalui transformasi sistemn

penuntutan

*  IKl:Persentase peningkatan pengendalian

perkars

*  IK2: Tingkat keberhasilan kegiatan dan
operasi intelijen penegakan hukum

-319 -

3. Terwujudnya efektivitas
pelaksanaan kewenangan Advocaat
Generaal

IK1: Tingkat efektivitas
pelaksanzan kewenangan
Advocaat Generaal

*  IK3: Tingkat keberhasilan pemulihan asst

megara

4, Terwujudnya tata kelola organisasi

yang optimal, transparan dan
akuntabel

*  |KL:ndeks reformasi birckrasi
*  |K2:Tingkat penerapan etika profesi
jaks=

Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Tindak Pidana

Umum secara transparan, akuntabel dan profesional

1K1 Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidanz
umum yang diproses hingga pra penuntutan

K2 Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana
umum yang diproses hingga penuntutan

K3 Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana
umum yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi

'

! v

Meningkatnyz pensgakan
hukuwm yang yang adil,
humanis, proporsional, dan

Meningkatnya kualitas sistam
penuntutan yang terintegrasi

Meningkatnya efektivitas
pemanfastan s=rana dan

dan transparan prasarana dalam mendukung

efizian

IK1l:Persentass
Penzanganan Perkara
melalui Mediasi Penal,
Diskresi Penuntutan, dan

pensgakan dan pelayanan hukum

IK1:Tingkat penanganan di Kejzkszzn RI

perkars tindzk pidana

umum yang terekam *  [K1: Tingkat utiliszsi =arana dan
dalam Cose Manogement prasarana dalam mendukung
System penegakam dzn pelayanan

Denda Damai

hukum di Kejaksaan Rl

Meningkatnya penyelesaian
penanganan perkara tindak pidana
umum Bidang A (bidang tindak

pidana keamanan negara,
ketertiban umum, orang, harta
benda, dan pencucian uang)

1K1: Tingkat penyelesaizn perkara
tindzk pidzna umum bidang A
yang diproses hingga Pra-
Penuntutan

K2 Tingkat penyelesaian perkara
tindsk pidznz umum bidang A
yang diproses hingga Penuntutan
K3 Tingkat penyelesaian perkara
tindzk pidzna umum bidang A
yang berkekustan hukum tetap
dan telzh digksekusi

Meningkatnya penyelesaian
penanganan perkara tindak pidana
umum Bidang B [Bidang tindak

pidana narkotika, psikotropika, zat

adiktif lainnya, kesehatan, dan

pencucian uang)

IK1: Tingkat pemyelesaian perkara
tindzak pidzna umum bidang B
wang diprozes hingga Pra-
Penuntutzn

IK2-Tingkat penyelesaizn perkara
tindzak pidzna umum bidang B
wang diproses hingga Penuntutan
IK3:Tingkat penyelesaizn perkars
tindzk pidzna umum bidang B
yang berkekustan hukum tetap
dan telzh disksebkusi

Meningkatnya penyelesaian
penanganan perkara tindak pidana
umum Bidang C (bidang tindak
pidana terorisme, perdagangan

orang, lintas negara, kekerasan
dalam rumah tangga, pelindungan
terhadap perempuan dan anak, dan
pencucian uang)

IK1: Tingkat penyelesaian parkara
tindzk pidana umuwm bidang C
wang diproses hingga Pra-
Penuntutan

IK2-Tingkat penyelesaizan perkara
tindzk pidana umuwm bidang C
wang diproses hingga Penuntutan
IK3Tingkat penyelesaian perkara
tindzk pidzna umuwm bidang C
yang yang berkekustan hukum
tetap d=n telah disksakusi

Meningkatnya penyelesaian
penanganan perkara tindak pidana

umum Bidang D [bidang tindak
pidana keuangan, siber, sumber
daya alam, dan pencucian uang)

*  IK1:Tingkat penyelesaizn perkara
tindzk pidanz umum bidang D
yang diproses hingga Pra-
Penuntutan

*  |K2-Tingkat penyelesaizn perkars
tindzak pidana umum bidang D
yang diproses hingga Penuntutan

*  |K3Tingkat penyelesaian perkara
tindzak pidanz umum bidang D
yang yvang berkekustan hukum
tetap dan telah disksskusi

Meningkatnya penyelesaian
penanganan perkara tindak pidana
umum Bidang E [bidang tindak
pidana yang diatur dalam

Peraturan Daerah, tindak pidana
berdasarkan hukum yang hidup
dalam masyarakat, tindak pidana
umum Rinmya, dan pencucian
uang}

*  IK1: Tingkat penyelesaizn perkara
tindzak pidena umum bidang E
wang diproses hingga Pra-
Penuntutan

*  |K2:Tingkat penyelesaizn perkarz
tindak pidana umum bidang E
wang diproses hingga Penuntutan

*  |K3: Tingkat penyelesaizn perkara
tindzk pidana umum bidang E

yang berkekuatan hukum tetap
dam talzh diskoakisi
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Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (')

Level Ki
nena Nieningkatnya Kuslitas Meninzkatmya keberhasilan penanganan Perkara Tindak Pidana heningkatrys penegzkan Meningkatnya kualitas sistem Meningkatnya efektivitaz
Kinerja Strategis Layanan Publik bidang Umum secara transparan, akuntabel dan profesional hukum yang yang adil, penuntutan yang terintegrasi pemanfaztan sarana dan
Subsektor penegakan hukum humanis, proporsional, dan dan transparsn prazarana dalam mendukung
[imtermediotte *  |KiTingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana efisien pensgakan dan pelayanan hukum
Dutcome *  |Ki:indeks kepuasan umum yang diprases hingga pra penuntutzn * |K1:TII'IE|C.EI PENanE=nan di Kzjzk=zan RI
layanan publik bidang *  |K2: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindzk pidana *  IKLPersemtaze perkars tindzk pidana —
penegakan hukum umum yang diprases hingga penuntutan PEnan;_ﬁnan_PEfkara umum yang terekam *  Tingkat utilisasi sarana dan
*+  IK3:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidzna m.uelalm_ Iediasi Penzl, dalam Case Manogement prasarana dalam mendukung
umum yang berkekuatan hukum tetsp dan telah disksekusi Diskresi F‘enu_ntutan, dzn System penegakz_m d_an pelayanan
Denda Damai hukum di Kejzksaan Rl

Kinerja Taktikal
(immedigtes Outy
Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara
tindak pidana umum Bidang A (bidang tindak

pidana keamanan negara, ketertiban umum, orang,
harta benda, dan pencucian uang|

* K1 Tingkat penyelesaian perkara tindak
pidsna umum bidang A yang diproses hinggs
Pra-Penuntutan

* KX Tingkat penyelessian perkara tindak pidana
umum bidang A yang diproses hingga
Penuntutan

* K3 Tingkst penyelezsian perkara tindzk pidana
urmum bidang A yang berkekuatan hukum
tetap dan telzh dieksekusi

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara
tindak pidana umum Bidang B (Bidang tindak
pidana narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya,
kesehatan, dan pencucian uang)

* KL Tingkat penyelessian perkara tindak
pidana umum bidang B yang diproses hingga
Pra-Penuntutan

*  IK2:Tingkat penyeleszaian perkara tindak pidana
urnum bidang B yang diproses hingga
Penuntutan

*  IK2Tingkst penyelessian perkara tindak pidana
umum bidang B yang berkekustan hukum
tetap dan telah dieksekusi

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara
tindak pidana umum Bidang C (bidang tindak
pidana terorisme, perdagangan orang, lintas

negara, kekerasan dalam rumah tangga,
pelindungan terhadap perempuan dan anak, dan
pencucian uang))

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara
tindak pidana umum Bidang D (bidang tindak
pidana keuangan, siber, sumber daya alam, dan
pencucian uang)

IK1: Tingkat penyelessian perkara tindsk
pidana umum bidang C yang diproses hingga
Pra-Penuntutan

IK2:Tingkat penyeleszian perkara tindak pidana
urmum bidang C yang diproses hingga
Penuntutan

IK3Tingkat penyelezzian perkara tindzk pidana
urmum bidang C yang yang berkekuatan hukum
tetap dan telzh dieksekusi

1E1: Tingkat penyelesaizn perkara tindak
pidane umum bidang D yang diproses hingga
Pra-Penuntutan

1K2:Tingkat peryelesaizn perkara tindzk pidana
umum bidang D yang diproses hingga
Penuntutan

IE3Tingkat penyelesaian perkara tindsk pidzna
umum bidang D yang yang berkekuatan hukum
tetap dan telah disksekuzi

Meningkatnys penyelesaian penanganan perkars
tindzk pidzna umum Bidang E (bidang tindak
pidana yang diatur dalam Peraturan Daerzh, tindak
pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam
masyarakst, tindak pidana umum lainmys, dan
pencucian uang)

Kinerja Tersedianya berkas perkara tindak
Operasicnal pidana umum Bidang A yang
lengkap dan tepat wakiu.

O:Berkas perkara tindzk pidana
umum Bidang A yang dinyatakan

Tersusunnya surat dakwaan,
tuntutan, dan pendapat hukum
atas perkara tindak pidana umum
Bidang A sesuai ketenbuan.

O Surat dakwaantuntutan

Terlaksananya sidang perkara
tindak pidana urnum Bidang A
zesuai jadwal dan prosedur.

0: Perkara tindak pidana umum
Bidang A yang disidangkan tepat

Terwujudnya koordinasi antara
penyidik, penuntut umum, dan
lembaga terkait dalam

penanganan perkara. tindak

pidana umum Bidang &

0: Laporan penyelesaizan

*  IK1: Tingkat penyelesaian perkara tindak

pidana umum bidang E yang diproses hingga
Pra-Penuntutan

*  IKZ:-Tingkat penyelesaizn perkara tindak pidana

umum bidang E yang diproses hingga
Penuntutan

*  IK3Tingkat penyelesaizn perkars tindak pidana

umum bidang E yang berkekustan hukum
tetap dzn telah digksekuzi

Terlaksananya ekselusi putusan
pengadilan terhadap perkara
tindak pidana umum Bidang A.

penanganan perkara tindak pidana

umum Bidang A yang telah

lengkap [P-21). perkara tindzk pidana urnum waktu sesuzi ketentuan hukum 0 Koordinasi/rapat bersama antar
Bidang A yang disusun dan acara. aparat pensgzk hukum terkait berkekuatan hukum tetzp dan
diajukan ks pengadilan. penyelesaizn perkara  tindak telah dieksekusi berdazarkan

pidanz umum Bidang A_ putusan pengadilan.
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Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (2)

Meningkstmya kualitas sistem Meningkatnys efektivitas

Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Tindak Pidana

Meningkatnya Kualitas Meningkatnya penegakan

Kinerja Strategis Layznan Publik bidang Umum secara transparan, akuntabel dan profesional hukum yang yang adil, penuntutan yang terintegrasi pemanfastan sarana dan
Subsektor pemnegakan hukum humaniz, proparsional, dan dan transparan prasarama dalam mendukung
[imtermediatte *  IKLTingkst keberhasilan penangenan perkars tindak pidana efisien _ penegskan dan pelzyanan hukum
Outcome *  IKL:Indeks kepuasan umum y=ng diproses hingga pra penuntutan *  IKLTingkat penangznan di Kejzkszan R

*  IKl:Persentase

perksrz tindak pidana

Izyanan publik bidang *  IKZ: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana
penegakan hukum wrmum yang dipreses hingga penuntutan Fenanganan Perkara umum yzng terekam *  IKLTingkat utilisasi zarana dan
*  IK3:Tingkat keberhasilan penanganan perkars tindak pidana melalui Mediasi Penal, dalam Case Management prasarzna dalam mendukung
Diskreszi Penuntutan, dan System penagakan dan pelayanan

urmum yang berkebuatan hukum tetap dan telah disksskusi

Denda Damai hukum di Kejzksazan Rl

:-..erja T-m:l.-m1 l l l J‘

Meningkatnys penyelesaian penanganan perkars
tindak pidana umum Bidang E (bidang tindak
pidana yang diztur dalam Peraturan Daerah, tindak
pidana berdazzrkan hukum yang hidup dalam
masyarakat, tindzk pidana umum lainnys, dan

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara
tindak pidana umum Bidang B (Bidang tindak

Meningkatnya penyelesaian penanganzan perkara
tindzk pidanz urmum Bidang A (bidang tindzk
pidanz keamanan negara, ketertiban umum, arang,
harta bendsa, dan pencucian uang)

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara
tindak pidana umum Bidang C (bidang tindak
pidana terorisme, perdagangan orang, lintas

negara, kekerasan dalam rumah tangga,
pelindungan terhadap perempuan dan anak, dan

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara
tindak pidana umum Bidang D (bidang tindak
pidana keuangan, siber, sumber daya alam, dan
pencucian uang)

pidana narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya,
kesehatan, dan pencucian uang)

*  |K:Tingkat penyelessizn perkara tindak pidana .

urnurm bidang A yang diproses hinggs Pra-
Penuntutan

IK2:Tingkat penyeleszian perkara tindak pidana
umum bidang A yang diproses hingga
Penuntutan

IK3: Tingkat penyeleszian perkara tindzk
pidana umum bidang A yang berkekuatan
hukum tetap dan telah disksekusi

IK1: Tingkat penyelezzian perkara tindak
pidana umum bidang B yang diproses hingga
Pra-Penuntutan

IK2:Tingkat penyelezzian perkara tindak pidana
urnum bidang B yang diproses hingga
Penuntutan

IK3Tingkat penyelessian perkara tindak pidana
urnum bidang B yang berkekuzatan hukum
tetap dan telzh dieksekusi

pencucian uang)}

Kinerja
‘Dperasional

IK1: Tingkat penyelesaian perkara tindzak
pidana umum bidang C yang diproses hingga
Pra-Penuntutan

IK2:Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana
umum bidzng C yang diproses hingga
Penuntutsn

IK3Tingkat penyelesaian perkara tindzk pidana
umum bidang C yang yang berkekuatan hukum
tetzp dan telah dieksekusi

IK1: Tingkat penyelesaian perkara tindzk
pidanza urmum bidang Dyang diproses hingga
Pra-Penuntutan

IK2:Tingkat penyelesaian perkara tindzk pidana
umum bidzng D yang diproses hingga
Penuntutan

IK3Tingkat penyelesaizn perkara tindzk pidana
umum bidang 0 yang yang berkekuztan hukum
tetsp dan telsh dieksekusi

pencucian uang)

Tersedianya berkas perkara tindak
pidana wmum Bidang B yang
lengkap dan tepat wakiu.

0: Berkas perkara tindak pidanz

Tersusunmnya surat dakwaan,
tuntutan, dan pendapat hukum
Ftas perkara tindak pidana urmum
Bidang B sesuai ketentuan.

IK1: Tingkat penyelesaian perkara tindzk
pidana umum bidang E yang diprozes hingga
Pra-Penuntutan

IK2:Tingkat penyeleszian perkara tindsk pidans
umum bidang E yang diprozes hingga
Penuntutan

IK3: Tingkat penyelesaian perkara tindak
pidana umum bidang E yang berkekuatan
hukum tetap dan telzh digksekusi

O: Perkara tindak pidana umum

Terlaksananya eksedusi putusan
pengadilan terhadap perkara
tindak pidana umum Bidang B.

Terwujudnya koordinasi antara
penyidik, penurtut umum, dan
lembaga ait dalam
penanganan perkara tindak pidana
umum Bidang B

Terlaksananya sidang perkara
tindak pidana umum Bidang B
sesuai jadwal dan prosedur.

0: Laporam penyelesaian

umum Bidang B yang dinyatakan 0: Surat dakwaan/tuntutan Bidang B yang disidangkan tepat penznaganan perkars tindak

lengkap (P-21). perkara tindak pidans umum waktu sesuai ketentuan hukum O: Koordinasi/rzpat berszma antar pidana umum Bidang Byang telah
Bidang B yang disusun dan acara. aparst penezsk hukum terkait berkekuatan hukum tetap dan
diajukan ke pengadilan. penyeleszian perkars tindak telzh dieksekusi berdasarkan

pidznz umum Bidzng B. putuz=n pengadilan.
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Meningkatnya efektivitas
pemanfastan sarana dan
prasarana dalam mendukung
pen=sgakan dan pelayanan hukum
di Kejak==an RI

*  |KL:Tingkst utilisasi szrana dan
prasarana dalam mendukung
pensgakan dan pelayanan
hukum di Kejzksaan Rl

tevelKinera Meningkatnyz Kuzlitas Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Tindak Pidana Meningkatnya penegakan Meningkatnya kualitz_ls sisnerrj
Kirerja Strategis Layanan Publik bidang Umum secara transparan, akuntabel dan profesional hukum yang yang =dil, penuntutan yang terintegrasi
Subsektor penegakan hukum humanis, proporsional, dan dan transparan
[Intermediatte *  |K1Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana efisien
Outcame *  IKldndeks kepuazan umum yang diproses hingga pra penumntutan *  IK1Tingkat penanganan

layznan publik bidang *  IK2:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindzk pidana *  IKlPersentase perkara tindak pidana

penegakan hukum umum yang diproses hingga penuntutan Fenanganam Perkara umum yang terekam

*  |K3:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana melalui Mediasi Penal, dalam Case Management
umum yang berkekuatan hukum tetap dan telah disksekusi Diskresi Penuntutan, dan System
Denda Damai

Kinerja Taktikal l l &
i diate Oufcome)

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara
tindzk pidzna umum Bidang A (bidang tindak
pidana keamanan negara, ketertiban umum, orang,
harta bends, dan pencucian uang)

*  IK1: Tingkat penyelesaian perkara tindzk
pid=na umum bidzang A yang diproses hingss
Fra-Fenuntutan

*  |K2:Tingkat penyeleszian perkara tindak pidana
umum bidang A yang diproses hingga
Penuntutan

* K3 Tingkat penyelezaian perkara tindzk pidana
umum bidang A yang berkskuatan hukum
tetap dan telzh dieksekusi

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara
tindak pidana umum Bidang B |Bidang tindak
pidana narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya,
kesehatan, dan pencucian uang)

Meninglatnya penyelesaian penanganan perkara
tindak pidana umum Bidang C (bidang tindak

pidana terorisme, perdagangan orang, lintas
negara, kekerasan dalam rumah tangga,

*  IK1: Tingkat penyelesaizn perkars tindzk
pidana umum bidang B yang diproses hinggs
Pra-Penuntutan

*  KZTingkat penyelesaian perkara tindak pidans
umum bidzng B yang diproses hingga
Penuntutan

*  K3Tingkat penyelesaian perkara tindsk pidana
umum bidzng B yang berkekuatan hukum
tetap dan telah dieksskusi

pelindungan terhadap perempuan dan anak, dan
pencucian uang)

*  |K1: Tingkat penyelessian perkars tindak
pid=na umum bidang Cyang diprosss hingga
Pra-Penuntutan

* K2 Tingkst penyeleszian perkara tindak pidana
umum bidang € yang diproses hingga
Penuntutan

*  |K3Tingkat penyeleszian perkara tindak pidana
umum bidang Cyang yang berkekuatan hukum

tetap dan telzh dieksekusi

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara
tindak pidana umum Bidang D [bidang tindak
pidana kewangan, siber, sumber daya alam, dan
pencucian uang)

*  |K1: Tingkst penyelessian perkars tindak

*  |KZ:Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana

*  |K3Tingkst penyelessian perkars tindak pidana

pidana umum bidang D yang diproses hingza
Pra-Penuntutan

umum bidang D yang diproses hingga
Fenuntutan

umum bidang O yang yang berkekuatan hulkum
tetap dan telzh dieksekusi

Kinerja
Dperasional

Tersedianya berkas perkara tindak
pidana umum Bidang C yang
lengkap dan tepat waktu.

0 Berkas perkara tindak pidanz
umum Bidang Cyang dinyatakan
lengkap (P-21).

Tersusunnya surat dakwaan,

tuntutan, dan pendapat hukum
gtas perkara tindak pidana umum
Bidang C sesuai ketentuan.

O: Surat dakwaantuntutzn
perkara tindak pidama umum
Bidang C yang disuzun dan

12 Perkara tindzk pidana umum
Bidang C yang disidangkan tepat
waktu sesuai ketzntusn hukum
acara.

Terlaksananya sidang perkara
tindak pidana umum Bidang C
sesuai j@dwal dan prosedur.

Terwmjudnyza koordinasi antara
penyidik, penuntut umum, dan
lembaga terkait dalam

penanganan perkars tindak pidana

digjukan ke pengadilan.

umum Bidang C

O Koordinasi/rapat bersama antar
aparat penegak hukum terkait
penyelesaizn perkara tindsk
pidana umum Bidang C.

O Laporan penyelesaian
penanzganan perkara tindsk

berkekustan hukum tetap dan
telzh dieksebusi berdazarkan

putusan pengadilam.

Meningkstnyz penyelesaian penangsnan perkara
tindzk pidana umum Bidang E (bidang tindak
pidama yang distur dalam Peraturan D=erzh, tindak
pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam
masyaraksat, tindak pidana umum lainmya, dan
pancucian vang)

*  K1: Tingkst penyelesaian perkara tindak

pidana umum bidang E yang diproses hingga
Pra-Penuntutan

*  |K2:-Tingkat penyelesaizn perkara tindak pidana

umum bidang E yvang diproses hingga
Penuntutan

*  |K3Tingkat penyelesaian perkara tindzak pidana

umum kidang E yang berkekuatan hukum
tetap dan telah disksekusi

Terlaksananya eksekusi putusan
pengadilan terhadap perkara
tindak pidana umum Bidang C.

pidana umum Bidang Cyang telah
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Level Kinerja
heningkatnys Kuslitaz
Hinerja Strategis Layanan Publik bidang
Subsektor penegzkan hukum
[Intermediatie
Owbcame *  IEL:iIndeks kepuazan
layanzan publik bidang
penegakan hukum

Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Tindak Pidana

Umum secara transparan, akuntabel dan profesional

*  |KL1:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana
umum yang diproses hingga pra penuntutan

*  |KZ:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindzk pidana
umum yang diproses hingga penuntutan

* K2 Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana
umum yang berkskuatan hukum tetap dan telah dieksekusi

hMeningkstrya penegakan Meningkatnya kualitas sistem
hukum yang yang adil, penuntutan yang terintegrasi
humanis, proporsional, dan dan transparan
efisien

*  IKl:Fersentaze
Penznganan Perkars
melalui Mediasi Penal,
Diskresi Penuntutan, dan
Denda Damai

*  |K1:Tingkat penanganan
perkars tindak pidana
umum yang terekam
dalam Case Manogement

System

Meningkatnya efektivitas pemanfastan
sarana dan prasarana dzlam mendukung
pen=egakan dan pelayanan hukum di
Kejzkszan Rl

*  IK1:-Tingkat utilisazi saranza dam prasarana
dalam mendukung penegskan dan
pelayanan hukum di Kejaksaan RI

Kinerja Taktikal l
il | Outcomme)

'

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara
tindzk pidzna umum Bidang A (bidang tindak
pidanz keamanan negara, ketertiban umum, orang,
harta bends, dan pencucian uang)

*  |K1: Tingkat penyeleszsian perkara tindak
pidana umum bidang A yang diproses hinggs
Pra-Penuntutan

*  |KZ:Tingkst penyelessian perkara tindak pidana
umum bidang A yang diproses hingga
Penuntutan

*  |K3Tingkat penyelessian perkars tindsk pidana
umum bidang A yang berkekuatan hukum
tetap dan telzh dieksebusi

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara
tindzk pidana umum Bidang B (Bidzng tindak
pidana narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya,
kesehatan, dam pencucian uang)

IK1: Tingkat penyelezaian perkara tindzk
pidana umum bidzng B yang diproses hingga
Pra-Penuntutan

IK2:Tingkst penyeleszian perkara tindak pidana
umum bidang B yang diproses hingga
Penuntutan

IK3Tingkat penyelesaian perkara tindzk pidans
umum bidang B yang berkekuatan hukum
tetap dan telzh dieks=kusi

Meningkatnys penyelesaian penanganan perkara
tindak pidana umum Bidang C (bidang tindzk
pidanz terorisme, perdagangan orang, lintas

negara, kekerasan dzlam rumah tangga,
pelindungan terhadap perempusn dan anak, dan
pencucian uang))

IK1: Tingkat penyelesaian perkara tindak
pidana umum bidang C yang diproses hingga
Pra-Penuntutan

K2 Tingkat penyelesaian perkars tindak pidana
umum bidang C yang diprases hingga
Penuntutan

|K3Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana
umum bidang C yang yang berkekuatan hukum
tetap dan telah disksekusi

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara
tindak pidana umum Bidang D [bidang tindak

pidana keuangan, siber, sumber daya alam, dan

pencucian uang)

1K1: Tingkat penyelesaizn perkara tindak
pidana umum bidang O yang diproses hingga
Pra-Penuntutan

1K2:Tingkat penyelesaian perkarz tindzk pidana
umum bidzng D yang diproses hinggz
Penuntutan

IK3Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana
umum kidzng D yang yang berkekuatan hukum
tetap dan telah disksekusi

Kinerja Tersedianya berkas perkara tindak
‘Operasional pidana umum Bidang D yang
lengkap dan tepat waktu.

0: Berkas perkara tindak pidana
umum Bidang Dyang dinyatakan
lengkap [P-21).

Tersusunnya surat dakwaan,
tuntutan, dan pendapat hukum
gtas perkars tindak pidana umum

Bidang D sesuai ketentuan.

O Surat dakwaantuntutan
perkara tindzk pidana umum
Bidang D yang dizusun dan

Terlaksananya sidang perkara
tindak pidana umum Bidang D
sesuai jadwal dan prosedur.

i Perkara tindzk pidana umum
Bidang D yang disidangkan tepat
waktu zesuai ketentuzn hukum
SCara.

Terwujudnya koordinasi antara
pemyidik, penuntut umum, dan
lembaga terkait dalam

penanganan perkara. tindak

diajukan ke pengadilan.

pidana umum Bidang D

O: Koordinazi/rapst bersams antar
aparat penegak hukum terkait
penyelesaizn perkara tindak
pidana umum Bidang D.

0: Laporan penyel=saizn
penansganan perkara tindsk

telzh dieksekusi berdazarkan
putusan pengadilam.

IMeningkstnys penyelessian penangznan perkars
tindzk pidzna umum Bidang E |bidang tindak
pidana yang diztur dalam Peraturan Daerzsh, tindak
pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam
masyarakst, tindak pidans wrum lainmys, dan
pencucian uang)

*  |K1: Tingkat penyelesaian perkara tindak
pidana umum bidang E yang diprozes hingga
Pra-Penuntutan

*  |K2:Tingkat penyelesaizn perkara tindak pidana
umum bidang E yang diproses hingga
Penuntutan

*  |K3Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana
umum bidang E yang berkekustan hukum
tetap dan telah dieksekusi

Terlaksananya eksekusi putusan
pengadilan terhadap perkara
tindzak pidana umum Bidang D.

pidana urmum Bidang Dyang telah
berkekuatan hukum tetsp dan
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Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (%)

Level Kinerja

Neningkatrya Kuzlitaz Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Tindak Pidana Meningkatrya penegskan Weningkatnya kualit?ssisnen'_l Weningkatnya efektivitas pemanfaatan
Kinerja Strategis Layanzn Publik bidang Unnum secara transparan, akuntabel dan profesional hukwm yang yang adil, penuntutan yang terintegrasi sarana dan prazarana dalam
Subsektor penegakan hukum humanis, proporsional, dan dan transparan mendukung penegzkan dan pelayanan
lintermediatte *  |K1:Tingkat keberhasilan penanganzan perkara tindak pidana efisien hukum di Kejaksaan Rl
Duteowme *  IKl:indeks kepuazan umum yang diproses hingga pra penuntutan © KL ngklatpena_nganan

lzyanan publik bidang *  IK2:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindsk pidana *  IKlPersentase perkara tindzk pidzna *  IK1: Tingkat utilizazi s2rana dan

penegakan hukum umum yang diproses hingga penuntutan Penznganan Perkara UMM Yang terekam prasarana dalam mendukung

* K3 Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana melzlui Mediasi Penal, dalam Case Managemeant penegzkan dan pelayanan hukum
Diskresi Penuntutam, dzan System di Kejakszan RI

umum yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi

Denda Damai

e I ! !

Meningkatnya penyeleszian penanganan perkara
tindzk pidana umum Bidang & (bidang tindak
pidans keamsanan negara, ketertiban umum, orang,
harta bends, dan pencucian uang)

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara
tindak pidana umwm Bidang E (bidang tindak
pidana yang diztur dalam Peraturan Daersh, tindak

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara
tindak pidana umum Bidang C (bidang tindak
pidana terorisme, perdagangan orang, lintas

negara, kekerasan dalam rumah tangga,
pelindungan terhadap perempuan dan anak, dan

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara
tindak pidana umum Bidang D (bidang tindak
pidana keuangan, siber, sumber daya alam, dan
pencucian uang)

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara
tindak pidana umum Bidang B [Bidang tindak
pidana narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya,
kesehatan, dan pencucian uang)

pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam
masyarakat, tindak pidana umum lainmya, dan

*  |K1: Tingkat penyelesaian perkara tindzk

pencucian uang)

pidzna umum bidsn & yang diproses hinggs
Fra-Penuntutan

*  |KZ:Tingkat penyeleszian perkara tindak pidana
umum bidang A yang diproses hingga
Penuntutan

*  |K3 Tingkat penyelesaian perkara tindzk pidana
umum bidang A yang berkekuatam hukum
tetap dan telzh dieksebusi

IKL: Tingkat penyelesaian perkara tindzk
pidana umum bidang B yang diproses hingza
Pra-Penuntutsn

IK2:Tingkat penyelesaian perkara tindzk pidana
umum bidang B yang diprases hingza
Penuntutan

IK3Tingkat penyelesaian perkara tindzk pidana
umum bidang B yang berkekuatan hukum
tetap dan telah dieksskusi

pencucian uang) N

*  |K1: Tingkst penyeleszian perkara tindak
pidana umum bidang C yang diproses hingsa
Pra-Penuntutan

*  |K2:Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana
umum bidang C yang diproses hingga
Penuntutan

*  |K3Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana
umum kidang C yang yang berkekuztan hukum
tetap dan telah disksekusi

I1E1: Tingkst penyelesaizn perkara tindak
pidans umum bidang 0 yang diproses hingga
Pra-Penuntutan

K2 Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana
umum bidang O yang diproses hingga
Penuntutan

IK3Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana
umum bidang D yang yang berkekuatan hukum
tetap dan telah diskzekusi

I1: Tingkat penyelesaian perkara tindak
pidana umum bidang E yang diproses hingga
Pra-Penuntutan

K2:-Tingkat penyelesaizn perkara tindzak pidana
umum bidang E yang diproses hingga
Penuntutsn

IK3Tingkat penyelesaian perkars tindak pidana
umum bidang E yvang berkekustan hukum
tetap dan telah disksekusi

Kinerja
Operasional

Teraksananya ek=ekusi putusan
pengadilan terhadap perkara
tindak pidana umum Bidang E-

Terwujudnya koordinasi antara
penyidik, penuntut umum, dan
lembaga terkait dalam
penanganan perkara. tindak
pidana umum Bidang BE

Tersusunmya surat dakwaan,
tuntutan, dan pendapat huks
atas perkara tindak pidana umum
Bidang E sesuai ketentuan.

Terlaksananya sidang perkara
tindak pidana umum Bidang E
sezuai jadwal dan prosedur.

Tersedianya berkas perkara tindak

pidana umum Bidang E yang
lengkap dan tepat waktu.

0 Laporan penyel=saian
penansganan perkara tindsk
pidana urmum Bidang Eyang telzh
berkekuatan hukum tetap dan
telzh dieksekusi berdazarkan
putusan pengadilamn.

2 Perkarz tindak pidana umum
Bidang Eyangz dizidangkan tepat
waktu sesusi ketentuzan hukum
acara.

0: Berkas perkara tindak pidana
umum Bidang E yang dinyatzkan
lengkap (P-21).

O Surat dakwaan/tuntutan
perkara tindak pidana umum
Bidang E yang disusun dam
dizjuk=n ke pengadilan.

O Koordinazifrapat bersama antar
aparat penegak hukum terkait
penyelssaian perkara tindsk
pidana umum Bidang E.
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Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (26)

Level Kinerja
1. Terwujudnya kelembagaan hukum L R TR e v 3. Terwujudnya efektivitas 4. Terwujudnya tata kelola organisasi
yang transparan dan adil dan keadilan melalui transformasi sistem " yang optimal, transparan dan
Kinerfa Strategis penunmutan pelaksanaan kewenangan Advocaat shuntabel
Sektor Generaal
lintermediate *IKLP tase peningkata dali . - i bi i
Gutcome) * 1K1 Indeks persepsi publik parn e pennssEn pEnesnasien + K1 Tingkst efekivitas :E":dj';ff"'m“' S e
. . . -Tin penerapan profesi
terhadsp citra Kejaksszn Rl *  IKZ: Tingkat keberhasilan kegiatan dan pelaksanzan kewenangan iakes
A & Advocaat Generaal L
operasi intelijen penegakan hubum
*  IK32:Tingkst keberhazilan pemulihan azet
negara

e T }

Subsekior
(imtermediatte Meningkatnys Kuzlitas Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Tindak Pidana Meningkatnya penegakan Meningkatnya kualitas sistem IMeningkatnya efektivitas
Outrame Layanan Publik bidang Umum secara transparan, akuntabel dan profesional hubum yang yang adil, penuntutan yang terintegrasi pemanfaatan sarana dan
penegakan hukum . . . . X humanis, proporsional, dan dan transparan praz=rana dzlam mendukung
IEL:Tingkat Ioe.hahasllzfnpenanganan perkara tindak pidana T : - pensgakan dan pelayanan
*  IKLIndeks kepuasan umum yang diproses hingga pra penuritutan IK1-Tingkat penanganan hulkum di Kejaksaan RI
layanan publik bidang *  IK2:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindzk pidana *  IKl:Persentase perkara yang terekam
enegakan hukum umum yang diproses hingga penuntutan enanganan Perkara alam nogeme! . - Tingkat utilizasi
il 4 ki P Perka dalam Case Ma. it IK1: Tingkat utilisasi
*  IE3:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana melzlui Mediasi Penal, System sarana dan prasarana
umum yeng berkskuatan hukum tetap dan telah disksekusi Dizkresi Penuntutan, dan dalam mendukung
Dendz Damai penegakan dan pelayanan
I hukum di Kejaksaan RI
Kinerja Taktikal

{immediate Outcorpe]

Meninglatnya penyelesaian penanganan perkara tindak

Meningkatnya efektivitas
. L= pidana umum melalui keadilan restoratif

Meningkatnya aluntabilitas

Meningkatny= kuslitas
regulasi untuk
merespon perubahan

Meningkatnya pemahaman
Jaksa terkait kualitas

Meningkatnya kegiatan dukungan

manajeman penanganan perkara

pada laksa Agung Muda Bidang *  |E1:Tingkat penyelesaizn perkara tindak pidana umum
Tindak Pidana Umum bidang A melalui keadilan restoratif

kolaborasi penanganan perkara
lintas sektor [APH)

penanganan perkara

penanganan perkara tindak
pidana umum

kebutuhan *  IKL:Tingkst penyelessian

. pelaporan pelaksanaan . ~ .
[P RN P penanganan perkars IK1: Tingkat penyelesaian *  IK2: Tingkat penyelesaian perkara tindzk pidana
pidana umum Semm'g:ku abel perkara pidana umum yang IK1: Jumish Jaksa yang IK1: Persentase layanan umum bidang B melalui keadilan restaratif
berasal FFNS mengikuti kegiatan dukungan manzjemen Eselon | *  IK3:Tingkat penyelesaizn perkara tindsk pidanz

IK1: Persentase
regulasiyeng telzh
dievzluasi dan
direformulasi
berdasarkan
perubzhan
kebutuhan
penanganan
perkara pidana
UM

peningkatan kapasitas

penangznan perkara tindak

pidana umum pada kasus
prioritas

zesusi SLA (Service Level
Agreement)

IK2: Persentase layanan
perkantorzn sesual SLA (Service
Level Agreement)

urmum bidang C melalui keadilan restoratif

*  [K3:Tingkat penyelesaizn perkara tindak pidana
umum bidzng D melalui keadilan restoratif

*  |K4:Tingkat penyelesaizn perkara tindzk pidana
urmum bidang E melalui keadilzn restoratif
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Pohon Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia 27)

Meningkatnya kualitas regulasi umtuk

merespon perubahan kebutuhan
penanganan perkara pidana umum

IK1: Persentasze regulasi yang telah
dievaluasi dan direformulasi

berdasarkan perubshan kebutuhan
penangznan perkara pidana urnum

Level Kinerja
" Meningkstrya Kualitas Meningkatmya keberhasilan penanganan Perkara Tindak Pidana heningkstnya penegakan Meningkatnya kualitas sistem Meningkatnya efektivitas
Kinerja Srategis Layanzn Publik bidans Umum secara transparan, akuntabel dan profesional hukum yang yang adil, penuntutan yang terintegrasi pemanfaatan sarana dan
Sulu:h.lnrl penegakan hukum - 5 - humanis, proporsicnal, dan dan transparan prazszrana dzlam mendukung
[imtermediatte *  IKL1:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana efisien pensgakan dan pelayanzn
Dutcome *  IKL:Indeks kepuasan umum yang diproses hingga pra penuntutan *  IK1Tingkat penangznan hukum di Kejzkszzn RI
layanan publik bidang *  IK2: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindzk pidana *  IKi:Persentase perkara yang terekam
penegakan hukum umum yang diproses hingga penuntutan Penanganan Ferkara dalam Case Management IK1-Tingkat utilisazi saranz
*  IK3:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana rmelalui Mediazi Penal, System dan prasarana dzlam
umum yang berkekuatan hukum tetap dan telah disksekusi Diskresi Penuntutan, dan mendukung penegakan
Dends Damai dan pelayznan hukum di
I Kejaksaan RI
Kinerja Taktikal
(immediate Outcome)
r

Y k L 4
Meningkatnya akuntabilitas Meningkatnya efektivitas Meningkatnya pemahaman Jaksa terkait
penanganan perkara kolaborasi pemanganan perkara kualitas penanganan perkara tindak

*  IKL:Tingkat penyelessian

pelzporan pelakssnaan
penangsnan perkara
zecara skuntabel

lintas sektor [APH)

pidana umum

*  IKL: Tingkst penyelasaizn
perkars pidana urmum yang
berasal PPMNS

Meningkatnya kegiatan dukungan

manajemen penanganan perkara pada

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak
Pidana Umum

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak
pidana umum melzlui keadilan restoratif

*  IK1: Jumlah Jzksz yang mengikuti -
kegiztan peningkatan kapasitas
penanganan perkara tindak pidana
umum pada kasus prioritas .

IK1: Persentase layanan dukungan
mansjemen Eselon | sesusi SLA
(Service Level Agraemant)

IK2: Persentase layanan

*  IK1:Tingkat penyelasaizn perkara tindak pidana umum
bidang A melalui keadilan restoratif

*  IK2:Tingkst penyelesaizn perkara tindak pidanzs
umum bidang B melzlui kesdilan restoratif

*  |K3:Tingkat penyelesaizn perkara tindak pidana
urmum bidang C melalui keadilan restoratif

*  IK3:Tingkat penyelesaizn perkara tindzk pidana
umum bidang O melalui keadilan restoratif

*  |K4:Tingkst penyelesaizn perkara tindak pidanzs
umum bidang E melalui keadilan restoratif

perkantoran sesuai SLA (Service
Level Agreement)

Kinerja
Operasional

Terselenggaranya forum konsultasi
publik/lintas pemansku

Terlaksananya harmonisasi Tervujudnya mekanisme evaluasi

regulasi dengan peraturan

Tersedianya naskah akademik atau

Tersusunnya regulasi (UL,
Peraturan Pemerintah, Peraturan
laksa Agung, SOP, pedoman teknis)
terkait penanganan perkara pidana

policy paper sebagai dasar dan pembaruan regulasi pidana

pemyusunan regulasi baru/revisi-

kepentingan untuk perumusan
regulas

umum.

perundangan lzin dan kebutuhan
praktik.

0 Rekomendazi hazil evaluasi
regulzsi yang ditindzklanjuti dzlam
peryusunanrevisi regulasi.

: Maskah akademik/policy paper
yang disusun untuk mendukung
regulasi.

0: Forum kensultasi publikyang
dilzksanakan dzlam proses
penyusunan regulasi.

ArLim. 0 Forum harmonisasi yang
dilaksanzakan dalam proses

pemyusunan regulasi.

O: Regulzsi baru/ravizi yang
diterbitkan terkait penangznan
perkara pidans urmnum.

0 Regulasi yang selaras dengan
ketentuan peraturan perundangan
lebih tinggi.
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Meningkatnya kualitas sistem
penuntutan yang terintegrasi
dan transparan

*  |K1Tingkat penangsnan
perkars yang terekam
dalam Case Management
System

Meningkatnya efektivitas
pemanfaatan sarana dan
prazarana dzlam mendukung
pensgakan d=n pelayanan
hukum di Kejzks=s=sn RI

IE1: Tingkat utilisasi
zzrana dan prasaranzs
dalam mendukung
penegakan dan pelayanan
hukurn di Kejaksaan Rl

Level Kinerj
= Meningkatrya Kualitas Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Tindak Pidana Meningkstnys penegakan
Einerja Strategis Layanzn Publik bidang Umum secara transparan, akumtabel dan profesional hukum yang yang adil,
Subsektor penegakan hukum . 3 . humanis, proporsional, dan
{intermediotte *  |K1:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana efision
Gutcome *  IKl:Indeks kepuasan umum yang diproses hingga pra penuntutan
Izyanzn publik bidang *  |KZ:Tingkst keberhasilan penanganan perkara tindzsk pidana *  |Ki:Persentase
penegakan hukum umum yang diproses hingga penuntutan Penanganan Perkara
*  |K3:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana melzlui Mediaszi Penal,
umum yang berkekuatan hukum tetap dzn telah disksekusi Dizkrezi Penuntutan, dan
Dends Damai
Kinerja Taktikal

{immediote Outcome)

¥ ¥
Meningkatnya kualitas regulasi untuk Meningkatnya akuntabilitas Meningkatnya efektivitas
merezpan perubzhan kebutuhan penanganan perkara kolaborasi penanganan perkara
penanganan perkara pidana umum lintas sektor [APH)

*  IKL:Tingkst panyeleszian

h

*  |K1: Persentase regulasi yang telsh pelaporan pelaksznaan *  IKL: Tingkat penyelessian
di=valuasi dan direformulasi penangzanan perkara per.kam pidanz umum yang
berdasarkan perubahan kebutuhan secara skuntabel barasal PPNS

penangzsnan perkara pidana umum

Meningkatnya pemahaman Jaksa

terkait kualitas penanganan perkara

tindak pidana umum

1K1: Jumlah Jaksa yang mengikuti
kegiatan peningkstan kapasitaz
penanganan perkara tindak
pidana umum padz kasus
prioritas

Meningkatnya kegiatan dukungan
manajemen penanganan perkara pada
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak
Pidana Umum

Ieningkstnya penyslezzian pensnganan perkara tindak
pidana umum melalui keadilan restoratif

*  |K1: Persentzse layanan dukungan

manzjemen Ezalon | sesuai LA
(Service Level Agraement]

*  |KZ: Persentaze layanan

perkantoran sesuai SLA [Service
Level Agreemeant)

* KL Timgkst penyelesaian perkara tindak pidana umum
bidang A melalui keadilan restoratif

*  IKZ: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana
umum bidzng B melalui keadilan restoratif

*  IK3: Tingkst penyelezzsian perkara tindak pidana
umum bidzng C melalui keadilzn restoratif

*  |K2: Tingkat penyelezzian perkara tindak pidana
umum bidang D melalui keadilzan restoratif

* K4 Tingkat penyeleszian perkara tindak pidana
umum bidzng E melzlui keadilan restoratif

Kinerja
Operasional

Tersusunnyz laporan penanganan

Tersedianya standar operasional
perkara secara pericdik dan

prasadur (SOP) penanganan

terbuka untuk pengawasan

perkara yang jelas dan
internal maupun eksternal_

terdokumentasi.

J: Laporan penanganan perkara
yang disusun dan dipublikaszikan
zasuzi jadwal.

0 30P,/pedoman teknis
penzEnganan perkara yang
ditetapkan/diperbarui.

Terlaksananya suditfmonitoring

dan evaluasi penanganan perkara
sesuai prinsip akuntabilitas.

0 Rekomendasi hasil
zudit/monitoring penanganan
perkara yang ditindaklanjuti.

0 Perkara yang ditamgani sesuai
S0P

Terdokumentasinya penanganan
perkara dalam sistem informasi
perkara secara transparan, akurat,
dan dapat
dipertanggungjawablan.

0 Perkara yang telah terinput dan
tervalidasi dalam sistem informasi
perkara s=cara skurat dan tepat
waktu.

Terlaksananmya mekanizme

pengaduan masyarakat terkait
penanganan perkara.

0: Laporan penanganan
pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti terkait dugzan
penyimpangan dalam penanganan
perkara.
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Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (%)

Kinerja Strategis
Subsekior
[irtermediatte
Owtrorme

Meningkatrya Kualitas
Layanzn Publik bidang
penegakan hukum

1K1:Indeks kepuasan
layanan publik bidang
penegakan hukum

Meningkatmya keberhasilan penanganan Perkara Tindak Pidana

Umum secara transparan, akuntabel dan profesional

1K 1:Tingkat keberhasilan penanganzsn perkara tindak pidans
umum yang diproses hingga pra penuntutan

Meningkstrya penegakan

hukum yang yang adil,

humanis, proporzional, dan

efizien

1K2: Tingkst keberhasilan penanganan perkara tindzk pidana -
umum yang diproses hingga penuntutan

K3 Tingkat keberhasilan penangansn perkara tindak pidans
umum yang berkekuatan hukum tetap dan telah disksakusi

IK1:Persentase
Penangznan Perkara
melalui Mediazi Penal,
Dizkrezi Penuntutan, dan
Dends Damai

MMeningkatnya kualitas sistem
penuntutan yang terintegrasi
dan transparzan

*  IK1l:Tingkat penanganan
perkara yang terekam
dalam Case Monagement
Systemn

Meningkatnya efektivitas
pemanfaatan sarana dan
prazarana dzlam mendukung
pen=gakan dan pelayanan
hukum di Kejakszan Rl

IK1-Tingkat utilisazi sarana
dan prasarana dzlam
mendukung penegakan
dan pelayanan hukum di
Kejaksaan RI

Kinerja Taktikal
(immediate Outcome |

IMeningkstnya penyelessian penanganan perkara tindak
pidana umum melzlui keadilan restoratif

L 4 L J
Meningkatnya kuzlitas regulasi untuk Meninghkatnya akuntabilitas
merespon perubahan kebutuhan penanganan perkara
penzsnganan perkara pidana umum + K1 Tingkat penyelessian
IK1: Persentase regulasi yang telah pelaporan pelaksanaan
digvaluasi dan direformulasi penangznan perkara
berdasarkan perubahan kebutuhan zecara shuntabel

penanganan perkara pidana umum

v
Meningkatnya efektivitas Meningkatnya pemahaman Jaksa Meningkatnya kegiatan dukungan
kolaborasi penanganan perkara terkait kualitas pananganan manajemen penanganan perkara pada
lintas sektor (APH) perkara tindak pidana umum Jaksa Agung Muda Bidang Tindak
Pidana Umum

*  |K1: Jumlzh Jaksa yang

*  IK1: Tingkat penyelesaian

. rmengikuti kegistan
Ex::g;d:sna Hmum yEng peningkatan kapasitas
penangansn perkara tindsk
pidana umum pada kasus
prioritas

IK1: Persentzse layanan dukungan
manajemen Eselon | sesuai 5LA
(Service Level Agreemeant)

IK2: Persentase leyanan
perkantoran sesuai SLA [Service
Level Agreement)

IKL:Tingkat penyelessian perkara tindak pidans umum
bidang A melalui keadilzn restoratif

IK2: Tingkat penyeleszian perkara tindak pidana
umum bidzng B melalui keadilan restoratif

IK3: Tingkat penyeleszian perkara tindak pidana
umum bidzng C melalui keadilan restoratif

IK3: Tingkat penyeleszian perkara tindak pidana
umum bidzng O melalui keadilzn restoratif

IK4: Tingkat penyeleszian perkara tindak pidana
umum bidzng E melzlui keadilan restoratif

Kinerja
Operasional

Tersedianya pedoman/SOP

kolaborasi antar APH untuk
penanganan perkara PPRS.

0 Pedoman/SOF kolaborasi

penanganan
ditetapkan/d

perkara PPNS yang
iperbarui

Tersusunnya laporan hasil
koordinasi dan evaluasi

penanganan perkara pidana umum
yang berasal dari PPMS.

0: Leporan hasil koordinasi dan
evaluasi perkara PPMS yang
dizzmpaikan tepat waktu

Terlaksanarya
pelatihan/peningkatan kapasitas

PPNS dan APH dalam mekanisme
kolaborasi penanganan perkara.

O: APH yang mengikuti pelatihan
kolaborasi penanganan perkara.
O PPMS yang mengikuti pelatihan
kolaborasi penanganan perkara.

Tersedianya sistem pertukaran

data dan informasi perkara PPHS
antar APH.

3: Perkara PPNS yang
dipertukarkzn dztafinformasi
perkara antar APH sesuai standar.

Terlaksanamya penyelesaian
perkara pidana wmum PPMNS secara

tepat waktu melalui kolaborasi
AFH.

0 Perkara PPNS yang dizeleszsikan
tepat waktu

0 Rekomendasi hasil koordinasi
yang ditindzklanjuti dalam
penyelesaizn perkara PPNE.
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Meningkatnya kualitas sistem
penuntutan yang terintegrasi
dan transparan

*  |K1:Tingkat penamnganan
perkara yang terekam
dalam Case Manogement

System

Meningkatnya efektivitas
pemanfaatam sarana dan
prazzrana dzlam mendukung
pensgakan dan pelayanan
hukum di Kejskszan Rl

*  |K1:Tingkat utilisasi saranz
dan prasarana dalam
mendukung penegskan
dan pelzyznan hukum di
Kejaksaan Rl

A 4

Level Kinerja
Meningkatnya Kualitas Meningkatmya keberhasilan penanganan Perkara Tindak Pidana Meningkstnya penegakan
Kinerja Strategis Layanan Publik bidang Umum secara transparan, akuntabel dan profesional hukum yang yang adil,
Subsektor humaznis, proporsional, dan
[imtermediotte penegakan hukum *  |K1:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana PE'iI_:_:E"
Owetcarme *  IKi:Indeks kepuasan umum yang diproses hingga pra penuntutan
layanan publik bidang *  IK2:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindsk pidana *  IKi:Persentase
penegakan hukum umum yang diproses hingga pemuntutan Penangznan Perkara
*  |K2:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana melzlui Mediasi Penal,
umum yang berkekuatan hukum tetap dan telah disksekusi Diskresi Penuntutan, dan
Dendz Damai
Kinerja Taktikal
{lmmediate Outcome)
L 4 L 2
MMeningkatnya kuzlitas regulazi untuk Meningkatnya akuntabilitas Meningkatnya efektivitas Meningkatnya pemahaman laksa
merespon perubahan kebutuhan penanganan perkara kolaborasi penanganan perkara terkait kualitas penanganan perkara

p=nznganan perkara pidana umum

*  IKLTingkst penyelessian

lintas sektor [APH)

. IFlII: Perse.mssse Tegulaﬂ yzn.g telsh pelsporan pelaksanazan *  IK1: Tingkst penyalesaian
dievaluasi dan direformulasi penangznan perkara erkars pidana umum yan
berdasarkan perubahan kebutuhan secara shuntabel P A ¥ENE

berazal PPMNS

penangznan perkara pidana umum

Kinerja
Operasional

tindak pidana umum

* K1 Jumlzah Jzksa yang mengikuti

kegiatan peningkatan kapasitas
penanganan perkara tindak
pidana umum pada kasus
prioritas

Meningkatnya kegiatan dubungan
manajemen penanganan perkara pada
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak
Pidana Ummum

*  |K1: Persentase layanan dukungan
manajemen Eselon | sesuai SLA
{Service Level Agreement)

*  IKZ: Persentase layanzn
perkantoran sesuai 3LA (Service
Level Agresment)

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana
umum melalui keadilan restoratif

*  |K1:Tingkat penyelesaisn perkara tindzk pidana umum

bidang A melalui keadilan restoratif

*  |KZ:Tingkat penyelesaizn perkara tindzk pidana umum

bidang B melalui keadilan restoratif

*  |K3:Tingkat penyelesaizn perkara tindzk pidana umum
bidang C melzlui keadilzn restoratif

*  |K3:Tingkat penyelesaizn perkara tindzk pidana umum
bidang D melzlui keadilan restoratif

*  |K4:Tingkat penyelesaian perkara tindzk pidana umum
bidang E melalui keadilan restoratif

Terzelenggaranya workshop atau
bimbingan teknis bagi Jak=a terkait
penanganan perkara tindak pidana

umnum.
O Modul/bahan ajar

workshop,/bimtelk yang
disusun/diperbarui

O Workshop/bimtek penanganan
perkars tindzk pidana umum yang

Tersadianya modul fbahan ajar

workshop/bimtek tentang standar
kualitas penanganan perkara.

dilaksanzkan.

Teraksanamnya evaluasi
pemahaman Jak=a setelah
mengikuti program workshop)
bimtek dalam rangka peningkatan
kapasitas lak=a

O Laporan evaluasi pemahaman
Jaksa setelzh mengikuti program
workshop, bimiek yang
dizempaikan tepat waktu

10 Jaksa yang mengalami
peningkatan skor pemahaman
berdzsarksn pre-test dan post-test
workshop/bimesk.

Terlaksananya kegiatan sharing
kmowledge atau forum diskusi

internal terkait best practices
pEnanganan perkara.

O Forum diskusi/sharing
knowledge tentang best proctices
penangznan perkara pidana
umum.

Terlaksanamya sosialisasi pedoman
standar kualitas penanganan
perkara tindak pidana umum.

10: Sosialisasi pedoman standar
penangznan perkara tindak pidana
umum

Terselenggaranya layanan
dukungan manajemen dan

perkantoran yans menunjang
penanganan perkara tindak pidana
militer.

0: Dokumen administrasi perkara
tindak pidana umum yang disusun.
0: Layanan dukungan manajemen
Ezelon |

10: Leyanan perkantoran Eselon |




Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (")

Level Kinerja
Meningkatmya Kualitas
Kinerja Strategis Layanzn Publik bidang
Subsektor penegakan hukum
[intermediotte
Olrtcame *  |Ki:Indeks kepuas=n
layanzan publik bidang
penegakan hukum
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Meningkatnya keber

penanganan Perkara Tindak Pidana
Umum secara transparan, akuntabel dan profesional

1K1 Tingkat keberhasilam penanganan perkara tindak pidana
umum yang diproses hingga pra penumntutan

K2 Tingkat keberhzasilan penanganan perkara tindak pidana -

umum yang diproses hingga penuntutan
K3 Tingkat keberhasilam penanganan perkara tindak pidana
umum yang berkekuatan hukum tetap dzen telah disksekusi

Meningkatmya penegakan

hubum yang yang adil,

humanis, proporsional, dan
efizien

IK1:Persentase
Penanganan Perkara
melzlui Mediasi Penal,
Dizkresi Penuntutan, dan

Meningkatnya kualitas sistem
penuntutan yang terintegrasi
dan transparan

*  IK1:Tingkat penangznan
perkars yang terekam
dalam Case Management
System

Meningkatnya sfektivitas
pemanfaatan sarana dan
prasarana dzlam mendukung
pensgakan dan pelayanan
hukwm di Kejakszzan RI

IE1-Tingkat utilisazi saranzs
dan prasarana dzlam
mendukung penegzkan
dan pelayanan hukum di
Kejaksaan Rl

Meningkatrya penyelezaian penanganan perkara tindak

pidana umum melalui keadilam restoratif

Dendz Damai
Kinerja Taktikal
{lmmediate Outcome)
Y Y r L 2
IWeningkatnya kualitas regulasi untuk Meningkatnya akuntabilitas Weningkatnya efektivitas Meni mya p Jaksa terkait Meningkatnya kegiatan dukungan
merespon perubahan kebutuhan penanganan perkars kolaborasi penanganan perkara kualitas penanganan perkara tindak manajemean pananganan perkara
penanganan perkara pidzna umum lintas szktor (APH) pidana umum pada Jaksa Agung Muda Bidang

*  IK1: Persentase regulasi yang telah
dievaluasi dan direformulasi
berdasarkan perubahan kebutuhan
penanganzan perkara pidana umum

KL Tingkat penyelesaian
pelaporan pelaksanaan
penanganan perkara
zecara skuntabel

*  IK1: Tingkst penyelesaizn
perkars pidana umum yang
berazal PPNE

*  IKL: Jumlah Jzksa yang mengikwti

kegiatan peningkatan kapasitas
penanganzn perkara tindak pidana
umum pada kasus prioritas

Tindak Pidana Umum

IK1: Persentzase layanan
dukungan manzjemen Eselon |
sesuai LA (Service Level
Azreement)

IK2: Persentase layanan
perkantoran sesuai SLA (Service
Level Agreement)

*  IKL:Tingkst penyslessian perkara tindak pidans umum
bidang A melalui keadilan restoratif

*  IKZ:Tingkst penyelezsian perkars tindak pidana
umum bidzng B melalui keadilan restoratif

*  [K3: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana
umum bidang € melalui keadilan restoratif

*  [K3: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana
umum bidang O melalui keadilzn restoratif

* K4 Tingkat penyeleszian perkara tindak pidana
umum bidzng E melzlui keadilan restaratif

e e e e e m e mmmmmmmmmmmmmm e mm e e mmmmmmmmm == m === = === === mmmm = e

Kinerja
Operasional

Tersedianya pedoman teknis
penerapan keadilan restoratif

dalam perkara tindak pidana

0: Pedoman//standar operasional
{30P) keadilan restoratif yang
disusun dan diterapkan.

Terlak=ananya sosizlisasi dan

bimbingan teknis bagi laksa
mengenai keadilan restoratif.

O Sosialisasi/bimtek tentang
penerapan keadilan restorstif yang
diselenggarskan.

0 Jaksa yang mengikuti
pelatihan/=osialisasi terkait

Terlaksananya farum koordinasi
dengam aparat penegak hukum

{APH) dan stokeholder terkait
penerapan keadilan restoratif.

0 Forum kaordinasi yang
dilaksanakzn dengan APH dan
stakeholder terkait.

Terlaksananya penamganan

perkara tindak pidana umum

melalui mekanisme keadilan
restoratif

O: Perkara tindak pidana umum
yang difasilitasi melalui
mekanizme keadilan restoratif. waktu

Tersusunmya laporan evaluasi dan

manitoring penerapan keadilan
restoratif.

2: Laporan evsluasi dan
monitoring pensrapan kesdilan
restoratif.yang disampaikan tepst

keadilan restoratif.
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Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (2)

Level Kinerja 1. Terwujudnya kelembagaan hukum I.Enr:.iu:l-l:a efdnli\l_ilas Fl;l'l!galﬂ-'l-hl.l:un
q n keadilan melalui transformasi sistem
Kinerja Strategis yang transparan dan adil e
Sektor tutan
\imtermediote — - — o
Outcome) *  IKl: Indeks persepsi publik p-erlta:.sen 2 peningkatan pangendalian
ferhadsp Kej2 nfl *  IK2Z: Tingkat keberhasilan kegiatan dan

3. Terwujudnya efektivitas
pelaksanaan kewenangan Advocaat
Generaal

4. Terwujudnya tata kelola organisasi

yang optimal, transparan dan
akuntabel

*  IK1: Tingkst efektivitas
pelaksanazan kewenangan
Advocaat Generaal

*  IKLindeks reformasi birokrasi
*  KZ:Tingkat penerapan etika profesi
JEks=

operasi intelijen penegakan hukum
*  |K3: Tingkat keberhasilan pemulihan aset
negara

!

Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Tindak Pidana
Umum secara transparan, akuntabel dan professicnal

Kinerja Strategis
Subsektor
I'D " e Meningkatmya Kualitas
Layanan Publik bidang
penegakan hukum
*  IKLl:Indeks kepuasan
"¢ “syanan publik bidang
penegakan hukum
Kinerja Taktikal

fimmediate Dutcome)

*  IK1:Tingkat keberhasilan penanganan perkars tindzk pidana
umum yang diprosss hingga pra penuntutan

*  IKZ:Tingkst keberhasilan penanganan perkara tindzk pidana
wumum yang diproses hingga penuntutan

*  IK2:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana
wmum yang berkekuatan hukum tetap dan telah disksekusi

'

Meningkatnya penegakan
hukum yang yang adil,

humanis, proparsional, d=n

efizizn

IK1:Perzantaze
Fenanganan Perkara
melalui Mediasi Penal,
Diskresi Penuntutan, dan
Denda Damai

Meningkstnya kualitas sistem

penuntutan yang terintegrasi
dan transparan

fi‘\ IK1:Tingkat penanganan

\‘E_,-'perkala yang terekam
dalam Case Management
System

Meningkatnya penyelesaian
penanganan perkara tindak

-~
RN

Meninglatnya layanan publik
bidang penegakan hukum di

Kejaksaan Agung

*  |K1: Persentasze layansn
bidang penegakan hukum di
Kejaksaan Agung sesuai SLA
{3=rvice Level Agraement)

pidana umum me|alui
pemanfaatan CW5

IK: Tingkst penyeleszian
perkars tindsk pidana
umum melalui
pemanfaatan CM3

Meningkatnya efektivitas pemanfaatan

sarana dan prasarana dalam
mendukung penegakan dan pelayanan
hubkum di Kejaksaan RI

1K1 Tingkat utilisasi sarana dan

| prasarana dalam mendukung
penegakan dan pelayanan hukum
di Kejaksazn Rl

Meninglkatnya jumlah Sarana dan Prazarana
yang mendukung penegakan dan pelayanan
hulum di Kejaksaan Rl

*  IK1: Persentase Terpenuhinya Peralatan
Pengolah Data dan Komunikasi
Penegakan dan Pelayanam Hukum di
Kejzksaan Rl

*  IK3:Persentazs Terpenuhinyz Kendaraan
Fungzionzl Penegakan dan Pelayanan
Hukum di Kejaksazn RI

*  |K4:Persentase Terpenuhinya Kendaraan
Tahanan Penegakan dan Pelayanan
Hukum di Kejaksaan Rl

*  IK5:Persentase Terpenuhinya Peralatan
Perkantoran Penegakan dan Pelayanan
Hukum di Kejaksaan Rl
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Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (%)

Level Kinerja Meningkatnya Kualitas
Kinerja Strategis Layanan Publik bidang
Subsektor penegakan hukum
lintermediatte

Bistcome *  IKL:Indeks kepuzsan

¢ ) lzyanan publik bidang
penegakan hukum

Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Tindak Pidana

Umum secara transparan, akuntabel dan professional

Kinerja Taktikal
{immediate Outcome]

Meninglkatnya layanan publik
bidang penegakan hukum di

Kejaksaan Agung

*  IK1: Persentase layanan
bidang penegakan hukurn di
Kejaksaan Agung sesuai SLA
{32rvice Lavel Agreement}

IK1:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana
umum yang diprases hingga pra penuntutan

1K2: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindsk pidana
umum yang diproses hingga penuntutan

IK3:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindzk pidana

umum yang berkekuatan hukum tetap dan telzh disksebusi

Meningkatnya pensgakan
hukurmn yang yang =dil,
humanis, proparsional, dan
efizien

Meningkatnya kualitas sistem

penuntutan yang terintegrasi
dan transparan

*  |KL:Tingkat penanganan

*  |Kl:Persentasse .(-E\.P'Eﬂﬁm vang terskam *  |K1:Tingkat utilisasi sarana dan
_('E\_Penanganan Perkara dalam Caze Management (‘E\ prasarana dalam mendukung
2 melalui Mediasi Penal, System penegakan dan pelayanan hukum

Meningkatnya efektivitas pemanfaatan
sarana dan prasarana dalam
mendukung penegakan dan pelayanan
hulum di Kejaksaan Rl

Dizkreszi Penuntutan, dan
Denda Damai

Meninghkatnya penyelesaian
penanganan perkara tindak
pidana umum melalui
pemanfaatan CMWS

IE: Tingkat penyelezsian
perkars tindzk pidana
umum melalui
pemanfaatan CM35

di Kejaksaan Rl

Meningkatnya jumlzah Sarana dan Prasarana yang mendukung penegakamn
dan pelayanan hukum di Kefaksaan Rl

|K1: Persentase Terpenuhinyzs Perslatzn Pengolah Data dan Komunikasi

Penegakan dan Pelayanan Hukum di Kejzkszan Rl

*  IK3:Persentazs Terpenuhinya Kendarzan Fungsionzal Pensgakan dan
Pelzyznan Hukum di Kejaksaan RI

*  |K4:Persentaze Terpenuhinys Kendsrzan Tahanan Pensgakan dan
Pelzyznan Hukum di Kejaksaan RI

*  |K5:Persentaze Terpenuhinya Peralstan Perkantoran Penegakan dan

Pelzyznan Hukum di Kejaksaan RI

Tersedianya standar layanan
publik penegakan hukum yang
jedas, tramsparan, dan terukur.

O Standar layanan puklik (SOP,

Terlaksananya pengembangan dan
integrasi sistern layanan publik

berbasis digital di bidang
penegakan hulum.

Terlaksananya peningkatan

kapasitas dan kompetensi petugas

Izyanan publik di Kejak=aan Agung.

10 Kegiatan peningkatsn kapasitas

Terselenggaranya layanan
infiormasi hukum dan konsultasi
publik yang mudah diakses.

2 Layanan konsultasi/informasi

Teraksananya monitaring dan

u=si kepuasan masyarakat
terhadap layanan publik bidang
penegakan hulkum.

J: Laporan penanganan

maklumat layanan, standar waktu) O Layanan publik berbasis digital SDM [workshop,/bimeel terkait hukum yang diberikan kepadz pengaduan masyarskst yang
yang disusun;diperbarui. |aplikasi, portal, sistam informasi) pelayanan publik. miasyarakat. ditangzni melalui mekanisme
vang . . lzyanan publik.
— ) dikembangkan,diintegrasikan. a an publik yang sesuai
'\.E:/' Cioso i) standar waktu pelayanan

Tersedianya laporan penyelesaian
perkara tindak pidana umum yang
terdokumentasi melalui
pemanfaztan CM5.

Tersedianya laporan pemenuhan
sarana dan prasarana yang
memadai untuk mendukung
pelaksanaan tugas penegakan
hukum dan pelayanan hukum di
Kajaksaan RL

: Lsporan penyelesaian perkara
tindzk pidana umum yang
terdokumentasi melalui
pemanfagtan CM3.

0: Leporan pemenuhan sarana dan
[prasarana yang memadai untuk
mendukung pelaksanzan tugas
penegakan hukum dzn pelayanan

hukum di Kejaksaan Rl




Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (4

Level Kinerja

Kinerja Strategis
Sektor
{intermediote
Dutrome)

Subsektor
[Intermediatie
Outrame

1. Terwujudnya kelembagaan hukum
yang transparan dan adil

1K1: Indeks perzepsi publik
terhadap citra Kejak===n Rl

pelanggaran HAM Berat secara transparan, akuntabel dan profesional
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2. Terwujudnya efektivitas penegakan hukum

dan keadilan melalui transformasi sistem
penuTtutan

*  [Kl:Persentazs peningkatzn pengendalian

perkara

*  IKZ2: Tingkat keberhasilan kegiatan dan
operasi intelijen penegakan hukum
*  IK3:Tingkst keberhasilan pemulihan aset

riegars

3. Terwujudnya efektivitas
pelaksanaan kewenangan Advocaat
Generaal

*  [K1: Tingkat efektivitas
pelaksanaan kewenangan
Advocaat Genersal

* |K1: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPFU

* |KZ: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindzk pidana perpajakan dzn TPPL
* |K3:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepsbeznan dan TPPU
* |K4:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU

* |K5:Tingkat keberhazilan penangznan perkara tindsk pidana yang menyebabkzan kerugisn perekonomian negara dan

TRFU

* |K&: Tingkat keberhasilan pensnganan perkara pelanggaran HAM Berat
* |K7:Tingkat keberhazilan pengendzlian operasi dalam penyelesaizn penanganan perkara tindak pidana khusus

4. Terwujudnya tata kelola organisasi

yang optimal, transparan dan
akuntabel

*  IKl:Indeks reformasi birokrasi
*  IKZ:Tingkat penerapan etiks profesi
jaksa

Meningkatnya keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana perpajakan, tindak pidana
kepabeanan, tindak pidana cuksi, tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, dan TPPU serta

Meningkatnya keberhasilan penyelamatan dan

pengembalian kerugizn negara serta pembayaran dends

dzlam penanganan perkara tindzk pidana khusus

* |K1: Tingkat keberhasilan penyelamatan dan pengembalian
kerugian negara dalam penanganan perkara tindzk pidana

korupsi dan TPRU
* |K2: Tingkat keberhazilan pembayaran denda dzlam

penzangznan perkara tindzk pidana khusus lzinnya dan
TPPU (Kepabsanan, Ferpajakan, Cuksi, tindak Fidzna yang

menyebabkan kerugizn perekonomian negara)

Kinerja Taktikal

1

Meningkatnya penyelesaian

penanganan perkara tindak pidana

korupsi dan TPPU

IK1: Tingkat penyelesaian perkara

tindak pidana korupsi dan TFPU pada

tzhap penyelidikan
IK2:Tingksat penyelesaian perkara

tindak pidana korupsi dan TPPU pada

tzhap penyidikan
IK3: Tingkat penyelezsian perkars

tindak pidana korupsi dan TPPU pada

tzhap prapenuntutan
IK4: Tingkat penyeleszian perkara

tindak pidana korupsi dan TPPU pada

tahap penuntutan
IK5S: Tingkat penyelessian perkara

Meningkatnya penyelesaian
penanganan perkara tindak
pidana perpajakan dan TPPU

* IK1: Tingkat penyelesaizn
perkars tindak pidana
perpajakan dan TPFPU pada
t=h=p prapenuntutan

* IK2: Tingkat penyelesaizn
perkars tindak pidana
perpajakan dan TPPU pada
tzh=p penuntutan

* IK3: Tingkat penyelesaizn

perkars tindak pidana

perpajakan dan TPPU yang

Inkrocht van gewijsde

{berkekuatan hukurn tatap)

dan telzh dieksekusi

Meninglatnya penyelesaian
penanganan perkara tindak
pidana kepabeanan dan TPPL

* IK1: Tingkat penyelesaian
perkzrs tindzk pidana
kepabeanan dan TPPU pada
tahap prapenuntutan

IK:2: Tingkat penyelesaian
perkzrs tindzk pidana
kepabeanan dan TPPU pada
tahap penuntutan

IK3: Tingkat penyelesaian
perkzrs tindzk pidana
kepabeanan dan TPPU yang
Inkracht van gewijsde
{berkekuatan hukum tetap)
dan telah disksekusi

Meningkatnya penyelesaian

penanganan perkara tindak
pidana cubai dan TPPU

IKL: Tingkat penyelesaizn
perkars tindzk pidana cukai
dan TPPU pada tahap
prapenuntutan

IK:2: Tingkat penyelesaizn
perkars tindzk pidana cukai
dan TPPU pada tahap
penuntutan

IK3: Tingkat penyelesaizn
perkars tindak pidana cukai
dan TPPU yang inkrocht van
gewifsde [berkekuatan
hukum tetap) dan telzh
dieksekusi

tindak pidana korupsi dan TRPU yang
Inkracht van gewijsde (berkekuatan
hukurn tetap) dan telzh dizksekusi

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara

tindak pidana yang menyebablmn kerugian
perekonomian negara dan TPPU

IK1: Tingkat penyeleszian perkara tindak pidana yang
menyebzbkan kerugian perekonomizn negara dan
TPPU pada tahap penyelidikan

IK2:Tingkat pemyelesaian perkara tindak pidana yang
menyebabkan kerugian perekonomian negara dan
TPPU pada tahap penyidikan

IK3: Tingkat penyelesaizn perkara tindsk pidana yang
menyebzbkan kerugian perekonomizn negara dan
TPPU pada tahap prapenuntutan

IK4: Tingkat penyelesaizn perkara tindsk pidana yang
menyebzbkan kerugian perekonomizn negara dan
TPPU pada tahap penuntutzn

IK5: Tingkat penyelesaian perkara tindzk pidana
yang menyebabkan kerugian perekonomian negara
dan TPPU yang Inkracht van gewijsde (berkekustan
hukum tetap) dan telah dieksskusi

Meningkatnya penyelesaian
penanganan perkara sesuai

dengan standar imternasional
dalam perkara pelanggaran
HAM Berat

* IK1: Tingkst penyelezsian
rencana zksi dalam
penzsnganan perkara
pelanggaran HAM berat

* |K2: Tingkat pencapaian
kamzjuan (progres)
penzsnganan perkara
pelznggaran HAM yang berat

Meninglatnya penyelesaian

pengendalian operasi dalam

penanganan perkara tindak
pidana khusus

IK1: Tingkat peny=slezsian
tindak lanjut penyelazzian
|lzporan dam pengaduan
masyarakat dalam
penysleszian pensnganan
perkara tindak pidanz khusus
IK2: Tingkat peny=lezsian
kegistan operasi bantuan
teknis dan tindzkan hukum
lain dzlam penyelesaian
penanganan perkars tindak
pidana khusus.

IK3: Tingkat peny=lezsian
kegistan manitoring d=n
evaluazi dalam penyelssaizn
penanganan perkara tindak
pidana khusus
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Meningkatnya keberhasilan penanganan perkara tindzk pidana korupsi, tindak pidana perpajakan, tindak pidana
kepabeanan, tindak pidana cukai, tindak pidana yang menyebablan kerugian perekonomian negara, dan TPPU serta

Lewel Kinerja

Kinerja Strategis

pelanggaran HAM Berat secara transparan, akuntabel dan profesional

* IK1: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TRFU

Subsektor * |K2: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidanz perpajakan dan TFPU
g’“’"""““’ * IK3:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindzk pidana kepabeanan dan TPPU
wbcome

* |K4:Timgkst keberhasilan penanganan perkara tindzk pidana cuksi dan TPRU

Meningkstnya keberhasilan penyslamstan dan

pengembalian kerugizn negara s=rta pembayaran denda

dzlam penanganan perkara tindak pidana khusus

* IK5:Tingkst keberhasilan penanganan perkara tindzk pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan

TFFU

* |KE: Tingkat keberhasilan penanganan perkara pelanggaran HAM Berat
* K7 Tingksat keberhazilan pengendslian operasi dalam penyelesaizn penanganan perkara tindak pidana khusus

* |K1: Tingkat keberhasilan penyelamatan dan pengembalian
kerugian negara dalam penanganan perkara tindzk pidana

korupsi dan TPFU
* |K2: Tingkat keberhasilan pembayaran dendz dzlam

penanganan perkars tindak pidana khusus lsinnya dan
TPPU (Kepabeanan, Perpajakan, Cukai, tindak Fidana yang

menyebabkan kerugizn perekonomian negara)

v
Meninzkatnya penyelesaian Meninzkatnya penyelesaian Meningkatnya penyelesaian Meningkatnya penyelesaian
penanganan perkara tindak pidana penanganan perkara tindak penanganan perkara tindak penanganan perkara tindak
korupsi dan TPPU pidana perpajakan dan TPPL pidana kepabeanan dan TPPU pidana culmi dan TPPU
* IK1: Tingkat penyelesaian perkara * IK1: Tingkat penyelesaian * IK1: Tingkat penyelesaian * IK1: Tingkat penyelasaian
tindak pidana korupsi dan TPFU pada perkara tindak pidana perkara tindak pidana perkara tindzk pidana cuksi
tahap penyelidikan perpajakan dan TPFU pada kepabeanzan dan TPFU pada dan TPPU pada tahap
* |K2-Tingkat penyelesaian perkara tzhap prapenuntutan tahap prapenuntutan prapenuntutzn
tindak pidana korupsi dan TPPU pada * |K2: Tingkat penyslesaian * IK2: Tingkat penyelesaian * |KZ: Tingkat penyelesaian
tahap penyidikan perkara tindak pidana perkara tindak pidana perkara tindzk pidana cuksi
* IK3: Tingkat penyelesaian perkara perpajekan dan TPFU pada kepabeanan dan TPPU pada dan TPPU pada tahap
tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan tzhzp penuntutan penuntutan
tahap prapenuntutan * [K3: Tingkat penyeleszian * IK=: Tingkat penyelesaian * |K3: Tingkat penyelesaian
* Ik4: Tingkat penyelesaian perkara perkara tindak pidana perkara tindak pidana perkara tindak pidana cukai
tindak pidana karupsi dan TPFU pada perpajakan dan TPPU yang kepabeanan dan TPFU yang dan TPPU yang Inkracht van
tahap penuntutan Inkracht van gewijsde Inkracht van gewijsde gewijsde (berkekuatan
* |K5: Tingkat penyelesaian perkara (berkekuatan hukum tetap) |berkekustan hukum tetap) hukum tetap) dan telah
tindak pidana korupsi dan TPPU yang dan telah dieksskusi dan telah disksekusi dieksekusi
Inkracht van gewijsde |berkekuztan
hukum tetzp) dan telah dieksakusi

Tersedianya laporan penyelesaian
penanganan perkara tindak pidana
korupsi dan TPPU

Tersedianya laporan penyelesaian
penanganan perkars tindak pidana
perpajakan dan TPPU

Tersedianya laporan penyelesaian
penanganan perkara tindak pidana

kepabeanan dan TP

Tersedianya laporan penyelesaian
penanganan perkars tindak pidana

cukai dan TFFU

Meninghainya penyelesaian penanganan perkara

tindak pidana yang menyebabl@n kerugian
perekonomian negara dan TPPU

IK1: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang
menyebabkan kerugian perekonomian negara dan
TPFU pada tahap penyelidikan

|K2-Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang
menyebabkan kerugian perekonomian negara dan
TPFU pada tahap penyidikan

IK3: Tingkat penyelesaizn perkara tindsk pidana yang
menyebabkan kerugian perekonomian negara dan
TPPU pada tahap prapenuntutan

IK4: Tingkat penyelesaizn perkara tindsk pidana yang
menyebabkan kerugian perekonomian negara dan
TPPU pada tahap penuntutan

IK5: Tingkat penyelasaian perkara tindzk pidana
yang menyebabkan kerugian perekonomian negara
dan TPPU yang inkracht van gewijsde (berkekuatan
hukum tetzp) dan telah disksskusi

J:Lzporan penysleszian
penangznan perkara tindak pidana
cukai dan TPPU

0: Laporan penyelesaian
penzngznan perkara tindak pidana
perpajakan dan TPPU

0 Laporan penyelessian
penanganan perkara tindak pidana
kepabeanzn dan TPPU

0:Laporan penyelessian perkara
tindzk pidana korupsi dan TRPU

Tersedianya laporan penyelesaian
penanganan perkars tindak pidana
yang menyebabdan kerugian
perekonomian negara dan TPPLU

0: Laporan penyelesaian
penangsnan perkara tindak pidana

Meningkatnya penyelesaian
penanganan perkara sesuai

dengan standar internasional
dalam perkara pelanggaran
HAM Berat

* IK1: Tingkst penyeleszian
rencana zksi dalam
penzanganan perkars
pelanggaram HAM berat

* IKZ: Tingkat pencapaizn
kemzjuan [progres)
penzanganan perkars
pelanggaram HAM yang berat

Meningkatnya penyelesaian

pengendalian operasi dalam

penanganan perkara tindak
pidana khusus

IK1: Tingkat penyelesaian
tindak lanjut penyelesaian
|laporan dan pengaduan
maszyarakat dalam
penyelessian penanganan
perkara tindak pidana khusus
IK2: Tingkat penyslezsian
kegiztan aperasi bantuan
teknis dan tindzkan hukum
|zin dzlam penyelessian
penanganan perksra tindak
pidana khusus.

IK3: Tingkat penyelesaian
kegiatan monitoring dan
evaluasi dalam penyelesaian
penanganan perkara tindak
pidana khusus

0: Laporan penyelasaian

Tersedianya laparan
penyelesaian penanganan perkara

sesuai dengan standar
internasional dalam perkara
pelanggaran HAM Barat

Tersedianya laporan penyelesaian
pengendalian operasi dalam
penanganan perkara tindak pidana

khusus

J:Llaporan penyelesaizn
pengendzlizn operasi dalam
penangznan perkara tindak pidana

yang menyebabkan kerugian
perekonomiam negara dam TPPLU

penanganan perkara sesuai
dengan standar internasional
dalam perkara pelanggaran HAM
Berat

khusus
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Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia *¢)

Level Kinerj;
A 1. Terwujudnya kelembagaan hukum 21, Terwujpudnya efektivitas penegakan hukum 3. Terwujudnya efektivitas 4, Terwujudnya tata kelola organisasi
yang transparan dan adil dan keadilan melalui transformasi sistem pelaksanaan kewenangan Advocaat yang optimal, transparan dan
penuThutan Generaal akuntabel
[Kinerfa Strategis
f:;:“r;lﬁnu * KL Indeks persepsi publik *  |K1:Persentasze peningkatan pengendalian * K1 Tingkat efektivitas *  |K1dndeks reformasi b'lru[uasi .
el terhzdap citra Kejskszzn RI perkara ) ) pelaksanzan kewenangan *  |K2Tingkat penerapsn etika profesi
Ourtcol *  IKZ: Tingkat keberhasilan kegiatan dan Advocaat Generaal jaksa

operzsi intelijen penegakan hukum
*  IK3:Timgkat keberhzsilan pemulihan aset
negars

Kinerja Strategis

Subsekior Meningkatnya ksberhazilan penanganan perkara tindzk pidzna korupsi, tindak pidana Meningkatnya keberhasilan penyelamatan dan
lintermediatte perpajakan, tindak pidana kepabeanan, tindzk pidana cukai, tindzk pidana yang pengembalian kerugian negara serta
Cutcoms menyebabkan kerugizn perekonomian negara, dan TPPU s=rta pelzanggaran HAM Berat pembayaran denda dalam penanganan perkara
s=cara transparan, akuntzbel dan profesional tindak pidana khusus
* |K1: Tingkst keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TFRU * IK1: Tingkat keberhasilan penyelamatan dan
* |K2: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pengembalian kerugian negara dalam
* IK3:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU penanganan perkara tindak pidana korupsi
* |K4:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TFFU dzn TPPU
* |KS:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindzk pidana yang menyebabkan * IK2: Tingkat keberhazilan pembayaran denda
kerugian perekonomian negara dan TPPU dalam penanganan perkara tindak pidana
* IK6: Tingkst keberhasilan penanganan perkarza pelanggaran HAM Berat khusus lainmya dan TPPU (Kepabeanan,
* IK7-Tingkat keberhasilan pangendalian operasi dalam penyelessian penanganan Ferpajakan, Cukai, tindzk Fidana yang
perkara tindak pidana khusus menyebabkan kerugian perskonomizn
negara)
Einerja Taktikal
fimmediate Outcome) Meninglatnya penyelesaian Meningkatnya penyelesaiaan
penyelamatan dan pengembalian pembayaran denda dalam
kerugian negara dalam penanganan penanganan perkara tindak pidana
perkara tindak pidana korupsi dan khusus lainnya dan TPPU
TPPU
* IK1: Tingkat penyelesaian
* IKL: Tingkat penyelamatan kerugian pembayaran dendz dalam perkara
negara dalam perkara tindak pidans tindzk pidana perpajakan dan TRPU
korupsi peds tahap sebelum putuzzn * IKZ: Tingkat penyelesaian
Inkrocht pembayaran dendz dalam perkara
* IK2: Tingkst penyelamatan kerugian tindsk pidana kepabeanan dan TPPU
negara dzlam perkars tindak pidana * IK3: Tingkat penyelasaian
korupsi pada tahap setelah putusan pembayaran dendz dalam perkara
inkrocht tindzk pidana cukai dan TPFU
* IK3: Tingkat penyelesaian * Tingkat penyelasaizn pembayaran
pengembalian kerugian negara denda dalam perkara tindak pidana
{pembayaran uang pengzanti) dalam yang menyebabkan kerugian

perkars tindzk pidana korupsi perekonomian negara dan TPPU
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Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (")

(immediate Outcome)

Meningkatnya pemyelesaian
penyelamatan dan pengembalian

kerugian negara dalam penanganan
perkara tindak pidana korupsi dan
TPRU

* IK1: Tingkat penyelamatan kerugian
negara dalam perkara tindzk pidana
korupsi pada tahap sebelum putusan
Inkracht

* |K2: Tingkat penyelamsatan kerugian
negara dalam perkara tindzk pidana
korupsi pada tzhap setelsh putusan
inkrocht

* |K3: Tingkat penyelesaian
pengembalian kerugian negara
{pembayaran uang penzganti) dalam
perkara tindak pidana korupsi

Meningkatnya keberhazilan penanganan perkara tindzk pidana korupsi, tindak pidana Meningkatnya keberhasilan penyelamatan dan
Level Kinerja perpajakan, tindak pidanz kepabeanan, tindzsk pidana cukai, tindzk pidana yang pengembalian kerugian negara serta
menyebabkan kerugian perekonomian negara, dan TPFU serta pelanggaran HAM Berat pembayaran denda dalam penanganan perkara
Kinerja Strategis Tercara transparan, akuntabel dan profesionzl tindak pidana khusus
LT
[imtermedintte * IKL: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU * |K1: Tingkst keberhazilan pemyelamatan dan
Outcame * [K2: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU p=ng=mbalian kerugian negara dalam
* |K3:Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TRPFU penanganan perkara tindak pidana korupsi
* K4 Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TFPU dan TPFU
* K5 Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindzk pidana yang menyebabkan * |K2: Tingkat keberhasilan pembayaran denda
kerugian perekonomian negara dam TFPLU dalam penanganan perkara tindak pidana
* IK5: Tingkat keberhasilan penanganan perkara pelanggaran HAM Berat khusus lainnya dan TPPU (Kepabeanan,
* |K7:Tingkat keberhasilan pengzendalian operasi dalam penyeleszian penangznan Perpajzkan, Cuksi, tindzk Pidana yang
perkarz tindak pidana khusus menyebabkan kerugian perekonomian
negara)
- vl ekttt -~

Meningkatnya penyelesaiaan
pembayaran denda dalam
penanganan perkara tindak pidana
khusus lainnya dan TPPU

S IR, IS REL PRI

pembayaran denda dalam perkara
tindak pidana perpsjakan dan TPFU

* |K2: Tingkat penyelasaizn
pembayaran dends dslam perkara
tindak pidzana kepabeanan dzn TFPU

* |K3: Tingkat penyelasaizn
pembayaran dends dslam perkara
tindak pidanz cukai dan TPPU

* Tingkat penyeleszian pembayaran
denda dzlam perkara tindak pidana
yang menyebabksn kerugizn
perekonomizn negara dan TPRU

Kinerfa
Operasional

Tersedianya laporan penyelesaian
penyelamatan dan pengembalian

kerugian negara dalam
penanganan perkars tindak pidana
korupsi dan TPPU

O Laporan penyelasaian
penyelamatan dan pengembalizn
kerugian negara dalam
penanganan perkara tindak pidana
korupsi dan TPFU

Tersedianya laporan penyelesaiaan pembayaran denda

dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lEinnya
dan TFPU

0 Lsporan penyelesaizn pembayaran dends dalam

perkara tindak pidana perpajzkan dan TPFU

* (O Laporan penyelesaian pembayaran denda dalam
perkarzs tindzk pidana kepabeanan dan TFPU

* (O Laporan penyelesaian pembayaran denda dalam
perkara tindak pidana cukai dam TFFU

* (0 Lapoarn penyelesaizn pembayaran denda dalam

perkars tindak pidans yang menyebabkan kerugian

perekonomian negars dan TPPLU
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Kinerja Meningkatnya Kualitas
Kinerja Strategis Layanan Publik bidang
Subsektor penegakan hukum
[Intermediatte

*  IKLlIndeks kepuasan
[ C-\'- layanan publik bidang
l”‘-—“J penegakan hukum

Dutcome

Kinerja Taktikal
(immediate Outcome)

Meningkatmya layanan publik
bidang penegakan hukum di
Kejaksaan Agung

*  IKl: Persentase layanzn
bidang penegakan hukum di
Kejaksaan Agung sesuai 5LA
{Z2rvice Level Agreement)

Meninglatnya penegakan

hukum yang yang adil, penuImtutan yang terinegrasi
humanis, proporsional, dan dan transparan

efizien

*  IKl:Persentass
("¢ \Penanganzn Perkara
' melalui Mediasi Penal,

System

Meningkatnya kualitas sistem

*  IKLTingkat penanganan
.fc_\.patara yang terskam
— dalam Cose Management

Meninglatnya efektivitas pemanfaatan
=arana dan prasarana dalam
mendukung penegakan dan pelayanan
hukum di Kejakszan Rl

*  IKL: Tingkat utilisasi sarana dan
/¢ prasarana delam mendukung
" pensgakan dan pelayanan hukum

Diskresi Pemuntutan, dan
Denda Damai

Meningkatnya penyelesaian
penanganan perkara tindak
pidana khusus melalui
pemanfaatan Chi5

Meningkatnya penyelesaian
penanganan perkara melalui
denda damai

*  IK: Persentaze
penangznan perkara yang
berhasil dizslzzzikan
melalui denda damai

*  IK: Tingkat penyeleszian
perkara tindzk pidana
khusuz melalui
pemanfaatan CME

di Kejskszan RI

Meningkatnya jumlzh Sarana dan Prasarana yang mendukung penegakan
dan pelayanan hukum di Kejaksaan Rl

IK1: Persentase Terpenuhinya Perslaten Pengolah Deta dan Komunikasi
Penegzkan dan Pelayanan Hukum di Kejzkszan Rl

*  |K3:Perzentazs Terpenuhinya Kendsrasn Fungsional Pensgakan dan
Pelzyanan Hukum di Kejaksaan RI

*  |K4:Perzentaze Terpenuhinyzs Kendarzsn Tahanan Pensgskan dan
Pelzyanan Hukum di Kejaksaan RI

*  |K5:Perzentazs Terpenuhinya Peralstan Perkantoran Penegzkan dan
Pelzyanan Hukum di Kejaksaan RI

Tersedianya standar layanan Terdaksananya pergembangan dan

integrasi sistemn layamam publik

publik penegakan hukumyang
Jedas, transparan, dan terukur. berbasis digital di bidang

penegakan hulum.

O: Standar layanan publik (SOF,
mizklumat layanan, standar wakiu) 0 Layanan publik barbasis digital

Terlaksananya peningkatan
kapasitas dan kompetensi petugas
lzyanan publik di Kejaksaan Agung.

O Kegiztam peningkatzn kapasitas
3DM {workshop/bimeel terkait

yang disusun/diperbarui. {zplikasi, portal, sistem informasi)
yang
- dikembangkan/diimtesrasikan.
| € Cross-cutting

Teraksananya monitaring dan

Terselenggaranys layanan
informasi hukum dan konsultasi
publik yang mudah diak=es.

evaluasi kepuasan masyara
terhadap layanan publik bidang
penegalan hulum.

0 Layanan konsultasi/informasi
hukum yang diberikan kepada O: Laporan penangznan
masyarakat. pengaduan masyarakat yang
ditangani melalui mekanisme
lzyznan publik.

0: Leyanan publik yang sesuai
standar waktu pelayanan

Tersedianya laporan penyelesaian Tersediamya laporan pemenuhan
perkara tindak pidana umum yang sarana dan prasarana yang
terdokumentasi melzlui memadai untuk mendukung
pemanfaztan CWS. pelaksanaan tugas penegakan
hukum dan pelayanan hukum di
10: Laporan penyelesaian perkara Kejaksazn RL
tindzk pidana umum yang
terdokumentasi melalui
pemanfaztan Ch3.

3: Laporzn pemenuhan sarana dan
prasarana yang memadai untuk
mendukung pelaksanaan tugas
penegakan hukum dan pelayanzn
hukum di Kejaksaan Rl
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Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (%)

Level Kinerja 1. Terwujudnya kelembagzaan hukum 2. Terwujudnya efektivitas penegalkan hukum 3. Terwujudnya efektivitas 4. Terwujudmya tata kelola organisasi
yang transparan dan adil dan keadilan melalui transformasi sistem pelaksanaan kewenangan Advocaat yang optimal, transparan dan
::Ewrir-ﬂmb penuntutan Generaal akuntabel
&-’:ﬂ":‘:“" *  IKL: Indeks persepsi publik *  |K1:Persentaz= peningkatan pengendalian * K1 Tingkat efektivitaz - Iltiflndeks reformasi b'lm!u-:lsi ]
terhadap citra Kejaksaan Rl perkara ) ) pelaksanaan kewenangan *  [K2-Tingkat penerapan etika profesi
*  IK2:Timgkst keberhasilan kegiatan dan Advocast Generaal jaksa
operasi intelijen penegakan hukum
*  IK3:Timgkst keberhasilan pemulihan aset
negara

Kinerja Strategis
5“"‘-“'“"-"_ Meningkatnya keberhasilan penyelamatan dan Meningkatnya keberhasilan penanganan
limtermediatte pemulihan keuangan negara melaui jabur Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara secara
Outeome perdata transparan, akuntabel dan profesional

* IK1: Tingkat keberhasilan penyelamatan * IK1: Tingkat keberhasilan penanganan

keuangan negara melalui jalur perdata perkara perdata melalui jalur litigzsi
* [K2: Tingkat keberhasilan pemulihan * [K2: Tingkat keberhasilan penanganan
keuangan megara melalui jalur perdata perkara perdata melzlui jalur non-litigasi
* IK3: Tingkat keberhasilan pensnganan
perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi

Kinesja Taktikal
e errl Meningiatnya penyelesaian Terpenuhinya ketersediaan

penyelamatan dan

pemulihan keuangan negara
melalui jalur perdata

laporan identifikasi
kerugian negara

Terpenuhinya pelaksanaan Terpenuhinya pelaksanaan Meningkatnya akuntabilitas

penyelesaian perkara
perdata

penyelesaian perkara Tata
Usaha Negara [TUN)

penanganan perkara

* IK1: Tingkat ketersediaan

IKA: Timgkst penyelesaian

* IKL: Tingkat penyelesaiaan laporan identifikasi * IKL: Tingkat penanganan * |K1: Tingkst penanganan
penyelamatan dan potensi penyelamatan dan perkara Tata Uszha perkarz perdata sesuai pelaparan pelaksanaan
pemulihan keuangan pemulihan keuangan Megara sesuai tenggat tenggat waktu penangznan perkara
negara melalui jalur negara melalui jalur waktu sacara skuntabel

perdata perdata
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Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (40)

Level Kinerja Meninghatnya keberhasilan penyelamatan dan Meningkatnya keberhasilan penanganan
Kinerja Strategis pemulihan keuangan negara melalui jahur Perkara Perdata dan Tata Usaha Nega_n SeCara
Subsektar perdata transparan, akuntabel dan profesional
g’mmm * IK1: Tingkat keberhasilan penyelamatan * IK1: Tingkat keberhasilan penangznan
keuangan negars melalui jalur perdata perkara perdata melalui jalur litigasi
* [K2: Tingkat keberhasilan pemulihan * |K2: Tingkat keberhasilan penanganan
keuangan negara melalui jalur perdata perkara perdata melzlui jalur non-litigasi
* IK3: Tingkat keberhasilan penanganan
perkars tata usaha negara melalui jalur litigasi
Kinerja Taktikal
[[LE L Tl Meninghatnya penyelesaian Terpenuhinya ketersediaan
penyelamatan dan laporan identifikasi Terpenuhinya pelaksanaan Terpenuhinya pelaksanaan Meningkatnya akuntabilitas
pem“::ll;alnk;mngalgle:am kerugian negara penyelesaian perkara Tata penyelesaian perkara penanganan perkara
IS per * K1 Tingkat ketersedizan Usaha Negara (TUN) .

* IKL: Tingkat panyelessiaan laporan identifikasi * |K1: Tingkst penanganan * IK1: Tingkst penanganan * IKL:Tingkat penyeleszizn
penyelamatan dan potensi penyelamatan dan perkara Tata Ussha perkara perdata sesuai pelaporan pelaksanaan
pemulihan keuangan pemulihan kewangan Megara sesuai tenggat tenggat waktu penanganan perkara
negara melalui jalur negara malalui jalur waktu secara skuntabel

Einerja
Operasianal Terselenggaranya penanganan

Tersedianya laporan penyelesaian
penyelamatan dan pemulihan

keuangan negara melalui jalur
perdata

0 Laporan penyelezsian
penyelamatan dan pemulihan
keuangan negara melalui jalur
perdata

Terselenggaranya kajian

identifikasi potensi penyelamatan

dan pemulihan keuangan negara
melzalui jalur perdata

0 Kajizn identifikasi potensi
penyelzmatan dan pemulihan
keuangan negara melalui jalur
perdatz

Tersedianya laporan pelaksanaan

penyelesaian perkara Tata Usaha
Megara [TUN)

O Laporan pelaksanaan
penyelesaizn perkara Tata Usaha
Megara (TUN)

Tersedianya laporan pelaksanaan
penyelesaian perkara perdata

perkara sesuai standar
akuntabilitas

0: Laporan pelaksanazn
penyelzsaizn perkara perdata

O Publikasi/penyajizn data
penangznan perkara yang dapst
dizkzes zesusi ketentuzn
keterbukaan informasi
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Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (')

Level Kinerja 2. Terwujudnya efektivitas penegakan hukum n » . —
1. Terwujudnya kelembagaan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem 3. Terwujudnya efektivitas 4. Terwujudnya tata kelola organisasi
Kinerja Strategs yang transparan dan adil penuntutan pelaksanaan kewenangan Advocaat yang optimal, transparan dan
Sektor Generaal akuntabel
{Intermediate *  |K1:Persentzse peningkatan pengendslizn - — -
Outrome) * 1K1 Indeks persepsi publik perkara *  IK1:Tingkat efektivitaz *  |Kl:Indeks reformasi birokrasi
- ; *  IK2: Tingkat keberhasilan kegiztan dan pelaksanaan kewenangan *  IKZ:Tingkat penerapan etiks profesi
terhadap citra Kejak=aan Rl .
operasi intelijen penegakan hukum Advocast Generaal jaksa
*  |K3: Tingkat keberhazilan pemulihan as=t
negara

Kinerja Strategis

Sulu:h.lnr. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Meningkatnya keberhasilan pelayanan Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
[intermediatte AdwocaatGeneraal dan laksa Pengacara hukum dalam rangka pelaksanaan fungsi bidang hukum e
Cutrome Megara Jaksa Pengacara Negara
* IK1: Tingkat penjaminan kuslitas * IK1: Indeks Persepsi staz pelayznzn ' :j"_:: ""'d:"i:*’p[”m“ 'a"':": P“h‘:ﬁs .::- Indeks het“i“:‘::“" publik

pengzsjuan pendzapat teknis hukum hukum Idang '-' m [Layanan hukum gratis, ang penegakan hu!

untuk permohanzn kasasi lingkup kensultasi hukum, bantuan hukum,

peradilzn umum, TUM, agama, dan pendampingan hukum, dan penyuluhan

miiliter hukum|
Kirerja Taktikal
{immediate Outcome)

Terpenuhinya ketersediaan Terhksanal:r\la pertimbangan hulum dan Terpenuhinya penyelesaian pelayanan
pendapat teknis hukum penyelesaian perkara perdata dan tata [

Meningkatnya layanan publik bidang

penegakan hukum di Kejaksaan Agung
usaha negara di laksa Agung Muda Bidang

* |K1: Persentase pendapat teknis hukum Perdata dan Tata Usaha Negara * |K1: Parsentase penyelesaian pelayanan

* IK1: Persentase layanan bidang

WaNE tersusun sesusi tenggat waktu + IK1: Persentase penyelasaian laporan hukum penegakan hukum sr.?uai dengan
pertimbangan hukum di Jaksa Agung standar layanan di Kejsksaan Agung
Mudz Bidang Perdzta dan Tatz Usaha sesuzi SLA [Service Level Agreement)
Megara

IK2: Persentzse penyelesaizn laporan
penyelesaizn perkara perdata dan tata
usaha negara di lzksa Agung Muda
Bidang Perdata dan Tata Usahs Negara

®
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Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (42

Lewvel Kinerja
) Meninglatnya kualitas pelaksanaan Meningiatmya keberhasilan pelayanan Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
Kinerja Strategis Advwocaat Generaal dan laksa Pengacara hukum dalam rangka pelaksanaan fungsi bidang hukum bidang penegakan hukum
Subsektor MNegara JIak=a Pengacara Negara
{Intermediatte . ~ .
Outrame * [K1: Tingkat penjzminam kuslitas * |K1: Indeks Persepsi atas pelayanzn “?1' Indeks kepuazan layanan Puhlll'_: "Fl' Indeks kepuaszn lzyznan publik
pengajuan pendapat teknis hukum hukum :;:Zﬁ;‘;?:;ﬁ:::ug:?ﬁ;m‘ bidang penegakan hukum
untuk permohonan kasasi lingkup X ’ !
peradilan umum, TUM, agama, dan pendzmpingzn hukum, dan penyuluhan
militer Frukur)
Kinerja Taktikal
(Iimmedicte Gutcome) Terpenuhinya ketersediaan Terlaksananya pertimbangan hukuom dan

Terpenuhinya penyelesaian pelayanan Meningkatnya layanan publik bidang

N lesaian perkara perdata dan tata f
pendapat teknis hulkum penye hulkum penezakan hukum di Kejaksaan Agung
usaha negara di Jaksa Agung Muda Bidang
* |K1: Pereentase pendapat teknis hukum Perdata dan Tata Usaha Negara * |K1: Perzentase penyelesaian pelayanan * |K1: Persentase layanan bidang

Wang tersusun sesual tenggat wakiu hukum penegakan hukum sesusi dengan
standsr layanan di Kejaksaan Agung

sesugi 5LA [Service Level Agreement]

|1: Persentaze penyelezaian lzporan
pertimbangan hukum di Jaksa Agung
Wuda Bidang Perdats dan Tata Ussha
Negara

|K2: Persentase penyelesaian laporan
penyelesaian perkara perdata dan tata
uszha negara di laksa Agung Muds
Bidang Ferdata dan Tata Usaha Negara

Terselenggaranya pemberian Tersedianya dokumen Terselenggaranya penyelesaian Tersedianya laporan penyelesaian

pendapat teknis hukum pertimbangan hukum perkara perdata dan tata usaha pelayanan hukum
negara di Jaksa Agung Muda

0: Dokumen pertimbangan Yang Bidang Perdata dan Tata Usaha 0: Laporan penyelesaian pelayanan

disusun dan disampaikan kepada Megara Fukum

instansi pemohon

Operasional Tersedianya [aporan
penyelenggaran layanan publik
bidang penegakan hukum di

Kejaksaan Agung

- Unit/instansi yang menerima
pendapat teknis hukum

J: Laporan penyelenggaraan
pemberian pendapat tekniz hukum

0 Laporan penyelenggaran layanan

0 Perkara perdata dan tata usaha
megara di kaksa Agung Muda Bidang
Perdata dan Tata Usaha Negara yang
dizzlesaikan

publik bidang penegakan hukum di
Kejaksaan Agung
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Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (°)

Level Kinerja 1. Terwujudnya kelembagaan hukum Sl iy e R R e S 3. Terwujudnya efektivitas 4. Terwujudmnya tata kelola organisasi
) ) yang transparan dan adil dan keadilan melalui transformasi sistem pelaksanaan J angan yang optimal, transparan dan
Kinerja Strategis penuntutan ";"E" h Advoczat akuntabel
Sektor
:krmrmen;tm *  IK1: Indeks persepsi publik :::(Et;:e';sentasepenlngkaian pengendalian R —— itas . ::;:.lll_-ld;:: reformasi blm!‘.l;sl o
Outcome ; : - -Tingkat penerapan etika profesi
terhadap citra Kejaksaan Rl +  IKZ:Tingkat keb ilan kegiatan dan pelaksanaan kewenangan ikem
S Advocaat Generaal 1
operasi intelijen penegakan hukum
*  IK3:Tingkst keberhasilan pemulihan aset
niegars
r
Kinerja Strategis A J 4 " i Wi
b tor Meningkatnya Kualitas Layanan Meningkatnnya keberhasilan penanganan Meningkatnnya keberhasilan pelaksanaan koordinasi Meningkatnya l:ua_iﬂssish_em ME“'WW‘!:W“ES
Lmnkrrr_rmed;mz Publik bidang penegakan hukurn perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat militer penuntutan varlgmn;:eyaﬂdan :imm;::ng;éﬁl::
e - - . N | men
dan tindak pidana k= transparan
+ IKL-indaks kepuasan ayanan i *  IKL: Tingkat keberhasilan pelsksanazn Kegiatan pelayanan hukum di Kejaksaan I
publik bidang penegakan hukum *  |KL: Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas Koordinasi Teknis (Assurance, Consultative, *  IK:Tingkat kuzlitaz penanganan - - —
pada tahap penyelidikan Pencegzhan Fraud, Monitoring dan Evaluasi dan perkars yang terekam dalam IK1: Tingkat utilisasi sarana dan
*  |K2:Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas Pelzporan) Tahap Penindakan Caze Management System prasarana dalam mendukung
pada tahap penyidikan *  IKZ:Tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan pEnEgzh:n d_an pel=yanan
*  IK3:Tingkat keberhasilan penanganzn perkara koneksitas Keordinasi Teknis (Assurance, Conzultative, hukum di Kejaksaan Rl
pada tahzp penuntutan Pencegzhan Fraud, Manitoring dam Evaluasi dan
*  |K4: Tingkat keherhasilan penanganan perkara koneksitas Pelzporan) Tahap Penuntutzn
yang telah dieksekusi *  IK2:Tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiztan
*  IKS-Tingkat keberhasilan pengembalizn Kerugian Negara Koordinasi Teknis (Assurance, Conzultative,
Perkara Koneksitas yang dilimpahkan ke peradilan umum Pencegshan Fraud, Manitoring dan Evaluzsi dan
Pelzporan) Tahap Eksekusi, Upaya Hukum Lusr Bizss
dam Eksaminasi
Einerja Taktikal

fimmediate Cutoome]

Meni it le=sai il i
m':'::;;:smﬁ?d'::apaf"g;":: - Terselenggaranya layanan dukungan Meninglainya kegiatan dukungan Meningkatnya kepuasan relasi Meningkatnya penyelesaian kegiatan koordinasi telmis
: — — d:'n i Li.;al;a e teknis di Jaksa Agung Muda Pidana manajemen penanganan perkara pada Jaksa kelembagaan terhadap layanan hukum penumntutan yang dilakukan oleh oditurat militer )
P pencuc ‘B~ P Militer Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer bidang pidana militer
s KL Tingkat |esaian perkara koneksi *  [K1: Tingkst penyelasaizn Kegiatan Koordinasi Teknis
a:;a '&ha F::"!’e lidkan p= *  [K1:Persentas= penyelesaian laporan . WLE . duk *  |Kl:Indeks kepuasan relasi [Assurance, Consultative, Fencegahan Fraud, Menitoring
. rIQ'T : w‘} ) eara koneksias penanganan perkara koneksitas di -rers dyanzn duiungan kelembagzan terhadap layanan dan Evaluasi dan Pelaporan) Tahap Penindakan
E;a':ﬁ: PPE"VE_:(E'E” perkara kons Jaksa Agung Mudsz Pidzna Militer manzjemen Eselon | sesuai SLA (Service hukum bidzng pidzna militer * [K2-Tingkat penyelesaian Kegistan Koordinasi Teknis
pada fahap Fenyidikan . sesuai tenggat waktu Level Agreement] {Assurance, Consultative, Pencegahan Fraud, Menitoring
*  [K3Tingkat penyelesaizn perkara koneksitas *  |K2: Persentase layanan perkantoran .
= Tahap Fenu n sesuzi SLA [Service Level Agreement) dan Evaluasi dan Pelaporzn) Tahap Penuntutan
pa ks vice +  IK3Tingkat penyelessian Kegistan Koordinasi Teknis

*  IE4:Tingkat penyeleszi Izksal Putu
. ingkat pe |.an e na=n . san_ {Assurance, Consultative, Pencegahan Fraud, Monitoring
Hakim Perkara Koneksitas yang telah Disksekusi . A
. NS - bali dan Evaluasi dan Pelzporan) Tahap Eksekusi, Upaya
) |_ng penyelesaian penge_m alian Hukum Luar Bizsa dan Ek==minasi
Kerugian Megarzs Perksrz Koneksitzs yang
dilimpahkan ke peradilan umum
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Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (4

Level Kinerja Meningkatnya Kualitas Layanan Meningkatnnya keberhasilan penanganan Meningkatnnya keberhasilan pelaksanaan koordi Meningkatmya ltualnas sisn_em l'l:;nmglﬁ‘hwa E:Ektnntas
Publik bidang penegakan hukum perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat Nnmlmyarlgterl?ltlegmg dan :r:rln ":!;nusl::'i::m:n plas:r:an:
j I dan tindak pidana lai transparan egakal
:L:::;:—.gqh « KLindeks kepuasan layanan pencucian uang, dan tindak pidana kain = Ki: ﬁpggt heht.:_-rhasilan pelzksanaan Kfag'atan — pelay hukum di Kejaksaan RI
o i uiblik bidan nesaksn hukum * K1 Tingkat keherhasilan penanganan perkara koneksitaz Koordinzsi Teknis [Assurance, Conzultative, * ingkat kualitas penangaman . - .
rDmmr: " ? Bpenses pads tahap penyelidikan Pencegshan Fraud, Monitoring dan Evaluasi dan perkara yang terekam dalam IK1: Tingkat wtilisasi szrana dan
*  |K2: Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas Pelzparzn} Tahap Penindakan Case Management System prasarana dalam mendukung
pada tzhap penyidikan *  IK2-Tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiztan pEﬂEEHkE_m d_an pelayanan
*  IK3:Tingkat keberhasilan penanganzn perkars koneksitas Koordinzsi Teknis [Assurance, Consultative, hukum di Kejakszan Rl
pads tahap penuntutan Pencegshan Fraud, Monitoring dan Evaluasi dan
*  |K4: Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas Pelzparan) Tahap Penuntutzn
yang telzh dieksskusi *  |K3Tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegizstan
*  IKGTingkat keberhasilan pengembalizn Kerugian Negara Koordinasi Teknis (Assurance, Consultative,
Parkara Koneksitas yang dilimpahkan ke peradilan umum Pencegahan Fraud, Maonitoring dan Evaluzsi dan
Pelaporan) Tahap Eksekusi, Upaya Hukum Luar Bizsa
dan Eksaminasi
Kinesja Taktikal
fIimmed ¥

Meningkatnya penyelesaian penanganan
perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak

Meningkatnya kepuasan relasi
kelembagaan terhadap layanan hukum

Terselenggaranya layanan dulungan
teknis di laksa Apung Muda Pidana

Meningkatnya kagiatan dukungan Meningkatnya penyelesaian kegiatan koordinasi tekmis

manajemen penanganan perkara pada laksa

penuntutan yang dilakukan oleh oditurat militer

pidana pencudian uang, dan tindak pidana kain

bidang pidana militer

Militer Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer

*  IK1:Tingkat penyelesaian Kegiatan Koordinasi Teknis
[Assurance, Consultative, Fencegahan Fraud, Menitoring
dan Evaluzsi dan Pelzporan) Tahap Penindakan

*  |K2:Tingkat penyelesaizn Kegiatan Koordinasi Tekniz
[Assurance, Consultative, Pencegahan Fraud, Menitoring
dan Evaluzsi dan Pelzporan) Tahap Penuntutzn

*  |K3:Tingkat penyelesaizn Kegiztan Koordinasi Teknis
[Aszurance, Consultative, Pencegahan Fraud, Monitoring
dan Evaluzsi dan Pelzporan) Tahap Eks=kusi, Upaya
Hukum Luar Biasa dan Ek=aminasi

*  IK1:Tingkat penyelesaizn perkara koneksitas .

* I¥l:dndeks k relasi
pada Tzhap Penyelidikan n epuzsan relasi

kelembagzan terhadap layanan
hukurn bidang pidznza militer

|k1:Parsentaze penyelesaian laporan

penanganan perkars koneksitas di *  IK1: Persentase lzyznan dukungan

*  IK2-Tingkat penyelassian parkara kaneksitas Iaksa Agung Muds Pidanz Militer manajemen Eselon | sesuzi SLA [Service
pada Tzhap Pwldllfan . sesuai tenggat waktu Level Agresment)

+  |K3:Tingkat penyellKizn perkara koneksitas pada *  IKZ: Persentzse layanan perkantoran
Tahap Penuntutan sesua] SLA (Service Level Agreement)

*  |K4:Tingkat penyelesaizn pelaksanzan Futusan
Hakim Perkara Koneksitas yang telzh Dieksekusi

+  |K5:Tingkat penyelesaian pengembalian Kerugian
Negars Perkara Koneksitas yang dilimpahkan ke
peradilan urnum

Kinerfa

Oiperasional

Tersedianya laporan penyelesaian

penanganan

perkara koneksitas tindak pidana

karupsi, tindak pidana pencucian
uang, dan tindak pidana lain

O Laporan penyelesaian
pEnanganan

perkars koneksitas tindzk pidans
korupsi, tindzk pidana pencucian
wang, dan tindak pidana lain

Tersedianya layanam dukungan

tekmis di Jaksa Agune Muda Pidana
Militer

0: Leyanan dukungzn teknis di
laksa Agung Muda Fidana Miltter

Terselenggaranys layanan
dukungan manajemen dan

perkantoran yang menunjang
penanganan perkara tindak pidana
militer.

3 Dokurmnen administrasi perkara
tindzk pidana umum yang disusun.
0 Layanan dukungan manzsjemen
Eselon |

3: Ley=nan perkantoran Eselon |

Terselenggaranya layanan
hukum bidang pidana militer

0: Laporan penyelengzaraan
layznan hukum bidang pidana
militar

Tersedianya laporan penyelesaian
kegiatan koordinasi teknis

penuntutan yang dilakukan oleh
oditurat militer

0: Laporan penyelesaian kegistan
koordinasi teknis
penuntutan yang dilakukan aleh
aditurat militer

46
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Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (45)

Meningkatnya efektivitas
pemanfaatan sarana dan prasarana

Lewel Kinerja Meningkatnnya keberhasilan pelaksanaan koordinasi

teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat militer

Meningkatnya Kualitas Layanan Meningkatnnya keberhasilan penanganan Meningkatnya kualitas sistam
perkara koneksitas tindsk pidans korupsi, tindak pidana

pencucizn uang, dan tindzk pidana lzin

penuniutan yang terintegrasi dan

Publik bidang penegakan hulkum
transparan ¥

dalam mendukung penegakan dan

Kinerja Strategis

Subsektar IK1:Indeks kepuasan layanan *  IK1:Tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan pelayanan hukum di Kejaksaan Rl
intermediatts \‘E/. publik bidang penegakan hukum *  |K1:Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas Kpordinasi Teknis [Assurance, Consultative, r_ Tingkat kualitas penanganan R . S
e = pada tahzp penyelidikan Fencegzhan Fraud, Monitoring dan Evaluasi dan (€ ) parkara yang terekam dalzm IK1: Tingkat utilisasi sarana dan
*  IK2:Tingkat keberhasilan penanganzn perkars koneksitas Palzporan) Tahap Penindakan Caze Maonogement System g prasarana dalzm mendukung
pada tahap penyidikan *  |K2:Tingkat keberhazilan pelaksanzan Kegiztan =ty perle@kz_ln d_an pelayanan
*  IK3:Tingkat keberhasilan penanganzn perkars koneksitas Koordinasi Teknis (Assurznce, Consultative, hukum di Kejakszan RI
pada tahap penuntutan Pencegzhan Fraud, Monitoring dan Evaluasi dan
*  |K4: Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas Pelaporan) Tahap Penuntutan
yang telzh dieksekusi * K3 Tingkat keberhasilan pelaksanzan Kegiatan

Koordinasi Teknis (Assurance, Consultative,
Fencegzhan Fraud, Monitoring dan Evaluasi dan
Pelzporan) Tahap Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa
dan Eksaminasi

*  |KS:Tingkat keberhazilan pengembalizn Kerugian Megara
Perkara Konsksitas yang dilimpehkan ke peradilan umum

Kinarja Taktikal
flmmediate Ovtco

Meningkatmya jumlah Sarana dan Prazarana yang mendukung penegakan
dan pelayanan hukum di Kejaksaan R 4

Meningkatnys penyelezsian
penanganan perkara tindak

Meningkatmys layanan publik

pidana militer mealalui

bidang penegakan hukum di
pemanfaatan CMS &

Kejaksaan Agung IK1: Persentase Terpenuhinya Peralatan Pengolah Data dan Komunikasi

Penegakan dan Pelayanan Hukum di Kejaksaan RI

*  |K2:Persentase Terpenuhinya Kendaraan Fungsional Penegzakan dan
Pelzyznan Hukum di Kejaksaan Rl

*  [K3:Persentase Terpenuhinya Kendarzan Tzhanan Penegzkan dan
Pelayanan Hukum di Kejaksaan Rl

*  IK4:Perzentase Terpenuhinya Peralatan Perkantoran Penegskan dan

Pelayanan Hukum di Kejaksaan Rl

*  IK: Tingkat penyelesaian
perkars tindak pldana
militer melalui
pemanfzatan Ch3

*  |K1: Persentzsse layanan
bidang penegzakan hukum di
Kejaksaan Agung sesuai SLA
(Service Level Agreement)

s

Kinerja ‘l’

Terselenggaranya layanan
informasi hukum dan konsultasi
publik yang mudah diakses.

Tersedianya laporan pemenuhan
sarana dan prazarana yang
memadzai wmtuk mendukung
pelaksanaan tugas penegakan
hukum dan pelayanan hukum di
Kejaksaan RL

Tersedianya laparan penyelesaian
perkara tindak pidana militeryans

Terlaksananya monitoring dan

Tersedianya standar layanan Terlaksananya pengembangan dan Tertaksananya peningkatan evaluasi kepuasan masyarakat

integrasi sistern lzyanan publik

kapasitas dan kompetensi petugas

terdokumentasi melalui
pamanfaatan ChS.

pubdik penegakan hukum yang
jelas, ransparan, dan terukur.

terhadap layanan publik bidang
penegakan hukum.

lzyanan publik d ak=aan Agung.

berbasis digital di bidang
penegakan hukum.

0 Kegiatan peningkatan kapasitas 0 Layanan konsultasifinformasi
©: Layznan publik berbasis digitsl SDM {workshop/bimtel terkait hukum yzng diberikan kepadza pengaduan masyarakat ysng

(zplikasi, portal, sistem informasi) pelayanan publik. ditangani melalui mekanizme

O Standar layanan publik (SOP,
mizklumat layanan, standar waktu)
yang disusun,/diparbarui.

0: Laporan penyeleszsian perkara
tindzak pidana militer yang
terdokumentasi melalui

2 Laporan penangsnan

2: Lesporan pemenuhan sarana dan
prasarans yang memadai untuk

VEng . ) layanan publik.
dikembangkan,/diintegrasikan. @ Layanan publik yang sesuai

stamdar waktu pelayanan

pemanfaatan ChS.

'\._cj Cross-cutting

mendukung pelaksansan tugas
penegakan hukum dan pelayanan
hukum di Kejaksaan RI.
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Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (4¢)

Level Kinerja 1. Terwujudnya kelembagaan hukum Z ij'-'dmﬂfe"ﬁ"_it“ PE“EE*?“_"“'“-"“ 3. Terwujudnya efektivitas 4. Terwujudnya tata kelola organisasi
yang transparan dan adil dan keadilan mpe;:lumm:fnrmag sistem pelaksanaan kewenangan Advocaat vmgupﬁx'n:ahflpamn dan

Kinerja Strategis Generaal

Sekt *  IKi:Perzent inghkatal dali N - 1 bi i
ml::"m" *  IKL: Indeks persepsi publik E”E';sen 3I& pening| n pengendalian KL Tingkst sfektivitas : le:lndeks reformasi blm[UESI )
utcame) terhadap citra Kejaksaan Rl . rIILZ'Tlngkat keberhasilan kegiatan dan pelaksanzzn kewenangan _II(E.TI ngkat penerapan etika profesi

e Advocast Generazl iaksa
operasi intelijen penegakan hukum

*  |K3:Tingkst keberhasilan pemulihan aset
negara

Yimerja Strategis Terwujudnya pengelolaan aset tindak pidana yang
fmf;utu e e e e transparan, akuntabel, dan modern
Duteome
* KL Tingkat keberhasilan kegiztan penslusuran aset *  K1:Tingkat efektivitas pengelolaan Rupbasan
*  |K2:Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak *  |K2:Tingkat efektivitas penyeleszian penyelamatan aset
pidzna negars
* K3 Tingkat keberhasilan pemulihan aset hasil tindak pidana *  |K3:Tingkat efektivitas pengelolaan dats aset negara
berbasis teknologi
Einerja Taktikal
fimmediate Gutcome]
Meningkatimya efektivitas pengelolaan, penalusuran, dan Meningkatnya efektivitas tata kelola aset berupa barang
perampasan aset sitaan dan barang rampasan tindak pidana
*  |K1l: Persentase pelzksanz=n penelurusan aset *  IKl: Persentase penyelessian penyelamatan aset negara
*  |K2: Persentase pelsksanazsn perampasan asst tindzk pidana
*  |K3: Persentase pelsksanzan permulihan asst *  [K2: Persentase sinkronisasi data aset
*  |K4: Persentase pelsksanzan pengembalizn asst *  IK3: Persentase keberhasilan pemelinaraan aset tindak
pidana
Kinerfa
Operasional

Terselenggaranya tata kelola aset berupa
barang
=sitaan dan barang rampasan tindak pidana

Terselenggaranya pengelolzan, penelusuran, dan

pErampasan 352t

* (O Lzporan pelaksanazn penelurusan aset

* (O Lzporan pelaksanzan perampasan aset

*  {:Lzporan pelaksanzan pemulihan as=t

* (O Lzporan pelaksanaan pengembalian aset

0 Lapoan penyelesaian penyelamatan aset
negara tindzk pidans

10 Laporan sinkronisasi data aset yang
dihasilkan dan terdokumentasi

0: Laporan pemeliharaan as=t tindsk pidana
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Translasi Pohon Kinerja ke Komponen Perencanaan dan Kinerja Jabatan Kejaksaan RI

Level Kinerja ;-'-_r?. Komponen Perencanaan Jard Kinerja Jabatan
5 !

Kinerja Strategis Subsektor Renstra Satker:
(Intermediate Outcome) . Sasaran Program

| : , : ! ! [ j

Kinerja Taktikal

ta
(Immediate Outcome) SURMA0 Faptan

Output

Kinerja Operasional (KRO/RO)}

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

/[

BURHANUDDIN



